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ABSTRAK

Judul : Rekonstruksi Konsep al-Marhaliyyah dalam
Proses Tagnin Hukum Islam Di Aceh

Nama Mahasiswa : Mutiara Fahmi

NIM : 28162607-3

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Syahrizal Abbas. MA
2. Dr. Ali Abubakar, M. Ag

Kata kunci . Al-marhaliyyah, rekonstruksi, tagnin (legislasi)

Kajian ini berangkat dari kegelisahan peneliti tentang proses legislasi
(tagnin) hukum Islam di Aceh yang terkesan berjalan lambat, padahal
kewenangan pemberlakuan syariat Islam telah dimiliki dan dijamin
undang-undang. Subtansi Qanun juga tidak menyentuh semua persoalan,
dengan alasan legislasi dilakukan secara bertahap sesuai dengan konsep
al-marhaliyyah pada awal Islam. Pertanyaan penelitian ini adalah
bagaimana konsep al-marhaliyyah dalam praktik awal sejarah Islam? dan
bagaimana rekonstruksi konsep al-marhaliyyah dalam proses taqnin
hukum Islam di Aceh pada masa sekarang?. Penelitian yuridis-normatif
ini ditempuh melalui dua pendekatan; statue approach (pendekatan
perundang-undangan) dan historical approach (pendekatan sejarah).
Operasionalisasi penelitian menggunakan metode legal research dan
metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep
al-marhaliyyah dalam praktik awal sejarah Islam dilakukan dalam dua
bentuk: al-marhaliyyah dalam pensyariatan hukum dan al-marhaliyyah
dalam penerapan hukum. Otoritas pensyariatan ada pada Allah dan rasul,
sementara pada masa setelahnya dilakukan oleh para sahabat atas
kapasitas mereka sebagai para ulama mujtahid dan pemimpin yang diakui
oleh masyarakat. Prioritas al-marhaliyyah dalam tasyri‘ dimulai dengan
pengenalan tauhid, lalu prinsip-prinsip moral dan sebagian ibadah.
Pensyariatan hukum pidana baru dilakukan dan diterapkan secara
berangsur-angsur pada periode Madinah saat nabi telah memiliki otoritas
politik serta pengakuan dari kalangan internal maupun eksternal.
Rekonstruksi konsep al-marhaliyyah dalam proses tagnin hukum Islam di
Aceh saat ini dapat dilakukan dengan tiga cara: rekonstruksi proses
legislasi; rekonstruksi muatan sanksi pidana berat; dan rekonstruksi
pembentuk regulasi syariat.
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ABSTRACT

Title of Dissertation : Reconstruction of the concept of
al-Marhaliyyah In the Tagnin Process of
Islamic Law In Aceh

Student’s Name : Mutiara Fahmi

NIM : 28162607-3

Promotors : 1. Prof. Dr. Syahrizal Abbas. MA
2. Dr. Ali Abubakar, M. Ag

Keywords : al-Marhaliyyah, reconstruction, tagnin
(legislation)

This study starts from researchers' concerns about the legislative process
(tagnin) of Islamic law in Aceh which gives impression to be running
slowly, even though the authority to enforce Islamic law has been owned
and guaranteed by law. The substance of the Shari'a Qanun also does not
touch all issues on the grounds that it is carried out in stages according to
the concept of al-marhaliyyah at the beginning of Islam. The research
questions are how is the concept of al-marhaliyyah in practice in early
Islamic history? and how is the reconstruction of the concept of al-
marhaliyyah in the process of tagnin Islamic Law in Aceh today? This
juridical normative research is pursued through two approaches: statue
approach (legislation approach) and historical approach, and its
operationalization uses legal research method and the content analysis
method. The results show that the concept of al-marhaliyyah in early
practice of Islamic history was carried out in two forms: al-marhaliyyah
in law enforcement and al-marhaliyyah in law application. The authority
sharia legislation absolutely owned by Allah and the Messenger while in
later times it was carried out by the Prophet Companions (sahabah) in
their capacity as mujtahid scholars and leaders recognized by society. The
priority of al-marhaliyyah in tasyri begins with the introducing concept
of tauhid, then moral principles and ibadah. Sharia criminal law was
implemented gradually in the Medina period when the Prophet already
had political authority and recognition from both internal and external
circles. The reconstruction of the concept of al-marhaliyyah in the
process of tagnin Islamic law in Aceh can currently be carried out in
three patterns: reconstruction of the legislative process; reconstruction of
the contents of serious formation; and the reconstruction of sharia
regulation formation.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak pemberlakuan syariat Islam di Aceh pasca reformasi,
tema penegakan syariat Islam di Aceh selalu menarik untuk dikaji
dari berbagai aspek oleh para peneliti asing maupun nasional.
Mulai dari aspek legalitas hukum dan kewenangan, kekhususan
Aceh dari wilayah lain di Indonesia, kontroversi penegakan syariat
Islam dari sisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), hingga
aspek penegakan syariat Islam terhadap non muslim di Aceh.

Di kalangan umat Islam sendiri, penegakan syariat Islam di
Aceh juga tidak lepas dari berbagai kritikan. Mulai dari politik
anggaran pemerintah yang dinilai tidak memadai, kurangnya
Sumber Daya Manusia (SDM) para pembentuk regulasi syariat
Islam, hingga kritik terhadap tahapan legislasi Qanun yang
dianggap lambat dan belum memiliki roadmap yang jelas. Dari sisi
muatan materi Qanun, kritikan juga sering diarahkan terhadap
Qanun hukum Jinayat yang belum menyentuh semua jenis ‘ugaibat
(qisas -hudud-ta zir).

Konsep al-mar/aliyyah adalah konsep pentahapan dalam
pensyariatan dan pentahapan dalam penerapan hukum Islam yang
berangkat dari praktik Rasul di era awal Islam. Praktik tersebut
dilanjutkan oleh para sahabat Nabi (khulafa al-Rasyidin) serta para
ulama fikih dalam proses terbentuknya mazhab-mazhab fikih.
Konsep al-marfkaliyyah telah terbukti mampu membuat negara
Madinah eksis hanya dalam waktu satu dekade dan berkembang
dengan pesat dalam rentang waktu seratus tahun.

Subtansi dari teori al-marfkaliyyah adalah suatu teori yang
digunakan dalam rangka penerapan syariat Islam dalam kerangka
negara yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan
masyarakat. Konsep al-markaliyyah dapat ditemukan praktiknya
secara jelas dalam konsep periodesasi turunnya ayat Al-Quran, atau
yang dikenal dengan konsep makkz dan madanz. Konsep makki dan
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madanz sendiri intinya adalah perkembangan hukum sesuai dengan
realitas masyarakat dan perkembangan sosial saat Al-Quran
diturunkan. Hal ini pula yang menyebabkan dakwah Rasulullah
dapat diterima oleh segenap lapisan masyarakat karena sesuali
dengan sunnatullah dalam pentahapan hukum dan fitrah manusia
dalam beradaptasi dengan keadaan sekitarnya secara bertahap.

Merujuk kepada sejarah politik di Aceh, pada dasarnya
penerapan syariat Islam di Aceh bukan hal baru, melainkan sebuah
pengalaman sejarah yang telah mengakar dan berkembang secara
bertahap dalam masyarakat Aceh itu sendiri sejak pertama Kkali
wilayah ini menerima Islam sebagai agama resmi para Raja dan
dianut oleh mayoritas masyarakat.

Seiring dengan berkembangnya dakwah Islam pada abad
ke-7 M/1 H, maka daerah pesisir utara Aceh mulai disinggahi para
pedagang Muslim dari Malabar di India atau langsung dari Jazirah
Arab sebagaimana disebutkan oleh L. Van Rijck Vorsel dalam
bukunya “Riwayat Kepulauan Hindia Timur."* Vorsel juga
menyebutkan bahwa orang-orang Arab telah lebih dahulu tiba di
Sumatera 750 tahun sebelum kedatangan Belanda ke sana.

Pada awal abad ke 16 M, berdirilah kerajaan Islam Aceh
Darussalam berbentuk kesultanan Aceh dengan Raja pertamanya
Sultan Ali Mughayat Syah (1513-1530), putra dari Sultan Syamsu
Syah, dan cucu dari Sultan Inayat Syah dari kerajaan Lamuri.
Kerajaan Aceh Darussalam yang lahir pada tanggal 12 Dhulqga ‘dah
916 (1513 M) adalah sebuah kerajaan Federasi yang terdiri dari
kerajaan Islam Peureulak, kerajaan Islam Samudera Pasai, kerajaan
Lamuri, kerajaan Islam Lamno Jaya, kerajaan Islam Lingge,
kerajaaan Islam Pedir dan kerajaan Islam Teuming. Peleburan
kerajaan-kerajaan Islam Aceh dalam satu wadah itu kemudian

! L.Van Rijck Vorsel, dalam Sayyid ‘AlawT bin Thahir al-Haddad, Al-
Madkhal ila Tarikh al-Islam fi Syarq al-Agsa, Tahqiq dan Ta'liq: Sayyid
Muhammad Dhiya' Syihab, (Jeddah: 'Alam al-Ma'rifah Li al-Nasyr wa al-Tauzi,
1985), cetakan I, hal. 199



diberi nama kerajaan Aceh Raya Darussalam, atau lebih dikenal
dengan Proklamasi Samudera Pase.’

Kerajaan Aceh Darasussalam mencapai masa keemasannya
pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Di
antara regulasi syariat Islam terpenting yang menjadi pedoman
kerajaan Islam Aceh masa lalu adalah Qanun Al-Asyi atau Undang-
Undang Dasar Kerajaan. Qanun Al-Asyi atau disebut juga Adat
Meukuta Alam bersumpahkan Al-Qur’an, Al-Hadist, Ijma‘ Ulama
dan Qiyas. Qanun Al-Asyi menetapkan bahwa dari empat
sumbernya itu dibentuk empat jenis hukum, yaitu; (1) kekuasaan
hukom, dipegang oleh Qadi Malikul Adil, (2) kekuasaan adat,
dipegang oleh Sultan Malikul Adil, (3) kekuasaan ganun, dipegang
olen Majelis Mahkamah Rakyat, (4) kekuasaan reusam, dipegang
oleh penguasa tunggal, yaitu Sultan sebagai penguasa tertinggi
waktu negara dalam keadaan perang. Dalam melaksanakan empat
jenis hukum ini, Qanun Al-Asyi menetapkan bahwa Raja dan ulama
harus menjadi dwitunggal.®

Proses legislasi hukum Islam di Aceh juga pernah digagas
oleh Kesultanan Aceh. Setidaknya ada tiga karya ulama besar yang
dijadikan rujukan resmi oleh Kesultanan Aceh dalam pemerintahan
saat itu. Pertama: Kitab Sirat al-Mustagim karya Syaikh Niruddin
Ar-Raniry. Kitab ini ditulis pada masa Sultan Iskandar Tsani tahun
1044 H, dan selesai pada tahun 1054 H pada masa Sri Sultanah
Tajul ‘Alam Safiyatuddin Binti Sultan Iskandar Muda. Kitab ini
merupakan kitab pertama dalam fikih Ibadah mazhab Syafi‘ie
berbahasa Jawi (Melayu) dan menjadi rujukan secara luas di Asia
Tenggara.

2 M. Junus Djamil, Tawarikh Raja-Raja Kerajaan Aceh, Dalam Buku
Abu Jihad, Pemikiran-Pemikiran Politik Hasan Tiro, (Jakarta: Titian lImu
Insani, 2000), cetatakan I, hal. ix

® Zulfadhli Kawom, Qanun-al-Asyi dan Pengaruhnya terhadap
Kerajaan Islam Nusantara dan Luar Negeri, dari situs https://www.jkma-
acehlm.org/ ganun-al-asyi-dan-pengaruhnya-terhadap-kerajaan-lslam-nusantara-
dan-luar-negeri/ (diakses pada tanggal 20 Januari 2023)
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Kedua: Kitab Mir’ah al-Thul/ab fr Tashil Marifat al-
Ahkam wa al Syarz‘ah li al Malik al-Wahhab yang disusun oleh
Syaikh ‘Abd al-Raaf bin Ali al-Jawi al-Singkiliy (1592-1693M)
atas permintaan Sultanah Tajul ‘Alam Safiatudin Syah sekitar
tahum 1663. Kitab ini menjadi rujukan pemerintah dan masyarakat
dalam bidang muamalat, hukum keluarga, warisan, hukum tanah
negara, dan segala hasil bumi didalamnya. Kitab ini juga
membahas tentang hukum pidana Islam (jinayar). ‘Abd al-Raaf
dikenal sebagai ulama pertama yang menulis mengenai fikih
muamalat dalam bahasa melayu, karyanya Mir’ah al-Tullab
menjadi rujukan hukum materil di kesultanan dan masyakarat saat
itu. Pengaruh kitab Mir ‘ah al-7ullab bukan hanya sebagai pedoman
di Kesultanan Aceh namun juga di nusantara. Menurut MB.
Hooker, kitab Mir’ah al-Tullab telah dirujuk oleh kaum Muslim
Maguindanao, Filipina sejak pertengahan abad ke-19. Kitab itu
juga menjadi pedoman dan digunakan di wilayah Melayu-
Nusantara; yaitu wilayah Sumatera, Jawa dan Sulawesi, Malaysia,
Patani dan Brunei Darussalam. Menurutnya, cetakan kitab karya
‘Abd al-Rauf al-Singkiliy telah ditemukan di Singapura, Jeddah
dan Malaysia.”

Ketiga: Kitab Safinat al-Hukkam fi Takhlis al-Khassam
yang ditulis Jalaluddin al-TartisanT atas permintaan Sultan Alaudin
Johan Syah (1735-1760 M). Kitab Safinat al-Hukkam berisi hukum
pembuktian dalam jinayar. Kitab ini menjadi rujukan para gadi
kesultanan Aceh dalam memutuskan perkara di Pengadilan. Kitab
ini merupakan hukum acara jinayat (hukum formil) pertama di
kesultanan Aceh setelah sebelumnya ‘Abd al-Raaf al-Singkilty
menulis Mir ah al-Tullab sebagai hukum materil >

Saat pemerintahan kolonial Belanda menguasai nusantara
sekitar abad 16-20 M, Aceh adalah wilayah nusantara yang paling

* Lihat: http://alifbraja.wordpress.com/2012/07/10/karya-emas-ulama-
legendaris-aceh-mirat-al-thullab/ (diakses pada tanggal 2 Juni 2023)

® Lihat: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20900/ (diakses pada
tanggal 2 Juni 2023)
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akhir dikuasai Belanda sekaligus memakan waktu paling lama
untuk ditundukkan. Upaya Belanda menguasai Aceh berlangsung
selama 30 tahun sejak Maklumat Perang kerajaan Belanda terhadap
Aceh tanggal 26 Maret 1873 hingga 20 Januari 1903, saat
tertangkapnya Raja terakhir Aceh, Sultan Muhammad Daud Syah.

Pasca kemerdekaan, status syariat Islam di Aceh secara
formil menjadi tidak menentu. Eksistensi Mahkamah Syar’iyah
sebagai ujung tombak penegakan hukum Islam juga belum
memiliki legalitas. Setelah proklamasi Darul Islam/Tentara Islam
Indonesia (DI/TI) Aceh oleh Teungku Muhammad Daud
Beureueh pada September tahun 1953, perhatian pemerintah
terhadap status syariat Islam di Aceh kembali dicanangkan.

Dalam perkembangan selanjutnya setelah sekian lama
pemerintah RI berperang menumpas gerakan DI/TII di Aceh, misi
Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Hardi
berhasil melakukan perundingan dengan sejumlah tokoh DI/TII
yang dikenal dengan Dewan Revolusi pada tanggal 25 Mei 1959 di
Banda Aceh. Perundingan panjang itu akhirnya membuahkan hasil
damai bagi kedua belah pihak yang bertikai dan melahirkan
Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dikukuhkan dengan
Keputusan Perdana Menteri RI tanggal 26 Mei 1959 No.
1/Missi/1959. Keistimewaan Daerah Aceh tersebut diberikan dalam
tiga bidang: agama; adat; dan pendidikan.

Lahirnya gerakan Hasan Tiro tahun 1976 atau apa yang
lebih dikenal dengan sebutan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak
terlepas dari peran serta dan dukungan Teungku Daud Beureueh
serta para mantan tokoh Republik Islam Aceh sebelumnya.
Pasalnya, para tokoh ini merasa telah ditipu oleh pemerintahan
Soekarno yang pada tahun 1962 kembali menjanjikan
pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Rancangan undang-undang
yang telah disiapkan oleh PEPERDA dan DPRD Aceh bahkan
sama sekali tidak direspon Jakarta.



Sampai lahirnya Orde Baru Soeharto, tanda-tanda akan
direalisasikannya janji tersebut tidak kunjung terlihat. Pemerintah
Soeharto justru makin agresif mendirikan industri-industri vital di
Aceh pada awal tahun tujuh puluhan, tanpa ada pengaruh positif
atau manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat Aceh.
Kehadiran kawasan industri di Aceh Utara malah mulai
menghadirkan problema sosial baru bagi masyarakat sekitar, seperti
kesenjangan sosial yang cukup mencolok, dekadensi moral
generasi muda, lahirnya lokasi pelacuran, diskotik serta dampak
negatif lainnya.

Masa pemerintahan Orde Baru (Orba) selama 32 tahun telah
pula menampilkan suatu ciri kepemimpinan yang sentralistik di
Indonesia. Undang-undang No. 5 tahun1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang No. 5 tahun 1979
tentang Pemerintahan Desa adalah dua produk undang-undang
yang melegalisir dijalankannya politik sentralisasi oleh pemerintah
Orba.

Dalam UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah, huruf (c) Menimbang, disebutkan:
“Bahwa sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia,
maka kedudukan pemerintahan daerah sejauh  mungkin
diseragamkan.” Menurut Mucktar A. Aziz, UU ini merupakan awal
dari upaya bertahap menuju kepada sentralisasi dalam segala
bidang; politik, ekonomi, sosial budaya dan akhirnya bermuara
kepada azas tunggal Pancasila.®

Dalam Pasal 7 UU No. 5 tahun 1974, terkait kewenangan
daerah disebutkan bahwa: ”Daerah berhak, berwenang dan
berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Lebih
lanjut dalam Pasal 8 dikatakan: “Penambahan penyerahan urusan

® Mukktar A. Aziz, Penerapan Syari’ah di NAD dan Sumbangannya
kepada Penyelesaian Konflik Aceh, Makalah disampaikan pada seminar dan
Lokakarya Rancangan Qanun tentang pembentukan Mahkamah Syariat di NAD,
Jakarta 8-10 Maret 2002, hal. 2



pemerintahan kepada daerah ditetapkan dengan peraturan
pemerintah.”

Posisi daerah yang secara nyata merupakan sub-ordinat
pemerintah pusat, menjadikan kewenangan yang dimiliki daerah
sangat terbatas. Dengan konsep ekonomi yang demikian,
pemerintah daerah pada dasarnya bukanlah sebuah institusi otonom
yang bisa menjadi saluran bagi aspirasi rakyat, melainkan wakil
pemerintah pusat di daerah.

Sebagaimana daerah lain, Aceh juga menerima imbas dari
politik sentralisasi yang dijalankan Orba. Bahkan imbas tersebut
lebih dirasakan di Aceh karena dua hal; Pertama: karena
sebelumnya Aceh telah memperoleh status Daerah Istimewa
dengan keputusan Perdana Menteri RI. No. I/missi/1959 yang di
dalamnya mencakup tiga bidang keistimewaan, yaitu agama,
pendidikan dan adat. Kedua: karena Aceh termasuk salah satu
daerah penyumbang devisa terbesar bagi Republik Indonesia.

Jauh sebelum UU. No. 5 tahun 1974 ditetapkan, sebenarnya
status Daerah Istimewa Aceh belum pernah dapat diwujudkan
selain hanya tercantum di atas kertas, karena selalu menghadapi
hambatan kebijakan yang bersifat sentralistis dari pusat. Namun
UU. No. 5 tahun 1974 secara tegas mencantumkan bahwa daerah
Aceh masih berhak menggunakan sebutan Daerah Istimewa, tapi
hanya sebagai sebutan saja.’ Di sisi lain, regulasi terkait
keistimewaan Aceh juga tidak memiliki peraturan pelaksanaannya
dari pemerintah pusat, sehinggga Pemda tidak memiliki pegangan
dalam pelaksanaannya.

Perjuangan membumikan syariat Islam di Aceh kembali
mendapat perhatian semua kalangan pasca reformasi 1998. Good
will pemerintah juga terlihat dari diterimanya usul inisiatif anggota
DPR (Tim Pansus Aceh) oleh pemerintah untuk merealisasikan
keistimewaan Aceh. Hal mana terbukti dengan diterapkannya UU.

" Abdullah Ali, Aceh: Dahulu, Sekarang, dan Masa Depan, makalah
“Round table discussion”, Jakarta 9 Februari 1999



No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh
yang terdiri dari 4 substansi penting, berupa penyelenggaraan
kehidupan beragama (syariat Islam), penyelenggaraan kehidupan
adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peranan ulama dalam
penetapan kebijakan daerah.

Setelah perjuangan panjang mulai dari awal kemerdekaan,
pada tahun 2000 untuk pertama kalinya perjuangan Aceh dalam
legislasi formil syariat Islam membuahkan hasil. Pada tahun itu
Aceh memiliki produk legislasi Qanun yang mengatur sebagian
perkara pidana Islam. Qanun di Aceh sendiri menurut mantan
Hakim Agung Komariah Emong Sapardjadja adalah aturan yang
sejajar dengan undang-undang,® karena sejalan dengan adagium
bahwa hukum pidana adalah hukum undang-undang.

Qanun Aceh pertama yang lahir di era reformasi adalah
Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Aceh No. 5 tahun 2002
tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam No. 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam,
Qanun Aceh No. 12 tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan
sejenisnya, Qanun Aceh No. 13 tahun 2003 tentang Maisir
(Perjudian), dan Qanun Aceh No. 14 tahun 2003 tentang Khalwat
(Mesum).

Sejak itu, berbagai regulasi undang-undang dan Qanun
Aceh lahir untuk melengkapi keistimewaan Aceh dalam bidang
agama. Puncaknya adalah lahirnya Undang-Undang No. 11 tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai ganti dari Undang-
Undang No.18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Disamping
mengatur berbagai persoalan pemerintahan Aceh sebagai
implementasi dari MoU Helsinki antara Pemerintah RI dan
Gerakan Aceh Merdeka (GAM), UU ini juga secara khusus
memuat pasal-pasal terkait pelaksanaan syariat Islam di Aceh, serta
mengamanatkan lahirnya berbagai lembaga khusus yang

8https://ms-acehim.go.id/data/materibimtek/QANUN%20ACEHLM.
pdf hal. 3 (diakses tanggal 20 Januari 2023)
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bertanggung jawab  melaksanakannya, seperti Mahkamah
Syar’iyah, Dinas Syariat Islam, dan Majelis Permusyawaratan
Ulama.

Sesuai Pasal 125 ayat (1), Undang-Undang Pemerintahan
Aceh maka syariat Islam di Aceh meliputi bidang Aqidah, Syari’ah
dan Akhlak. Lalu Pasal 125 ayat (2) menegaskan bahwa
pelaksanaan syariat Islam dalam dalam tiga bidang pokok di atas
meliputi bidang Ibadah, aiwal al-syakhsiyyah (hukum keluarga),
mu’amalah (hukum perdata), jinayar (hukum pidana), gadha’
(peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan
Islam.

Sejak Aceh diberi kewenangan untuk menjalankan syariat
Islam dalam Undang-Undang RI No. 11 tahun 2006 tentang Peme-
rintahan Aceh, belum ada satu kerangka kerja yang sistematis.
Syariat Islam belum memiliki roadmap yang jelas. Berbagai
kebijakan yang ditetapkan adalah upaya ijtihad para tokoh daerah,
cendikiawan dan ulama Aceh dalam merumuskan prioritas apa
yang perlu dilaksanakan dan apa yang perlu diakhirkan. Sebagian
pihak malah menamainya dengan metode try and error.” Namun
satu hal yang pasti, semangat masyarakat dan perhatian mereka
untuk menyempurnakan sistem penerapan syariat Islam di Aceh
sangat tinggi. Terbukti banyak saran dan masukan konstruktif dari
berbagai kalangan atau bahkan kritikan yang terus disampaikan
kepada para stakeholder.

Upaya penyusunan Grand Design atau Blue Print syariat
Islam di Aceh pernah digagas Dinas Syariat Islam Aceh sejak tahun
2015, namun sayangnya hingga saat ini belum dipublikasikan
secara resmi sebagai kerangka acuan penegakan syariat Islam oleh
Pemerintah Aceh. Hal ini tentu memunculkan pertanyaan
mendasar, bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan syariat Islam di
Aceh dan berapa lama jangka waktu pertahapan tersebut, terutama
dalam bidang legislasi (taqnin) sebagai rujukan legal formil dalam
penegakan syariat di Aceh.
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Sebagai ilustrasi yang patut dicatat, ada berbagai Qanun
Aceh lahir sebagai amanat UU-PA tersebut, di antaranya Qanun
Aceh No. 8 tahun 2014 tentang Pokok- Pokok Syariat Islam. Qanun
ini mengamanatkan setidaknya 18 Qanun lain yang wajib
dilegislasi di Aceh. Dari 18 Qanun tersebut, sebagian besar belum
terbentuk dengan berbagai alasan dan kendala.® Berapa lama proses
tahapan legislasi dari Qanun-Qanun yang belum terwujud, dan apa
saja prioritasnya, masih menjadi tanda tanya besar.

Dari sisi muatannya, sebagian Qanun juga memiliki
permasalahan. Misalnya, Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang
Hukum Jinayat yang tidak memuat sanksi pidana Qisas maupun
Hudrid secara utuh sebagaimana dalam hukum fikih Islam. Hal ini
menimbulkan berbagai pertanyaan dalam masyarakat; Bukankan
Aceh sudah mendapat kewenangan formil dan penuh untuk
menjalankan syariat Islam, namun kenapa legislasi syariat Islam
masih dilakukan secara parsial dan terkesan lambat? Apakah
syariat Islam yang sudah sempurna diturunkan pada masa
Rasulullah saw dan dipraktikkan oleh para sahabat dapat kembali
ditagnin dan diterapkan pada masa sekarang secara bertahap?

Proses legislasi (tagnzn) hukum Islam di Aceh yang sudah
berjalan dan terus berlanjut hingga saat ini pada dasarnya dilakukan
secara bertahap dan tidak sekaligus. Namun pentahapan dalam
legislasi itu tidak lagi mengikuti konsep al-markaliyyah pada saat
awal periode tasyri‘ al-Islami, atau lebih tegasnya, tidak sejalan
dengan proses al-markaliyyah yang pernah dipraktikkan oleh
Rasulullah saw dan para khulafa al-rasyidin, baik dari sisi proses
legislasi maupun muatan materi.

° Di antara yang sudah terbentuk adalah Qanun Aceh No. 10/2007
tentang Baitul Mal, Qanun Aceh No. 2/2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Ulama, Qanun Aceh No. 11/2012 tentang Pelaksanaan syariat Islam bidang
Agidah, Ibadah, dan Syiar Islam, Qanun Aceh No. 7/2013 tentang Hukum Acara
Jinayat, Qanun Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh No.
8/2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Agidah, Qanun Aceh No. 8/2016
tentang Sistem Jaminan Produk Halal, dan Qanun Aceh No. 11/2018 tentang
Lembaga Keuangan Syariah.
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Perbedaan tersebut kiranya dipengaruhi oleh berbagai faktor
seperti perbedaan sistem ketatanegaraan modern dan ideologi
negara, perbedaan sumber hukum dan aturan legislasi, serta
perbedaan kultur budaya dan tingkat kesadaran masyarakat
terhadap hukum Islam. Semua faktor tersebut memerlukan suatu
wacana baru dalam merumuskan konsep al-marjialiyyah versi
Aceh yang logis, realistis, tetap mengacu pada syariat Islam, namun
dapat dijalankan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).

Atas dasar latar belakang masalah di atas, dan pertanyaan-
pertanyaan tersebut, membawa penulis kepada kegelisahan secara
akademis dan berupaya menemukan jawabannya. Dari itu disusun-
lah penelitian disertasi yang berjudul Rekonstruksi Konsep al-Mar-
haliyyah dalam Proses Tagnzn Hukum Islam di Aceh.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh bukan lagi sekedar
sebuah tuntutan masyarakat, namun juga merupakan tanggung
jawab formil dan kewenangan dari UU-PA. Seluruh pemangku
kebijakan (stakeholder) di Aceh dan komponen masyarakat wajib
bertanggungjawab sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.
Maka dari itu, upaya melakukan rekonstruksi konsep al-
marhaliyyah yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus
sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah
sebuah keniscayaan. Dalam konteks tersebut, maka penelitian ini
memiliki urgensi yang signifikan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan
sejumlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep al-marhaliyyah dalam praktik awal
sejarah Islam?

2. Bagaimana rekonstruksi konsep al-marfaliyyah dalam
proses tagnin hukum Islam di Aceh pada masa
sekarang?
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1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah menemukan,
mengembangkan dan membuktikan suatu teori atau pengetahuan.
Dalam penelitian ini, teori atau pengetahuan yang dimaksud adalah
konsepsi al-marfkaliyyah yang ada dalam literatur fikih Islam.

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami konsep al-mar/aliyyah dalam praktik

awal sejarah Islam

2. Untuk merekonstruksi konsep al-marjaliyyah dalam

proses tagnin hukum Islam di Aceh pada masa sekarang

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat
tersebut bisa bersifat teoritis maupun praktis. Selain untuk
pengembangan ilmu, manfaat praktis dari suatu penelitian adalah
untuk memecahkan masalah yang bersifat hukum maupun
kebijakan. Hasil penelitian juga bermanfaat untuk menjelaskan,
memprediksi, dan mengendalikan suatu gejala.
Penelitian terkait konsep al-marfaliyyah dan relevansinya
dalam penegakan syariat Islam di Aceh ini sejatinya memiliki
beberapa manfaat sebagai berikut:
1. Berkontribusi terhadap pengembangan konsep al-
marhaliyyah  dalam proses legislasi hukum Islam di
Aceh pada masa sekarang

2. Berkontribusi bagi para pengambil kebijakan, baik di
Aceh maupun di tingkat nasional

3. Berkontribusi dalam menjamin dan memelihara

keberlanjutan pelaksanaan syariat Islam di Aceh

4. Merumuskan model rekonstruksi konsep al-marhaliyyah

dalam proses tagnin hukum Islam di Aceh saat ini.

1.5. Kajian Pustaka
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Sejauh penelusuran yang telah dilakukan belum ditemukan
satu literaturpun yang mengkaji tentang penerapan konsep al-
marfhaliyyah dalam konteks legislasi (tagnin) syariat Islam di Aceh.
Kajian mengenai konsepsi al-markaliyyah atau al-tadarruj yang
pernah ditulis sebelumnya hanya mengulas bagian dari teori dan
sejarah penerapannya dalam Islam.

Beberapa tulisan sebelumnya yang telah menulis dalam
kajian konsepsi al-mar/aliyyah adalah sebagai berikut:

1. Buku al-Tadarruj fr al-Tasyrz ‘wa al-Tarbiq fr al-Syari ‘ah
al-Islamiyyah, ditulis oleh Muhammad Mustafé al-Zuhaili.

Buku yang diterbitkan oleh al-Lajnah al-Istisyariyyah al-

Ulya, Kuwait tahun 2000 ini menceritakan bagaimana

konsep pentahapan syariat Islam dan penerapannya dalam

sejarah Islam, baik pada masa Rasul, para sahabat maupun
pada periode setelahnya. Buku tersebut juga menjelaskan
bagaimana syarat dan parameter konsep tadarruj dalam
penerapan syariat Islam.*® Fokus kajian buku ini berbeda
dengan penelitian disertasi yang bertujuan menganalisa
penerapan konsep al-markaliyyah pada proses legislasi

Qanun Aceh, lalu melakukan rekonstruksi paradigma

konsep al-marfkaliyyah agar lebih efektif dan sesuai dengan

semangat kekinian.

2. Buku al-Tadarruj fi Da‘wah al-Nabiyy karya Ibrahim bin
Abdullah al-Mutlag. Buku yang diterbitkan oleh Markaz al-
Buhiith wa al-Dirasat al-Islamiyyah, Riyadh, tahun 1417
Hijriah menekankan pada berbagai metode dakwah Nabi
sejak di Mekkah hingga di Madinah dan skala prioritas pada
masing-masing periode. Buku ini juga mengurai konsep al-
tadarruj dalam empat aspek dakwah Nabi. Pertama; aspek

1 Muhammad Mustafa al-Zuhaili, al-Tadarruj fi al-Tasyri “wa al-
Tarbiq f7 al-Syari ‘ah al-Isiamiyyah, (Kuwait: al-Lajnah al-Istisyariyyah al- Ulya
li al- Amal ’ala Istikmal Tatbiq Ahkam al-Syari’ah al-Islamiyyah, 2000)
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tema, kedua; aspek metode dakwah, ketiga; aspek gaya
bahasa penyampaian dan keempat; aspek manusia selaku
objek dari dakwah."* Fokus kajian buku yang cenderung
terkait metode dakwah Nabi ini jelas berbeda dengan fokus
kajian disertasi, namun isi buku sangat membantu peneliti
dalam memahami praktik awal penerapan hukum Islam di
masa Nabi, sehingga dapat membantu peneliti dalam proses
analisis data pada bab empat disertasi.

3. Buku yang berjudul Pengantar Hukum Islam; dari
Semenanjung Arabia sampai Indonesia, ditulis oleh Rohidin
pada tahun 2016. Pada salah satu bab buku, yaitu bab ketiga
penulis mengklasifikasi sejarah pertumbuhan dan perkemba-
ngan hukum Islam yang terdiri dari masa pembentukan
hukum Islam, masa sahabat, masa pembinaan,
pengembangan, dan pembukuan, masa kelesuan pemikiran
hukum Islam, dan terakhir masa kebangkitan kembali.'2
Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam yang
diulas dalam buku ini memberi gambaran kepada peneliti
tentang tarikh tasyri‘ Islamiyy sebagai acuan dalam menilai
posisi proses legislasi di Aceh saat ini.

4. Buku yang ditulis olen Dr. Husni Mubarak A. Latief Lc.,
MA, berjudul Pengantar Sejarah Legislasi Hukum Islam
(Tarikh Tasyri‘), diterbitkan oleh Lembaga Kajian
Konstitusi Indonesia, FSH-UIN Ar Raniry tahun 2020. Pada
buku ini penulis menjelaskan posisi penting dalam
menekuni hukum Islam: materi hukum dan metode
penalarannya (reasoning), Yyaitu pengetahuan mengenai
sejaran kemunculan penetapan suatu  hukum. Aspek

! Tbrahim bin Abdullah al-Mutlaq, al-Tadarruj fi Dakwah al-Nabiyy,
(Riyadh: Markaz al-Buhiits wa al-Dirasat al-Islamiyyah, 1417 H).

12 Rohidin, Buku Ajar Pengantar Hukum lIslam, dari Semenanjung
Arabia Hingga Indonesia, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016)
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penalaran juga dibahas dalam buku ini. Dilihat dari sisi
perkembangan, hukum Islam telah melalui fase
perkembangan yang evolutif, yaitu tahapan penetapan
hukum vyang Dbersifat gradual (tadrzjiyyan), sehingga
pemberlakuan hukum Islam tersebut penuh hikmah dan
rahmat. Selain itu, maksud dan filosofi dari hukum Islam
itu pula sendiri pada dasarnya bertujuan memudahkan
(taysir), bukan sekadar membebani (zakiif). Penulis
mengulas dengan sangat komprehensif pembentukan
hukum Islam dari awal pembentukan hingga penerapannya
yang bercermin dari negara Islam. Ini bisa tergambarkan
dari pemaparan setiap bab dalam buku. Pada bab |
menjelaskan rarikh tasyri‘ dan historiografi hukum Islam.
Pada bab Il menjelaskan rasyri’ periode pendirian dan
pembentukan  yaitu tasyri’ periode kenabian dan
karakteristiknya, serta tasyri’ periode sahabat. Pada bab 111
diuraikan tentang genealogi fikih mazhab, yaitu tasyri’
periode tabi’in, periode tabi’ tabi’in dan periode keemasan
fikih mazhab. Pada bab IV dan V mulai dipaparkan masing-
masing tentang rasyri’ periode stagnasi/kejumudan, dan
tasyri’ periode kebangkitan (sahwah). Pada periode tasyri
yang pertama dijelaskan faktor-faktor kejumudan dalam
hukum Islam hingga diktum pintu ljtihad telah tertutup.
Sedangkan pada periode kebangkitan membahas tentang
seruan pentingnya tajdid dalam fikih Islam, guna dibukanya
kembali pintu ijtihad serta penulisan ulang fikih Islam. Pada
bagian terakhir yaitu bab VI, penulis menjelaskan kodifikasi
hukum Islam dalam Undang-Undang meliputi: Al-Figh f7
Thaubihi al-Jadid sebagai sumber Inspirasi, pengalaman
Turki Utsmani dengan Majallah al-Akkam al- ‘Adliyyah dan
pengalaman dunia Islam dalam legislasi hukum Islam.™

3 Husni Mubarak A. Latief, Pengantar Sejarah Legislasi Hukum Islam
(Tarikh Tasyri‘), (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia FSH,
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5. Artikel yang berjudul: “Implementation of Islamic shariah
in special autonomy: A Case of Aceh Province” yang ditulis
olen Abdul Gani Isa tahun 2014. Penulis Mengulas isu
pelaksanaan syariat Islam di Indonesia yang muncul sejak
perumusan bentuk negara Indonesia dan menguat kembali
pada masa reformasi dengan pemberlakuan Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Ini
sejalan pula dengan pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi
Aceh yang memiliki legalitas dan diakui oleh konstitusi
Negara Republik Indonesia. Pengakuan Negara terhadap
pelaksanaan syariat Islam di Aceh sebagai otonomi khusus,
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Peme-
rintahan Aceh. Dari dua undang-undang tersebut telah
terbentuk dan disahkan sejumlah Qanun dalam bidang
syariat Islam. Dengan demikian, menurutnya Aceh
mempunyai dasar hukum untuk menerapkan syariat Islam
dan penguatannya secara kaffah. Pada tulisan ini penulis
juga menggambarkan berbagai permasalahan dan
implikasinya terhadap percepatan penerapan syariat Islam
maupun implementasinya di Aceh.**

6. Artikel yang ditulis oleh Kasman Bakry and Edi Gunawan
pada tahun 2018 berjudul “The Implementation of Islamic
Law at the Early Spread of Islam in Indonesian Archi-
pelago.” la memaparkan studi tentang asas tadarruj dalam

2020), hal. 4 dst.

14 Abdul Gani Isa, “Implementation of Islamic Shariah in Special
Autonomy: A Case of Aceh Province, "MIQOT Vol. XXXVIII, No. 1 (Januari-
Juni 2014):119 dst, diakses dari situs:
http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/ jurnalmigot/article/view/55/47
(diakses 22 Januari 2023)



17

pembentukan perundang-undangan hukum Islam di Indo-
nesia merupakan isu yang luas. Hal ini karena proses
penyebaran Islam juga berlangsung secara berangsur-angsur
sejak berkembangnya agama Islam pada abad ke 7 (tujuh)
di tanah Arab. Legislasi hukum Islam di Indonesia terdiri
dari dua aspek yaitu aspek universal dan khusus yang
terbagi masing pada dua dimensi yaitu dimensi (ila@hiyyah)
dan dimensi (insaniyyah). Dengan menggunakan metode
kualitatif dan fokus penelitian pada proses legislasi hukum
Islam pada awal penyebaran Islam di Indonesia, tulisan ini
menyimpulkan bahwa asas tadarruj (graduality principle)
telah diterapkan dalam proses legislasi hukum Islam di
Indonesia, namun asas itu tidak memiliki dasar hukumnya
dalam pembentukan hukum nasional. Walaupun demikian,
proses legislasi hukum Islam tetap diaplikasikan di
Indonesia saat ini.*

7. Artikel yang ditulis oleh Ahmad Rajafi dkk yang berjudul
“Menggali Model Implementasi Hukum Islam di Indonesia”
ditulis pada tahun 2019. Tulisan ini memaparkan model-
model penerapan hukum Islam di Indonesia yang dilakukan
olen Negara, mulai dari yang sifatnya tradisional hingga
modern, termasuk aspek pembaruannya. Faktanya bahwa
pada awal masuknya Islam ke Nusantara, para penyebar
Islam telah menerapkan hukum Islam secara parsial,
terutama setelah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di
beberapa daerah, namun setelah berdirinya Negara
Kesatuan Republik Indonesia, model penerapan hukum
Islam mengalami pembaruan dengan model formalistik,
religo-ethics, dan konvergensi. Walaupun demikian, pada

15 Bakry, K., & Gunawan, E. (2018). “The Implementation Of Islamic
Law At The Early Spread Of Islam In Indonesian Archipelago,” Jurnal limiah
Al-Syir’ah, 16 (2), 113-125, https://journal.iain-manado.ac.id/ index.php/JIS/
article/ view/685 (diakses 22 Januari 2023)


https://journal.iain-manado.ac.id/%20index.php/JIS/%20article/%20view/685%20(diakses
https://journal.iain-manado.ac.id/%20index.php/JIS/%20article/%20view/685%20(diakses
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tahapan produksi regulasi atau implementasi, banyak
mengalami kendala karena harus masuk ke ranah politik
praktis. Akhirnya, perkembangan hukum Islam tetap
bergerak secara parsial, seperti lahirnya UU Perkawinan,
UU Zakat, UU Haji, dan lain sebagainya. Sebagian regulasi
hukum Islam itu juga harus melalui jalur uji materi di
Mahkamah Konstitusi.™

8. Tulisan yang ditulis oleh Ahmad Suganda pada tahun 2019
berjudul “Implementasi Hukum Islam dan Pengaruhnya
Terhadap Politik Hukum Indonesia.” Tulisan ini
merupakan hasil penelitian yang mengkaji implementasi
hukum Islam dan pengaruhnya terhadap hukum di
Indonesia, dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam strategi
harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif. Penulis
mendeskripsikan  implementasi  hukum  Islam  dan
menganalisis pengaruhnya terhadap hukum di Indonesia
dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis
induktif. Hasil kajian menunjukan bahwa implementasi
hukum Islam di Indonesia menyesuaikan dengan sistem
hukum yang berlaku yang berlandaskan kepada ideologi
dan konstitusi negara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Selain
itu, hukum Islam memiliki peluang besar untuk
diimplementasikan secara gradual dalam politik hukum di
Indonesia, sehingga dapat terpolarisasi dalam pembentukan
sistem hukum yang berlaku di Indonesia.’

16 Ahmad Rajafi dkk , “Exploring the Implementation Model of Islamic
Law in Indonesia”, AL-‘4DALAH, Vol. 17, Nomor 1, 2020:31-50, https://journal
.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/685 (diakses tanggal 22 Januari
2023)

7 Ahmad Suganda, “Implementasi Hukum Islam dan Pengaruhnya
Terhadap Politik Hukum Indonesia”, Jurnal at-Tadbir , Vol. 29 No. 02 Juli
2019:1-20 dari situs: https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/attadbir/
article/download/11/6/ (diakses 22 Januari 2023)


https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/attadbir/%20article/download/11/6/%20(diakses
https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/attadbir/%20article/download/11/6/%20(diakses
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9. Tulisan tahun 2019 yang ditulis oleh Mohd Nor dengan
judul “Tadarruj (Beransur-ansur) dalam Pelaksanaan
Hukum Islam Masa Kini.,” Tulisan ini menjelaskan
signifikansi proses tadarruj dalam pembentukan hukum
Islam  khususnya pada masa Rasulullah. Penulis
menegaskan bahwa prinsip berangsur-angsur sangat erat
kaitannya dengan keadaan dan kondisi masyarakat,
sehingga tidak akan menimbulkan kemudaratan dalam
pelaksanaan syariat Islam. Disamping itu, tulisan ini juga
memaparkan implimentasi asas tadarruj dalam penerapan
hukum Islam di era modern. Asas tersebut masih sesuai dan
sangat signifikan diterapkan meskipun hukum Islam telah
sempurna pada saat diturunkan al-Qur'an. Peneliti
menyatakan ada dua faktor penting dalam implementasi
hukum Islam di era sekarang. Pertama: apa yang ia sebut
dengan keikhlasan, jika memiliki tekad maka melaksanakan
hukum Islam tersebut berperingkat-peringkat agar
pelaksanaannya sempurna dan tidak mengundang banyak
permasalahan. Lalu faktor keikhlasan perlu dihubungkan
dengan faktor waktu, yaitu dua hingga empat tahun bagi
menyediakan prasarana untuk melaksanakan hukum Islam
sepenuhnya. Faktor penetapan masa ini penting untuk
menghindari asumsi bahwa prinsip tadarruj digunakan
sebagai alasan untuk tidak melaksanakan hukum Islam.*®

10. Artikel yang ditulis oleh Jeje Jaenudin yang berjudul ”Asas
Gradualitas Hukum Islam dan Aplikasinya dalam Legislasi
Hukum Islam di Indonesia (1974-2011)” tahun 2020.
Tulisan ini menjelaskan bahwa dari tahun 1974 sampai
tahun 2011, sebanyak 14 Undang-Undang yang mencakup

¥ Mohd Nor, A.H.” Tadarruj (Beransur-Ansur) dalam pelaksanaan
hukum Islam masa kini,” Jurnal Syariah, 9, (1) (2019), 1-12, https://mjlis.um.
edu.my/index.php/JS/article/view/22910 (diakses 22 Januari 2023)
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delapan bidang hukum Islam telah diundangkan di
Indonesia. Pembentukan  perundang-undangan Islam
ditempuh berdasarkan landasan dan asas-asas yang baku
sebagaimana telah disyariatkan Allah kepada Rasul-Nya.
Asas-asas tersebut seperti “ ‘Adam al-Haraj, Taqglid al-
Takalf, Musayarat bi al-Maslahah, dan Al-Tadarruj.
Dalam tulisan ini penulis menganalisa asas tadarruj yang
dirumuskan dan diaplikasikan dalam pembentukan syariat
(tasyrt’) serta pembentukan perundang-undangan (tagnin),
lalu penulis merumuskan aplikasi asas tadarruj pada
legislasi hukum Islam dalam bingkai sistem legislasi
Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa perkembangan
hukum dengan asas tadarruj telah dipraktikkan dalam
pembentukan perundang-undangan Islam di Indonesia.
Tulisan ini menyimpulkan bahwa rumusan aplikasi asas
tadarruj dalam legislasi hukum Islam di Indonesia adalah
pembentukan undang-undang Islam secara berangsur-
angsur melalui beberapa langkah: (1) Meletakkkan pijakan
filosofis dan yuridis dalam falsafah dan konstitusi negara;
(2) Memasukan materi bidang hukum Islam ke dalam suatu
peraturan perundang-undangan nasional; (3) Pembentukan
materi undang-undang Islam yang berdiri sendiri; (4)
Melaksanakan, mengevaluasi dan merevisi regulasi dari
masa ke masa, sesuai dengan tuntutan perkembangan
peradaban dan kebudayaan masyarakat.™

Artikel dengan judul “The Application of Islamic Law in
Indonesia: The Case Study of Aceh” karya Kamaruzzaman

19 Jeje Jaenudin, “Asas Gradualitas Hukum Islam dan Aplikasinya

dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia (1974-2011)”, Al-Mashlahah: Jurnal
Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, VOL : 08, NO : 1, Mei 2020, hal. 174-

175

dari situs:

https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/732  (diakses
pada tanggal 23 Januari 2023)
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Bustamam Ahmad. Penulis menjelaskan tentang penerapan
syariat Islam di Aceh dari aspek sejarah dan bagaimana
perdebatan dalam implimentasinya. Penelitian ini lebih
menekankan pada dinamika penerapan syariat Islam,
sejarah perkembangannya, tipologi hukum Islam, pendapat
para tokoh dan respon pemerintah terkait syariat Islam.
Hasil studi memaparkan bahwa syariat Islam di Aceh telah
dimis-interpretasi hanya pada hukum /hudiid. Selain itu,
Pemerintah Propinsi cenderung menekankan syariat Islam
hanya pada isu simbol agama seperti cara berpakaian dalam
Islam, dan penggunaan aksara arab melayu di Aceh, bukan
menekankan pada substansi dari syariat Islam itu sendiri
seperti keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Studi ini
juga membuktikan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh
ini tidak akan pernah menjadi metode yang baik dalam
penyelesaian konflik di Aceh. Tidak perlu menerapkan
syariat Islam secara formal melalui proses politik karena
ketika politik memasuki ranah agama, akan bercampur
dengan berbagai kepentingan.?

Dari semua kajian pustaka terdahulu dapat disimpulkan
bahwa belum ditemukan satu tulisan yang sama dengan fokus
kajian dari disertasi ini.

1.6. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan
masalah penelitian yang diajukan. Titik tolak untuk merumuskan
hipotesis adalah rumusan masalah dan kerangka berpikir.

Untuk rumusan masalah pertama terkait bagaimana konsep

al-marhaliyyah dalam praktik awal sejarah Islam, maka hipotesis

20 Kamaruzzaman-Bustamam-Ahmad, “The Application of Islamic Law
in Indonesia: The Case Study of Aceh”, Jurnal of Indonesian Islam, Vol. 1, No.
1, 2007, diakses dari situs http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/jiis/article/ view/7
(diakses pada tanggal 27 Januari 2023)


http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/jiis/article/%20view/7
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yang muncul adalah bahwa agama Islam yang bersumber dari dua
sumber utama al-Quran dan sunnah telah disampaikan sesuai
konsep al-markaliyyah atau al-tadarruj (bertahap). Hal ini dapat
dilihat dari konsep al-makki dan al-madanz pada proses turunnya
Al-Quran beserta cirinya masing-masing. Konsep al-marfkaliyyah
itu juga terlihat pada perbedaan pola dan metode konsep dakwah
Rasul saw ketika masih di Makkah dan setelah hijrah ke Madinah.
Sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan penyebaran dan
penerapan hukum Islam di masa Rasul dan sahabat sangat
tergantung dengan konsep al-marfkaliyyah itu sendiri.

Sementara untuk rumusan masalah kedua terkait bagaimana
rekonstruksi konsep al-mar/aliyyah dalam proses legislasi syariat
Islam di Aceh, maka hipotesis yang muncul adalah keberhasilan
legislasi hukum Islam di Aceh sangat tergantung dari tiga faktor;
bidang kewenangan dan proses legislasi; sumber daya manusia
pada lembaga pembentuk Qanun; dan muatan materi dari regulasi
Qanun itu sendiri.

Idealnya proses legislasi syariat Islam dapat mengikuti
konsep al-marfkaliyyah pada pola makki dan madanz, namun
realitanya, perubahan bentuk dan sistem negara pada masa
sekarang yang berimplikasi pada perubahan kewenangan lembaga
pembentuk regulasi, mengharuskan Kkita berpikir kembali
bagaimana pola proses legislasi terbaik untuk Aceh yang sejalan
dengan semangat kekinian. Perubahan kondisi, tuntutan dan budaya
masyarakat juga sangat mempengaruhi materi muatan mana yang
semestinya diprioritaskan dalam legislasi Qanun bermuatan syariat
Islam di Aceh saat ini.

1.7. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah dasar-dasar operasional dalam
penelitian. Kerangka teori diperlukan sebagai pegangan pokok
secara umum dalam suatu penelitian dan akan memandu kearah
mana penelitian berakhir. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat
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beberapa kegunaan kerangka teori, yaitu; 1.) Untuk mempertajam
atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji
kebenarannya. 2.) Untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta,
membina struktur konsep-konsep, serta mengembangkan definisi-
definisi. 3.) Teori biasanya merupakan suatu ringkasan dari pada
hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang
menyangkut objek yang diteliti. 4.) Teori memberikan
kemungkinan pada prediksi fakta mendatang. 5.) Teori
memberikan petunjuk-petunjuk

terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.*

Dalam kajian ini teori evolusi ajaran agama digunakan
sebagai grand teori. Konsep makki dan madani serta siyasah
syar’iyyah dalam tagnin digunakan sebagai medival teori.
Sementara untuk apply teori digunakan beberapa teori, seperti teori
perubahan hukum mengikuti kondisi, waktu, tempat, niat dan
budaya. Lalu teori perundang-undangan, dan teori otoritas.

Teori evolusi ajaran agama dijadikan sebagai grand teori
karena pada dasarnya manusia mengalami perkembangan baik
secara fisik maupun mental. Begitu pula dengan ajaran agama yang
datang dari Tuhan melalui para Nabi berevolusi sesuai
perkembangan daya pikir, kebiasaan dan budaya serta kondisi
masyarakat. Perkembangan evolusi ajaran agama ini dapat dilihat
melalui teori evolusi hukum agama dan evolusi sosial yang dinamis
dan terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial masyarakat.
Memahami adanya perubahan sosial sangat penting dalam proses
melegislasi aturan yang bersumber dari ajaran agama. Para Rasul
dan Nabi membawa risalah tauhid yang sama namun kenyataannya
juga bahwa sejak agama diturunkan telah terjadi beberapa kali
perubahan hukum syariat sesuai kitab suci yang diturunkan kepada
masing-masing Rasul.

21 Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press,
2000), hal. 121
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Penggunaan konsep makki dan madani serta siyasah
syar’iyyah dalam tagnin sebagai medival teori diperlukan untuk
mengetahui adanya perubahan paradigma pensyariatan hukum
Islam sepanjang sejarah. Baik dari sisi bidang tema pensyariatan,
sisi kewenangan, serta sisi prosesnya yang terus mengalami
dinamika dan perkembangan. Dimulai dari hukum sebagai sebuah
otoritas ketuhanan dan kenabian, lalu hukum sebagai hasil ijtihad
para ulama, hingga hukum sebagai sebuah regulasi resmi
kekuasaan atau politik negara. Oleh karena itu, memahami proses
lahirnya kewenangan negara dan konsep siyasah syar ‘iyyah sangat
penting diketahui guna menganalisis bagaimana keterlibatan
kekuasaan (negara) dalam proses formalisasi hukum Islam (tagnin)
terjadi.

Sebagai apply teori, kaedah fikih yang menyatakan
perubahan hukum mengikuti kondisi, waktu, tempat, niat dan
budaya diperlukan untuk menganalisa regulasi hukum yang tepat
untuk diprioritaskan dalam proses legislasi Qanun di Aceh. Teori
ini juga digunakan untuk menganalisa apakah konsep al-
marhaliyyah dalam pensyariatan hukum Islam di era awal Islam
masih relevan dilakukan atau perlu direkonstruksi mengikut konsep
legislasi modern, serta prioritas materi muatan hukum yang
berbeda. Teori perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga
dijadikan sebagai landasan juridis dalam menilai proses tagnin
syariat Islam di Aceh. Sementara itu, teori otoritas digunakan untuk
menganalisa siapa yang sesungguhnya memiliki kewenangan
dalam membentuk Qanun-Qanun bermuatan materi hukum Islam di
Aceh.

1.8. Metode Penelitian
1. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang
ditempuh melalui dua pendekatan; statue approach (pendekatan
perundang-undangan) dan historical approach (pendekatan
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sejarah). Pendekatan perundang-undangan dipilih karena
penelitian ini menelaah semua dokumen peraturan perundang-
undangan yang terkait proses penegakan syariat Islam di Aceh.
Pendekatan sejarah digunakan dengan meneliti latar belakang
sejarah pensyariatan dan dan perkembangan penerapannya.
Sesuai dengan pendekatan tersebut di atas, operasionalisasi pene-
litian ini menggunakan dua metode, juridis normative/legal
research # dan metode content analysis,” karena penelitian ini
dimaksudkan untuk menganalisa proses tagnin syariat Islam di
Aceh dan dinamikanya menurut konsepsi al-marhaliyyah.

2. Sumber Data

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini, maka data yang diperlukan adalah data kualitatif. Sebagai
sebuah penelitian hukum normatif, data utama yang diteliti
merupakan data sekunder yang berupa literatur atau kepustakaan
yang lebih tepat dinamakan sebagai bahan hukum.?*

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi:

a. Sumber data utama yaitu meliputi kitab/literatur yang terkait
dengan konsep al-marfaliyyah dan al-tadarruj seperti buku al-
Tadarruj fr al-Tasyri’ wa al-Tathiq fi al-Syari’ah al-

22 penelitian hukum normatif (legal research) biasanya

“hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber
bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan,
keputusan/ketetapan  pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori
hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum
normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai
penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Lihat: Muhaimin, Metode
Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram Univesiti Press, tahun 2020,
hal. 45

2 Content analysis (analisis isi) adalah penelitian yang bersifat
pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam
media massa. Analisis ini biasa digunakan pada penelitian kualitatif. Lihat :
https://www.researchgate.net/ profile/ Amirfan-Asfar/publication/330337822.pdf
(diakses pada tanggal 2 Mei 2023)

* Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, hal. 59


https://www.researchgate.net/%20profile/Amirfan-Asfar/publication/330337822.pdf
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Islamiyyah karya Muhammad Mustafa al-Zuhaili. Buku-buku
Tarikh Tasyri‘ seperti al-Madkhal al-Fighi al-‘4m karya
Mustafa Ahmad Al-Zarqa, serta buku-buku fikih dan usul fikih
klasik karya para ulama mazhab. Data utama juga meliputi
buku-buku ilmu hukum terkait legislasi dan pembentukan
aturan perundang-undangan di Indonesia.

b. Sumber data penunjang meliputi buku-buku yang berkaitan
dengan bidang ilmu hukum yang memberi penjelasan
terhadap bahan-bahan hukum primer seperti buku filsafat
hukum, usul fikih, sejarah Islam, sejarah pensyariatan hukum
Islam, teori perundang-undangan, teori evolusi sosial dan
evolusi ajaran, serta hasil-hasil penelitian di bidang
perkembangan hukum dan hukum Islam.

Cc. Sumber data tambahan meliputi bahan-bahan hukum
pelengkap yang memperjelas bahan hukum primer dan
sekunder semisal Kamus, Ensiklopedi, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan
studi kepustakaan (bibliography study), yaitu pengkajian
informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari
berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta
dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

Teknik ini dilakukan dengan dengan cara menghimpun,
menelaah dan mengkaji kepustakaan-kepustakaan yang terkait
langsung dengan masalah penelitian ini baik dari sumber data
primer, sekunder, atau tersier.

4. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif,
yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran)
terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.
Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan
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untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum
tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat
kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan
norma hukum yang kabur.?

Analisis kualitatif merupakan analisis data yang
tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-
gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temu
an, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas
dari data, dan bukan kuantitas. Analisis yang bersifat kuali
tatif digunakan dalam penelitian yang sasarannya adalah
untuk menguji kualitas substansi norma hukum dimana
rumusan pembenarannya didasarkan pada kualitas dari
pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori,
maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri.?

Teknis tahapan dalam analisis data meliputi:

a. Penghimpunan data: yaitu mengumpulkan berbagai sumber
informasi atau literature yang diduga berhubungan langsung
ataupun tidak langsung dengan masalah konsep al-
marhaliyyah dan tagnin hukum Islam. Penghimpunan
mencakup bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier;

b. Reduksi Data: yaitu tahapan pemilahan data yang sesuai
dengan masalah konsep al-mar/aliyyah dan tagnin hukum
Islam. Data yang relevan dan sesuai kemudian
diorganisasikan untuk mendapat gambaran tentang konsep al-
marhaliyyah dan tagnin hukum Islam di masa sekarang merujuk
pada teori perundang-undangan;

c. Display data, yaitu tahapan menyajikan hasil dari reduksi
yang berkaitan dengan masalah konsep al-marhaliyyah dan

** |bid, hal. 68

% | jhat: Meruy Hendrik Mezak, Jenis, Metode dan
Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, (Law Review, Fakultas
Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006), hal.
94
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tagnin huikum Islam dalam bentuk narasi, tabel maupun
gambar untuk menjelaskan masalah yang diteliti.

d. Interpretasi: yaitu tahap penafsiran terhadap data atau
informasi yang ada berdasarkan kerangka pemikiran baik
pada tingkat grand theory, middle range theory, maupun
pada applicative theory;

e. Penarikan kesimpulan: yaitu tahapan untuk menjawab
masalah penelitian disertasi berupa simpulan umum tentang
rekonstruksi konsep al-marhaliyyah dalam proses tagnin
hukum Islam di masa sekarang. Simpulan dilakukan secara
bertahap yaitu pertama penarikan kesimpulan sementara
hingga kepada kesimpulan akhir agar mencapai validitas
yang tinggi. Dengan demikian, analisis data dilakukan
dengan berkelanjutan selama proses penelitian berlangsung.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penulisan Disertasi ini diawali dengan bab pendahuluan,
mencakup latar belakang pemikiran yang mengantar kepada
pembatasan dan perumusan masalah yang akan dibahas.
Selanjutnya dikemukakan tujuan dan manfaat penelitian, kajian
pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan diakhiri dengan
sistematika penulisan.

Pada bab dua, dikemukakan tentang teori evolusi ajaran
agama. Pembahasan ini meliputi: pesan utama ajaran para Nabi,
dilanjutkan pembahasan tentang perbedaan ajaran dalam agama
samawi, lalu dilanjutkan dengan karakteristik ajaran Islam dan
diakhiri dengan perbedaan ajaran Islam periode Mekkah dan
Madinah.

Pada bab ketiga akan dijelaskan bagaimana konsep al-mar-
haliyyah dan seperti apa praktiknya dalam sejarah Islam. Bab ini
juga menjelaskan keterlibatan negara dalam sejarah taqnin hukum
Islam. Penjelasan dalam bab ini sangat penting guna menjawab
pertanyaan rumusan masalah penelitian yang pertama.
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Selanjutnya pada bab empat, pembicaraan dipusatkan pada
rekonstruksi konsep al-markaliyyah di Aceh. Pembahasan diawali
dengan penjelasan definisi rekonstruksi hukum dan faktor-faktor
penyebab perlunya rekonstruksi hukum serta tujuannya. Lalu
dijelaskan bagaimana Proses taqnin hukum Islam di Aceh dan
sejauh mana capaiannya saat ini. Pada bagian akhir bab ini akan
dikemukakan bagaimana rekonstruksi konsep al-markaliyyah
dalam proses tagnin hukum Islam di Aceh. Seluruh tulisan pada
bab ini merupakan jawaban terhadap pertanyaan rumusan masalah
penelitian yang kedua.

Pada bab lima yang merupakan bab penutup, penulis
mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian disertasi, sebagai
jawaban atas masalah-masalah yang ditetapkan sebelumnya. Bab
ini diakhiri dengan saran dan rekomendasi terkait hasil temuan dari
masalah tersebut.






BAB Il
EVOLUSI AJARAN AGAMA

Bab ini menguraikan secara singkat evolusi perkembangan ajaran
agama sepanjang sejarah umat manusia. Kajian ini penting disampaikan
sebagai dasar dalam memahami adanya perubahan konsep hukum
dalam ajaran agama.

Secara bahasa, kata evolusi bermakna perubahan (pertum-
buhan, perkembangan) secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan
(sedikit demi sedikit)." Sementara kata ajaran yang berasal dari kata
ajar bermakna segala sesuatu yang diajarkan; nasihat; petuah;
petunjuk.? Agama sendiri secara bahasa berarti ajaran, sistem yang
mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada
Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan
dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.®

Dengan demikian, maka evolusi ajaran agama yang dimak-
sud dalam pembahasan ini adalah suatu perubahan berangsur-
angsur dari petunjuk-petunjuk dan nasehat yang bersumber dari
Tuhan, yang berkaitan dengan ajaran, tatacara peribadatan maupun
hubungan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Kata agama dalam bahasa Arab adalah al-dmn (...) yang

bermakna pembalasan (si41). Orang-orang beragama menyakini

bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan lain tempat di mana
manusia akan dibalas segala amal perbuatannya. Mereka yang
berbuat baik dibalas dengan syurga dan yang berbuat jahat dibalas
dengan neraka. Dalam konsep Islam seseorang tidak akan dihukum
sebelum diutus kepadanya seorang utusan (Rasul). Firman Allah
dalam QS. al-Isra’: 15:

z
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! https://kbbi.web.id/evolusi, (diakses pada tanggal 5 Mei 2023)

2 https://kbbi.web.id/ajar (diakses pada tanggal 5 Mei 2023)

® https://kbbi.web.id/agama (diakses pada tanggal 5 Mei 2023)
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Artinya: “dan Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus
seorang Rasul.”

Ibnu Kathir menyatakan bahwa ayat ini mengabarkan
tentang prinsip keadilan Tuhan dan bahwa Allah tidak akan
menghukum seorang manusiapun sebelum diutus kepada mereka
seorang Rasul.*

Pengutusan Nabi kepada setiap umat sejalan dengan asas
legalitas hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Asas Legalitas
(principle of legality) menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak
dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-
undangan pidana yang telah ada.”> Dalam bahasa latin disebut
nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik
tidak ada pidana tanpa ada peraturan terlebih dahulu).

Sementara itu, Moeljatno menyebutkan bahwa asas legalitas
mengandung tiga pengertian, ® yaitu 1). Tidak ada perbuatan yang
dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut belum
dinyatakan dalam satu aturan undang-undang. 2) Penentuan
adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi. 3)
Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Jika ditinjau dari konsep hukum Islam, dalam ilmu Usul
fikih asas legalitas hukum di atas sejalan dengan suatu kaedah fikih
yang menyatakan “Hukum asal adalah bebasnya seseorang dari
tanggung jawab” (.3 51, oY1), Artinya seseorang tidak dapat

dituntut dengan suatu kewajiban hukum atau suatu hak kecuali atas
dasar keyakinan atau kepastian hukum.” Oleh karena itu, dalam

*  https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sural7-ayal5.html (diakses

pada tanggal 5 Mei 2023)

> Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1), Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP)

® Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),
hal. 26

" AlT Ahmad al-Nadawi, al Qawa ‘id al-Fighiyyah, (Damaskus: Dar al-
Qalam, 1994), cetakan 1V, hal. 120


https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura17-aya15.html
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rangka menjelaskan ajaran-ajaran agama yang merupakan hukum
Tuhan, maka para Rasul dan Nabi diutus kepada manusia.

Secara umum agama-agama di dunia dapat diklasifikasikan
kepada dua jenis. Pertama agama samawi. Kedua agama ardr. Kata
samawr berasal dari kata bahasa Arab sama’ (s«) yang bermakna

langit. Agama samawi juga disebut dengan agama langit karena
sumbernya yang datang dari wahyu Tuhan dan disampaikan kepada
manusia melalui para Rasul-Nya. Wahyu-wahyu tersebut turun
dalam bentuk lembaran (su/uf) maupun kitab suci sebagai petunjuk
bagi kehidupan.

H.M. Rasjidi mendefinisikan agama samawi sebagai agama
langit yang diturunkan Allah agar menjadi petunjuk bagi umat
manusia. Agama samawi terdiri dari tiga agama; Yahudi, Nasrani
dan Islam. Selain dari ketiga agama itu disebut oleh Rasjidi dengan
agama alamiyah.®

Sementara Endang Saifuddin Anshari sebagaimana dikutip
olen Kautsar mendefinisikan agama langit (agama samawi/din
samawi), agama wahyu (revealed religion), agama profetik
(prophetic religion) dengan agama yang diwahyukan oleh Allah
kepada para Nabi dan Rasul-Nya.’

Agama samawi adalah agama tertua dibumi karena telah
diturunkan Allah ke bumi bersamaan dengan turunnya manusia
sekaligus Nabi pertama Adam ke bumi. Ajaran agama samawr ini
terus dilanjutkan oleh para Nabi dan Rasul setelahnya hingga Nabi
Muhammad saw selaku Rasul terakhir dari Allah kepada manusia.
Sepanjang sejarah agama samawi telah dikenal empat kitab suci

® H.M. Rasjidi, Empat Kuliah Agama Islam, (Jakarta: Bulan Bintang,
1992), hal. 53

® Kautsar Azhari Noer,”Agama Langit Versus Agama Bumi: Sebuah
Telaah atas Klasifikasi Agama-Agama.” Titik Temu, Jurnal Dialog Peradaban,
Vol. 3, No, 2, (2011), hal.72, diakses dari situs: http://nurcholishjid.net/titik-
temu-jurnal-dialog-peradaban-volume-3-nomor-2-januari-juni-2011 (diakses
pada tanggal 7 Mei 2023


http://nurcholishjid.net/titik-temu-jurnal-dialog-peradaban-volume-3-nomor-2-januari-juni-2011%20(diakses
http://nurcholishjid.net/titik-temu-jurnal-dialog-peradaban-volume-3-nomor-2-januari-juni-2011%20(diakses
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yaitu Taurat, Zabur dan Injil yang diturunkan kepada Bani Isra’il
melalui Nabi Musa, Daud dan Isa, serta Al-Quran yang merupakan
kitab suci terakhir kepada seluruh manusia melalui Nabi
Muhammad saw.

Sebutan agama ardr berasal dari kata bahasa Arab ard (_>,)

yang berarti bumi. Penamaan tersebut disebabkan karena ajarannya
adalah hasil dari imajinasi atau pemikiran manusia atau pengaruh
dari budaya daerah tertentu.

Abdullah Ali menyebut agama bumi dengan agama wad iyy
yang didefinisikan sebagai agama yang tumbuh dibumi atas
prakarsa dan pemikiran umat manusia seperti agama Budha sebagai
hasil renungan Sidartha Gautama, agama Hindu yang merupakan
akulturasi budaya bangsa Ariya dan Dravida.™

Menurut Ahmad Syalabi dalam bukunya Perbandingan
Agama: Agama-Agama Besar di India, sebagaimana dikutip oleh
Zainul Bahri bahwa agama-agama di India sebagai agama budaya
yang sering berselisih mengenai konsep Tuhan. Agama Hindu
memiliki banyak Tuhan. Agama Jain mengingkari Tuhan, dan
agama Budha enggan membicarakan soal Tuhan. Sementara
agama-agama samawi memiliki ajaran yang jelas mengenai
perbedaan khalik dan makhluk. Semua makhluk dan segala sesuatu
adalah milik Khalik."

Secara ringkas agama samawi dapat dicirikan sebagai
berikut:

1. Memiliki konsep agama Tauhid (Keesaan Tuhan).
2. Sebagai agama yang disampaikan oleh manusia pilihan

Allah sebagai utusan-Nya, tidak tumbuh dari masyarakat,

tetapi diturunkan kepada masyarakat.

1 Abdullah Ali, Agama dalam Ilmu Perbandingan, (Bandung: Nuansa
Aulia, 2007), hal. 26

1 Media Zainul Bahri, Wajah Studi Agama-Agama dari Era Teosofi
Indonesia (1901-1940) Hingga Masa Reformasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2015), hal. 201
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3. Memiliki kitab suci yang diwariskan Rasul Tuhan dengan
isi yang sudah pasti.

4. Ajarannya serba tetap, meskipun tafsirnya dapat berubah
sesuai dengan kecerdasan dan kepekaan manusia.

Agama bumi (ardi atau wad’iyy) memiliki ciri sebagai
berikut:

1. Memiliki konsep ketuhanan panthaisme, dinamisme, dan
animisme.

2. Tidak disampaikan oleh Nabi dan Rasul Tuhan

3. Diciptakan oleh tokoh agama atau berasal dari daerah dan
kepercayaan masyarakat tertentu.

4. Tidak memiliki kitab suci yang diwariskan oleh Nabi atau
Rasul Tuhan.

5. Ajarannya dapat berubah-ubah mengikuti perubahan pola
pikir masyarakat yang menganutnya.

Selanjutnya fokus kajian dalam bab ini hanya akan dibatasi
pada evolusi ajaran agama-agama samawi sesuai dengan tema dan
kebutuhan penelitian disertasi.

2.1 Pesan Utama Ajaran Para Nabi

Menurut keyakinan umat beragama samawi, Allah adalah
Tuhan yang menciptakan manusia, malaikat, jin, hewan, tumbuhan
dan alam semesta lainnya. penciptaan ini memiliki tujuan yang
sangat penting. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dari Allah
menegaskan tujuan tersebut dalam firmannya surat al-Zariyat: 56

Uj.fl_}:_x_)_l Y\ Uu_ﬂllj u;dl Sl Lo
Artinya: ”Dan tidak Kumptakan jin dan manusia kecuali untuk
Menyembah-Ku.”
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Ibnu Kathir menafsirkan kata “untuk menyembah-Ku” de-
ngan kalimat “agar mereka (jin dan manusia) mengakui peng-
hambaan kepada-Ku dalam keadaan rela maupun terpaksa.” Senada
dengan itu Ibnu Jarir al-Tabari juga berpandangan yang sama,
sedangkan Ibnu Juraij menafsirkannya dengan ungkapan “agar
mereka mengenal-Ku.” *2

Dalam rangka mengenalkan manusia kepada Tuhannya
maka Allah mengutus para Nabi dan Rasul. Beda antara Rasul
dengan Nabi adalah bahwa setiap Rasul adalah Nabi dan bukan
sebaliknya.”® Para Rasul juga dibebankan tugas untuk
menyampaikan risalah Tuhan, diturunkan kepada mereka wahyu
atau kitab, memiliki syariat dan umat tersendiri. ** Para Nabi tidak
sepenuhnya memiliki sifat tersebut meski mereka sama-sama
manusia pilihan Allah dan terpelihara dari dosa (‘Ismah). Syaikh
Sadruddin Muhammad bin ‘Ala’iddin dalam Syars al-Agidah al-
Tahawiyyah menegaskan bahwa al-Risalah (tugas kerasulan) lebih
umum daripada al-Nubuwwah (tugas kenabian).®

Jumlah Rasul yang wajib diimani dan disebutkan namanya
dalam Al-Quran berjumlah dua puluh lima, sedangkan jumlah
keseluruhan para Rasul dan Nabi secara pasti tidak diketahui. Hal
ini ditegaskan Allah dalam QS. Ghafir: 78:

FERVEURETEG B OR VU R EUER U E P

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa Rasul
sebelum engkau (Muhammad), di antara mereka ada yang Kami

12 http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura51-aya56.html# (diakses

pada tanggal 8 Mei 2023)
Umar al-Asyqar, Al-Rusul wa al-Risalat, (Kuwait: Maktabah al-Falah

li al-Nasyri wa al-Tauz1’, 1989), hal. 14

1 Walid bin Idris dan al-Sa’id bin Sabir, Fatawa wa Rasa’il Samahatus
Syaikh ‘Abd al-Razzak Afifi, (Riyadh: Dar al-Fadhilah,1999), cetakan I, hal. 170

13Sadruddin Muhammad bin Alaiddin, Syarh al-Agidah al-Tahawiyyah,
(Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997), jilid I, cetakan X, hal. 155
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ceritakan kepadamu dan di antaranya ada (pula) yang tidak Kami
ceritakan kepadamu. ”

Jumlah keseluruhan para Nabi adalah seratus duapuluh
empat ribu, sementara yang menjadi Rasul di antara mereka adalah
tiga ratus lima belas orang. Angka ini merujuk pada sebuah hadis
yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal dari Aba Dhar yang
bertanya kepada Rasulullah tentang jumlah para Nabi.'®

Banyaknya Nabi dan Rasul yang diutus Allah kepada setiap
umat pada masa dahulu sebanding dengan jauhnya rentang waktu
antara satu Nabi dengan lainnya atau jauhnya jarak negeri antara
satu dengan yang lain, di mana peradaban manusia belum terbentuk
secara kompleks atau secepat sekarang. Ajaran Nabi Muhammad
datang saat dua peradaban besar dunia telah berkembang -yaitu
Romawi di barat dan Persia di timur- dan saat interaksi sosial antar
bangsa mulai terjadi secara luas.

Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
informasi yang begitu dahsyat di masa sekarang telah menghi-
langkan sekatan dan batasan antar umat manusia. Interaksi manusia
antar bangsa, bahasa, dan budaya telah menjadi salah satu ciri
peradaban modern. Hal ini dapat menjelaskan kenapa tidak ada
Nabi setelah Nabi Muhammad dan kenapa risalah yang dibawa
Nabi Muhammad merupakan risalah terakhir dan universal.

Perkembangan ajaran agama pada dasarnya sejalan dan
mengikuti perkembangan manusia itu sendiri. Hal ini dikenal
dengan teori atau hukum evolusi. Menurut Herbert Spencer (1820-
1903) Filosuf dan pemikir Inggris, perkembangan masyarakat
berlangsung menurut hukum evolusi. Perjalanannya melalui
berbagai tahapan, peralihannya dari pola sederhana ke pola yang
lebih kompleks. Dimulai dari keluarga, kepada klan, suku, kota,

!¢ Diriwayatkan oleh Ibnu Kathir dari Abai Dhar al-Ghifar dalam Irsyad
al-Fagqih, https://shorturl.at/rzY 14 (diakses pada tanggal 8 Mei 2023)
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dan sampai ke negara. Spencer percaya bahwa masyarakat adalah
organisme hidup dan aktif, yang memiliki organ pensuplai
makanan, jalur sirkulasi darah, dan terjadi kerja sama antar
berbagai organ, serta memiliki reproduksi dan sekresi layaknya
satu individu.

Masih menurut Spencer, masyarakat itu seperti individu, ia
tumbuh, dan semakin berkembang, hingga semakin kompleks
jadinya. Ketika semakin kompleks maka semakin mandiri bagian-
bagian dari masyarakat itu. Dengan demikian, perkembangan
masyarakat berlangsung menurut hukum evolusi. Evolusi
pertumbuhan unit politik dari keluarga menjadi negara hingga Liga
Bangsa-Bangsa. Evolusi pertumbuhan unit ekonomi dari industri
lokal kecil menjadi monopoli dan serikat produksi, dan evolusi
pertumbuhan unit populasi masyarakat dari desa ke wilayah kecil
lalu ke kota-kota besar. Semua ini menunjukkan adanya proses
pembentukan masyarakat (agregasi) dan konglomerasi.*’

Mengikut pada pola hukum evolusi di atas, maka
perkembangan ajaran agama samawi juga mengalami hal yang
sama. Dalam ajaran yang dibawa Nabi Adam tidak ditemukan
ajaran syariat yang kompleks selain hukum perkawinan antar
sesama anak kandung dikarenakan sedikitnya jumlah populasi anak
Adam kala itu. Selanjutnya ajaran berkembang seiring
perkembangan jumlah populasi dan perkembangan peradaban.
Ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dalam Taurat lebih kompleks
dari apa yang disampaikan melalui Nabi Daud dengan kitab Zabur.
Begitu juga ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai
syariat terakhir memiliki kompleksitas yang lebih tinggi karena
bersifat universal dan berlaku sepanjang zaman.

Dalam sebuah hadis Rasulullah saw mengilustrasikan
pengutusan para Nabi dan risalah yang mereka bawa dengan

7 Disadur dari Will Durant, Qissah al-Falsafah, https://www.syr-
res.com/article/7005.html (diakses pada tanggal 8 Mei 2023)
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sebuah bangunan yang dibangun sedikit demi sedikit hingga tinggal
satu batu bata yang tersisa. Rasulullah mengibaratkan dirinya
sebagai batu bata terakhir itu.

rop V) Al Leal Gy g g S B e s iy S G
odr Eaod B 10slsing ) Ogisagy ca Ogpola Wl Rt (gl e i)

A S PR N A U PN e ]
Artinya: “Sesungguhnya perumpamaanku dibandingkan Nabi-Nabi
sebelumku. Bagaikan seorang laki-laki membangun rumah, maka
ia membaguskan dan mempercantiknya kecuali satu bata di
bagian sudut. Maka manusia mengelilinginya dan terkagum-kagum
(melihatnya). Dan mereka berkata: mengapa tidak dipasang bata

ini? Rasulullah bersabda: akulah bata tersebut, dan aku penutup
segala Nabi-Nabi. ” (HR. Bukhar)

Pernyataan Nabi dalam hadis di atas sangat relevan jika
dikaitkan dengan teori evolusi sosial ala Spencer. Hadis Nabi
tersebut pada hakikatnya juga merupakan dalil adanya evolusi
ajaran agama. Nabi menjelaskan bahwa risalah yang dibawa oleh
para Rasul dari Allah adalah pesan risalah ilahiyah yang bertahap
dan berkesinambungan, bermula dari Nabi Adam as. hingga Nabi
Muhammad saw. selaku pembawa pesan kenabian terakhir dan
Rasul penutup.

Jika Herbert Spencer dalam teori evolusinya mengibaratkan
pertumbuhan masyarakat dengan organisme hidup dan aktif yang
tumbuh dan semakin berkembang dari pola sederhana ke pola yang
semakin kompleks, maka Rasulullah Muhammad saw mengibarat-
kannya dengan sebuah bangunan. Dimulai dengan pondasi, tiang-
tiang, dinding batu-bata dan atap. Syariat Islam sebagai syariat
terakhir adalah penyempurna dari semuanya.

8 Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari,
(Beirut: Tauq al-Najah, 1422 H), jilid. 4, hal. 186
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Oleh karena agama samawi bersumber dari sumber Tuhan
yang sama, maka kesamaan ajarannya pada beberapa aspek dan
juga perbedaannya merupakan suatu kenyataan yang memang
diinginkan oleh Tuhan yang mengutus para Rasul dan Nabi itu.
Kenyataan lainnya adalah bahwa ajaran samawri sebelum datangnya
Nabi Muhammad saw telah mengalami penyimpangan ajaran
(inhiraf! distorsi) dengan adanya doktrin Tritunggal/Trinitas*® pada
Nasrani, dan keyakinan bahwa ‘Uzair anak Tuhan pada Yahudi.
Penyimpangan itu justru terjadi pada pondasi dasar keyakinan yaitu
akidah tauhid yang menjadi pondasi ajaran semua Nabi dan Rasul.
Penegasan adanya penyimpangan ajaran ini disampaikan langsung
oleh Allah dalam Al-Quran sebagai kitab suci terakhir pedoman
umat manusia.

Sebelum menjelaskan perbedaan ajaran dalam agama sama-
wi, terlebih dahulu akan dijelaskan pesan utama ajaran para Nabi
dari Adam sampai dengan Muhammad saw.

2.1.1 Ajaran Ketauhidan dan Peribadatan

Terdapat dua aliran terkait perkembangan sejarah keyakinan
dalam beragama. Menurut aliran pertama yang dipelopori oleh EB.
Tylor, perkembangan agama dan sosial bergerak dari bentuk yang
lebih rendah ke bentuk yang lebih tinggi dan sempurna, dari bentuk
sederhana menjadi lebih kompleks. Sistem kepercayaan manusia
yang paling primitif adalah dinamisme, berasal dari keyakinan

Y9 Tritunggal atau Trinitas adalah teori ketuhanan Kristiani yang
berpusat pada adanya kepercayaan terhadap ketuhanan yang tiga; yaitu Allah
Bapa (Tuhan Bapa), Anak/Putra (Yesus Kristus), dan Roh Kudus. Dalam
pemahaman Kristen tiga unsur tersebut adalah satu Tuhan dalam tiga pribadi.
Ketiganya sama-sama dalam esensi, kedudukan, kuasa, dan kemuliannya.
sumber: https://www. Katolisitas.org/unit/apakah-pengertian-trinitas/ lihat juga:
https://p2k.unkris.ac.id/ id1/3065-2962/Tritunggal 26587 p2k-unkris.html
(diakses pada tanggal 1 Juni 2023)
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banyak tuhan (politeisme) dan yang paling tinggi adalah tauhid
(monoteisme).?

Menurut aliran pertama ini, agama mengalami fase
perkembangan dari bentuk magis-spiritual dan primitif hingga
banyak dewa, lalu menjadi dua dewa, dan berakhir dengan satu
dewa (monoteisme) seperti pada sejarah agama-agama Yunani dan
Mesir kuno. Atas dasar pandangan ini, maka keyakinan agama
berkembang dari bawah ke atas, dan keyakinan agama terbaru lebih
baik dari awalnya.

Muhammad Kamal Jakfar menyatakan pendapat aliran
pertama ini didasari atas pandangan bahwa agama berasal dari
upaya penemuan manusia terhadap Tuhan yang terus mengalami
perkembangan sepanjang masa. Mereka tidak meyakini adanya
eksistensi wahyu. Tidak ada sumber dari keyakinan beragama
selain manusia itu sendiri.”*

Pendapat ini merupakan kelanjutan dari teori seleksi alam
Charles Robert Darwin pada tahun 1809-1882. Teori yang kemudian
dikenal dengan teori Darwin ini menyatakan semua makhluk hidup
yang ada di bumi ini adalah hasil keturunan dari moyang yang sama
yang mengalami modifikasi. Menurutnya manusia dan kera berasal
dari nenek moyang yang sama. Darwin juga menegaskan dalam
bukunya yang paling fenomenal berjudul The Origin of
Species bahwa “suatu individu atau spesies bukanlah bersifat tetap.
Akan tetapi, seluruh makhluk hidup itu bersifat fleksibel atau dapat
berubah bentuk.”” Pada dasarnya teori Darwin hanya dapat dijelaskan

% Kees W. Bolle, “Animism”, dalam The Ecyclopedia of Religion,
(New York: Macmilan Publishing Company, 1987), hal. 296. Lihat juga: Aslam
Hady, Pengantar Filsafat Agama, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), hal. 30

2l Muhammad Kamal Ja‘far, Al-Insan wa al-Adyan: Dirasah Mugara-
nah, (Doha: Dar al-Thagafah, 1985) cetakan I, hal. 87

22 Ajsyah Latun Ummiah, Evolusi Di antara Sudut Pandang Sains dan
Agama : Nenek Moyang Kita Bukan Kera, dari situs : https://uir.ac.id/news
fakultas/evolusi-diantara-sudut-pandang-sains-dan-agama-nenek-moyang-kita-
bukan-kera (diakses pada tanggal 1 Juni 2023)


https://uir.ac.id/news%20fakultas/evolusi-diantara-sudut-pandang-sains-dan-agama-nenek-moyang-kita-bukan-kera
https://uir.ac.id/news%20fakultas/evolusi-diantara-sudut-pandang-sains-dan-agama-nenek-moyang-kita-bukan-kera
https://uir.ac.id/news%20fakultas/evolusi-diantara-sudut-pandang-sains-dan-agama-nenek-moyang-kita-bukan-kera
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secara saintis saja, jadi tidak dapat dikaitkan dengan agama apapun,
apalagi dengan konsep agama samawi yang sepakat bahwa manusia
pertama adalah Adam yang diturunkan Allah dari langit.

Pendapat ini tentu tidak sejalan dengan aliran kedua yang
merupakan pendapat mayoritas peneliti agama muslim. Menurut
mereka asal mula agama dari Tuhan melalui wahyu kepada seorang
Nabi, dan dalam hal ini tidak ada peran manusia kecuali untuk
menerima dan berinteraksi dengan perintah-perintah yang berasal
dari wahyu. Hanya saja dalam perkembangan berikutnya para
pengikut agama menambah ajaran-ajaran yang bukan dari sumber
asalnya, hingga mencapai gambaran yang berbeda dari gambaran
pertama yang dibawa oleh para Rasul. Hal ini disebut inkiraf atau
penyimpangan (distorsi) oleh para cendekiawan Muslim.

Ibnu Hazm menegaskan kaum muslimin meyakini bahwa
Allah telah menurunkan kitab Taurat kepada Musa, Zabur kepada
Daud, Injil kepada Isa, dan suhuf kepada Ibrahim dan Musa. Kaum
muslimin juga meyakini bahwa Tuhan telah menurunkan kitab-
kitab-Nya kepada para Nabi yang nama mereka tidak semua
dinformasikan kepada manusia. Orang-orang kafir dari golongan
Bani Isra’il telah mengubah Taurat dan Zabur, menambah dan
mengurangi ayat-ayatnya. Begitu juga orang-orang kafir Nasrani
telah mengubah Injil, menambah dan mengurangi ayat-ayatnya.
Allah membiarkan itu terjadi sebagai bukti dan argumen terhadap
penyimpangan mereka.”® Pendapat in menegaskan bahwa asal mula
keyakinan agama adalah ketauhidan dan bukan kesyirikan.

Senada dengan lbnu Hazm, Al-Syihristani menegaskan
bahwa agama ketuhanan (samawi) adalah agama yang lebih dulu
ada. Al-Syihristani menyebutkan bahwa Allah telah mengajarkan
Adam berbagai nama, mengajarkan makna dari nama-nama itu

% |bnu Hazm al-Andaliisi, Al-Fasiu fi al-Milal wa al-4hwa’ wa al-
Nizal, tahqiqg: Muhammad Ibrahim Nasr dan ‘Abd al-Rahman Amira. (Beirut:
Dar Al-Jil), jilid I, hal. 314
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kepada Nuh, lalu mengajarkan nama serta maknanya kepada
Ibrahim. Allah juga memilih Musa untuk menerima wahyu dan Isa
untuk mentakwilnya. Akhirnya Dia pula yang memilih al-Mustafa
Muhammad saw untuk menyatukan semua pada millah Ibrahim.?*
Hal ini juga merupakan penegasan bahwa agama itu bersumber dari
Tubhan bukan ciptaan manusia sebagaimana pendapat aliran
pertama.

Atas dasar itu, dapat disimpulkan bahwa asal mula agama
itu adalah ajaran yang mulia, namun setelah berevolusi terjadi
penyimpangan ajaran oleh para pengikutnya. Terkait hal ini
Muhammad Kamal Jakfar mengatakan pola-pola dekadensi ajaran
agama berupa takhayul, fenomena magis, dan lain sebagainya
merupakan kemunduran dalam sejarah umat manusia, dan sama
sekali bukan titik awal dari keyakinan beragama.?

Berdasarkan sumber Al-Quran dan Hadis Rasulullah saw,
pesan utama dari ajaran para Nabi pada intinya sama. Mereka
diutus oleh Allah swt untuk menyampaikan risalah ketuhanan
berupa ajaran monotheisme (tauhid), menyeru kepada ibadah
kepadaNya, hidup dengan prinsip-prinsip yang baik dan melakukan
kebaikan kepada sesama makhluk dalam wujud akhlak yang mulia.

Hal ini tercermin dari firman Allah QS. al-Nahlu: 36:

&ophLall 128 T AT 1,087 of o2s adl 8 e Ay
Artinya: “Dan sungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-
tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan

jauhilah Thaghut itu."

# Muhammad bin Abd al-Karim al-Syihristani, Al-Milal wa Al-
Nizal, dikoreksi dan dikomentari oleh: Ahmad Fahmi Muhammad, (Beirut: Dar
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992). jilid I, hal. 35

% Muhammad Kamal Ja‘far, F7 al-Din al-Mugaran, (Kairo: Dar al-
Kutub al-Jami’iyyah, 1970), hal.43
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Wahbah al-Zuhailt dalam tafsir Al-Wajiz mendefinisikan
kata taghat dengan segala yang disembah selain Allah, seperti
setan dan lain-lain yang mengajak pada kesesatan.?® Senada dengan
tafsir di atas, Tafsir Ringkas Kementerian Agama Rl menafsirkan
kata taghat dengan perbuatan maksiat yang melampaui batas,
sesuatu atau benda yang dijadikan sembahan, dan apa saja yang
memalingkan kamu dari kebenaran.?’

Menurut Muhyi al-Din ibn ‘Arabi, semua agama samawi
bertemu pada sisi pengakuan (syahadat), yaitu keyakinan kepada
Tuhan dan hari akhir, adanya pahala dan siksa. namun mereka
berbeda pada sisi hukum (syariat).?®

Kesamaan ini dapat kita temukan dalam penegasan Allah
dalam banyak ayat Al-Quran. Seperti QS. al-Anbiya: 25

0y 26 6T Y ) Y AT ) o 1 525 o S e W sy
Artinya: “Dan Kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum
kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak
ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu
sekalian akan Aku. ”

‘Abd al-Rahman al-Sa‘di dalam tafsirnya Taisir al-Karim
al-Rahman fr Tafsir Kalam al-Mannan menafsirkan bahwa para
Rasul Allah meski berbeda kitab suci dan syariatnya, namun inti
dan asal ajaran mereka adalah perintah beribadah semata kepada
Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, hanya
Dialah satu-satunya yang berhak disembah dan bahwa peribadatan
kepada selain-Nya adalah kebatilan.?®

% https://tafsirweb.com/4384-surat-an-nahl-ayat-36.html (diakses pada
tanggal 2 Juni 2023)

%7 |bid.

% Sayyid Qasim al-Misri, Al-Din Wahid, wa al-Syara-‘i Mukhtalifah,
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=26072018&id=d25b5
31f-a513-4d80-8300-68d456becl4c (diakses pada tanggal 5 Mei 2023)

Phttps://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura21-aya25.html#saadi(diakses
pada tanggal 2 Juni 2023)


https://tafsirweb.com/4384-surat-an-nahl-ayat-36.html
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=26072018&id=d25b531f-a513-4d80-8300-68d456bec14c
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=26072018&id=d25b531f-a513-4d80-8300-68d456bec14c
https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura21-aya25.html#saadi
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Penegasan yang sama juga disebutkan Allah dalam QS. al-
Sytira: 13
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Artinya: ”Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa
yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami
wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada
Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah
kamu berpecah belah tentangnya. ”

Perintah “tegakkanlah agama” dalam ayat ini ditafsirkan
oleh Ibnu Kathir dengan perintah untuk menghambakan diri
semata-mata kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan
apapun.®®

Dalam hadis Rasulullah saw juga ditemukan penegasan
yang sama terkait kesamaan risalah yang dibawa oleh semua Nabi
dan Rasul. Rasulullah bersabda:

T dely agng 38 0B lgal SO Bl 5LVl

Artinya : ”Para Nabi itu saudara seayah. Ibu mereka berbeda-
beda,
dan agama mereka satu. ” (HR. BukharT)

Ibnu Hajar al-’Asqalani menjelaskan hadis di atas bahwa
asal usul ajaran agama para Nabi itu satu yaitu ketauhidan
meskipun syariat mereka berbeda-beda.

Berdasarkan sumber-sumber Al-Quran, ditemukan bahwa
agama samawr terdahulu juga memiliki kesamaan ajaran dalam hal
kewajiban ritual ibadah kepada Allah swt. seperti zikir dan

% https://tafsirweb.com/9103-surat-asy-syura-ayat-13.html  (diakses

pada tanggal 5 Mei 2023)
Ibnu Hajar al-’Asqalani, Fatk al-Bart fr Syark Sahih al-Bukhari,
(Kairo: Dar al-Rayyan li al-Turath, 1986), jilid VI, hal. 550-551, hadis 3443


https://tafsirweb.com/9103-surat-asy-syura-ayat-13.html
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istighfar, salat, puasa, zakat, haji serta jihad. Dari sisi tatacara dan
ukuran masing-masing ibadah tersebut berbeda antar satu syariat
dengan lainnya. Adanya kewajiban ini dapat dipastikan dari firman
Allah dalam QS. Maryam: 58:

Wt o g de ot fe/’ o@/ - wlw ° g
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Artinya: “Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah,
yaitu dari (golongan) para Nabi dari keturunan Adam, dan dari
orang yang Kami bawa (dalam kapal) bersama Nuh, dan dari
keturunan Ibrahim dan Israil (Yakub) dan dari orang yang telah
Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-
ayat Allah Yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka
tunduk sujud dan menangis. ”

Terkait zikir dan istighfar, Allah berfirman dalam QS. Nih:
10-12 ketika bercerita tentang Nabi Nuh dan kaumnya

of 5}5 ohs y;/°w ,}a// 1. d od y; ag - ‘? ,J&/ ° .?:a "a/i{
JIsRh 35565 s aSCle sLad) Lo Bl 0K ) 1S5 Igpaainl EJas
£4’2/3}6°/°/& L/ o}aoza// <0,

Pl 33 e e 280 oleds Gl

Artinya: “Maka aku berkata (kepada mereka), "Mohonlah
ampunan kepada Tuhanmu, Sungguh, Dia Maha Pengampun,
niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit
kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan
mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-
sungai untukmu.”

Terkait ibadah salat, Allah telah mewajibkannya kepada
Bani Isra’il umat Nabi Musa as. Allah berfirman dalam QS. Yunus:
87

a2 2L 2553 plas g 63 Flag WS S U1 sy Lyt ) ‘~>jb
u\.w}a.ﬂ K S}L.pj\
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Artinya: “Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya,
“Ambillah beberapa rumah di Mesir untuk (tempat tinggal)
kaummu dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah dan
laksanakanlah salat serta gembirakanlah orang-orang mukmin.”

Ibadah salat dan zakat juga merupakan dua ibadah yang
Allah bebankan pada agama Nasrani. Hal ini tercatat dalam firman
Allah QS. Maryam: 31 ketika bercerita tentang Nabi Isa.

uL:.;- w.ﬁ Lé °j€-j‘j OMLJ 6"9)‘) uﬂfu U”\ @L""j
Artinya: “Dan Dia menjadikan aku seorang yang dlberkahl di

mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku
(melaksanakan) salat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup. ”

Allah juga telah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk
mensucikan ka’bah sebagai tempat bagi umatnya yang bertawaf
dan salat dalam QS. al-Hajj: 26

Mw\)uww 35 5abs Lwd_s,wxlu\wﬁs\u&wﬂub, 33
2352 éﬁ”j

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami tempatkan lbrahim di
tempat Baitullah (dengan mengatakan), “Janganlah engkau
mempersekutukan Aku dengan apa pun dan sucikanlah rumah-Ku
bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah dan
orang yang rukuk dan sujud. ”

Salat dan zakat juga dua ibadah yang diwajibkan kepada
Nabi Isma‘il. Firman Allah dalam QS. Maryam' 55

\ija 4.)) .,L& d\.f ojgj\j ajl«ajb cd.sﬁ\ b d\.f

Artinya: “Dan dia menyuruh keluarganya untuk (melaksanakan)
salat dan (menunaikan) zakat, dan dia seorang yang diridai di sisi
Tuhannya.”
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Ibadah puasa telah ada pada agama sebelum Islam
sebagaimana penegasan Allah dalam QS. al-Bagarah: 183

00580 2 il e 1S s 28 e 30 i
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Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas
kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu
agar kamu bertakwa. ”

Nabi Ibrahim merupakan Nabi pertama yang diperintahkan
untuk memanggil umat manusia agar menunaikan ibadah haji ke
baitullah di Mekkah. Hal ini diceritakan Allah dalam QS. al Hajj :
P4

W@quﬁuﬁ",ﬁuy& YL@:S):\; 2 uwuxgus\j
Artinya: »Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya
mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau
mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap
penjuru yang jauh.”

Sementara kewajiban zakat pada agama samawr terdahulu
yahudi dan nasrani dapat ditemukan pada QS. al-Baiyyinah: 5

S 1585 Sl gy Sl 0 4 Gl A A Y1 G Uy
a1 i

Artinya: ”Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah
dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan)

agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat;
dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar). ”

Imam al-Tabari menyatakan bahwa mereka orang-orang
Yahudi dan Nasrani yang merupakan ahli kitab tidak diperintahkan
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selain untuk menyembah Allah dengan ikhlas, mendirikan salat dan
menunaikan zakat.*?
Terkait dengan ibadah jihad, Allah swt juga telah mewajib-

kannya kepada kaum Bani Isra’il sebagaimana firmannya dalam
QS. al-Bagarah: 246

C<Jv:f/’~°\r&sm}5u;\ Lt d53 e e 2 e S
G 16 s wjme\Jw\;gian\°° : ydum\g};wig
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Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Isra’il
setelah Musa wafat, ketika mereka berkata kepada seorang Nabi
mereka, “Angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami
berperang di jalan Allah.” Nabi mereka menjawab, “Jangan-
jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan
berperang juga?” Mereka menjawab, “Mengapa kami tidak akan
berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari
kampung halaman kami dan (dipisahkan dari) anak-anak kami?”
Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka

berpaling, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan Allah Maha
Mengetahui orang-orang yang zalim. ”
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Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat
kesamaan di antara agama-agama samawi dalam hal adanya
kewajiban beribadah kepada Allah swt, namun juga terdapat
perbedaan secara teknis, tatacara dan waktunya sebagaimana akan
diulas kemudian.

2.1.2 Ajaran-Ajaran Kebaikan dan Larangannya

%2 http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura98-aya5.html#  (diakses

pada tanggal 2 Juni 2023)


http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura98-aya5.html
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Selain risalah tauhid, pesan utama ajaran para Nabi adalah
mengajak kepada kebaikan. Prinsip ini tidak pernah berubah sejak
Nabi Adam hingga Nabi Muhammad saw.

Semua Nabi dan Rasul memiliki prinsip dan sifat-sifat mulia
seperti kejujuran (siddiq), terpercaya (amanah), kecerdasan (fatanah),
dan komunikatif (zabligh). Selain sifat-sifat tersebut para Nabi juga
memiliki kesaan ajaran pada sepuluh perkara kebaikan.*®* Kesepuluh
perkara tersebut dikenal juga dengan nama sepuluh wasiat Tuhan yang
disebutkan dalam QS. al-An'am: 151-153

2
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Artinya: “Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan
atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan
sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu
bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena
takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan
kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-
perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang
tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang
diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu
(sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu
supaya kamu memahami(nya).” (151)

¥ Ali Muhammad al-Sallabi, Al-Masih Isa Ibnu Maryam al-Hagqiqah al-
Kamilah, (Beirut: Dar Ibnu Kathitr, 2019) hal. 221-229
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“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan
cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan
sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak
memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar
kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah
kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan
penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah
kepadamu agar kamu ingat. ”(152)

“Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang
lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan
(yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari
jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu
bertakwa. ’(153)

Sepuluh wasiat Tuhan ini dapat dirinci sebagai berikut:
Larangan syirik (menyekutukan Allah)
Perintah berbakti kepada kedua orang tua
Larangan membunuh anak karena takut lapar
Larangan mendekati maksiat (fakhisyah)
Larangan membunuh kecuali dengan alasan yang benar
Larangan makan harta anak yatim
Perintah menyempurnakan timbangan dan takaran
Perintah berkata jujur
Perintah bersikap adil kepada siapapun

. Perintah memenuhi janji

© 0 ~GePRUIEERCRN
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Dalam ajaran Nabi Musa yang dibawa kepada Bani Isra’il
juga ditemukan ajaran yang sama dengan sepuluh wasiat terdahulu.
Ajaran itu dikenal dengan The Ten Commandments (sepuluh
perintah Tuhan). Sepuluh perintah Tuhan dalam Taurat terdapat
dalam dua kitab Perjanjian Lama. Pertama: Dalam Keluaran 20:2-
17. Kedua: Dalam Ulangan 5:6-21.

Turner Philip dalam The Ten Commandments in the Church
in a Postmodern World menyatakan bahwa hampir sepanjang
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sejarah kekristenan, dekalog ini dipandang sebagai ringkasan
hukum Allah dan tolok ukur perilaku, pusat kehidupan Kristen,
kesalehan, serta ibadah.*

Menurut Katekismus Gereja Katolik yang merupakan
sumber pemaparan resmi keyakinan Kristiani Gereja Katolik,
Sepuluh Perintah Allah dipandang penting untuk pertumbuhan dan
kesehatan rohani yang baik, serta berfungsi sebagai dasar
bagi keadilan sosial.® Isi kesepuluh perintah Tuhan tersebut
adalah:

%1 alu Allah mengucapkan segala firman ini:

202 wakulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau

keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan.

203 jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku.

204 jangan membuat bagimu patung yang menyerupai

apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di

bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi.

205 jJangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah

kepadanya, sebab Aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang

cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-
anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari
orang-orang yang membenci Aku,

206 tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu

orang, Yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang

berpegang pada perintah-perintah-Ku.

7 Jangan menyebut nama Tuhan, Allahmu, dengan
sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah
orang yang menyebut nama-Nya dengan sembarangan.

208 |ngatlah dan kuduskanlah hari Sabat:

209 enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan

segala pekerjaanmu,

#https://kumparan.com/berita-hari-ini/10-hukum-Taurat-perintah-allah-
kepada-manusia-1v6ZXzVdc7t/2 (diakses pada tanggal 5 Juni 2023)

% Kreeft, Peter. Catholic Christianity. hal. 201203, dan Carmody,
Timothy R., Reading the Bible., hal. 82, dari situs: https://p2k.stekom.ac.id
/ensiklopedia/Sepuluh_Perintah_Allah (diakses pada tanggal 5 Juni 2023)


https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Katekismus_Gereja_Katolik
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Ajaran_sosial_Katolik
https://kumparan.com/berita-hari-ini/10-hukum-Taurat-perintah-allah-kepada-manusia-1v6ZXzVdc7t/2
https://kumparan.com/berita-hari-ini/10-hukum-Taurat-perintah-allah-kepada-manusia-1v6ZXzVdc7t/2
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Peter_Kreeft
https://archive.org/details/catholicchristia00kree
https://archive.org/details/readingbiblestud0000carm
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2010 tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu:

maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau
anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu
laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau
orang asing yang di tempat kediamanmu.

20:11 Sehab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan
bumi, laut dan segala isinya, dan la berhenti pada hari
ketujuh; itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan
menguduskannya.

2012 Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu
di tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu.

2013 Jangan membunuh.

204 Jangan berzina.

2015 Jangan mencuri.

208 jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu.
2017 Jangan mengingini rumah sesamamu; jangan
mengingini isterinya, atau hambanya laki-laki, atau
hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau
apapun yang dipunyai sesamamu."

Dalam teks Sepuluh Perintah Allah yang banyak digunakan
kalangan Protestan, bagian pertama sampai keempat mengatur
tentang hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan perintah
kelima sampai kesepuluh mengatur hubungan manusia dengan
sesama:*®
Jangan ada padamu Allah lain di hadapan-Ku
Jangan membuat patung untuk disembah
Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan
Kuduskanlah hari Sabat
Hormatilah Orang tua mu
Jangan membunuh
Jangan berzina

N o gk WoEe

% Ibid.
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8. Jangan mencuri
9. Jangan berdusta
10. Jangan mengingini milik orang lain.

Dari pembahasan di atas, dapat ditegaskan bahwa esensi
dari sepuluh wasiat Tuhan atau dengan nama lain sepuluh perintah
Tuhan adalah ajaran-ajaran yang bertujuan untuk membina
kehidupan masyarakat yang sempurna, dibangun atas dasar
keimanan, kasih sayang, melindungi masyarakat dari berbagai
penyakit sosial, semangat saling tolong-menolong, kerja sama,
melindungi yang lemah, dan komitmen pada kebenaran.

Syaikh Muhammad Abtu Zahrah dalam Zahrat al-Tafasir
menegaskan bahwa semua ajaran atau wasiat tersebut merupakan
suatu kesepakatan dalam semua agama samawi maupun sistem
hukum yang adil.®” Senada dengan itu Saepudin Mashuri
mengatakan semua agama samawi pada awalnya mengakui ajaran
yang sama Yaitu; penyerahan diri kepada Tuhan yang maha Esa,
kitab suci yang bersumber dari pemberi wahyu yang sama,
mengajarkan ajaran moral amal ma’ruf bagi kebaikan manusia, dan
memiliki ritual ibadah sebagai media penyembahan pada Tuhan
yang Esa, namun semua ajaran wahyu tersebut didistorsi oleh para
menganut setelah selesainya misi kerasulan pada setiap periode.*®

Dapat disimpulkan bahwa kesamaan ajaran para Nabi
terdapat pada empat hal pokok yaitu 1). Ajaran tauhid: tidak
menyekutukan Allah dengan apapun; 2). Kewajiban beribadah
kepada Allah: seperti zikir, istighfar, salat, puasa, zakat dan haji 3);
Perintah berprilaku dengan nilai-nilai yang mulia (akhlak) seperti

%" Muhammad Abu Zuhrah, Zahrat al-Tafasir, jilid V, hal. 2728 dari
situs: https://waqfeya.net/book.php?bid=1046 (diakses pada tanggal 6 Juni 2023)

% Saepudin Mashuri, “Kesinambungandan Kesamaan Agama-Agama
Menuju Multikulturalisme Beragama,” Jurnal Kalam, Vol, 4 No. 2, https://
journal.Isamaaceh.com/index.php/kalam/article/view/20 (diakses pada tanggal 6
Juni 2023)


https://waqfeya.net/book.php?bid=1046
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keadilan, kejujuran, amanah, kesetiaan pada janji, kedermawanan,
lemah lembut, membela kebenaran dan orang tertindas dan 4).
Adanya larangan-larangan terhadap kejahatan utama seperti
larangan membunuh, mencuri, berzina, makan riba, berbohong, dan
melakukan kezaliman.

2.2 Perbedaan Ajaran dalam Agama Samawr

Perbedaan dalam alam semesta adalah sunnatullah yang
membuat kehidupan menjadi harmonis. Perbedaan warna membuat
kehidupan menjadi indah, kita tidak akan dapat mengetahui putih
jika tidak pernah ada hitam, merah, hijau atau warna lainnya.
Manusia lahir ke dunia ini hasil dari adanya perbedaan jenis
kelamin laki-laki dan perempuan. Energi listrik adalah hasil dari
adanya perbedaan kutub positif dan negatif. Alunan syair dan
musik yang indah juga hasil dari paduan berbagai nada dan alat
musik yang berbeda.

Agama Islam mengakui adanya perbedaan ini dalam banyak
ayat al-Quran semisal QS. al-Hujurat: 13
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Artinya: ”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling
kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara
kamu disisi Allah ialah orang yang paling tagwa di antara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. ”

Ayat ini mengandung makna bahwa perbedaan suku, ras,
dan bangsa adalah sunnatullah yang tidak bisa dinafikan. Tiada
kelebihan antara satu dengan lainnya kecuali pada ketagqwaan
manusia kepada Allah swt. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa
keberagaman itu ditujukan agar manusia saling kenal, saling bantu
dan dapat hidup dengan damai dan harmonis.
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Dalam QS. Hud: 118-119, Allah menjelaskan sekiranya
Allah menghendaki, Dia akan menciptakan manusia dalam satu
keyakinan, satu bangsa atau satu umat, namun hal itu tidak
dikehendaki-Nya.
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Artinya: “Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia
umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. kecuali
orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah
Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya)

telah ditetapkan: sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka
Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya. ”

Hasan al-Basri yang menyatakan bahwa manusia memang
diciptakan Allah untuk berbeda-beda. Senada dengannya Ibnu Kathir
menafsirkan bahwa perselisihan masih tetap ada di kalangan
manusia dalam masalah agama dan akidah, mereka menjadi terbagi
ke dalam berbagai mazhab dan pendapat.* Karena itu, ayat (119)
dari surat Hud tersebut ditutup dengan firman Allah: “Kalimat
Tuhanmu (keputusan-Nya) telah ditetapkan: Sesungguhnya Aku
akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang
durhaka) semuanya.”

Adanya perbedaan dan keberagaman merupakan ujian bagi
manusia dalam kehidupan sebagaimana ditegaskan Allah dalam
QS. al-Mulk: 2

S5 A0 shs Sae st oS8 ol Sy 2l ks o
Artinya: ”Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu,
siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha
Perkasa, Maha Pengampun. ”

¥ http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-hud-ayat-118-
119.html (diakses pada tanggal 6 Juni 2023)


http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-hud-ayat-118-119.html
http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-hud-ayat-118-119.html
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Ujian Allah bukan hanya dalam bentuk musibah atau
nikmat, namun bisa juga dalam bentuk adanya perbedaan ajaran
dalam agama samawr sebagaimana ditegaskan Allah dalam QS. Al-
Maidah: 48
5&;6931:0 ’}/M\wbxwwb/}}bcﬁﬁ\w\ujgb
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Artinya: “Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur’an dengan
membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu
kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap
kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka
menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti
hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah
datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kalian, Kami
berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah
menghendaki, niscaya kalian dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi
Allah hendak menguji kalian terhadap pemberian-Nya kepada
kalian, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya
kepada Allah-lah kembali kalian semuanya, lalu diberitahukan-
Nya kepada kalian apa yang telah kalian perselisihkan. ”

Ayat 48 dari surat al Maidah ini merupakan rentetan
penjelasan Allah terkait fungsi kitab-kitab samawr; Taurat, injil dan
al-Quran yang dijelaskan mulai dari ayat 44 hingga ayat 48. Pada
ayat 44 Allah menyebut bahwa kitab Taurat itu berfungsi sebagai
kitab petunjuk dan cahaya (,ss <) yang dijadikan sebagai

pedoman bagi para Nabi, rabi dan pendeta-pendeta Yahudi untuk
mengatur umatnya. Allah juga menegaskan bahwa pengingkaran
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terhadap hukum pada Taurat itu adalah bentuk kekafiran (s .4 4 ey
NPT )

Ayat (45) dari surat al Maidah menjelaskan tentang
hukuman gisas yang dibebankan atas kaum yahudi (Bani Isra’il)
yang melanggar larangan, dan bahwa pengingkaran terhadap
hukum itu adalah bentuk kezaliman (osial w» 2V & 3l & (S 4 ey ).
Selanjutnya pada ayat 46, Allah menjelaskan fungsi kitab Injil yang
juga sebagai kitab petunjuk dan cahaya (,s; <++). Namun pada ayat

ini disebutkan fungsi tambahan bagi Injil yaitu kitab pembenar
terhadap kitab Taurat (sl . a4 c» U Gae.). Sementara ayat
selanjutnya (47) menegaskan kewajiban ahli Injil untuk melaksa-
nakan syariatnya dan bahwa pengingkaran terhadap hukum itu
adalah bentuk kefasikan (osiald s 8298 & U3 s (K4 { oy ).

Fungsi Al-Quran sebagai kitab suci terakhir juga
bertambah. Al-Quran bukan saja kitab petunjuk (s.»),dan cahaya

(s), tapi juga kitab pembenar terhadap kitab-kitab sebelumnya
(oS » a4y o U Baas), dan sebagai “’batu ujian” terhadap kebenaran
ajaran di kedua kitab tersebut (s ).

Batu ujian adalah sebuah alat atau media terbuat dari batu
untuk menguji keaslian sesuatu logam. Ibarat logam mulia emas
yang diuji dengan digosokkan pada sebuah batu asah, maka akan
terlihat keasliannya. Begitu pula ajaran pada agama samawi pada
kitab terdahulu diuji kebenarannya dengan apa yang disampaikan
Allah melalui Rasul terakhir Muhammad saw dalam Al-Quran.

“ Tbn ‘Abbas menegaskan fungsi “muhaimin” pada Al-Quran yaitu
penjaga yang terpercaya. Al-Quran adalah penjaga terpercaya atas semua kitab
sebelumnya. Ibnu Kathir menyebutnya dengan istilah Aakim (pemutus) atau
syahid (saksi), sementara menurut lbn Hajar, fungsi “muhaimin” itu berarti
pemelihara dan pengawas. Lihat: Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari, jilid.
VII1, hal. 269.
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Contoh ajaran yang dinyatakan telah mengalami distorsi (inhiraf)
dalam agama samawr sebelum Islam adalah terkait ajaran Trinitas
dalam ajaran Nasrani yang menyimpang dari risalah ketauhidan
sebagai pokok risalah para Nabi. Firman Allah dalam QS. al-
Maidah: 72:
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Artinya: ”Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata,
“Sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam.”
Padahal Al-Masih (sendiri) berkata, “Wahai Bani Isra’il!
Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu.” Sesungguhnya
barangsiapa mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka
sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya
ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-
orang zalim itu.”

Allah juga menerangkan penyimpangan ajaran dalam
agama Yahudi dan Nasrani dalam QS. al-Taubah: 30

4 P ioa Al g L e 4 @ LN s, « s
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Artinya: ”Dan orang-orang Yahudi berkata, “Uzair putra Allah,”
dan orang-orang Nasrani berkata, “Al-Masih putra Allah.” Itulah
ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan
orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka;
bagaimana mereka sampai berpaling?”

Keyakinan Yahudi dan Nasrani terkait adanya anak bagi
Tuhan dinyatakan oleh Allah memiliki kemiripan dengan
keyakinan orang-orang terdahulu yang menyembah banyak Tuhan
(politeisme). Ini menguatkan teori bahwa asal ajaran agama adalah
ketauhidan (monoteisme) dan bukan banyak Tuhan (politeisme)
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sebagaimana disampaikan dalam penjelasan terdahulu. Itu
sebabnya, Allah bertanya kepada kaum Yahudi dan Nasrani dalam
ayat tersebut: ”Bagaimana mereka sampai berpaling? ” (55 &).

Dari kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa
penyimpangan dalam bidang tauhid menjadi pembeda pertama
antara ajaran Islam dengan Yahudi dan Nasrani sepeninggal Nabi
Musa dan Nabi Isa. Pembeda yang lain adalah dalam aspek aturan
hukum atau syariat sebagaimana dijelaskan Allah pada ayat (48)
surat al-Maidah. Allah menegaskan bahwa setiap umat baik
Yahudi, Nasrani dan Islam telah diturunkan kepada mereka aturan
dan jalan yang terang (45 &5 oS das 1K),

Ibnu Kathir dalam tafsirnya menukilkan dua pendapat di
kalangan sahabat terkait makna “syir'atan wa minhgja”. Al-°Aufi
meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas, bahwa makna yang dimaksud
dengan “syir'atan wa minhaja” ialah jalan dan tuntunan. Pada
riwayat lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “syir'atan
wa minhgja” ialah tuntunan dan jalan. Ini juga merupakan
pendapat Ibnu °‘Abbas, Mujahid serta ‘Ata Al-Khurasani. "
Sebenarnya konteks ayat (48) al-Maidah ini dalam kaitan
menjelaskan keanekaragaman umat terdahulu dan perbedaan
syariat yang disampaikan oleh Allah melalui Rasul-RasulNya,
namun tetap sama dalam ajaran pokoknya, yaitu tauhid.

Pada akhir ayat al-Maidah (48) Allah kembali menegaskan
bahwa perbedaan aturan hukum/syariat pada setiap umat adalah
kehendak ilahi. Allah dapat saja menyatukan semua agama dan
semua umat, namun la ingin menguji ketaatan manusia kepada
ajaran-ajaran Tuhannya. Setiap umat juga diminta untuk berlomba-
lomba dalam melakukan kebaikan.

“Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kalian dijadikan-
Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kalian terhadap

*http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-Maidah-ayat-
51-53.html (diakses pada tanggal 6 Juni 2023)


http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-Māidah-ayat-51-53.html
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pemberian-Nya kepada kalian, maka berlomba-lombalah berbuat
kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kalian semuanya, lalu
diberitahukan-Nya kepada kalian apa yang telah kalian
perselisihkan.” (QS. al-Maidah : 48).

Merujuk kepada makna Islam secara umum yang berarti
berserah diri secara penuh kepada Allah (a3wiw¥1), maka semua
agama para Nabi adalah Islam. Hal ini tercermin pada banyak
firman Allah. Misalnya firmanNya dalam QS. al-Imran: 67

G o O U Talad Uis 52805 Gl ¥ €a3ds fiagn) O
Artinya: “lbrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula
seorang Nasrani, melainkan dia adalah seorang yang hanif ** lagi

berserah diri (muslim). Dia bukan pula termasuk (golongan)
orang-orang musyrik.”

Ketika Allah menceritakan kisah wasiat Nabi Ya’qub
kepada anaka-anaknya, disebutkan bahwa agama para Nabi Bani
Isra’il adalah Islam. Firman Allah QS. al-Bagarah: 133
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Artinya: “Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput
Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, “Apa yang kamu
sembah sepeninggalku?” Mereka menjawab, “Kami akan
menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yaitu Ibrahim,

Ismail dan Ishak, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami (hanya)
berserah diri kepada-Nya.”

*2 Hanif berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari
kesesatan.
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Allah berfirman dalam QS. al-Naml: 31 terkait kisah Nabi
Sulaiman yang mengirim surat kepada Ratu Saba’ agar mengikuti
agamanya:

Gt s ol gl Y
Artinya: “Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan
datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.”

Makna Islam sebagai agama yang menyerahkan diri
sepenuhnya kepada Allah sebagaimana ditegaskan pada ayat-ayat
di atas, sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Imran: 19 yang
menyatakan bahwa hanya Islamlah satu-satunya agama yang
diridhai-Nya.
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Artinya: ”Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah
berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah
mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka.
Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh,
Allah sangat cepat perhitungan-Nya.. ”

Sementara arti Islam dalam makna yang lebih khusus
adalah ajaran yang diutus kepada Nabi Muhammad saw. yang
terakomodir dalam ajaran Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mulia.
Pada poin inilah terletak perbedaan antara syariat Nabi Muhammad
dengan para Nabi terdahulu.

Relasi antara ajaran kitab suci Al-Quran dengan kitab suci
sebelumnya dapat disimpulkan dalam pola-pola sebagai berikut:

1. Al-Quran meyakini adanya kitab-kitab terdahulu serta

para Rasul yang diutus sebelumnya (6..2.).”®

* QS. al-Bagarah: 136, dan QS. al-Bagarah: 286
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2. Al-Quran menguji kebenaran isi ajaran Kkitab suci
sebelumnya (tes-).*

3. Al-Quran membuka semua penyimpangan ajaran yang
dilakukan oleh para pemuka agama samawi sebelum-
45
nya.
4. Al-Quran menyeru Ahli Kitab dan semua umat manusia
di bumi untuk beriman kepada risalah Nabi Muhammad
dan apa yang diturunkan kepadanya.*®

Perbedaan antara ajaran agama samawi terdapat dalam
banyak aspek. Berikut akan dijelaskan beberapa contohnya.

2.2.1 Aspek Ibadah
a. Salat

Evolusi ajaran agama samawi dalam aspek ibadat
merupakan sebuah fakta sejarah yang tidak terbantahkan dan
bersumber dari teks-teks kitab suci itu sendiri. Salat -misalnya-
yang dalam bahasa Arab berarti doa adalah ibadah pertama yang
disyariatkan pada semua Nabi. Hanya saja ajaran salat terus
berkembang dari bentuk yang sederhana berupa doa pada masa
Nabi Adam, menjadi sedikit kompleks di mana terkait dengan
waktu dan doa-doa tertentu pada masa Nabi Daud, Musa dan Isa,
hingga menjadi lebih tegas, jelas dan sempurna pada masa Nabi
Muhammad saw.

Pada masa Adam salat itu hanya berbentuk doa tanpa ada
bentuk gerakan khusus atau waktu tertentu.

* QS. al-Maidah: 17, QS. al-Maidah: 48, dan QS. al-Taubah: 30.

* Q8. al-Maidah:13, QS. al-Maidah: 15, QS. al-Nisa: 171, dan QS. al-
Taubah: 34 dll.

% QS. al-‘Imran: 64, QS. al-Maidah: 19, QS. al-Bagarah: 91, dan QS.
al-Bagarah: 41 dlI.
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Artinya: ”Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari

Tuhannya, lalu Dia pun menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha
Penerima tobat, Maha Penyayang. ’(QS. al-Bagarah: 37)

Para mufassir menjelaskan kalimat yang diterima Nabi
Adam dari Allah itu adalah ajaran doa untuk bertaubat atas
kesalahan®’ sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah QS. al-
A’raf: 37 ketika menceritakan taubatnya Adam dan Hawa

G o AT i W s ] o kTl 53
Artinya: “Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah
menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni
kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami
termasuk orang-orang yang merugi.”

Berdoa sebagai bentuk ibadah salat paling sederhana juga
terlihat dalam ajaran Nabi Nuh ketika menyeru umatnya. Firman
Allah QS. Nih: 10-12
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Artinya: “Maka aku berkata (kepada mereka), "Mohonlah
ampunan kepada Tuhanmu, Sungguh, Dia Maha Pengampun,
niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit
kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan
mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-
sungai untukmu.”

Dalam perkembangan ajaran salat berikutnya, para peneliti
agama kesulitan menemukan konsep yang jelas dan tegas tentang
bentuk dan tatacara salat dalam agama Yahudi. Bentuk Salat
mereka terus berubah dan berkembang setiap periode. Semua ini

4T http:/lquran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya37.html  (diakses

pada tanggal 7 Juni 2023)
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dapat dikaitkan dengan fakta bahwa kitab Perjanjian Lama tidak
merinci sifat dan bentuk salat kecuali setelah periode pembuangan
ke Babilonia. Pada periode itu kaum Yahudi mulai melakukan
persembahan kurban kepada tuhan-tuhan yang disembah.”® Salat
dilaksanakan tiga kali sehari; pagi hari, siang, dan saat matahari
terbenam (maghrib) dan hukumnya wajib.*® Salat dilakukan secara
individu dan berjamaah dan dianggap sebagai syiar agama.> Salat
dilakukan di tempat suci, bebas dari najis, gambar dan patung.
Salat dilakukan menghadap ke arah barat atau ke arah Jerussalem
(baitul maqdis). Setiap salat memiliki nada dan melodi
khusus. Salat dilakukan dengan berdiri dan berdiam diri,
membungkuk dan menutupi kepala, dan menggunakan mantra,
tetapi pada acara-acara khusus.>

Dalam perkara salat, syariat Nasrani meniru syariat Yahudi
dari sisi jumlah dan waktu shalat.> Umat Nasrani biasa melakukan
salat dua kali sehari, pagi dan sore atau malam hari. Salat di pagi
hari melambangkan kembalinya kehidupan atau kebangkitan alam
kematian (tidur). Ini juga merupakan gambaran dari kebangkitan
al- Masih.”® Salat pada waktu malam biasanya dilakukan sebelum
tidur, sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas nikmat yang Dia

8 <Abd al-Razzaq Rahim Salal, al-lbadat f7 al-Adyan al-Samawiyyah :
al-Yahadiyyah, al-Masihiyyah, al-1slam, (Damaskus, Al-Awail li al-Nasyr wa al-
Tauzr’, 2001), hal. 74

* Encyclopedia Agama, https://shorturl.at/gAFJT (diakses pada tanggal
7 Juni 2023)

%0 Syaikh Aba al-Hasan al-Nadawi, al-Arkan al-Arba’ah fi Dau-‘i al-
Kitab wa al-Sunnah, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1974), cetakan 11, hal 64. Lihat
juga: (Kitab Daniel 6:10): “Demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu
telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-
tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem; tiga kali sehari ia berlutut, berdoa
serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. ”

*!1bid, hal. 65.

%2 Muhammad ‘Ezzat Al-Tahtawi, al-Nasraniyyah wa al-Islam, ( Kairo:
Maktabah al-Nur, 1407H/1987M), edisi Il, hal. 86.

*% Dalam (Markus 1:35) disebutkan: “Di pagi hari, sangat pagi, dia
bangun, keluar, dan pergi ke tempat yang sunyi, dan di sana dia berdoa”.
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berikan kepada mereka di siang hari, serta meminta pengampunan
atas dosa-dosa yang mereka lakukan di siang hari.>* Mulanya salat
tidak dibatasi pada waktu dan jam tertentu mengikut prinsip alkitab
yang merekomendasikan salat secara kontinyu> sebagaimana
disebutkan dalam teks-teks Injil.*® Sementara menurut sumber
Encyclopedia Agama, jumlah salat dalam agama Nasrani adalah
tujuh waktu. Salat tidak memiliki aturan baku, intinya adalah doa-
doa yang dipanjatkan kepada Tuhan sebagaimana yang pernah
diajarkan oleh Isa al-Masih dan Daniel (Nabi Daud) dalam
perjanjian lama.>’

Salat dalam syariat Nasrani tidak memiliki syarat-syarat
tertentu. Menurut kitab Perjanjian Baru Isa al-Masih mengajarkan
salat pada hari Sabtu suci orang Yahudi, dan dia berpartisipasi
bersama mereka di dalamnya.® Menurut mereka, Isa al-Masih
memberikan kebebasan untuk melafalkan frase pilihan mereka,
asalkan tidak menyimpang dari doa yang telah diajarkan kepada
mereka.”® Berbeda dengan Yahudi yang menghadap ke Barat,
umat Nasrani Katolik dan Ortodok salat menghadap ke timur atas
dasar keyakinan bahwa al-Masih akan muncul dari arah timur,
sedangkan Kristen Protestan tidak mensyaratkan arah manapun
dalam salatnya.®

** <Abd al-Razzaq Rahim Salal: al-Ibadat fi al-Adyan al-Samawiyyah,
hal. 153

** Ibid, hal. 156

*® Seperti pada (Matius 6:6), (Markus 6:45, 46), dan (Lukas 5:16).

> Encyclopedia Agama, https://shorturl.at/clIM8 (diakses tanggal 5 Mei
2023)

*% Dalam (Markus 1:21,22) disebutkan: “Kemudian mereka memasuki
Kapernaum, dan segera ia masuk ke sinagoga pada hari Sabat, dan mulai
mengajar, bukan seperti ahli-ahli Tauratr.” Lihat juga: (Matius 12: 9, 10),
(Markus 3: 1, 2.6: 2), (Lukas 16: 4)

% Muhammad ‘Ezzat Al-Tahtawi, al-Nasraniyyah wa al-Zsiam, hal. 85.

% Amal Samy, "Li Kulli Din Qiblah,” “al-Misrawi”, dari situs : https://
www.masrawy.com/Islameyat/others-Islamic_ppl_news/details/2022/3/16/2192
432 (diakses pada 10 Juni 2023)
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Dalam syariat Nasrani salat masih mengikuti syariat Yahudi
tanpa ada panduan yang jelas. Dari sisi waktu pelaksanaan juga
memiliki perbedaan di mana Yahudi salat tiga waktu sehari
sementara Nasrani tidak memiliki batasan waktu yang jelas. Bagi
orang biasa yang bekerja sepanjang hari mereka salat di pagi dan
sore hari, sedangkan para biarawan yang tinggal di biara atau di
pengasingan, melakukan salat tujuh kali sehari, dan mungkin
menambahkannya.

Bentuk salat secara resmi dan khusus dalam agama
Kristiani dimulai pada abad keempat masehi oleh Konsili
Nicaea. Konsili Vatikan juga terus melakukan revisi dan menetap-
kannya bagi seluruh umat Kristen Katolik. Di sini jelas terlihat
bahwa sistem gereja yang terpusat memiliki kewenangan
melakukan berbagai perubahan.”*

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat
perbedaan mendasar antara syariat Yahudi dan Nasrani dengan
syariat Islam terkait kewajiban salat dari sisi kewajiban, waktu dan
tatacaranya. Salat dalam Islam ditegaskan sebagai ibadah wajib
lima kali sehari semalam. Tatacaranya juga diatur secara jelas dan
ketat dalam hadis Nabi selaku penjelasan dari ayat Al-Quran.
Dalam Islam, seseorang tidak dapat menambah jumlah bilangan
salat, bentuk maupun waktunya. Semua itu adalah berdasarkan
taugifi dari  Allah melalui RasulNya. Syariat umat Nabi
Muhammad sebagai umat terakhir memiliki aturan yang semakin
tegas dari sisi aturan wajib atau tidaknya, memiliki standar
operasional yang jelas dan tercermin dari rukun dan syarat ibadah
sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah atau dirumuskan para
fugaha dari sumber hukum agama.

Konsep ibadah salat dalam ajaran agama samawi telah
mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi masa dan

8 Syaikh Abii al-Hasan al-Nadawi, al-Arkan al-Arba’ah fi Dau-‘i al-
Kitab wa al- Sunnah, hal. 67-68
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kebutuhan umat. Persoalan manusia di akhir zaman juga semakin
kompleks. Bertambahnya populasi dan intensnya interaksi sesama
manusia telah menimbulkan banyak potensi masalah baru. Dalam
konteks itu, salat tidak bisa lagi dimaknai dengan ibadah doa yang
simpel, sesederhana masalah yang dihadapi manusia pada zaman
Adam, tapi harus dapat memberi makna khusus dalam pola
hubungan manusia dengan Tuhannya. Oleh karenanya, Allah
mewajibkan salat lima waktu sehari semalam agar dapat menjadi
media komunikasi berterusan sekaligus sarana mendekatkan diri
hamba kepada Allah, memohon pertolongan dari-Nya (QS. al-
Fatihah: 5). Salat juga merupakan solusi dari berbagai masalah
(QS. al-Bagarah: 45).

b. Puasa

Perbedaan syariat juga terlihat dalam ibadah puasa. Kaum
Yahudi meyakini bahwa puasa bisa menghapus dosa serta
menambah pahala, namun puasa dalam syariat Yahudi lebih
dikaitkan dengan suasana kesedihan, menyakitkan, suasana
kesempitan atau musibah yang menimpa mereka,®® seperti puasa
tanggal 10 Tishri¢ (Muharram), hari Sabat, upacara pernikahan
(nuptial), Yom Kippur, dan lainnya. Puasa umat Yahudi tidak
makan, tidak minum, dan tidak tidur- selama satu hari penuh
selama duapuluh empat jam. Selain itu, alasan mereka berpuasa
adalah meredakan kemarahan Tuhan, mengharap datangnya ilham,
menghadapi  bahaya yang mengancam  seperti  wabah
penyakit.®* Umat Yahudi menandai dan memperingati peristiwa
bersejarah masa lalu dengan berpuasa. Setidaknya ada empat puasa
penting, yaitu pada saat Yerusalem dikepung (10 Tebeth), saat
tembok Yerusalem didirikan (17 Tammuz), ketika kuil Yahudi

%2 jhat Kitab Yoel (2:12)
®3https://www.nu.or.id/opini/motif-puasa-umat-yahudi-kristen-dan-
Islam-Qhc7q (diakses pada tanggal 12 Mei 2023)
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runtuh (9 Ab), dan ketika Gubernur Yudea Gedalilah dinobatkan (3
Tishri).

Di dalam Injil Barnaba, puasa merupakan ibadah yang
wajib bagi umat Kristen. Namun sayang, pada 496 M Paus
Galasius mengeluarkan sebuah dekrit yang salah satu isinya adalah
melarang umat Kristen membaca Injil Barnaba. Akibatnya, ajaran
puasa dalam Kristen menjadi dihapus karena dianggap
memberatkan pengikutnya. Puasa tidak lagi menjadi sebuah
kewajiban, melainkan hanya anjuran. Namun demikian, umat
Kristen terdahulu melaksanakan puasa pada waktu Lent selama 36
hari untuk meminta ampunan dan mengenang penderitaan al-
Masih.

Umat Kristen memaknai puasa sebagai sebuah ungkapan
duka cita, kesedihan, dosa atau cara untuk merenungkan hal-hal
suci. Para pemuka Kristen juga tidak mewajibkan pengikutnya
untuk menjalankannya, puasa hanya dianggap sebagai sebuah
anjuran saja. Setidaknya, ada beberapa alasan atau motif umat
Kristen berpuasa. Pertama, memperoleh pengawasan bagi jasmani
dan kesadaran yang tinggi. Kedua, mengingat Tuhan dan beribadah
kepada-Nya. Ketiga, memperoleh kepuasan jiwa atas nikmat yang
diperoleh. Bagi para biarawan, puasa merupakan sarana untuk
mengontrol nafsu agar tidak terjerumus ke dalam hubungan seksual
atau zina.

Umat Kristen juga melakukan puasa paskah. Puasa Paskah
dilakukan selama 40 hari yang merupakan masa puasa Yesus saat
berada di padang gurun. Ada pula pemaknaan lain seperti Musa
yang melakukan persiapan sebelum menerima sepuluh perintah
Allah di Gunung Sinai (Keluaran 34:28). Ada pula pemaknaan 40
hari Elia berjalan ke Gunung Horeb untuk bertemu Tuhan (1 Raja-
Raja 19:8-9). Bagi penganut Kristen Katolik puasa paskah wajib
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atas semua dewasa yang sudah berumur 18 tahun, sedangkan bagi
Kristen Protestan puasa paskah hanya sebuah pilihan.®*

Dalam Islam, puasa adalah salah satu dari rukun Islam yang
wajib dilakukan setahun sekali selama sebulan penuh di bulan suci
Rahan, dengan menahan diri dari makan, minum, berhubungan
seksual, dan hal-hal yang membatalkannya, dari terbit fajar hingga
terbenamnya matahari. Kewajiban ini tidak terkait dengan peristiwa
apapun seperti pada syariat sebelumnya, melainkan sebuah ibadah
yang bertujuan untuk mencapai derajat ketakwaan kepada Allah
(QS. al-Bagarah: 83). Selain bertujuan untuk mendapat ridha ilahi,
puasa dalam Islam adalah sarana melatih dan mendidik jiwa
manusia agar sabar dalam ketaatan, disiplin dalam kehidupan dan
peduli kepada sesama.

2.2.2 Aspek Aturan Perkawinan

Perkembangan ajaran syariat dalam aspek aturan
perkawinan sangat jelas terlihat. Pada saat jumlah populasi manusia
masih sangat sedikit, yang terdiri dari keluarga Adam-Hawa dan
keturunannya, maka syariat perkawinan saat itu membolehkan
perkawinan silang antara anak kandung.65 Syariat ini dapat ditemukan
penjelasannya dalam Al-Quran ketika menceritakan kisah pembunuhan
Qabil terhadap Habil akibat kecemburuan dalam memilih pasangan
kembarannya. Kondisi jumlah populasi manusia dapat menjadi salah satu
sebab kehalalan perkawinan semisal itu pada zamannya.

Sejak masa Nabi Lat, perkawinan sejenis diharamkan dalam
syariat. Ajaran itu terus berlanjut dan dianggap perbuatan terkutuk

%*https://narasi.tv/read/narasi-daily/puasa-paskah-umat-kristiani-wajib-
atau-tidak-berikut-jawaban-serta-timeline-pelaksanaan (diakses pada tanggal 12
Mei 2023)

8 Menurut al-Tabari dalam kitabnya Tarikh al-Umam wa al-Muluk
bahwa Hawa melahirkan anak Adam sebanyak 120 kali. Setiap kelahiran selalu
mendapatkan anak kembar dua, satu laki-laki dan satu perempuan. Sementara
Ibnu Ishaq menyebutkan semua anak Adab berjumlah 40 orang dari 20 kali
kelahiran kembar. Sumber: Rana Tahbiib, Kam ‘Adad Awladu Adam, dari situs:
https:// shorturl.at/mwGJO (diakses pada tanggal 12 Mei 2023)


https://narasi.tv/read/narasi-daily/puasa-paskah-umat-kristiani-wajib-atau-tidak-berikut-jawaban-serta-timeline-pelaksanaan
https://narasi.tv/read/narasi-daily/puasa-paskah-umat-kristiani-wajib-atau-tidak-berikut-jawaban-serta-timeline-pelaksanaan
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dalam semua syariat samawi. Dalam ajaran Yahudi menikahi
saudara sekandung mulai diharamkan. Apa yang menjadi Syariat
Nabi Adam dapat dipahami sebagai sebuah aturan kedaruratan
mengikut pada kondisi populasi manusia pada masa itu, namun
aturan dalam syariat Yahudi masih membolehkan perkawinan
seorang laki-laki dengan keponakan perempuannya. Meski
sebaliknya seorang laki-laki Yahudi tidak boleh menikahi
bibinya. Pernikahan  laki-laki  Yahudi dengan keponakan
perempuan dari saudara perempuan juga dilarang.

Syariat Yahudi memandang sikap tabattul atau membujang
bertentangan dengan agama, sebaliknya poligami diperbolehkan
bagi orang Yahudi, dan tidak ada batasan maksimum poligami
dalam syariat mereka.”® Dalam syariat Yahudi pernikahan antara
Yahudi dan non-Yahudi hukumnya haram. Menikah dengan non-
Yahudi dianggap sebagai perbuatan zina yang berkelanjutan.

Di antara syariat Yahudi dalam pernikahan adalah bahwa
janda seorang Yahudi yang meninggal tanpa memiliki anak, maka
istrinya wajib dinikahkan dengan saudara laki-laki suaminya yang
bujang. Jika dia melahirkan maka bayi yang lahir menyandang
nama saudara laki-lakinya yang telah meninggal. Yahudi juga
mengakui adanya perceraian yang haknya ada di tangan suami,
namun sejak tahun 1040 M, perceraian baru dianggap sah jika telah
diputuskan oleh khakham (pemuka agama) mereka.

Dalam syariat Nasrani, perkawinan hanya sah antara sesama
nasrani.’” Umat Kristiani memandang perkawinan hukumnya
boleh, kecuali untuk pendeta dan biarawan yang tidak dibolehkan
karena mengikuti sikap Isa al-Masih yang membujang. Menurut
mereka barang siapa yang dapat mengendalikan dirinya dari zina
maka lebih baik baginya untuk tidak menikah. Sikap Tabattul atau

% Encyclopedia Agama. dari: https://shorturl.at/arDGZ (diakses pada
tanggal 5 Mei 2023)

7 https://www.almagd.tv/bible/2co/6/14 (diakses pada tanggal 6 Mei
2023)
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membujang ini bukan ajaran asli Nabi Isa sebab bertentangan
dengan sunnatullah dan ajaran para Nabi sebelumnya. Allah
berfirman dalam QS. al-Ra‘du:38

2535 g o lasg Sl o Sy ulisl a5
Artinya: ”Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa Rasul

sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka
istri-istri dan keturunan.”

Syariat Nasrani juga tidak membolehkan menikah dengan
lebih dari seorang wanita. Mereka juga berkeyakinan tidak boleh
ada perceraian kecuali dalam kasus zina menurut pemahaman
Kristen Ortodoks. Menurut Ortodoks, jika salah satu dari pasangan
bercerai, maka masing-masimg tidak boleh  menikah
lagi. Perceraian boleh dilakukan jika terjadi perbedaan agama
antara laki-laki dan perempuan.®®

Dalam Islam perkawinan adalah mithagan ghaliza atau
ikatan yang kuat (QS. al-Nisa: 21), Hukum asalnya mubah namun
sangat dianjurkan. Perkawinan juga merupakan sunnah para Nabi
(QS. Al-Ra’du: 38). Perkawinan bertujuan untuk menumbuhkan
rasa kasih sayang antara suami dan istrinya serta sebagai media
keberlanjutan umat manusia (QS. al-Rum: 21). Perkawinan antara
muslim dengan muslimah dibolehkan selama tidak memiliki
hubungan majgram. Islam juga membolehkan kawin muslim
dengan wanita kitabiyyah (Yahudi dan Nasrani) dengan beberapa
catatan tertentu. Sebaliknya, wanita muslimah tidak dibenarkan
dengan laki-laki kitabiyyah (Yahudi dan Nasrani). Meski Islam dan
Yahudi sama-sama mengakui poligami namun Islam membatasinya
maksimal hanya empat istri. Anjuran poligami hanya dianjurkan
dalam rangka menikahi para janda dan menafkahi anak-anak yatim
dengan syarat mampu berlaku adil. Sebagai solusi terakhir dalam

% Encyclopedia Agama, dari situs: https://shorturl.at/mzRS5 (diakses
pada tanggal 6 Mei 2023)
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perselisihan rumah tangga, Islam juga mengakui perceraian meski
hukumnya makriih.

Dari penjelasan di atas sejak Adam sampai Muhammad,
aturan perkawinan dalam agama samawr jelas telah melalui evolusi
dan tahapan yang berkesinambungan sesuai dengan kondisi zaman
dan sifat masing-masing syariat.

Kondisi yang dimaksud adalah jumlah populasi manusia
pada masa Adam yang menyebabkan perkawinan sedarah
dibolehkan sebagai sistem darurat dan berlaku khusus. Lalu
perlahan dihilangkan dengan tetap membolehkan kawin dengan
keponakan pada syariat Yahudi, hingga berakhir dengan
pengharaman kawin se-mahram dalam aturan Islam. Sementara itu,
syariat Yahudi dan Nasrani yang bersifat lokal hanya untuk Bani
Isra’il menyebabkan hukum perkawinan beda agama tidak
dibenarkan. Lain halnya dengan syariat Islam yang bersifat
universal, maka perkawinan sesama agama samawi (ahl al-Kitab)
dibolehkan (QS. Al Maidah: 5), dengan beberapa catatan dari para
fugaha. Sebagai agama monoteisme, semua agama samawi juga
melarang pernikahan dengan penganut watsaniyyah (politeisme)
dan mulzid (atheis).

2.2.3 Aspek Aturan Makanan dan Minuman

Pada masa Nabi Adam tidak ditemukan sumber ajaran
agama yang menjelaskan adanya makanan yang diharamkan
kecuali terkait pohon atau buah khuldi yang dilarang ketika Adam
dan Hawa masih di syurga. Keadaan ini terus berlanjut sampai
Allah mengutus Nabi Ya’kub. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa
semua makanan halal bagi Bani Isra’il, yaitu Nabi Ya’ktb dan
keturunannya. Nabi Ya’kaib sendiri yang kemudian mengharamkan
beberapa jenis makanan untuk dirinya sendiri, maka Allah
menetapkan pilihan Nabi Ya’kub itu menjadi hukum baginya serta
anak keturunannya. Firman Allah dalam QS. al-Imran: 93
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Artinya: “Semua makanan itu halal bagi Bani Isra’il, kecuali
makanan yang diharamkan oleh Israil (Yakub) atas dirinya
sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah (Muhammad), “Maka
bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar.”

Ibnu Kathir dalam tafsirnya meriwayatkan hadis Nabi
riwayat Ahmad dan Turmuzi terkait ayat tersebut, bahwa Nabi
Ya’kub satu ketika tertimpa sakit keras lalu ia bernazar jika Allah
menyembuhkannya, maka ia akan mengharamkan kepada diri serta
keturunannya makanan dan minuman yang paling ia sukai, yaitu
daging unta dan susunya.®® Lalu Allah mengabulkan permintaan
Ya’kub tersebut.

Allah juga mengharamkan beberapa makanan lainnya bagi
Bani Isra’il dalam kitab Taurat. Hal ini dijelaskan Al-Quran dalam
QS. al-An’am: 146
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Artinya: ”Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan semua
(hewan) yang berkuku, dan Kami haramkan kepada mereka lemak
sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang
dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang.
Demikianlah Kami menghukum mereka karena kedurhakaannya.
Dan sungguh, Kami Mahabenar.”

Merujuk pada ayat di atas, pengharaman sejumlah makanan
bagi Yahudi merupakan bagian dari hukuman Allah atas

% http://www:.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-ali-imran-ayat-
93-95.html (diakses pada tanggal 7 Mei 2023)
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kedurhakaan mereka kepada Allah. Menurut versi kitab Perjanjian
Lama makanan yang diharamkan bagi Bani Isra’il adalah sebagai
berikut; "

1. Semua hewan yang tidak memamah biak dan tidak berkuku
belah secara jelas telah diharamkan dalam kitab Imamat
Pasal 11. Hewan-hewan tersebut antara lain unta, kelinci,
dan babi hutan.

2. Binatang tidak bersirip dan tidak bersisik. Pada Imamat 11:
10 tertulis jika segala sesuatu yang tidak mempunyai sirip
atau memiliki sisik dalam lautan dan juga sungai serta
segala sesuatu yang hidup di air lainnya juga diharamkan
ini maka binatang yang diharamkan contohnya adalah
udang, ikan patin, kepiting, cumi-cumi, ikan lele, belut dan
sebagainya.

3. Unggas (Jenis Burung) yang dilarang. Dalam Imamat 11:
13-23 disebutkan bahwa beberapa jenis unggas ini tidak
boleh dimakan dan dianggap menjijikkan di antaranya
adalah burung rajawali, ering janggut, elang laut, elang
merah, dan masih banyak lagi. Lantas apakah semua unggas
tidak boleh dimakan? Maka jawabannya adalah tidak.
Sebab sebagian unggas termasuk dalam kategori halal,
yakni unggas yang memiliki paha dibagian atas kaki.
Sedangkan yang tidak memiliki paha tidak boleh dimakan
karena masuk dalam kategori haram (Imamat 11: 21).

4. Binatang merayap, seperti kadal, cicak, ular, buaya, dan
sebagainya termasuk makanan haram. Seperti yang tertulis
di Imamat 11: 23.

5. Binatang yang berjalan dengan telapak kaki. Dalam Imamat
11: 27, dan 28 tertulis jika semua binatang yang berjalan

0 Kitab Imamat pasal 11. dari situs: https://www.gbkpkm8.or.id/2021/
09/faktaalkitab-tentang-makanan-haram/ (diakses pada tanggal 8 Mei 2023)
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dengan telapak kaki adalah haram seperti orang utan,
monyet, anjing, kucing, panda dan sebagainya.

6. Persembahan kepada berhala, darah, bangkai, hewan yang
mati dicekik, hewan pencabulan, serta anak sapi, domba,
atau kambing jantan tertua juga tergolong makanan haram
atau kotor yang dilarang dikonsumsi.

Ketika syariat Nabi Isa diturunkan, Allah meringankan
hukum makanan bagi umat Nasrani dengan menghalalkan sebagian
dari apa yang dilarang sebelumnya dalam syariat Taurat. Hal ini
dijelaskan Allah dalam QS. al-Imran: 50
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Artinya: “Dan (aku datang kepada kalian) membenarkan Taurat
yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagi kalian
sebagian yang telah diharamkan untuk kalian. ”

Menurut umat Kristiani, saat ini semua makanan adalah
halal. Hal ini didasari atas pemahaman mereka terhadap ucapan al-
Masih dalam al-Kitab. Markus 7 : 18-19: “Maka jawab-Nya:
“Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah
kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam
seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke
dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban?”

Dapat disimpulkan persoalan hukum makanan dalam
keyakinan Nasrani tidak lagi mengikut hukum Taurat sebagaimana
dalam Perjanjian Lama. Semua makanan menjadi halal menurut
mereka, dan penentu kehalalan dan keharaman bukan makanan itu
sendiri melainkan hati.

Dalam berbagai pengajaran surat Paulus kepada di berbagai
kota, rasul Paulus berulang-ulang menegaskan bahwa orang Kristen
tidak terikat dengan aturan-aturan makanan halal dan haram. Bagi
orang Kristen, semua makanan adalah halal sebab semua yang
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Tuhan ciptakan adalah baik adanya. Semuanya itu dikuduskan oleh
firman dan doa (1 Timotius 4: 1-5). Hal ini adalah contoh lain dari
distorsi ajaran Nabi Isa As. yang diutus untuk menyempurnakan
atau menggenapi ajaran Taurat Musa. Dalam (Matius: 5: 17) al-
Masih berkata: ”janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang
untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para Nabi. Aku datang
bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.” &

Selain Taurat, Al-Quran juga mengharamkan memakan
bangkai, darah, babi dan semua binatang sesembelihan untuk
maksud pemujaan. Hal ini menunjukkan aspek kesamaan dalam
ajaran samawi.

Terkait dengan minuman khamar (arak), kaum Yahudi dan
Nasrani tidak secara tegas mengharamkannya. Mereka bahkan
mengaitkan kebiasaan minum khamar dengan beberapa Nabi.”
Alkitab tidak dengan tegas melarang anggur, dan Yesus berkata
dalam hal ini: "Bukan apa yang masuk ke mulut yang menajiskan
seseorang, tetapi apa yang keluar dari mulut, itulah yang
menajiskan seseorang” (Matius 11:15).

Sepertinya minuman beralkohol atau khamar sudah
dianjurkan untuk ditinggalkan sejak masa Nabi Musa namun belum
setegas keharaman dalam Al-Quran. Dalam perjanjian Lama Kitab
Amsal menyatakan sebagai berikut: “Anggur adalah pencemooh,
memabukkan adalah pahit, dan siapa terhuyung-huyung karenanya
tidak bijak” (Amsal 20:1). Karena budaya meminum khamar masih
sangat kental dilakukan pada masa itu, maka ajaran tersebut tidak
diindahkan. Pengabaian ini semakin dikuatkan dengan pengajaran
Paulus yang dianggap sebagai rasul penerus al-Masih. menurutnya

"https://alkitab.sabda.org/verse.php?chapter=5&verse=17 (diakses pada
tanggal 7 Mei 2023)

2 Nabi Nuh dikatakan tetap minum anggur sampai bermain dengan
pikirannya. Lihat: Kejadian (9:20-21), Yakub minum anggur, Kejadian (25:27-
28). Perjanjian Lama juga menunjukkan bahwa Daud, yang merupakan tokoh
Isra’l terbesar setelah Musa biasa minum anggur, sebagaimana dibuktikan oleh
Ungkapan (16:2-3) dari Kitab Tawarikh Hari Pertama


https://alkitab.sabda.org/verse.php?chapter=5&verse=17
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tidak ada kewajiban mengikuti ajaran Taurat terkait hukum
makanan dan minuman bagi umat Kristiani.

Pentahapan dalam pengharaman khamar juga terjadi dalam
kitab suci Al-Quran. Hukum khamar dalam Islam dimulai dari
sekedar peringatan bahwa ia mengandung kemudaratan (QS. al-
Bagarah: 219), perintah wajib menjauhi mabuk saat salat (QS. al-
Nisa: 43), hingga secara tegas diharamkan selama-lamanya karena
merupakan perbuatan keji, dosa, serta mengikuti perbuatan syaitan
(QS. al-Maidah:3).

2.2.4 Aspek Tata Cara Pertobatan

Doa dan meminta ampunan (istighfar) dari segala dosa
adalah cara pertaubatan dalam semua ajaran para Nabi sejak Adam.
Setelah Qabil membunuh Habil, Allah mengutus gagak yang
memberi contoh menggali tanah untuk menguburkan gagak lain.
Melihat itu, Qabil menyesali perbuatannya karena tidak mampu
melakukan hal serupa (QS. al-Maidah: 31).

Selain dengan menyesali kesalahan, Al-Quran menceritakan
bahwa bunuh diri adalah salah satu model pertaubatan yang
disyariatkan bagi Bani Isra’il pengikut Nabi Musa. Firman Allah
QS. aI-Baqarah' 54
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Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya:
"Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu
sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu (sembahanmu),
maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan
bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan
yang menjadikan kamu; maka Allah akan menerima taubatmu.
Sesungguhnya Dialah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha
Penyayang."
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Pertaubatan semacam itu menurut para mufassir adalah
balasan yang setimpal bagi mereka yang melakukan banyak
kedurhakaan terhadap Allah dan kezaliman terhadap manusia.
Selain menyekutukan Allah, pengikut Musa juga meninggalkan
perintah Allah, mengubah ayat-ayat-Nya, hingga membunuh para
Nabi mereka.”

Pertaubatan dosa dengan cara dibunuh juga ditemukan
dalam keyakinan Nasrani yang telah mengalami distorsi ajaran.
Menurut mereka semua anak Adam menanggung dosa Adam dan
Hawa yang telah melanggar perintah Tuhan. Penyaliban Isa sebagai
”Putra Tuhan” menurut keyakinan mereka akan membebaskan
semua manusia dari dosa warisan tersebut. Syariat Islam menolak
tegas konsep dosa warisan dan menegaskan bahwa Nabi Isa tidak
dibunuh maupun disalib, namun diangkat olenh Allah saat
pengejaran kaum Yahudi (QS. al- Nisa: 157-158).

Dalam syariat Nasrani, taubat adalah kembali kepada
Tuhan. Nasrani juga mengakui pertaubatan melalui Baptis. Yaitu
suatu proses penyucian diri melalui air. Dalam Kitab Kanon 842
Pasal 1 disebutkan: “Orang yang belum dibaptis tidak dapat
diizinkan menerima sakramen-sakramen lain.”

Bentuk pertaubatan dalam ajaran Nasrani pasca Nabi Isa
telah mengalami distorsi yang sangat jelas. Pertaubatan tidak
lengkap kecuali dengan mengaku dosa dan dosa di hadapan
pendeta atau di gereja. hal ini berkembang sebagaimana diputuskan
dalam Konsili ke-12 pada tahun (1215) Masehi, bahwa Gereja
Katolik berhak mengampuni dosa, dan memberikannya kepada

"8 Seperti Nabi Isaiah (Yesaya) dan Nabi Uriah (Uria), serta penyiksaan
terhadap Nabi Jeremiah (Yeremia). Sumber: https://Islampedia.id/siapa-saja-
Nabi-yang-dibunuh-kaum-yahudi-3a2202a66d81. (diakses pada 8 Mei 2023)
Lihat juga penjelasan Allah dalam QS. al-Bagarah: 61 dan 91, QS. al-‘Imran: 21,
112, dan 181, serta QS. al-Nisa: 155.


https://islampedia.id/siapa-saja-nabi-yang-dibunuh-kaum-yahudi-3a2202a66d81
https://islampedia.id/siapa-saja-nabi-yang-dibunuh-kaum-yahudi-3a2202a66d81
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siapa saja yang dikehendakinya. Pertaubatan semacam ini dikenal
dengan sertifikat pengampunan (sukuk al-ghufran).™

Pertaubatan dengan cara bunuh diri telah dihapuskan
(nasakh)”>dalam ajaran Islam. Allah mengampuni semua dosa
hamba-Nya dengan syarat taubat yang sesungguhnya/Taubatan
Nasuha (QS. Al-Zumar: 53). Syariat Islam juga tidak mengakui
adanya media (wasilah) dalam hal berdoa dan meminta ampunan
kepada Allah (QS. Al-Bagarah: 186). Setiap hamba dapat dengan
sendirinya bertaubat, menyesali perbuatan, serta teguh tidak
mengulangi kesalahan atau dosanya.

2.2.5 Aspek Aturan Pidana

Aturan hukum pidana dalam perkembangan ajaran samawr
telah mengalami perkembangan dari hukuman yang ringan menjadi
lebih berat dan lebih tegas. Pada awal ajaran agama di masa Adam,
pembunuhan sebagai pidana pertama yang dilakukan manusia tidak
diatur dengan hukuman apapun selain sikap taubat dalam bentuk
penyesalan dari Qabil. Hal ini sejalan dengan perkembangan
populasi yang sangat minim, tingkat kemajuan pola pikir manusia,
kesiapan sumber daya, dan faktor pendukung lahirnya peradaban
lainnya.

Hukuman pidana dalam ajaran agama mulai berkembang
melembaga pada ajaran Nabi Musa dalam 10 wasiat Tuhan yang
termaktub dalam Taurat. Menurut sebagian besar peneliti kritik
sejarah dan kritik bahasa dalam kitab Perjanjian Lama, asal mula
pensyariatan hukum pidana ini terjadi saat kaum Bani Isra’il mulai
menetap di tanah Kan’an, dan bukan sebelum itu, di mana Bani

™ https://st-takla.org/books/helmy-elkommos/catholic/indulgence. html

(diakses pada 8 Mei 2023)

Pengertian nasakh secara umum ialah penghilangan atau
penghapusan, Teks agama yang menghapus disebut nasikh, sementara teks yang
dihapus dinamakan mansikh. Menurut Manna’ Khalil al-Qattan dalam bukunya
“Ulam al- Qur’an” bahwa nasakh adalah mengangkat atau menghapus hukum
syara’ dengan dalil syara’ lain yang datang kemudian.


https://st-takla.org/books/helmy-elkommos/catholic/indulgence.html
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Isra’il masih terus berpindah-pindah dari negeri Mesir ke dataran
Sinai, lalu menuju ke Kan’an (negeri Palestina sekarang).”

Para ahli juga menegaskan bahwa perkembangan aturan
pidana baru datang di era belakangan setelah era pertama turunnya
perintah Tuhan kepada Musa (Taurat). Kitab Taurat yang mula
diturunkan kepada Musa di bukit Thursina Mesir belum menye-
butkan aturan hukum pidana karena kehidupan Bani Isra’il di sana
masih nomaden, dan belum melembaga dengan baik sebagaimana
kehidupan mereka setelah di Kan’an. Sebagian mengaitkan aturan
pidana Yahudi baru ditulis di pasca peristiwa pengepungan
Jerussalem oleh Nebukadnezar 586 SM.

Menurut para ahli, gaya penulisan hukum dalam Taurat
memiliki dua ciri. Pertama : terkait hukum ibadah dan norma
masyarakat maka redaksi ayat bermula dengan kata larangan
seperti: ’jJangan” dan “tidak”. Redaksi seperti ini disebut siyaghah
muhaggagah atau redaksi pasti dan mutlak.”” Kedua : terkait
hukum sipil maka redaksi ayat bermula dengan kata oleh karena”
dan ”jika.” Redaksi seperti ini disebut siyaghah al-ifta’iyiyah atau
redaksi ifta’ (berfatwa).”® Redaksi yang mengatur aturan pidana
dalam kitab suci Yahudi adalah redaksi pasti dan mutlak.” Hal ini
serupa dengan sejarah pensyariatan hukum pidana dalam Al-Quran
yang baru disyariatkan saat Nabi hijrah ke Madinah atau dikenal

"6Sa’id Atiyyah ‘Ali Mutawwi‘, Al-Qisas fi al-Yahiidiyyah wa al-Islam
Mugaranatan Ma ‘a al-Hadarat al-Qadimah, (Kairo: al-Hai-‘ah al-Misriyyah al-
‘Ammah li al-Kitab, 2014 ), hal. 76

""Seperti pada (Kitab Keluaran 20:13-17) 20:13 Jangan membu-
nuh 20:14 Jangan berzina 20:15 Jangan mencuri 20:16 Jangan mengucapkan
saksi dusta tentang sesamamu 20:17 Jangan mengingini rumah sesamamu;
jangan mengingini isterinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perem-
puan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu.”

"8Seperti pada (Kitab Keluaran 21:2) Jika kamu membeli seorang budak
Ibrani, dia harus bekerja untukmu selama 6 tahun. Namun, pada tahun yang
ketujuh dia harus keluar dengan merdeka tanpa membayar apa pun.

Sa’1d Atiyyah Ali Mutawwi, Al-Qisds /7 al-Yahiidiyyah wa al-Islam
Mugaranatan Ma ‘a al-Hadarat al-Qadimah, hal. 81-82


https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Kel&chapter=20&verse=13
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Kel&chapter=20&verse=14
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Kel&chapter=20&verse=15
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Kel&chapter=20&verse=16
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Kel&chapter=20&verse=17
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dengan istilah ayat-ayat madaniyyah, sedangkan ayat-ayat sebelum
periode itu disebut ayat-ayat makkiyyah, di mana antara keduanya
memiliki ciri redaksi tersendiri.

Dalam aturan pidana Yahudi, hukuman gisas terhadap
pelaku pembunuhan sudah diakui. Mereka juga telah memisahkan
antara pembunuhan tersalah (41 La) dengan pembunuhan secara

tidak langsung (s.. & J=)). Taurat juga menjelaskan hukuman

rajam terhadap pelaku zina, namun terhadap pidana pencurian tidak
dihukum dengan hukuman fisik seperti potong tangan melainkan
hanya hukuman pengganti materi, semisal yang mencuri seekor
sapi wajib membayar denda lima ekor sapi dan mencuri seekor
domba membayar denda 4 ekor kambing.

Dalam ajaran Talmud, melakukan pencurian justru boleh
jika dilakukan terhadap bangsa selain Bani Isra’il. Mencuri harta
benda dari selain bangsa Isra’il ibarat mengambil kembali harta
milik sendiri. Pencurian yang dilakukan oleh anak cucu Nuh
(bangsa selain Bant Isra’il) menurut Talmud berhak dihukum mati.
Larangan ”jangan mencuri” sebagaimana dalam Taurat ditafsirkan
jangan mencuri dari orang dekatmu vyaitu orang sebangsa
denganmu dan bukan larangan jika terkait orang selain Yahudi.
Penafsiran seperti ini adalah bentuk penyimpangan dari keaslian
ajaran Musa dalam Taurat yang dilakukan oleh para pemuka agama
mereka.

Selaku Nabi yang diutus untuk melanjutkan syariat Nabi
Musa, Nabi Isa juga mengakui adanya syariat pidana dalam kitab
Perjanjian Baru sebagaimana diatur dalam Taurat.®* Namun dalam

8 |_u-‘ay ‘Abd al-Hamid Syandakh, Nizam al- ‘Ugibat ft al-Diyanah al-
Yahiidiyyah, Jilid 1, hal. 26, dari situs: https://shorturl.at/GSZ13 (diakses pada
15 Mai 2023)

8 Lihat Matius 19: 18-19. 19:18 “Kata orang itu kepada-Nya: "Perintah
yang mana?" Kata Yesus: "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri,
jangan mengucapkan saksi dusta.” 19:19 “hormatilah ayahmu dan ibumu dan
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.”


https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mat&chapter=19&verse=18
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mat&chapter=19&verse=19
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perkembangan selanjutnya setelah pengangkatannya lIsa, ajaran
Taurat terkait berbagai larangan dihapus dan hanya tersisa empat
perkara yang dilarang; sembelihan untuk berhala; darah; mencekik
hewan; dan zina.?? Ketika era Paulus, tiga hal pertama dari empat
perkara tadi dihilangkan dan hanya tersisa hukum larangan berzina.
Pelaku zinapun dalam perkembangan ajaran Nasrani paling akhir
tidak dihukum dengan rajam, kecuali taubat dan penyesalan,®
maka pada hakikatnya semua larangan yang empat itu sudah tidak
berlaku lagi. Mereka meyakini penghapusan itu merupakan ilham
dari Roh Kudus meskipun pernah diharamkan dalam kitab Taurat.>*

Dalam Islam, kejahatan-kejahatan besar dibagi dua
kategori. Pertama terkait hak Allah dan kedua terkait hak manusia.
Terkait hak Allah ada enam kejahatan yang hukumannya berupa
batasan-batasan (hudiid) yang telah Allah dan Rasul tetapkan,®
sementara terkait dengan hak manusia berupa kejahatan
pembunuhan atau penghilangan anggota badan, hukumannya
adalah hukuman yang setimpal (gisas) kecuali keluarga korban
mau memaafkan atau menerima diyar.*

Hukuman bagi pelaku pembunuhan dalam Islam memiliki
tiga pilihan (pemaafan, diyar dan bunuh), sementara syariat Yahudi
hanya mewajibkan hukuman bunuh, dan syariat Nasrani hanya
mewajibkan hukuman diyat. Selain itu, hukum pidana Islam juga

8 Ahmad Syalabi, Mugaranah al-Adyan, hal. 231

® Tidak adanya hukuman rajam bagi zina dalam keyakinan Nasrani saat
ini didasari atas sabda Isa kepada ahli Taurat di kalangan Bant Israil dan orang-
orang Farisi saat membawa seorang wanita yang kedapatan berzina, sebagaimana
terdapat dalam Kitab Yohanes 8:7: “Dan ketika mereka terus-menerus bertanya
kepada-Nya, la pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka: ’Barangsiapa
di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu
kepada perempuan itu.”

8 Abu Zahrah, Muhadarat fi al-Nasraniyyah, (Riyadh: al-Ri’asah al
‘Ammah li al-Idarat wa al-Buhiith al-‘Tlmiyyah 1404), hal. 143-144

% Kejahatan yang tergolong hudiid yaitu: zina, gadhaf, sarigah,
hirabah, murtad, bughah dan minum khamar.

8 |ihat QS. al-Bagarah: 178-178
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mengenal hukuman fa’zir yang didefinisikan dengan suatu
hukuman pempidanaan yang ketentuannya diserahkan kepada
penguasa karena tidak diatur oleh nas (teks Al-Quran dan hadis).

Dari aspek aturan pidana jelas terlihat bahwa aturan agama
samawi sepakat terkait buruknya perbuatan membunuh, berzina,
mencuri, dan bersaksi palsu, namun jenis hukuman yang diutus
pada setiap syariat berubah seiring perkembangan budaya dan
masyarakat, serta dampak yang ditimbulkannya. Semakin besar
dampak kejahatan terhadap masyarakat semakin besar pula
hukumannya seperti aturan pidana pembunuhan dan pencurian.
Perbedaan aturan syariat juga terjadi akibat ketersediaan aturan
tertulis di suatu negeri atau perbedaan kewenangan dan kekuasaan
yang dimiliki.

James Flazer dalam bukunya Folk-Lore in The Old
Testament menyatakan adanya perbedaan antara syariat sebagali
ajaran Musa ketika masih di dataran Sinai (sebelum pengasingan
Babilonia) dengan aturan/Qanun sebagai hasil dari legislasi. Qanun
sebagai hasil legislasi baru mendapat pengesahan saat adanya
kewenangan dan kekuasaan dari pemerintah yang Dbersifat
mengikat.®” Menurut Frazer, sangat jarang ditemukan aturan-aturan
baru tertulis yang merupakan hasil kreatifitas baru dan sempurna,
melainkan berdasarkan atas kebiasaan tertentu yang berlaku, serta
pendapat umum masyarakat yang saling mengikat dalam aturan-
aturan baru tersebut. Juga terdapat proses dimana logika menalar
dengan tenang lalu menerimanya sebagai sebuah aturan. Oleh
karena itu, menurut Frazer aturan yang mengadopsi masa lalu suatu
bangsa dalam batasan tertentu, aturan itulah yang memiliki
kemampuan untuk beradaptasi dengan masa depan bangsa tersebut
karena bangsa itu terus berevolusi dan bukan diciptakan.

87 James George Frazer, Folk-Lore in The Old Testament: Studies in
Comparative Religion, Legend and Law, Terjemahan dalam Bahasa Arab oleh
Nabilah Ibrahim, Review oleh Hasan Zaza, (Kairo: al-Hai-‘ah al-Misriyyah al-
‘Ammabh li al-Kitab, 1974), hal. 138-139
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Pemberlakuan hukum pidana Islam di periode Madinah
sesuai dengan teori kewenangan® yang mensyaratkan adanya hak
untuk menjalankan sesuatu atas undang-undang. Kewenangan Nabi
Muhammad sebagai Rasul Allah yang menerapkan hukum pidana
datang dari firman Allah melalui Al-Quran selaku konstitusi Islam.
Nabi juga diakui sebagai pemimpin Madinah usai kesepakatan
semua elemen masyarakat dalam Wathiqgah al-Madinah (Piagam
Madinah). Kesepakatan Madinah yang merupakan undang-undang
dasar tertulis pertama di Madinah itu telah memberikan Rasulullah
saw kekuasaan dan ruang gerak untuk menindak semua pelaku
pidana di Madinah, baik dari kalangan muslim maupun non-
muslim. Bagi non-muslim di kalangan Yahudi Madinah, diberi
wewenang untuk melaksanakan hukum syariatnya sendiri.*

2.3 Karakteristik Ajaran Islam

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa karakteristik
agama Islam sebagai ajaran agama samawi terakhir yang dibawa
kepada semua manusia. Pengetahuan tentang hal ini penting
diketahui dalam rangka memahami sifat-sifat dari ajaran Islam dan
faktor keberlanjutannya sepanjang masa.

Kata karakteristik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
berarti: tanda, ciri, atau fitur yang dapat digunakan sebagai

8 Kata “kewenangan” berasal dari kata dasar “wenang” yang diartikan
sebagai hak dan kekuasaaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Ada
perbedaan antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang
disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan
oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu onderdeel
(bagian) tertentu saja dari kewenangan. Lihat: Ateng Syafruddin, “Menuju
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab,”
Jurnal Pro Justisia, Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), hal. 22
dari situs: https://media.neliti.com/media/publications/282101-tanggung-jawab-
jabatan-dan-tanggung-jawa-f9b3c4b5.pdf (diakses pada tanggal 12 Mei 2023)

8 |si Piagam Madinah Pasal 23 dan seterusnya.
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identifikasi; kekhasan atau kualitas yang membedakan.*® Dalam
Kamus Meriem Webster, arti kata characteristic adalah “a dis-
tinguishing trait, quality, or property” yang berarti sifat, kualitas,
atau properti yang membedakan.”* Sementara menurut Kamus
Oxford kata characteristic diartikan dengan “typical feature or
quality that something/somebody has % yang bermakna ciri khas
atau kualitas yang dimiliki oleh sesuatu/seseorang.

Dari arti bahasa tersebut dapat disimpulkan bahwa
karakteristik ajaran Islam adalah kekhasan atau ciri yang dimiliki
ajaran Islam, membedakannya dengan ajaran lain serta
menunjukkan kualitas ajaran tersebut.

Karakteristik ajaran Islam dikemukakan oleh para ulama
dari sumber-sumber hukum Islam sendiri berupa Al-Quran dan
Hadis Nabi saw. ‘Abd al-Ghaffar Aziz dan kawan-kawan dalam
buku mereka Dirasat fi al-Nuzum wa al-Thagafah al-Islamiyyah
menyebutkan bahwa sistem ajaran Islam berbeda dengan semua
sistem ajaran lain pada tiga hal pokok : %

1. Prinsip dan sumber (ghely sactll)
2. Metode dan ajaran (e «z,4))
3. Cita-cita dan tujuan (.1, a)

Ajaran Islam dibangun atas prinsip yang teguh yaitu akidah
tauhid. Prinsip tauhid ini dapat ditemukan pengaruhnya dalam
seluruh sistem ajaran Islam. Seluruh ajaran Islam dalam bidang
ibadah, ahwal al-syakhsiyyah, mu ‘amalah, jinayah, siyasah, moral,
dan lain sebagainya akan sulit dipahami tanpa memahami dengan

% https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/karakteristik (diakses pada tanggal
15 Mei 2023)

o https://www.merriam-webster.com/dictionary/characteristic (diakses
pada tanggal 15 Mei 2023)

“https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/charact
eristic (diakses pada tanggal 15 Mei 2023)

% <Abd al-Ghaffar Aziz dkk, Dirasat fi al-Nuzum wa al-Thagafah al-
Islamiyyah, (Kairo: Kulliyyah Ushaluddin al-Azhar, t.th), hal. 7.


https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/karakteristik
https://www.merriam-webster.com/dictionary/characteristic
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/characteristic
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/characteristic
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baik prinsip tauhid, gagasan Islam tentang alam dan kehidupan
serta fungsi manusia. Pemahaman yang holistik dan integral antara
prinsip tauhid dan semua ajaran lain dalam Islam dapat
memberikan kita gambaran yang sempurna dari kehidupan
masyarakat muslim.

Dalam penyampaiannya, ajaran Islam disyariatkan secara
bertahap, baik dari sisi turunnya wahyu maupun dari sisi penerapan
aturan. Islam juga mengharuskan tujuan yang baik dilaksanakan
dengan metode dan cara yang baik pula. Dalam mencapai seluruh
ajaran dalam Islam harus dilakukan dengan etika dan moral
(akhlak) yang baik. Bahkan Nabi Muhammad saw menjadikan
akhlak mulia sebagai alasan utama pengutusannya ke umat
manusia. Cita-cita dan tujuan akhir dari semua ajaran Islam adalah
merealisasikan penghambaan diri (‘ubudiyah) hanya semata karena
Allah swt. dalam arti yang sangat luas.

Menurut ‘Abd al-Ghaffar Aziz dan kawan-kawan karak-
teristik ajaran Islam dapat dirinci dalam tujuh karakter: * 1).
Sebagai ajaran Tuhan (al-Manhaj al-/lahy) 2). Bersifat paripurna
(al-Kamal) 3). Universal dan abadi (al-Syumil wa al-Baga’) 4).
Realistis (al-Wagqi ‘iyyah) 5). Bersifat ideal (al-Mithaliyyah) 6).
Saling melengkapi (al-Takamul) 7). Adanya pembalasan (al-Jaza ).

Senada dengan itu, Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya
Khasa- ‘is al- ‘Ammah Li al-1slam menyebutkan bahwa karakteristik
ajaran Islam itu terdiri dari tujuh hal penting yang tidak terdapat
dalam agama lain. Yaitu 1). Rabbaniyyah (bersumber dari Tuhan)
2). Insaniyyah (kemanusian) 3). Syumiliyyah (universal) 4).
Wagqi ‘iyyah (realistis) 5). Wasariyyah (moderat) 6). Wudih (keje-
lasan) 7). Al-Jam’u Baina al-Thabat wa al-Murinah (gabungan
dari ajaran yang bersifat tetap dengan ajaran yang bersifat
fleksibel). Dalam pandangan beberapa ulama lain juga ditemukan

% <Abd al-Ghaffar Aziz dkk, Dirasat fi al-Nuzum wa al-Thagafah al-
Islamiyyah, hal. 21 dst.
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pembagian karakteristik ajaran Islam dengan perbedaan yang tidak
signifikan, hanya beda pada urutan atau redaksional.

Secara singkat, ajaran Islam memiliki  beberapa
karakteristik yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bersumber dari Allah dan Meyakini Adanya
Pembalasan

Semua ajaran agama samawi pada awalnya bersumber dari
Allah swt., namun sesuai informasi Allah melalui Al-Quran telah
terjadi penyimpangan ajaran dalam kitab terdahulu Taurat dan Injil
sehingga keasliannya sebagai wahyu tuhan tidak lagi diakui,*®
berbeda dengan Al-Quran yang keasliannya akan selalu dipelihara
Allah sebagaimana janji-Nya dalam Al-Quran.*®

Adanya keyakinan Yahudi bahwa ‘Uzair adalah anak tuhan,
dan keyakinan Nasrani terkait Tritunggal/Trinitas adalah di antara
bukti dari penyimpangan dalam Taurat dan Injil saat ini. Selain itu
Al-Quran juga menjelaskan adanya penyimpangan lainnya, mulai
dari aspek syariat hingga penghinaan kepada para Nabi.

Penulisan Kitab Perjanjian Lama khususnya Taurat Musa
yang terdiri dari lima kitab (Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan
dan Ulangan) baru terjadi beberapa abad setelah wafatnya Musa.
Kitab Kejadian dan Kitab Keluaran sebagian besar baru ditulis
pada abad ke IX SM, atau empat ratus tahun setelah era Nabi Musa
abad XIII SM. Kitab-Kitab lainnya justru baru ditulis pada abad V
dan IV SM setelah peristiwa pengasingan Babilonia.’” Sementara
Talmud baru ditulis dalam rentang waktu abad ke Il hingga
penghujung abad ke VI Masehi.%®

% Lihat di antaranya: QS. al-Bagarah: 79, al-Nisa:46, dan al-Maidah: 41

% Lihat QS. al-Hijr: 9

9 Alf ‘Abd al-Wahid Wafiy, al-‘4sfar al-Muqaddasah, (Kairo: Dar
Nahdah Masr li al-Tiba’ah wa al-Nasyr, 1996), hal. 17 dst

% Ali “Abd al-Wahid Wafiy, Al- ‘Asfar al-Mugaddasah, hal. 24.
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Penulisan Kitab-kitab Perjanjian Baru juga mengalami hal
serupa. Injil Matius baru ditulis pada tahun 60 Masehi, Injil Markus
dan Injil Lukas pada tahun 63 atau 65 Masehi, dan Injil Yohanes
pada tahun 90 Masehi. Keyakinan Isa al-Masih sebagai Putra
Tuhan baru resmi muncul sebagai doktrin agama Kristen usali
pertemuan para uskup di Nikea tahun 325 Masehi atas prakarsa
Kaisar Konstantinus Agung. Pertemuan itu dikenal dengan Konsili
Nicea | (325 M).%

Berbeda dengan sejarah dua kitab samawr di atas, para ahli
sejarah sepakat bahwa kitab suci Al-Quran sudah ditulis sejak saat
diturunkan meski dengan cara sederhana di kertas, pelepah pohon,
dan media lainnya. Nabi tegas melarang sahabatnya untuk tidak
menulis apapun darinya selain ayat Al-Quran agar tidak bercampur
dengan hadis. Menghafal Al-Quran merupakan budaya para
sahabat sejak saat itu. Pengumpulan ayat Al-Quran (kodifikasi Al-
Quran) dalam satu mushaf telah dilakukan langsung pada tahun 632
M usai wafatnya Nabi Muhammad saw. di masa pemerintahan
Khalifah Abt Bakar al-Siddig, atas prakarsa dari ‘Umar bin
Khatab. Al-Quran juga dikodifikasi ulang pada masa Khalifah
Usman untuk menyatukan rasam (metode) penulisannya mengikuti
lahjah Quraisy. Hadis Nabi baru dikodifikasi dalam bentuk tulisan
pada abad kedua Hijriah, atas prakarsa Khalifah ‘Umar bin ‘Abd
al-Aziz. Sebelumnya hadis diriwayatkan secara lisan oleh para
sahabat Nabi dan fabiin dengan syarat dan ketentuan yang sangat
ketat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

Ajaran Islam meyakini adanya pembalasan berupa pahala
dan dosa yang diterima seseorang di alam akhirat. Pahala diterima
jika mematuhi perintah agama dan dosa jika melanggarnya. Konsep
keyakinan terhadap pahala dan dosa ini merupakan bagian dari
rukun Iman dalam Islam yaitu percaya kepada hari akhirat.

% Ali ‘Abd al-Wahid Wafiy, Al- ‘Asfar al-Mugaddasah, hal. 125.
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Keimanan kepada pembalasan hari akhirat punya andil
penting dalam hidup seseorang manusia. Manusia beragama yang
percaya akan hal itu, akan lebih mudah mentaati segala aturan
meski belum diatur oleh lembaga resmi negara atau diawasi oleh
aparatur hukum. Sebaliknya mereka yang ingkar akan adanya
tanggung jawab akhirat akan mudah melanggar aturan jika tidak
ada pengawasan ytang ketat, apalagi jika tidak ada aturan resmi
yang mengaturnya. Ajaran Islam memiliki karakteristik ini,
sehingga idealnya setiap muslim yang sadar akan tujuan hidupnya,
pasti akan selalu taat kepada aturan agama di manapun dia hidup.
Walaupun demikian, segala aturan agama yang dipositifkan sebagai
hukum resmi negara juga memiliki arti penting dalam rangka
menjaga degradasi pengamalan agama di tengah masyarakat.

2. Ajaran Islam Bersifat Menyeluruh dan Universal

Menyeluruh artinya mencakup semua aspek kehidupan.
Dengan kata lain, ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna.
Pengakuan ini datang dari Allah swt pada saat Nabi dan para
sahabat melakukan #aji wada  di ‘Arafah tahun 10 Hijriah.*®

Syaikh Mahmud Syaltit mendefinisikan syariat Islam
dengan ”Sejumlah sistem yang Allah tetapkan atau tegaskan
prinsipnya, guna mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya,
hubungan manusia dengan saudara seiman, dengan saudara
semanusia, serta dengan alam dan kehidupan”.’® Definisi ini
menggambarkan aturan dalam Islam yang begitu luas dan
menyeluruh, mencakup semua aspek dan sistem kehidupan. Mulai
dari hubungan dengan Allah dalam aspek ibadah, hubungan dengan
sesama muslim dalam aspek hukum perdata, keluarga, hingga
hubungan dengan sesama manusia dalam sistem bernegara, politik

100 | ihat QS. al-Maidah: 3
101 Syaikh Mahmid Syaltat, Al-Islam ‘Aqidah wa Syari‘ah, (Kairo: al-
Idarah al-‘Ammabh li al-Thaqafah al-Islamiyyah bi al-Azhar, 1959), hal. 605
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pidana, dan hubungan luar negeri, ajaran Islam juga mengatur
hubungan manusia dengan alam dan lingkungannya.*

Ajaran Islam juga berkarakteristik universal. Maksudnya
ajaran Islam ditujukan dan berlaku bagi seluruh umat manusia
sebagaimana ditegaskan Allah kepada Nabi Muhammad saw.
dalam banyak ayat Al-Quran.®® Nabi juga menegaskan hal itu
dalam banyak hadis yang sahih seperti sabdanya:

R 0 ) Eas Dl wgs ) Eay 40 0

Artinya: "Dan Nabi-Nabi dahulu (sebelum-ku) diutus khusus
kepada kaumnya, sedangkan aku diutus kepada manusia
semuanya.” (HR. Bukhari).

Penegasan Nabi Muhammad di atas sangat berbeda dengan
risalah Nabi Musa yang hanya diutus kepada kaum Bani Isra’il.
Mereka juga menganggap dirinya sebagai bangsa pilihan Allah.
Dalam Matius: 15:24, Isa al-Masih juga menegaskan bahwa ia
diutus untuk kaum yang sama : “Jawab Yesus, “Allah mengutus
Aku hanya untuk menggembalakan domba-domba Israel yang
sesat.”

3. Ajaran Islam bersifat Realistis dan Berkemanusiaan.

Karakteristik lain dari ajaran Islam adalah realistis, sesuai
dengan kenyataan. Manusia adalah makhluk yang secara fisik
dalam kondisi lemah. Membebaninya dengan segala aturan yang
berat di luar batas kemampuannya adalah melawan sifat
kemanusian. Selaku Pencipta manusia dan seluruh alam, Allah
Maha Tahu akan batasan-batasan kemampuan makhluk. Maka dari
itu, syariat Islam -meski dianggap oleh sebagian orang-

102 | ihat QS, al-Nahlu: 89

103 | ihat: al-A’raf : 158, QS. al-Anbiya: 107, al-An’am: 92, dan al-
Nisa;: 79.

104 Abii Abdillah Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari,
jilid 1, hal. 95, hadis 438
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memberatkan, keras, dan kejam, namun sebenarnya ajaran Islam
tidak pernah melawan kodrat manusia. Dengan Kkata lain, ajarannya
dapat direalisasikan manusia dalam kehidupan sehari-hari
sepanjang masa.

Dalam aspek ibadah salat misalnya, meski wajib dilakukan
lima kali sehari, namun tatacara salat berubah sesuai keadaan
manusia. Dari wajib berdiri menjadi boleh duduk, hingga berbaring
sesuai keadaan fisik. Puasa juga demikian. Mereka yang sakit atau
dalam perjalanan diberi keringanan mengganti hari lain atau fidyah.
Zakat dan haji tidak diwajibkan pada mereka yang tidak mampu.

Manusia menyenangi harta, maka Islam mengakui hukum
kepemilikan atas harta dan mengatur penggunaannya. Dalam
konsep hukum pidana Islam juga dikenal dengan hukuman
pengganti seperti pada kafarat yang bisa memilih dari tiga bentuk
hukuman. Hukuman qisas adalah contoh lain dari realistisnya
ajaran Islam. Manusia yang hilang anggota keluarganya akibat
dibunuh punya sifat antara mendendam atau memaafkan. Kedua
sifat itu terakomodir dalam hukuman gisas maupun diyat.
Sementara hukuman mati pada zina muksan dan potong tangan
pada pencuri tidak dapat dilakukan semena-mena, namun harus
memenuhi syarat ketentuan yang sangat ketat. Pemberlakuan
hukum itu pun bertujuan untuk menjaga kemaslahatan yang lebih
besar bagi manusia.

Hukum perkawinan Islam juga sangat mengakomodir
kebutuhan biologis manusia. Kebutuhan itu perlu disalurkan
dengan benar. Karena itu hukum pernikahan mengikut kepada
fitrah manusia. Jika ada konflik rumah tangga maka perceraian
adalah pintu keluar yang sangat realistis. Bahkan poligami adalah
solusi bagi banyak masalah sosial pada masa kini, dengan beberapa
syarat yang harus terpenuhi.

Selain itu, realistis ajaran Islam juga tercermin dari adanya
pentahapan  (al-markaliyyah)  dalam  pensyariatan  dan
pemberlakuan hukum. Proses yang bertahap dalam pemberlakuan
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hukum itu, sesuai dengan kesiapan manusia dalam menerima
perubahan  secara perlahan. Makanya perlu dilakukan
pengkondisian dalam pensyariatan hukum seperti pada contoh
pengharaman khamar dan penghapusan sistem perbudakan dalam
budaya masyarakat jahiliyah. Penangguhan pelaksanaan hukum
juga dapat dilakukan sesuai dengan kondisi dan keadaan seperti
pada kasus eksekusi wanita suku Ghamidiyyah yang mengaku
berzina.

Wujud dari karakter realistis yang lain adalah adanya
prinsip kemudahan (zaisir), misalnya kewajiban berpuasa Ramadan
yang membolehkan orang sakit dan musafir untuk meninggalkan
puasa. Salat fardhu yang wajib dilakukan berdiri juga dibolehkan
untuk duduk atau berbaring jika tidak mampu.

Salah satu fungsi diutusnya Nabi Muhammad adalah
memberikan keringanan bagi manusia dalam menjalankan aturan
agama. Aturan syariat Musa dan Isa yang dulu berat diganti
menjadi lebih ringan pada syariat Muhammad. Allah berfirman
dalam QS. al- ’Araf: 157

L};‘é.ﬁ‘j E“J)l}"fj‘ L‘% &i;\:.f \.jv;& 4351%; C‘S;\j\ :;E{J\ :sfj\ J‘B—i@j,s‘ :)5;.2;; :J;::\j/‘
&}\ ;-g-;l-/" é}.j 9;;545\ (if; i}éj ;li_j\ g/J’/c o s 15:5 5)3}:-3-3\:: {ifh}it
Rog. %, Rosbs 04! /3,34 e o “& /‘g./a/ ) N ..
als 83585 & 5 G el Sl gl pinel 1 gy

O3tditd) 2h SIS was J3f G0 5301 1581
Artinya: ”(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang
ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis
di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh
mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar,
dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan
mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan
beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.
Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya,
menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan
kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.”
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Ayat ini menegaskan bahwa risalah Nabi Muhammad
mengandung prinsip kemudahan. Syariat yang dibawanya membe-
baskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada syariat
sebelumnya, seperti kewajiban hukuman mati dalam hukum qisas
dan tidak menerima diyat, bunuh diri sebagai bentuk pertaubatan,
pengharaman harta rampasan perang (ghanimah) dan perintah
pembakarannya, memotong anggota tubuh yang berbuat salah,
memotong bagian kain yang terkena najis, tidak boleh melaut pada
hari sabtu, dan tidak boleh salat kecuali di rumah ibadah (gereja).*®

Ajaran Islam juga memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang
selalu mengiringi seluruh ajarannya. Nilai-nilai itu berupa nilai
keadilan, kebebasan, persaudaraan, kasih sayang, syara, ilmu, dan
amalé™

4. Ajaran Islam Bersifat Moderat dan Seimbang

Sikap moderasi dalam beragama dan sikap seimbang antara
dunia dan akhirat merupakan karakteristik ajaran Islam. Allah
melarang manusia berpangku tangan dan sekaligus melarang
mengulurkan tangan (terlalu royal dalam memberi).**" Allah juga
menyuruh manusia bersiap untuk hari akhirat tapi juga tidak
melupakan nasibnya di dunia.'®®

Sikap moderasi dalam beragama ini menjadikan ajaran dan
dakwah Islam mudah diterima semua pihak. Sikap ghuluww
(berlebih-lebihan dalam beragama) justru dicela oleh Rasul saw.

195 Tafsir al-Baghwr dari situs: https://surahquran.com/Explanation-aya-
157-sora-7.html dan  Tafsir al-Sya’rawi dari situs: http://Islamport.
com/k/tfs/659/ 5042.htm (diakses pada tanggal 23 Mai 2023)

106 yasuf al-Qaradawi, Malamih al-Mujtama’ al-Muslim alladhi
Nansyuduhu, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), hal. 109 dst

07 0s. al-Isra: 39

108 S, al-Qasas: 77


https://surahquran.com/Explanation-aya-157-sora-7.html
https://surahquran.com/Explanation-aya-157-sora-7.html
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Artinya: “Jauhilah sikap melampaui batas (ghuluw), karena sikap
melampaui batas adalah perkara yang membinasakan umat
sebelum kalian” (HR. al-Nasa’1)

Sikap berlebih-lebihan dalam keyakinan beragama telah
menyesatkan umat Nasrani dan Yahudi sebelum datangnya Islam.
Sikap beramal yang berlebihan seperti tidak makan (puasa), tidak
tidur semalam suntuk untuk salat malam, dan membujang adalah
contoh sikap ghuluww yang dilarang Rasulullah dalam beragama.

Dalam era modern, kita mendapati kutub-kutub pemikiran
dan pemahaman yang saling bertolak belakang seperti komunisme
dan kapitalisme, ateisme dan politeisme, serta demokrasi dan
otoriter. Setiap paham tersebut lahir sebagai respon yang
berlebihan atas lawannya. Islam berada pada posisi yang moderat
dari sisi semua ajarannya. Islam mengakui hak kepemilikan harta
tapi juga mewajibkan zakat dan menganjurkan menyantuni orang
miskin. Islam mengakui keesaan Tuhan dan menolak semua bentuk
kesyirikan. Islam juga mengakui prinsip musyawarah yang sesuai
dengan agenda syariat, serta menolak anarkisme dan sikap otoriter.
Ini adalah contoh dari keseimbangan dan moderasi ajaran dalam
Islam.

2.4 Perbedaan Ajaran dalam Islam : Antara Periode Mekkah dan
Madinah
Setelah sebelumnya dijelaskan evolusi perkembangan
agama dari masa ke masa dan karakteristik umum dari ajaran
Islam, maka pada bagian ini akan diuraikan contoh kongkret dari
adanya evolusi ajaran agama dalam syariat Islam itu sendiri.

109 Abi ‘Abd al-Rahman Ahmad bin Syua‘ib bin ‘Alf al-Khurasani al-
Nasai, Sunan al-Nasa 7, (Halab: Maktab al-Matbia‘at al-Islamiyyah,1986), jilid.
5, cetakan 11, hal.268
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Perkembangan ajaran Islam yang disyariatkan kepada
Muhammad bermula di Mekkah saat beliau diangkat sebagai Rasul
pada umur 40 (empat puluh) tahun. Setelah berdakwah selama 13
(tiga belas) tahun di Mekkah, Nabi dan para pengikutnya
diperintahkan Allah hijrah ke Madinah. Di sana Nabi berdakwah
selama 10 (sepuluh) tahun hingga wafat pada umur 63 (enam
puluh tiga) tahun.

Hijrahnya Nabi ke Madinah setelah sekian waktu
berdakwah di Mekkah menunjukkan adanya proses dan dinamika
dakwah Nabi. Hal itu juga menunjukkan adanya evolusi ajaran
dalam Islam. Dua Periode dakwah Nabi ini sejalan beriringan
dengan dua periodesasi turunnya ajaran Islam (zasyri) yang
kemudian dikenal dalam ilmu Al-Quran dengan ilmu makki dan
ilmu madant.

Makkr dan madani atau juga sering disebut dengan ayat
makkiyyah dan ayat madaniyyah adalah ilmu yang menerangkan
dua fase (periode) penting turunnya ayat atau surat dalam al-
Qur’an. Pengetahuan tentang ilmu makki dan madani penting
karena tiga hal: 1). Untuk memahami hukum dalam Al-Quran
terutama konsep nasikh dan mansiakh. 2). Sebagai indikator
kesadaran umat Islam terhadap pentingnya memelihara keaslian
Al-Quran dari berbagai perubahan dan penyimpangan. 3). Untuk
mengetahui proses pensyariatan hukum dan periodesasinya secara
bertahap, dari hal yang bersifat sederhana dan ringan menuju
kepada yang bersifat kompleks, lebih berat dan tegas. **°

Para ulama mengetahui makki dan madanz dari dua metode;
metode sima’7 nagli dan metode giyast ijtihadi'* Metode sima 7
naqlz artinya pengetahuan kita tentang ayat makkiyyah dan ayat
madaniyyah diperoleh dari sumber periwayatan sahabat yang

110 Nuhammad Ibrahim al-‘Assal, Al-Iklil fi ‘Ulim al-Tanzil, (Kairo:
Dar al-Tiba‘ah al-Muhammadiyyah, 1991), hal. 176

WNanna® Khalil al-Qattan, Mabahis fi ‘Ulim Al-Quran, (Beirut:
Mansyiirat al-°Asr al-Hadith, 1973), hal. 64
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menyaksikan langsung proses turunnnya wahyu. Sementara metode
giyasrt ijtihadr artinya pengetahuan mengenai hal itu diperoleh atas
dasar ijtihad para ahli tafsir setelah mengkaji ayat dari berbagai
aspek ilmu seperti asbab al-nuzul, nasikh-mansikh, dan aspek
lainnya. Lalu dibuatlah semacam ciri-ciri tertentu dan
pengelompokan dari masing-masing ayat dan surat.

Kriteria ayat makkiyyah dan madaniyyah dilakukan dengan
beberapa teori dan pendekatan. Perbedaan terjadi karena terdapat
perbedaan orientasi yang menjadi dasar dan tujuan masing-masing
definisi.*** Penentuan makki dan madani dalam ayat Al-Quran
dapat diklasifikasikan dalam beberapa teori berikut:

1. Teori Mulahazatu Makanin (teori geografis)

Teori ini berorientasi pada tempat turunnya surat atau ayat
al-Qur'an. Artinya, setiap surat atau ayat al-Qur'an yang diturunkan
di Mekkah adalah ayat makkiyyah, sedangkan ayat atau surat yang
turun di Madinah disebut ayat madaniyyah.

Teori pertama ini kurang kuat sebab ada beberapa ayat yang
turun di luar kedua kota itu seperti Tabuk, Baitul Maqdis atau
bahkan di langit,*** sehingga definisi tersebut dianggap kurang
akurat.

2. Teori Mulahazat al-Mukharab fr al-Nuzzl (teori
subyektif)

Teori ini didasari pada subyek siapa yang di-khitab/diseru
dalam ayat. Jika subyeknya orang-orang Mekkah maka ayatnya
dinamakan makkiyyah, namun jika subyeknya orang-orang

12 <Abd al-Rahman bin Abi Bakr Jalaluddid al-Suyati, Al-Igan fi
“Ulim al-Qur'an, (Kairo: al-Hai’ah al-Misriyyah al-‘Ammah li al-Kitab, 1974),
jilid 1, hal. 19

113 Dj antara ayat yang turun di Tabuk seperti QS. al-Taubah: 41-42;
ayat yang turun di Baitul Maqdis adalah QS. al-Zukhruf: 145; dan ayat yang
turun di langit adalah QS. al-Bagarah: 285-286. Lihat: ‘Abd al-Rahman bin Abi
Bakr Jalaluddin al-Suyiiti, al-Itgan fi ‘Ulim al-Quran, jilid 1, hal. 90



97

Madinah maka disebut madaniyyah. Ini menunjukkan bahwa butuh
penilaian seobyektif mungkin.

Menurut teori ini, yang dinamakan surat makkiyyah adalah
berisi khitab kepada penduduk Mekkah dengan kata; “ya ayyuha
al-nas” (wahai manusia) atau “ya ayyuha al-kafirtin” (wahai orang-
orang kafir) atau “ya bani Adama” (hai anak cucu Adam). Hal ini
karena kebanyakan penduduk Mekkah adalah orang-orang kafir,
maka tidak salah dipanggil dengan panggilan orang kafir atau
wahai manusia, walaupun orang kafir di daerah lain juga turut
dipanggil.

Surat madanz ialah surat yang khitab-nya memuat panggilan
kepada penduduk Madinah. Panggilan itu biasanya memakai
kalimat; “ya ayyuhal-ladhina Amanii” (wahai orang yang beriman),
karena mayoritas penduduk Madinah adalah mereka yang
beragama Islam dan tergolong sebagai orang mukmin.

Teori kedua ini sering mendapat kritikan karena ditemukan
banyak ayat dalam Al-Quran yang tidak dimulai dengan kalimat-
kalimat di atas, atau juga ditemukan adanya ayat madaniyyah yang
dimulai dengan kata “ya ayyuha al-nas” (wahai manusia) seperti
pada contoh ayat pertama surat al-Nisa yang disepakati sebagai
surat madaniyyah.

3. Teori Mulahazatu Zaman al-Nuzal (teori historis)

Teori ini berorientasi pada sejarah waktu turunnya Al-
Qur'an. Peristiwa hijrah dijadikan sebagai momentum sejarah
dalam teori ini. Atas dasar itu, maka yang dimaksudkan dengan
surat makkiyyah adalah surat atau ayat yang diturunkan sebelum
hijrah ke Madinah meskipun ayat tersebut turun di luar kota
Mekkah, semisal di Mina, Arafah atau Hudaibiyah dan lainnya.
Surat madaniyyah adalah surat atau ayat yang diturunkan setelah
Nabi Muhammad hijrah ke Madinah meskipun ayat tersebut
diturunkan di Badar, Uhud, ‘Arafah atau Mekkah. Teori ketiga ini
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lebih masyhur menurut sebagian besar ulama karena jauh dari
kritikan."**

5. Teori Mulahazatu Ma Tazammanat al-Sarah (teori
content analisis)

Dalam membedakan makkiyyah dan madaniyyah, teori ini
mendasarkan kriterianya kepada isi ayat atau surat yang bersang-
kutan. Dengan kaidah ini, maka yang dimaksud dengan makkiyyah
adalah surat atau ayat yang berisi tentang ajaran tauhid, kisah
kejadian alam dan manusia, hari akhirat, serta kisah umat dan Nabi-
Nabi terdahulu. Adapun yang disebut madaniyyah adalah ayat atau
surat yang menjelaskan tentang berbagai hukum seperti hukum
ibadah, muamalah, pidana qisas dan Audid, hukum keluarga, dan
lain sebagainya.

Teori keempat ini memberi penegasan bahwa ajaran Islam
diturunkan secara perlahan dan berangsur-angsur, sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan masyarakat. Menurut Manna’ Khalil Qattan,
ayat makkiyyah dan madaniyyah memiliki karaktetistik tema dan
uslub yang berbeda satu sama lain.

Karakteristik ayat-ayat makkiyyah antara lain:'*

1. Menyeru kepada dakwah kepada tauhid dan beribadah
hanya kepada Allah, pembuktian mengenai risalah,
kebangkitan dan hari pembalasan, hari kiamat dan
kedahsyatannya, neraka dan siksanya, surga dan
nikmatnya, serta argumentasi terhadap orang musyrik
dengan menggunakan bukti-bukti rasional danayat-ayat
kauniyyah.

2. Peletakan prinsip-prinsip umum bagi perundang-
undangan dan akhlak mulia yang dijadikan dasar
terbentuknya suatu masyarakat, pengambilan sikap

1% Muhammad Ibrahim al-“Assal, Al-Iklil fi ‘Ulim al-Tanczil, hal. 178
115 Manna® Khalil al-Qattan, Mabdhis ft ‘Uliim Al-Quran, hal. 63 dst.



99

tegas terhadap kriminalitas orang-orang musyrik yang
banyak menumpahkan darah, memakan harta anak
yatim, mengubur bayi perempuan hidup-hidup.

3. Menyebutkan kisah para Nabi dan umat-umat terdahulu
sebagai pelajaran sehingga mengetahui nasib orang
sebelum mereka yang mendustakan Rasul, sebagai
hiburan bagi Rasulullah sehingga Beliau tabah dalam
menghadapi gangguan mereka dan yakin akan menang.

4. Kalimatnya singkat, padat disertai kata-kata yang
mengesankan sekali di telinga dan terasa menembus dan
terdengar keras, menggetarkan hati dan maknanya pun
meyakinkan, didukung oleh lafad-lafad sumpah seperti
pada surat-surat pendek.

Surat-surat madaniyyah memiliki tema-tema yang berciri khas

sebagai berikut:*'®

1. Menjelaskan masalah ibadah, muamalah, hudad,
keluarga, warisan, jihad, hubungan sosial, hubungan
internasional, baik di waktu damai maupun di waktu
perang, kaidah hukum dan masalah perundang-
undangan.

2. Setiap surat yang di dalamnya terdapat dialog dengan
ahli kitab, seruan terhadap Allah dari kalangan Yahudi
dan Nasrani dan ajakan kepada mereka untuk masuk
Islam, penjelasan mengenai penyimpangan-
penyimpangan mereka terhadap kitab-kitab Allah,
permusunan  mereka terhadap kebenaran  dan
perselisihan mereka setelah keterangan datang kepada
mereka karena rasadengki di antara sesama mereka.

118 Muhammad Husni, “Studi Al-Quran: Teori al-Makkiyyyah dan al-
Madaniyyyah,” Jurnal Al-lbrah, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hal. 78-79.
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3. Menyingkap perilaku orang-orang munafik,
menganalisis sifat-sifat mereka, membuka rahasia dan
menjelaskan bahaya mereka bagi agama.

4. Suku kata dan ayatnya panjang-panjang, dengan gaya bahasa
yang memantapkan syariat serta menjelaskan tujuannya.

Pembagian Al-Quran kepada makkiyyah-madaniyyah me-
nurut Nasr Hamid Aba Zaid memberikan gambaran tentang dua
fase penting dalam pembentukan teks keagamaan (Al- Quran), baik
dari segi konten, struktur, maupun konstruksinya. Abt Zaid menam-
bahkan, ilmu tentang makkiyyah-madaniyyah menunjukkan adanya
interaksi yang intensif dan harmonis antara teks (Al-Quran) dan
realita sejarah. Kajian makkiyyah-madaniyyah dapat pula memberi-
kan informasi tentang berbagai variasi gaya komunikasi Al-Quran
untuk menyeru orang-orang yang beriman, kafir, atau ahl al- kitab,
baik dari aspek linguistik dan stilistik, atau aspek pesan danwacana.
Kajian makkiyyah-madaniyyah merupakan salah satu instrumen
penting untuk menganalisis konteks komunikasi Al-Quran (siyaq al-
takhatub). Melalui ilmu ini, dapat dikaji karakteristik stilistik dan
linguistik yang membedakan wacana al- Qur’an (al-Khithab al-
Qurany) dalam periode dakwah faktual historis.**’

Kesadaran tentang pentingnya kajian makkiyyah-madaniyyah
juga tampak dalam pemikiran Islamolog kontemporer lainnya
seperti Fazlur Rahman, ketika mengajukan pentingnya pendekatan
historis dan sosiologis dalam pembacaan Al-Quran. Menurut Fazlur
Rahman, penggunaan pendekatan historis yang serius dan jujur
dengan mengkaji Al-Quran dalam urutan kronologis akan
memberikan persepsi yang cukup akurat tentang dorongan dasar
gerakan Islam, yang dibedakan dari ketetapan-ketetapan dan

17 Nasr Hamid Abai Zaid, Mafhim al-Nas, hal. 75 sebagaimana dikutip
oleh Andy Hadiyanto ‘“Makkiyyah-Madaniyyah: Upaya Rekonstruksi
Peristiwa Pewahyuan,” Jurnal Studi Al-Quran, Vol. VII, No. I, Januari
2011, hal. 5
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institusi-institusi yang dibangun belakangan. Pendekatan sosiologis
yang memotret kondisi sosial ketika Al-Quran diturunkan dapat
memberikan gambaran tentang elastisitas dan fleksibilitas
pemahaman terhadap Al-Quran, yang pada akhirnya menunjukkan
sifat universalitas Al-Quran.™®

Pendekatan historis dalam memahami isi Al-Quran seperti
yang dikemukakan Fazlur Rahman di atas sangat penting dan tepat
dilakukan guna merumuskan format terbaik dalam proses legislasi
dan penerapan syariat Islam pada kondisi umat sekarang. Dengan
demikian, segala regulasi dan aturan yang dilahirkan oleh institusi
negara di era modern seharusnya sejalan dan sesuai dengan
berbagai karakteristik ajaran Islam itu sendiri.

Dari seluruh pembahasan pada bab dua ini, terlihat jelas
adanya perkembangan dalam ajaran agama samawi. Fakta ini
menggiring kita kepada pertanyaan berikut, apakah syariat Nasrani
lebih berkembang dari pada syariat Yahudi, dan apakah syariat
Islam merupakan bentuk akhir dari perkembangannya? Jawaban
dari pertanyaan itu diungkap oleh Syaikh Abdullah Darraz yang
menyatakan bahwa para peneliti sejarah agama samawi memang
mensinyalir adanya perkembangan dan perubahan secara bertahap
dalam proses tanzil (turunnya wahyu Allah), baik dari aspek cara
dalam berdakwah, maupun metode pensyariatannya. Perlu dicatat
bahwa perkembangan ini bukan perkembangan dari satu kesalahan
menuju suatu kebenaran, seperti yang ingin digambarkan oleh
sejumlah aliran atau teori evolusi agama. Perkembangan ajaran
agama pada dasarnya merupakan sebuah proses pentahapan dari
satu tangga ke tangga lain menuju kesetiaan pada Tuhan (al-wafa”),
universalitas (al-syumil) dan kesempurnaan (al-kamat).**®

18 gibawaihi, Hermeneutika Al-Qur’an  Fazlur Rahman,

(Yogyakarta: Jalasutra, 2007), hal. 50
"9 Muhammad Abdullah Darraz, Al-Din: Buhiith Mumahhadah li
Dirasah Tarikh al-Adyan, (Kuwait: Dar Al-Qalam), hal. 112 dst.
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Syaikh Darraz menambahkan bahwa kebenaran (al-Rusyd)
dan kesesatan (al-Dalal) dalam gagasan agama bukanlah fenomena
yang berurutan, melainkan sekaligus, serentak dan sezaman.
Kebenaran dan kesesatan ada dan tersebar di setiap bangsa dan
generasi, mengikuti perbedaan individu manusia dari sisi
kejernihan pola pikir dan keluhuran akal batinnya, sehingga tidak
ada satu generasipun tanpa ada manusia yang berjiwa murni, sadar
akan adanya kebenaran dan bebas dari beragam mitos serta
takhayul. Sebaliknya juga tidak ada satu generasipun yang selamat
dari kebalikan sifat-sifat tersebut.'®

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa syariat agama-agama
samawi ~(Yahudi, Kristen, dan Islam) telah mengalami
perkembangan secara bertahap. Pentahapan terjadi dalam satu
aturan syariat sendiri, maupun pada satu syariat ke syariat yang
lain. Perbedaan antar syariat itu adalah sesuatu yang dikehendaki
Allah untuk menguji keimanan dan ketaatan. Selain itu,
perkembangan ajaran agama terjadi secara bertahap mengikut pada
kondisi sosial dan politik serta kebutuhan masyarakat saat ajaran
diturunkan.

Dari contoh-contoh yang sudah dikemukakan sebelumnya,
dapat dirumuskan bahwa perkembangan bertahap dalam ajaran
agama meliputi empat bentuk:

Pertama: Bentuk perkembangan ajaran dari sederhana
menuju yang lebih kompleks.

Kedua: Bentuk perkembangan ajaran yang semula lurus
lalu mengalami perubahan akibat penyimpangan ajaran/inhiraf
(distorsi) yang dilakukan oleh pengikutnya, sehingga Al-Quran
datang dan meluruskan kembali ajaran tersebut.

Ketiga: Bentuk perkembangan ajaran dari ringan menuju
lebih berat dan tegas.

120 |pjd.
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Keempat: Bentuk perkembangan ajaran dari berat menuju
lebih ringan.

AR-RANIRY




BAB 111

KONSEP AL-MARHALIYYAH DAN PRAKTIKNYA
DALAM SEJARAH ISLAM

Pada bab ini akan diuraikan konstruksi konsep al-
marfkaliyyah dan bagaimana praktiknya dalam sejarah Islam.
Selanjutnya akan dibahas bagaimana keterlibatan institusi negara
secara formil dalam proses tagnin (legislasi) hukum Islam.

3.1 Konsep al-Mar#haliyyah

Syariat Islam yang diturunkan Allah melalui para Rasul
memiliki tujuan demi kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
Menurut Imam al-Qurtubi, kata syari‘ah (ix,2) berasal dari kata

syir‘ah (a=,2) berarti: jalur air. Secara istilah bermakna sejumlah

hukum yang telah Allah tetapkan bagi hamba sebagai pedoman
bagi kehidupan mereka di dunia dan akhirat.' Terlihat jelas
keterkaitan antara arti sSyariat secara bahasa dengan arti Syariat
secara istilah. Air merupakan sumber kehidupan fisik manusia, dan
hukum syariat adalah pedoman bagi manusia dalam menjalani
kehidupannya di dunia dan akhirat.

Adanya perwujudan kemaslahatan hamba dalam syariat
Islam disepakati para ulama. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah
menyatakan ” Sesungguhnya syariat itu dibina dan diasaskan atas
kebijaksanaan dan kemaslahatan bagi hamba di dunia dan akhirat,
syariat itu seluruhnya berisi keadilan, kasih sayang (rahmah),
kemaslahatan dan hikmah (kebijaksanaan). Maka setiap perkara
yang melenceng dari keadilan, kasih sayang, kemaslahatan dan
hikmah bukan bagian dari syariat.”2

! Muhammadmad bin Ahmad al-Ansari Al-Qurtubi, Al-Jami li Ahkam
Al-Quran, (Kairo: Dar al-Kitab al-‘ Arabi, 1967), jilid VI, hal. 211
2 Ibu al-Qayyim al-Jauziyyah, ‘Tlam al-Muwagqi’m, jilid 1, hal. 14
104
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‘Izzuddin ‘Abd al-Salam menyatakan bahwa syariat itu
seluruhnya berisi kemaslahatan, baik berupa dar’u al-mafasid (1,
L.Lb) atau jalb al-masalih (¢l )2

Imam al-Qurtubi menegaskan bahwa tidak ada khilaf di
antara orang-orang yang berakal bahwa syariat yang dibawa para
Nabi ditujukan untuk kemaslahatan makhluk dunia dan akhirat.*
Untuk merealisasikan syariat Islam yang berisi kemaslahatan bagi
manusia itu perlu dilakukan dengan konsep atau metode yang
penuh hikmah dan kebijaksanaan agar tujuan yang diinginkan
tercapai dengan maksimal. Salah satu metode itu adalah konsep al-
marhaliyyah.

Sebagai sebuah konsep, al-markaliyyah sudah ada sejak
Allah mengutus para Nabi dengan berbagai risalah-Nya kepada
manusia. Konsep itu juga jelas terlihat pada proses turunnya Al-
Quran kepada Nabi Muhammad saw. sebagaimana telah dijelaskan
sebelumnya pada pembahasan periodesasi ayat makkiyyah dan ayat
madaniyyah.

Konsep al-marfkaliyyah  sudah  dipraktikkan ~ Nabi
Muhammad saw dalam dakwahnya kepada masyarakat Quraisy di
Mekkah sejak awal Islam. Dakwah Nabi kepada semua manusia
dimulai dengan dakwah kepada orang terdekat, lalu dilanjutkan
kepada masyarakat sekitar baru kemudian kepada semua insan.
Metode dakwahnya juga berkembang atas perintah Allah, dimulai
secara sirriyyah (tersembunyi) lalu berubah secara jahriyyah
(terang-terangan). Semua ini menunjukkan adanya konsep al-
marhaliyyah dalam Islam.

Dalam sistem negara modern dimana legislasi aturan
hukum menjadi suatu keharusan bagi pemberlakuan suatu hukum

® “Izzuddin ‘Abd al-Salam, Qawa‘id al-Ahkam fi Masalih al-Anam,
(Kairo: Dar al-Syurtiq, 1968), jilid I, hal. 9

* Muhammad bin Ahmad al-Ansari Al-Qurtubi, Al-Jami* li Ahkam Al-
Quran, jilid 11, hal. 64
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maka memahami konsep al-markaliyyah menjadi penting dalam
rangka merumuskan formulasi yang tepat dalam proses legislasi
Qanun-Qanun syariat seperti di Aceh. Apakah proses legislasi
sudah berjalan sesuai dengan konsep al-marfkaliyyah di masa lalu,
atau perlu diformat ulang agar sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan sekarang. Sebelum menjawab dua pertanyaan tersebut,
pada bab ini akan dijelaskan terlebih dahulu konstruksi konsep al-
marhaliyyah dan proses tagnin (legislasi hukum Islam) yang
pernah ada dalam sejarah.

3.1.1 Definisi al-Mar#aliyyah

Secara bahasa, kata al-marfkaliyyah (il-\) adalah masdar
sina’lyy dari kata marhalah. Mashdar sina’iyy adalah isim yang
diakhiri huruf ya nasab bertasydid” dan huruf “’ta ta’nis” pada
akhir dari kata asal, untuk menunjukkan sifat tertentu dari lafadh
asalnya. Jadi kata marhalah (i>.) ketika ditambah huruf “ya
bertasydid” dan huruf “ta ta’nis”, berubah menjadi kata al-
markaliyyah (w)-\). Maknanya juga berubah dari “’satu tahapan”
menjadi ’proses bertahap” atau ”pentahapan sesuatu.”

al-Marhaliyyah (w4-4) adalah kata dalam bahasa Arab yang

berasal dari isim mufrad, yaitu marhalah (i~.), bermakna tahapan.
Bentuk Jama 'nya adalah Marahil (J~\-) berarti tahapan-tahapan.
Dalam kamus Lisan al ‘Arab kata al-marhaliyyah (z.-))

secara langsung tidak ditemukan, mengingat penggunaan istilah
kata tersebut termasuk baru diera moderen. Kamus Lisan al-Arab
memaknai kata marhalah dengan arti suatu manzilah (tempat
singgah sementara), yang digunakan untuk memulai kembali
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perjalanan. Jarak antara dua manzilah disebut juga satu
marhalah.”

Senada dengan sebelumnya, al Fairtiz Abadi dalam kamus
al Muhit menyebutkan kata marhalah (a~.) memiliki dua makna.

Pertama: bermakna ”jarak yang ditempuh pejalan kaki dalam
waktu sekitar sehari.” Kedua: bermakna ”jarak antara dua
manzilah.”®

Menurut kamus a/ Ma’any, kata al-marhaliyyah (z>L)

adalah kata isim muannas yang dinisbahkan kepada kata marhalah
(#~.), bermakna ”langkah-langkah pentahapan.” Akar katanya

adalah #>. - |5 - J>., bermakna menjadikan sesuatu bertahap-

tahap, menyempurnakan sesuatu secara berjenjang waktu.’
Dari arti bahasa di atas, dapat disimpulkan bahwa kata al-
marhaliyyah (al~4) bermakna suatu proses perlahan dan bertahap

dalam melakukan sesuatu yang bersifat temporer, sebagai bentuk
strategi untuk sampai kepada tujuan.

Kata al-mar/aliyyah bersinonim dengan kata al-tadarruj.
Kedua kata itu secara bahasa bermakna sama, yaitu pentahapan.
Dalam literatur klasik istilah al-tadarruj lebih sering digunakan.
Penggunaan kata al-tadarruj memiliki makna yang lebih sempit,
sebab pentahapan yang dimaksud adalah pentahapan berurut,
menaiki tangga setingkat demi setingkat,® mulai dari tingkat
terendah menuju tingkat tertinggi, sebagaimana menapaki anak
tangga (z,+'), sedangkan makna dari kata al-marhaliyyah lebih luas,

®> Muhammad bin Mukrim bin ‘Ali Jamaluddin Ibnu Manziir al-Ansari,
Lisan al-‘Arab, (Beirut: Dar al-Sadir, 1414 H), jilid XI, hal. YA+

® Majduddin Aba Tahir Muhammad bin Ya’qub Al-Fairiiz Abadi,
Qamus Al-Muhiz, https://shorturl.at/bIPSW (diakses tanggal 1 Juni 2023)

" https://shorturl.at/svyl8 (diakses tanggal 1 Juni 2023)

8 Gibran Mas’ud, al-Ra-id al-Mu jam Lughawiyy ‘Ashriyy, https://rb.gy/
ryllu (diakses pada tanggal 1 Juni 2023)


https://shorturl.at/svyI8
https://rb.gy/%20ryllu
https://rb.gy/%20ryllu
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sebab pentahapan yang berlangsung bisa terjadi secara berurut
maupun secara acak.

Atiyyah ’Adlan -pakar fikih dan siyasah syar’iyah Mesir-,
mendefinisikan istilah kata al-markaliyyah (x>~ V) sebagai berikut:
RO O 7 UINCH SN RWF T P B NUR V- IV WESE
R e e E Y

RREPAN
“Secara sederhana istilah al-marhaliyyah adalah pelaksanaan
program-program besar melalui beberapa tahapan yang
berjenjang dan berkelanjutan. Setiap tahapan diikuti dengan

tahapan berikutnya, seperti mata rantai yang berjalan sesuali
dengan skala prioritas.”

Selanjutnya, ’Adlan juga mendefinisikan kata al-tadarruj
() sebagai berikut:

By Bomys ARaE (ol )5 1L iy B> delall ) el g oyl

“al-tadarruj adalah proses menapaki tangga yang menanjak

setingkat demi setingkat. Dikatakan: “tadarraja’, artinya menaiki
. . . )710

tangga satu tingkat demi satu tingkat.

Pemilihan diksi kata al-markaliyyah dalam penelitian ini
dimaksudkan agar konsep yang ditawarkan dalam memahami
proses legislasi Qanun Aceh dapat bermakna luas, tidak selalu
harus setahap demi setahap yang bersifat menanjak, namun bisa
saja menanjak, lalu menurun sementara, atau diam sesaat untuk

°Atiyyah ’Adlan, “Tagniyyat al-Marhaliyyah li al-Quwa al-Sa’idah:
Taliban Anmiuizajan,” artikel pada Majalah Elektronik Aljazeera.net, Lihat:
https://shorturl.at/bhul5 (diakses pada tanggal 7 Juli 2023)

19 Ipid. Lihat juga: Nukhbah min al-Lughawiyyin, al-Mu ‘jam al-Wasit,
(Kairo: Majma“ al-Lughah al-* Arabiyyah, 1973), jilid I, hal. 277


https://shorturl.at/bhuL5
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kembali menanjak, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat
legislasi dilakukan.

Dalam konteks penelitian disertasi ini terkait proses tagnin
hukum Islam di Aceh, maka maksud dari kata al-marfaliyyah
(x>V) adalah suatu konsep dan strategi yang digunakan dalam

rangka melegislasi syariat Islam dalam kerangka negara, yang
dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan masyarakat.
3.1.2 Dasar Hukum al-Mar/aliyyah

Sebagai sebuah konsep, al-markaliyyah memiliki dasar
hukum yang tegas dalam Al-Quran dan Hadis sebagai dua sumber
utama hukum Islam.

a. Al-Quran

Pentahapan dalam pensyariatan hukum Islam ditegaskan
dalam banyak ayat Al-Quran, di antaranya yaitu :
1. Firman Allah dalam QS. al-Isra’: 106

S AT ¢S e 0 S ol a5 O
Artinya: ”Dan Al-Quran itu telah Kami turunkan dengan

berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan
kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian. ”

Ayat ini merupakan penegasan langsung dari Allah bahwa
proses turunnya Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dilakukan
secara bertahap, berangsur-angsur, sebagian demi sebagian.
Dengan kata lain, sejak awal syariat Islam memang sudah
menerapkan konsep al-marhaliyyah dari sisi pensyariatannya.

Menurut Quraisy Syihab, tafsir dari ayat di atas adalah ”Al-
Quran ini telah Kami turunkan secara berangsur-angsur dalam
waktu yang cukup lama agar kamu membacakannya secara
perlahan-lahan kepada umat manusia, supaya mereka dapat
memahaminya. Kami telah menurunkannya sebagian demi
sebagian secara pasti, tanpa ada suatu keraguan sedikit pun di
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dalamnya.” ' Penjelasan ini memberi indikasi kuat bahwa

pentahapan bukan hanya dari sisi pensyariatan tapi juga dapat
dilakukan dari sisi penerapan.

2. Firman Allah dalam QS. al-Taghabun: 16
I32bTg 13315 25l G il 1,356

Artinya: “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesang-
gupanmu dan dengarlah serta taatlah. ”

Berdasarkan ayat di atas, tagwa dan mendengar (mematuhi)
perintah Allah dilakukan dengan konsep istiz@ ‘ah (kesanggupan).
Konsep ini menghendaki dilakukannya sesuatu dengan perlahan
sedikit-demi sedikit hingga sempurna. Konsep istita ‘ah dalam ayat
ini bukanlah bentuk pengabaian hukum sebab itu tegas dilarang
oleh Allah dalam banyak ayat lain.*2

Wahbah al-Zuhaili dalam tafsir al-Wajiz menyebutkan
bahwa perintah bertakwa kepada Allah dengan menunaikan
perintahNya dan menjauhi laranganNya sesuai kesungguhan dan
kapasitas. Ibnu Abu Hatim dari Sa’id bin Jabir berkata: “Ketika
ayat “lttaqullaha haqqa tugatih” pada QS. Al-Imran :102
diturunkan, kaum muslimin meningkatkan amal ibadah. Mereka
melaksanakan ibadah sampai lutut mereka membengkak dan jidat
mereka luka-luka, lalu Allah menurunkan ayat ini untuk
meringankan beban kaum muslimin, yaitu ayat (Fattaqgiillaha
mastasa ‘tum)”13

3. Firman Allah dalam QS. al-Bagarah: YA

1 hitps://tafsirg.com/17-al-isra/ayat-106#tafsir-quraish-shihab (diakses
tanggal 22 Januari 2023)

12 Seperti pada QS. Al-Imran: 81-82, al-Maidah: 44, 45, dan 47.

3 https://tafsirweb.com/10960-surat-at-taghabun-ayat-16.html (diakses
tanggal 22 Mei 2023)


https://tafsirq.com/17-al-isra/ayat-106#tafsir-quraish-shihab
https://tafsirweb.com/10960-surat-at-taghabun-ayat-16.html
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Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan)
yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan)
yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), "Ya Tuhan kami, janganlah
Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan
kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan
beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-
orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan
kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya.
Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami.
Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi
orang-orang kafir.”

Menurut ayat ini, pembebanan hukum dilakukan atas dasar
kemampuan. Allah telah memberi keringanan kepada umat Nabi
Muhammad dengan menghapus berbagai beban berat yang pernah
dibebankan  atas umat  sebelumnya.lmam  Al-Qurtubi
mendefinisikan kata zak/if (beban) dengan perintah yang sulit, dan
kata al- wus‘u (kesanggupan) ditafsirkan dengan tenaga dan
kesungguhan. Menurutnya, saat Al-Quran diturunkan, Allah telah
menetapkan untuk tidak membebani hambaNya dengan berbagai
amalan hati maupun anggota badan kecuali yang mampu diniatkan,
dipahami dan dilaksanakan.**

Senada dengan tafsir tersebut, Mustafa al-Zuhaili
menyatakan bahwa penyelenggaraan syariat Islam wajib dilakukan
dengan niat yang tulus dan perjuangan yang sungguh, namun

1 Abii Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Ansari al-
Qurtubt, al-Jami’ li Ahkam Al-Quran, jilid 111, hal. 429.
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sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan, serta merealisasikan
hal-hal yang mungkin diwujudkan.*®

4. Firman Allah dalam QS. al-Hajj: 78

CJ”';}AJ'U‘JVQI;J;'; s 4 l/a\ oJL@:—ya&\L}\ij-j

Artlnya ”Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad
yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-
kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu
kesempitan. ”

al-Tabari menjelaskan ada dua pendapat terkait makna
perintah jihad pada ayat di atas. Pertama: jihad berupa perintah
perang fi sabilillah melawan kaum musyrikin. Kedua: jihad berupa
perintah melakukan semua amalan dengan sepenuh hati dan jiwa.
Allah tidak mewajibkan semua ajaran agama sebagai bentuk
kesempitan bagi manusia, melainkan setiap perintah itu memiliki
keluwesan dan jalan keluar dalam penerapannya. Contohnya taubat
adalah jalan keluar bagi yang bersalah, kafarat jalan keluar bagi
beberapa kesalahan, begitu juga hukum gisas , dan lain
sebagainya.™

Ayat di atas menegaskan adanya prinsip kemudahan, baik
dalam ajaran maupun praktiknya, sebagaimana juga ditegaskan
kembali pada ayat berikut ini.

5. Firman Allah dalam QS. al-Bagarah: 185
.2 rﬁ; : Y5 20 V,<J 3

> Muhammad Mustafa al-Zuhaili, al-Tadarruj fi al-Tasyri’ wa al-
Tarbigq fr al-Syarr‘ah al-Islamiyyah, (Kuwait: Al-Lajnah al-Isytisyariyyah al-
‘Ulya li al->’Amal ’ala Istikmal Tatbiq Ahkam al-Syari‘ah al-1slamiyyah, 2000),
cetakan I, hal. 39

Yhttps://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura22-aya78.html#tabary (diak
ses tanggal 23 Mei 2023)


https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura22-aya78.html#tabary
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Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak
menghendaki kesusahan . ”

Adanya kemudahan (taisir) dalam syariat merupakan
bagian dari prinsip Islam. Membebani manusia dengan berbagai
aturan secara sekaligus bertentangan dengan prinsip ini. Oleh
karena itu, ayat di atas secara tidak langsung merupakan pengakuan
terhadap adanya konsep al-markaliyyah dalam beragama. Ibnu
Kathir menukil pendapat al-Syi’bi yang berkata: ’berdasarkan ayat
ini, jika ada dua perkara yang diperselisinkan, maka yang teringan
dari kedua pendapat itu adalah paling mendekati kebenaran.”"’

Maksud dari ayat-ayat di atas juga sejalan dengan anjuran
Nabi yang menyuruh umat untuk memudahkan dan tidak
menyulitkan, memberi kabar gembira dan bukan membuat orang
lari. Nabi juga selalu memilih hal yang mudah dari dua perkara
selama tidak berdampak kepada dosa.

b. Hadis

Perintah melakukan pentahapan dalam beragama dapat
ditemukan dalam beberapa hadis Nabi. Di antaramya sebagali
berikut:

1. Perintah Nabi kepada sahabat Mu‘az bin Jabal saat diutus

Nabi berdakwah ke penduduk Yaman
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Y Tafsir Ibnu Kathir, jilid 1, hal. 206 dari situs: http://www.
ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-bagarah-ayat-185.html(diakses pada
tanggal 23 Mei 2023)


https://www.alukah.net/sharia/0/103112/
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Artinya: “Dari Abdullah Ibnu ‘Abbas ra. dia berkata; Rasulullah
saw. bersabda kepada Mu'az bin Jabal ketika mengutusnya ke
Yaman, "Engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, Apabilah telah
sampai kepada mereka maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa
tidak Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan
Muhammad adalah utusan-Nya. Jika mereka taat untuk itu, maka
beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka
salat lima waktu sehari semalam. Jika mereka taat untuk itu, maka
beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka
untuk mengeluarkan zakat harta mereka, di ambil dari orang-
orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang yang miskin
dari mereka. Jika mereka taat untuk itu, maka hati-hatilah engkau
dari mengambil harta milik mereka yang paling baik, takutlah
engkau dengan doa orang terzalimi, sebab antara doanya dengan
Allah tidak ada yang menghalanginya."

Hadis ini merupakan dalil tegas adanya konsep al-
marhaliyyah dalam penyampaian ajaran agama. Hadis ini memberi
panduan bagaimana setiap pesan agama disosialisasikan kepada
masyarakat secara perlahan dan bertahap. Setelah satu pesan
disampaikan, lalu dipahami dengan baik dan ditaati oleh
masyarakat, baru dilanjutkan dengan pesan berikutnya, dan begitu
seterusnya. Hadis ini sejalan dengan kandungan QS. al-Isra’: 106
yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa Allah menyuruh Nabi
membacakan isi Al-Quran secara perlahan, dan bahwa Al-Quran
diturunkan sebagian demi sebagian.

8 Abii Abdillah Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari,
jilid 11, hal. 128, hadis No. 1496
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Hadis di atas juga menggambarkan adanya konsep al-
marhaliyyah pada berbagai tema pesan atau ajaran yang
disampaikan. Pesan itu bergerak dari suatu hal yang paling
mendasar dalam beragama (akidah) kepada aturan hukum (syariat),
dan berujung pada etika dan moral (akhlak), yang merupakan
tujuan akhir dari ajaran agama itu sendiri. Pesan pertama adalah
mengajarkan makna dari syahadatain (dua kalimat syahadah), lalu
pesan ke dua terkait syariah mengajarkan ibadah badaniyyah
(salat), dilanjutkan ibadah maliyyah (zakat) kemudian diakhiri
pesan terkait prinsip integritas dan etika profesi (tidak curang dan
zalim).

2. Hadis Aisyah yang menjelaskan hikmah dari proses
turunnya ayat secara berangsur-angsur.
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Artinya: “Telah menceritakan kepada kami lbrahim bin Musa,
telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin Yusuf bahwa lbnu

% \bnu Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari fi Syarh Sahih al-Bukhari,
Kitab Fada’il Quran, Bab Ta’lif AI-Quran, hal. 656


https://www.islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=9125&idto=9132&bk_no=52&ID=2776#docu
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Juraij telah mengabarkan kepada mereka. Dia berkata: telah
mengabarkan kepadaku Yusuf bin Mahik. Dia berkata: ‘“Suatu
ketika, aku berada di tempat Aisyah Ummul Mukminin ra, tiba-tiba
seorang dari Irak menemuinya seraya berkata, "Kain kafan yang
bagaimanakah yang lebih baik?" Aisyah menjawab: "alah hali
kamu, memangnya apa yang memudaratkanmu?". Laki-laki itu
berkata: "Wahai Ummul Mukminin, tunjukkanlah mushaf” Anda
padaku." Aisyah bertanya: "Untuk apa?.” la menjawab: "Agar aku
dapat menyusunnya, sebab Al Qur'an itu dibaca secara tidak
tersusun.” Aisyah berkata, "Lalu apa yang menghalangimu untuk
membaca bagian manapun darinya. Sesungguhnya yang pertama
kali turun adalah satu surat dari (kelompok surat) al-mufassal
yang di dalamnya disebutkan tentang surga dan neraka. Ketika
manusia telah condong ke Islam, kemudian turunlah ayat-ayat
tentang halal dan haram. Sekiranya yang pertama kali turun
adalah ayat “Janganlah kalian minum khamar ”, niscaya mereka
akan mengatakan, “Sekali-kali kami tidak akan bisa meninggalkan
khamar selama-lamanya. ” Sekiranya juga yang pertama kali turun
adalah ayat, "Janganlah kalian berzina”, niscaya mereka akan
berkomentar, “Kami tidak akan meniggalkan zina selama-
lamanya. ” Ayat yang diturunkan kepada Rasulullah saw di Mekkah
saat aku masih sebagai anak yang bermain adalah: “bal al-sa ‘atu
mau ‘iduhum was sa‘atu adha wa amar. (QS. al-Qamar: 46).”
Tidaklah surat al-Bagarah dan al-Nisa® diturunkan (kepada
Muhammad) kecuali aku berada di sisi beliau.” Akhirnya, Aisyah
mengeluarkan mushaf dan mendiktekan kepada orang Irak itu
beberapa surat. ”

Hadis di atas adalah jawaban serta penjelasan Aisyah
kepada seorang laki-laki dari Irak yang datang bertanya kepadanya
dua pertanyaan: Pertama: Pertanyaan tentang kain kafan mana
yang terbaik digunakan. Menurut sebagian ulama pertanyaan orang
Irak tadi berangkat dari hadis lain yang menyatakan warna putih
adalah warna pakaian terbaik, sehingga ia ingin memastikan
apakah warna putih juga yang terbaik untuk kain kafan. Aisyah
menyatakan apa perlunya pertanyaan seperti itu, sebab warna kain
kafan bukan masalah utama setelah seseorang meninggal dunia.
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Hal yang lebih penting adalah apa persiapan amalannya menuju
alam barzah.
Kedua: Pertanyaan tentang bagaimana urutan mushaf yang

ada pada Aisyah, sebab menurutnya al-Quran dibaca secara tidak
tersusun dan dia ingin menyusunnya. Menurut para pensyarah
hadis, pertanyaan ini terkait dengan mushaf ‘Usmani yang semula
tidak digunakan di Irak karena mereka masih berpegang pada
mushaf Abdullah bin Mas‘id yang susunannya berbeda dengan
mushaf ‘Usmani. Aisyah lalu mengingatkan penanya bahwa
susunan surat itu juga tidak sepenting membaca Al-Quran itu
sendiri, surat mana saja boleh dibaca terlebih dahulu. Aisyah juga
memberitahu penanya bahwa urutan turunnya surat-surat Al-Quran
dimulai dengan surat-surat pendek (mufassal) yang didalamnya
terkandung persoalan syurga dan neraka. Kemudian setelah
manusia yakin akan adanya hari kebangkitan, barulah diturunkan
ayat-ayat terkait hukum halal dan haram, semisal khamar dan zina.
Aisyah juga mencontohkan satu ayat yang turun di Mekkah dari
surat al-Qamar: 46, serta dua surat yang turun di Madinah yaitu
surat al-Bagarah dan al-Nisa.

Dari penjelasan hadis Aisyah di atas jelas ditemukan adanya
konsep al-marhaliyyah dalam proses turunnya ayat al-quran
sebagaimana al-marhaliyyah juga sangat penting dilakukan dalam
penerapan hukum. Aisyah seolah-olah ingin menegaskan bahwa
memahami situasi sosiologi masyarakat tempat di mana aturan
diberlakukan, menjadi kunci utama keberhasilan aturan itu sendiri.
Masyarakat manapun akan sulit menerima perubahan yang
dilakukan secara mendadak dan justru akan berbalik melawan
aturan tersebut.

Pesan lain yang terkandung dalam hadis adalah perlunya
mendahulukan sesuatu yang bersifat subtansi dari masalah, dan
tidak terjebak dalam mempersoalkan perkara-perkara non-
subtansial, seperti pada contoh pertanyaan terkait warna kain kafan
terbaik di atas. Dalam konteks proses legislasi hukum Islam pesan
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ini semestinya menjadi suatu catatan penting untuk dipahami dan
dipedomani.

3. Hadis yang menjelaskan mekanisme perubahan sosial
dalam Islam
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Artinya: ”Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran,
maka hendaknya ia menghilangkannya dengan tangannya. Jika ia
tidak mampu, maka dengan lisannya. Orang yang tidak mampu

dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dan dengan hati ini
adalah lemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim)

Hadis ini merupakan dalil bagi kewajiban melakukan
perubahan sosial dalam bentuk menyeru kepada kebaikan dan
mencegah kemunkaran (amar makruf nahi munkar). Pelaksanaan-
nya dilakukan atas dasar tingkat kemampuan dan kewenangan yang
dimiliki masing-masing orang.

Mereka yang mampu dan berwenang secara hukum dapat
melakukan perubahan dengan tangan. Kata “tangan” dalam hadis
maknanya sangat luas, tidak sebatas tangan anggota tubuh tapi juga
tangan-tangan kekuasaan yang dimiliki oleh organisasi formil
negara, dari kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Dalam makna sempit, perubahan sosial amar makruf nahi
munkar yang dilakukan dengan lisan adalah berupa nasehat dan
ceramah. Dalam arti luas bisa bermakna segala bentuk sosialisasi
aturan dalam berbagai bentuk, seperti buku, website, kampanye dan
iklan nilai-nilai kebaikan.

% Abdullah bin Saleh al-Muhsin, Kitab al-Ahadith al-Arba‘in al-
Nawawiyyah, (Madinah: al-Jami‘ah al-Islamiyyah al-Madiah al-Munawwarah.
1984), cetakan Ill, hal. 66


https://www.alukah.net/sharia/0/62803
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Perubahan sosial dalam rangka amar makruf nahi munkar
secara senyap dapat dilakukan dengan hati yang membenci segala
bentuk kejahatan dan kemaksiatan. Dalam konteks yang lebih luas
bisa dimaknai dalam bentuk protes damai, memboikot suatu
produk, diam, atau kegiatan bersifat pasif lainnya.

Adanya mekanisme amar makruf nahi munkar ini
menunjukkan kewajiban untuk melakukan perubahan sosial ke arah
yang lebih baik secara terus menerus, massif, dan bertahap sesuai
dengan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki. Perubahan sosial
itu akan lebih berhasil dan berdampak ketika melibatkan kekuasaan
dan kewenangan yang lebih tinggi dalam wujud adanya regulasi
formil pemerintah. Sementara anjuran dan nasehat meski memiliki
dampak positif, akan memerlukan waktu yang lebih lama.

Hadis ini juga mengindikasikan bahwa agama Islam sangat
realistis dalam hal pengawasan kemunkaran. Semangat untuk terus
berubah sangat dijunjung tinggi dengan tetap memperhatikan
konsep pentahapan tadi.

Setelah wafatnya Rasulullah, Aisyah ra. juga pernah
menyebutkan suatu athar (:¥1) dimana beliau memprediksi jika

Nabi Muhammad masih hidup dan melihat berbagai ulah kaum
wanita ketika salat jama’ah di mesjid, maka bisa jadi Nabi akan
mengubah hukum wanita ke mesjid dari kebolehan menjadi
keharaman. Ulah para wanita yang dimaksud adalah sikap berhias
diri dan memakai wangi-wangian saat ke mesjid sebagaimana
dijelaskan oleh para ulama pensyarah hadis tersebut. Aisyah
berkata:
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2L Abii Abdillah Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari,
jilid. 1, hal. 173, hadis No. 869
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Artinya: ”Sekiranya Rasulullah mendapati apa yang dilakukan
para wanita (saat ke masjid), sungguh beliau akan melarang mreka
(ke masjid) sebagaimana dilarangnya para wanita Bani Isra’il (ke
tempat ibadah mereka).” (HR. Bukhari)

Ungkapan Aisyah di atas mengindikasikan adanya konsep
perubahan hukum yang bisa saja terjadi saat terjadinya perubahan
‘illat dan konteks masalah. Adanya perubahan hukum adalah salah
satu bentuk konsep al-marhaliyyah.

4. Hadis tentang prinsip kemudahan dalam beragama
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Artinya, “Sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seorangpun
yang memberatkan diri dalam agama ini kecuali sikapnya tersebut
akan mengalahkan dia. Maka bersikap luruslah, mendekatlah
kepada kesempurnaan, berilah = kabar  gembira, dan
manfaatkaanlah kesempatan pada pagi hari, sore hari dan
sebagian waktu malam.” (HR. Bukhari).

Hadis ini secara tegas menyatakan adanya prinsip
kemudahan dalam beragama, terutama dalam beribadah. Sikap
mencari kesempurnaan sangat dianjurkan namun jangan berlebihan
hingga kontra produktif dari tujuan awal. Sikap berlebihan dalam
ibadah seperti salat sunat sepanjang malam tanpa tidur, atau puasa
setiap hari bisa saja berujung kepada kebosanan, dan bahkan
meninggalkan ibadah. Rasul juga menyuruh umat untuk selalu
bersikap lurus sesuai agama, dan jika belum mampu, setidaknya
selalu berusaha melakukan amalan mendekati kesempurnaan. Rasul
juga menekankan pentingnya metode penyampaian dakwah yang

22 Ahmad bin Alf bin Hajar al-*Asqalant, Fath al-Bari fi Syarh Sahih al-
Bukhari, Kitab al-Iman, Bab al-Din Yusrun, Hadis no. 39.
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menyatukan umat, memberi kabar gembira, serta pandai menilai
waktu, situasi dan kondisi yang tepat.

Semua dalil ayat dan hadis yang telah dikemukakan di atas
memiliki pesan utama berupa adanya konsep pentahapan (al-
marhaliyyah) dalam beragama. Konsep ini akan menjamin ajaran
Islam dilaksanakan secara kontinyu oleh umat, berkembang dari
suatu prinsip dan semangat untuk tetap berada lurus dijalan Allah,
namun dalam pelaksanaannya bergerak dari yang mudah dan
ringan menuju kepada kesempurnaan.

Masih terdapat banyak dalil nagl7 lain terkait masalah ini,
namun untuk menghindari pengulangan, akan disampaikan pada
saat membahas praktik al-marfkaliyyah di masa Rasulullah.

3.1.3 Jenis dan Bentuk al-Mar#aliyyah

Secara umum konsep al-markaliyyah dapat dibagi kepada
dua jenis: pertama, al-marhaliyyah dalam pensyariatan
(marhaliyyah al-tasyri‘). Kedua, al-markaliyyah dalam penerapan
syariat (marhaliah al- tadbigq).

Al-marhaliyyah adalah kata sifat yang berasal dari kata al
marhalah (tahapan). Al-markaliyyah dalam bidang pensyariatan
yang dimaksud dalam kajian ini adalah pensyariatan hukum Islam
yang bersifat bertahap dari masa pengutusan (bi‘thah) Nabi
Muhammad saw hingga sempurnanya syariat Islam saat wafatnya
Rasulullah saw.

Pentahapan dalam bidang penerapan adalah proses
penjelasan hukum Islam kepada masyarakat, proses pendidikan
Syariat, serta proses penerapan hukum secara bertahap sesuai
prioritas. Sehingga syariat Islam dapat dipahami, diamalkan, dan
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dihayati sebagai sebuah kesadaran kolektif, yang tercermin dalam
pengamalan hukum dan prilaku yang baik.?®

Al-Zuhaili  membagi jenis al-markaliyyah  dalam
pensyariatan dalam tiga macam bentuk: al-Marjaliyyah al-
Zamaniyyah. al-Marhaliyyah al-Nau iyyah, dan al-Marhaliyyah
al-Bayaniyyah.

Pertama: al-Marhaliyyah al-Zamaniyyah.

al-Marhaliyyah al-zamaniyyah adalah pentahapan dari sisi
waktu pensyariatan hukum. Sumber hukum Islam pertama berupa
Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad selama 22 (dua
puluh dua) tahun, 2 (dua) bulan, dan 22 (dua puluh dua) hari, sejak
masa bi ‘thah (pengutusan) hingga wafatnya Rasulullah.

Adanya bentuk al-marfaliyyah al-zamaniyyah ini secara
jelas dapat ditemukan pada tiga bukti berikut ini:

1. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur.

2. Adanya pengklasifikasian ayat Al-Quran kepada periode
makkiyyah dan periode madaniyyah sebagaimana telah
diuraikan pada bab terdahulu.

3. Adanya asbab al-nuziil pada proses turunnya sebagian ayat
Al-Quran. Asbab al-nuzul adalah peristiwa yang terjadi
pada masa Rasulullah atau pertanyaan-pertanyaan yang
ditujukan kepada beliau, lalu atas dasar kedua hal itu, Al-
Quran turun untuk menjelaskan atau menjawabnya.” Al-
Suyiiti mendefinisikannya dengan “ Suatu sebab turunnya
satu ayat atau beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan

hukum dari sebab tersebut.”?

2 Muhammad Mustafa al-Zuhaili, al-Tadarruj fi al-Tasyri* wa al-
Tadbiq fi al-Syari ‘ah al-Islamiyyah, hal. 28

2 Muhammad Ali Hasan, Al-Manar fi ‘Ulim Al-Quran Ma‘a Madkhal
St Usil al-Tafsir wa Masadirihi, hal. 136. dari sumber: https://shamela.ws/book/
38092/126 (diakses pada 30 Mai 2023)

% Jalaluddin al-Suyiiti, Al-ltgan fi “‘Uliim Al-Quran, jilid 1, hal. 42


https://shamela.ws/book/%2038092/126
https://shamela.ws/book/%2038092/126
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Turunnya ayat Al-Quran usai adanya suatu peristiwa atau
pertanyaan yang melatar-belakanginya jelas memberi
pengaruh mendalam terhadap mereka yang terlibat dalam
peristiwa itu. Asbab al-nuzil juga memberikan landasan
yang jelas terhadap lahirnya sebuah ketentuan hukum dalam
Islam. Dengan demikian, ayat hukum yang turun setelah
adanya kronologis peristiwa atau pertanyaan merupakan
satu bentuk al-marjaliyyah al- zamaniyyah dalam aspek
pensyariatan.

Kedua: Al-Mar#aliyyah al-Nau iyyah.

Al-Marhaliyyah al-Nau'iyyah adalah pentahapan dari sisi
bidang atau tema hukum yang disyariatkan. Ajaran agama Islam
terdiri meliputi tiga bidang; akidah, syariah (hukum), dan akhlak.
Pensyariatan di bidang akidah mendahului pensyariatan dalam
bidang ibadah.

Dalam bidang ibadah, pensyariatan juga mengalami proses
pentahapan baik dari sisi waktu maupun tata caranya. Ibadah tidak
diwajibkan sekaligus sebagaimana terlihat dalam syariat salat yang
mula-mula dilakukan hanya dua kali pagi dan isya’, saat Nabi di
Mekkah sebelum peristiwa isra’ dan mi‘raj. Lalu diperintahkan
menjadi lima kali sehari semalam usai mi‘raj tahun 10 kenabian.
Bentuk salat zuhur, ‘asar dan ‘isya’ juga mengalami perubahan dari
dua-dua rakaat setiap kali salat, menjadi empat raka‘at sekali salat,
namun dalam keadaan perjalanan masih dibenarkan dua rakaat
dalam bentuk gasar.?°

Puasa awalnya hanya diwajibkan pada hari ‘Asyura (10
Muharram), kemudian baru diwajibkan sebulan penuh di bulan
Ramadan. Zakat mulanya hanya sebuah anjuran.?” Saat Nabi dan

2 | jhat penjelasan terkait perubahan ibadah salat dalam kitab Sahih
Bukhari no. 35, Fath al Bart, Jilid. 1, hal. 464, dan kitab Sakikz Muslim, Jilid 5,
hal. 194.

1 QS. al-Bagarah: 219
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sahabat sudah hijrah ke Madinah tahun 622 M, masyarakat muslim
telah menetap dan memiliki sumber kehidupan yang relatif lebih
mapan. Ketika itu Allah memerintahkan Nabi selaku kepala negara
untuk memungut zakat dari orang-orang yang mampu pada tahun
kedua hijriah (624 M). Allah juga menjelaskan panduan tegas
untuk siapa saja zakat tersebut boleh didistribusikan.?® Demikian
pula ibadah haji baru disyariatkan pada tahun ke 9 hijriah menurut
pendapat yang kuat, setelah didahului perintah umrah pada tahun
ke 6 hijriah.

Dalam bidang muamalah keuangan, pentahapan juga
terjadi. Keharaman riba tidak terjadi sekaligus melainkan bertahap
mulai dari sindiran Allah kepada mereka yang tamak dan rakus
kepada harta (QS. al-Ram: 39), lalu penjelasan Allah bahwa riba
adalah bentuk kezaliman kepada kaum miskin dan orang-orang
yang membutuhkan, dan bahwa riba merupakan salah satu sebab
hukuman Allah atas Bani Isra’il (QS. al-Nisa: 160-161). Lalu
akhirnya pada fase terakhir, sistem ribawi diharamkan secara tegas
dalam masyarakat Madinah, bahkan Allah izinkan untuk diperangi
atas nama Allah dan Rasul-Nya (QS. al-Bagarah: 278-279). Selain
persoalan riba, beberapa hukum akad muamalah seperti ba i salam
baru diperbolehkan saat Nabi sudah di Madinah, di mana
masyarakat muslim mulai berbaur dengan berbagai pedagang multi
etnis dan agama.

Proses al-marhaliyyah al-nau’iyyah juga terjadi dalam
bidang hukum perdata seperti hukum warisan. Ajaran Islam tidak
serta-merta langsung menghapus sistem warisan jahiliyah yang
mengabaikan hak waris bagi wanita atau bahkan menjadikan
wanita sebagai objek barang yang diwariskan, namun mula-mula
Allah menurunkan ayat terkait kewajiban berwasiat atas kaum
muslimin saat menjelang kematian.?® Wasiat itu ditujukan kepada

28 0S. al-Taubah: 103 dan QS. Al-Taubah: 60
2 (s. al-Bagarah: 180
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kedua orang tua (ayah-ibu) dan kerabat jika seseorang memiliki
harta. Lalu pada fase selanjutnya Allah menegaskan bahwa setiap
manusia baik laki-laki maupun wanita berhak menerima warisan
dari kedua orangtua dan kerabatnya, tanpa menjelaskan berapa
kadarnya.® Penegasan ini tentu sangat bertentangan dengan adat
dan kebiasaan Arab pada saat itu. Setelah para wanita muslimah
mendapatkan hak waris dan masyarakat mulai terbiasa dengan
sistem waris tersebut, baru Allah memutuskan adanya kadar-kadar
tertentu dalam hukum warisan Islam.*

Adanya al-marfkaliyyah al-nau’iyyah dalam berbagai tema
lain juga dapat ditemukan dalam sejarah pensyariatan hukum
Islam. Apa yang dikemukakan di atas hanya sebagai kecil dari
sekian banyak contoh lain, semisal dalam bidang perkawinan
(poligami lebih dari empat istri, nikah mut‘ah), adopsi anak,
pengharaman makanan, pembelaan Islam (jihad), dan lain
sebagainya.

Ketiga: al-Marhaliyyah al-Bayaniyah.

al-Marhaliyyah al-bayaniyah adalah pentahapan dari sisi

penjelasan hukum syara‘® seperti ayat-ayat Al-Quran atau hadis

yang beredaksi mujmal,®* kemudian dijelaskan hukumnya oleh ayat
atau hadis yang beredaksi mufassal.>®> Muhammad Khudari Beik

¥ 0s. al-Nisa’: 7

3 QS. Al-Nisa’ : 11, 12 dan 176, QS. Al-Anfal; 75, QS. al-Ahzab: 6

%2 Menurut Abii Ishaq al-Syairazi, mujmal adalah lafadh yang tidak jelas
pengertiannya. Untuk memahaminya membutuhkan penjelasan (al-bayan) dari
luar, atau penafsiran dari pembuat aturan (al-syari’). Lihat: Rachmat Syafe’i,
Ilmu Ushul Figih, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), Cet ke I11, hal. 166

® Mufassal atau juga sering disebut dengan istilah mufassar atau
mubayyan adalah lafadh-lafadh yang memberikan dan menjelaskan makna dari
kata-kata yang mujmal dalam Al-Quran. Fungsinya adalah sebagai penjelasan isi
Al-Quran, membuat aturan tambahan yang bersifat teknis, dan menambah aturan
baru yang belum disinggung dalam Al-Quran. Lihat: Farid Naya, ”Al-Mujmal
dan Al Mubayyan Dalam Kajian Usul fikih,” Jurnal Tahkim, Vol. 1X, no. 2,
Desember 2013, hal. 191 dst.
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menyebutkan bahwa adanya nas-nas yang mujmal dan mufassal
dalam Al-Quran merupakan bentuk lain dari pentahapan dalam
tasyrt 34

Misal dari lafadh mujmal adalah firman Allah dalam QS.

Al- Maidah:38

S e 3 VIS G s s agatl BALSG By 52N
Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang
mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha

Perkasa lagi Maha Bijaksana. ”
Redaksi ayat ini masih sangat umum (mujmal), karena

hanya menjelaskan hukuman potong tangan bagi pencuri, baik laki-
laki atau perempuan. Ayat ini belum menjelaskan sebatas mana
batas pencurian yang boleh diterapkan hukuman potong tangan,
pada kondisi pencurian seperti apa, dan dimana eksekusi hukuman
dilakukan. Berbagai hadis Nabi kemudian menjelaskan hal itu
secara terperinci (mufassal). Nabi kemudian menjelaskan dalam
berbagai hadis bahwa hukuman hudiid tidak bisa dilakukan jika
mengandung unsur syubhat, dan bahwa pencurian yang dapat
dihukum potong tangan adalah yang mencapai nisab seperempat
dinar, bukan pencurian ringan seperti buah-buahan. Nabi juga
menjelaskan bahwa pencurian yang dihukum /ad adalah pencurian
yang dilakukan dengan sengaja dari tempat penyimpanan, dan
eksekusi hukuman Zudiid tidak boleh dilakukan di dalam masjid.
Teks Al-Quran yang bersifat global merupakan pondasi
yang memberi kesiapan mental bagi umat untuk menerima teks-
teks yang bersifat lebih terperinci. Hal ini jelas terlihat dalam
banyak contoh pensyariatan hukum seperti salat, puasa, zakat,
warisan dan lain sebagainya. Semua itu adalah bukti kongkrit dari

% Muhammad Khudari Beik, Tarikh al-Tasyri* al-Islamiyy, (Beirut: Dar
al-Kutub al-“1lmiyyah, 1985), hal. 18



127

adanya pentahapan dari sisi penjelasan hukum (al-markaliyyah al-
bayaniyah).

Selain dari bentuk redaksi mujmal dan mufassal,
pentahapan dari sisi penjelasan hukum (al-markaliyyah al-
bayaniyah) juga ditemukan dalam bentuk nasakh yang secara
bahasa berarti penghapusan (x1;¥1) dan pemindahan (1a).%

Secara istilah nasakh adalah ”mengangkat hukum syara‘
terdahulu dengan hukum syara‘ terbaru atas dasar dalil syara‘ dari
Al-Quran dan Hadis, baik secara redaksi (lafal), maupun secara
hukum.” * Dalil konsep nasakh adalah firman Allah dalam QS. al-
Baqarah' 106

\u‘p;;w L@,LAJ\L@J};;)\JL@.M 4; Cm,u

,;u..

R %gw
Artinya: ”Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan darl
ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang
sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah
Mahakuasa atas segala sesuatu?.”

Atas dasar ayat ini dipahami dua hal. Pertama: bahwa
proses nasakh terjadi atas kehendak Allah. Kedua: bahwa nasakh
dilakukan untuk mengganti hukum kepada lebih baik atau
setidaknya seimbang dengan hukum sebelumnya. Karena itu para
ulama menyepakati model nasakh ayat Al-Quran dengan ayat
lainnya, namun mereka berbeda pendapat terkait kebolehan nasakh

% Kamus Al-Ma‘any, dari situs: https:/shorturl.at/ceiP5 (diakses
tanggal 24 Mai 2023)

® Muhammad Hasan ‘Abd al-Ghaffar, Taisir Ushil al-Figh i al-
Mubtadi’in, jilid VII, hal. 6. dari situs: https://shamela.ws/book/37693/72
(diakses tanggal 24 Mai 2023)


https://shamela.ws/book/37693/72
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ayat Al-Quran dengan hadis Nabi baik jenis hadis mutawatir,
maupun hadis ahad.*

Secara umum nasakh terbagi dua: Pertama; Nasakh syariat
Nabi Muhammad terhadap syariat Nabi sebelumnya sebagaimana
telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Kedua; Nasakh pada
syariat Nabi Muhammad itu sendiri.

Pada syariat Nabi Muhammad, Nasakh terjadi dalam tiga
tingkatan. Pertama: Nasakh satu hukum kepada hukum yang sama
dari sisi berat atau ringannya, seperti penggantian arah kiblat dalam
salat dari baitul maqgdis di Palestina ke arah ka’bah di Masjidil
Haram Mekkah.*® Kedua: Nasakh satu hukum kepada hukum yang
lebih ringan. Seperti penghapusan hukum haram makan, minum,
dan bersetubuh setelah salat Isya, atau tidur malam di bulan
Ramadan.* Ketiga: Nasakh satu hukum kepada hukum yang lebih
berat, seperti penghapusan hukum kebolehan minum khamar® dan
penghapusan hukuman kurungan seumur hidup sampai mati kepada
hukuman cambuk dan rajam bagi pelaku zina.**

Konsep Nasakh dalam agama bukan bentuk kesilapan atau
bahkan kebodohan Tuhan sebagaimana yang dikatakan kaum
Yahudi. Nasakh adalah kehendak Allah sekaligus wujud nyata dari
adanya bentuk al-marhaliyyah al-zamaniyyah dalam pensyariatan.
Perkembangan hukum itu bergerak dari masa ke masa, mengikut
satu keadaan kepada keadaan, agar manusia dapat beradaptasi dan
mentaatinya.

3.1.4 Syarat-Syarat al-Mar#kaliyyah

¥ Muhammad Amin al-Syanqaiti, Muzakkarah Ushil al-Figh ‘ala
Raudah al-Nazir, hal. 100 dst, dari situs: https://shamela.ws/book/9885/99
(diakses tanggal 24 Mai 2023)

¥ QS. al-Bagarah: 144

¥ (S. al-Bagarah: 187

%0 3S. al-Maidah: 91, QS. al-Nisa: 43, dan QS. al-Maidah: 3

* QS. al-Nisa’: 15-16, dan QS. al-Nur: 2


https://shamela.ws/book/9885/99
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Untuk mewujudkan konsep al-markaliyyah, baik dari sisi
penerapan hukum maupun legislasi, dibutuhkan beberapa syarat.
Pengabaian terhadap persyaratan akan menyebabkan pelaksanaan
hukum Islam menjadi pincang dan rancu.

Dari penelusuran sejarah pensyariatan pada masa Nabi,
maka dapat disimpulkan pemberlakuan konsep al-marfaliyyah
memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. al-Marhaliyyah Tidak Diterapkan dalam Perkara Akidah.

Keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang
wajib disembah menjadi risalah pertama yang dibawa para Rasul
termasuk Nabi Muhammad saw. Ketika kafir musyrik Mekkah
mengajak Nabi berkompromi untuk menyembah tuhan mereka
selama setahun dan mereka akan menyembah Allah selama
setahun, maka Rasulullah meminta waktu untuk mendapat jawaban
dari Allah. Saat itu turunlah surat al-Kafirtin sebagai penolakan
tegas ajakan itu, sehingga kafir Quraisy pupus harapannya untuk
mengajak Nabi berdamai dalam persoalan keyakinan.** Firman
Allah QS. al-Kafirun: 1-6

L 6 Yy 8T G plue 2505 LGld b AT Y 50l gl g o
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Artinya: "Katakanlah (Muhammad), Wahai orang-orang kafir. aku
tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan
penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi
penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula)
menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu,
dan untukku agamaku.”

Senada dengan makna surat al-Kafirtin, Allah juga memberi
petunjuk kepada Nabi Muhammad untuk mengambil sikap tegas

2 Abii al-Hasan ‘Ali al-Wahidi, Ashabun Nuzil, jilid 1, hal. 240. dari
situs:  https://www.Islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=
538&idfrom=464&idto=464&bk_no=63 (diakses pada tanggal 30 Mai 2023)


https://www.islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=%20538&idfrom=464&idto=464&bk_no=63
https://www.islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=%20538&idfrom=464&idto=464&bk_no=63
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kepada kaum musyrik Mekkah dalam masalah keyakinan (akidah)
jika mereka tetap berpaling dari ajakan tauhid. Firman Allah dalam
QS. Yiinus: 41:

S osa Lot g0 T feR. o2 EET L GZT L2 ot o137 feste o
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Artinya: "Dan jika mereka (tetap) mendustakanmu (Muhammad),
maka katakanlah, “Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu.
Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan
dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu
kerjakan.”

Ketegasan ini lebih tegas terlihat saat diturunkannya surat
al-Taubah tahun 9 hijriah. Saat itu Nabi mengutus Ali bin Abi Talib
untuk membacakan surat yang baru turun itu dihadapan semua
orang di Mina yang menjelaskan posisi final antara risalah Islam
dengan kemusyrikan di sekitar Mekkah. Allah berfirman dalam QS.
al-Taubah: 3
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Artinya: “Dan satu maklumat (pemberitahuan) dari Allah dan
Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar, bahwa
sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang
musyrik. Kemudian jika kamu (kaum musyrikin) bertobat, maka itu
lebih baik bagimu; dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah
bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar
gembira kepada orang-orang kafir (bahwa mereka akan mendapat)
azab yang pedih.”

Menurut ‘Abd al-Ghaffar Al-Syarif masalah akidah adalah
masalah keyakinan berupa keimanan kepada Allah, para malaikat,
para Rasul, kitab-kitab, hari kebangkitan dan kepercayaan pada
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gada dan gadar. Semua itu adalah masalah hati dan pikiran, karena
itu dalam penerapannya, persoalan keyakinan (akidah) tidak dapat
dilakukan secara pentahapan (tadarruj). Masalah keyakinan pada
umumnya adalah masalah privat dan personal yang tidak
berhubungan dengan pengaturan sistem. **

Dalam praktiknya, persoalan tauhid tidak pernah
dikompromikan dalam keadaan apapun oleh Rasulullah dan para
sahabat. Saat sebagian sahabat Nabi disiksa kafir Quraisy di
Mekkah mereka tetap teguh menjaga keimanan seperti pada kasus
Bilal yang disiksa tuannya namun masih tetap mengucapkan kata
“ahad, ahad”. Pada kasus Ammar bin Yasir yang juga disiksa,
lisannya terpaksa menyebut kekufuran atas paksaan, namun Allah
tetap menerima keimanannya yang teguh dalam hati. Hal ini
ditegaskan dalam QS. al- Nahlu: 106

&4 5 2535 oYL ‘”r&b’ s alig 531 a1 i) i e 5972
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Artinya: “Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia
mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir
padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa),
tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka
kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab
yang besar.”

Atas dasar ayat ini, para ulama sepakat bahwa seseorang
yang dipaksa untuk kufur dapat mengikuti perintah pemaksa atau
dia juga boleh bertahan hingga mati.*

Saat Nabi sudah memiliki kewenangan politik di Madinah,
persoalan tauhid semakin menguat dengan adanya piagam Madinah

* Muhammad ‘Abd al-Ghaffar al-Syarif, al-Tadarruj fi Tadbiq al-
Syart‘ah al-Islamiyyah, (Kuwait: Al-Lajnah al-Isytisyariyyah al-‘Ulya li al-
’Amal ’ala Istikmal Tatbiq Ahkam al-SyarT’ah al-Islamiyyah, 1996), hal. 66

* http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sural6-ayal06.html#: (diakses
pada tanggal 23 Mai 2023)


http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya106.html
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yang menegaskan bahwa kaum muslimin dan mukminin dari
golongan Quraisy (Mekkah) dan Yatsrib (Madinah) serta
semua yang mengikuti mereka dan berjuang bersama mereka
adalah satu umat, berbeda dari komunitas manusia lain.
Perbedaan mereka dengan umat lain adalah bahwa mereka
telah diikat dengan pengikat yang sangat kuat yaitu tali
keimanan, yang memerangi semua prinsip jahiliyah yang
negatif, konflik dan permusuhan. Tali keimanan ini
merupakan dasar utama dalam membangun masyarakat Islam
yang kokoh dan berperadaban.*

2. al-Marhaliyyah dalam Legislasi Merupakan Sasaran Antara
dan Bukan Tujuan Akhir

Pada dasarnya ajaran Islam adalah ajaran yang utuh
(kaftah), dan tidak terpisah-pisah. Semua hukum yang telah
disyariatkan idealnya diterapkan secara langsung, berbarengan
(simultan), dan tanpa pilih-pilih. Allah berfirman QS. al-Ahzab: 36

e b 2 5553 51wl Jyigs A e 18t ¥§ ada) B8 s
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Artinya: “Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan
perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah
menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi
mereka tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai
Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan
kesesatan yang nyata.”

Kewajiban melaksanakan hukum syariat merupakan
tanggung jawab semua muslim. Tanggung jawab menjaga syariat

* Ali Muhammad al-Sallabi, “Wathiqah al-Madinah al-Munawwarah:
Marhalah Ta’sisiyyah Hadariyah,” International Union of Muslim Scholars,
2019, dari situs : https://iumsonline.org/ar/Co\ntentDetails.aspx?1D=10593
(diakses pada tanggal 23 Mai 2023)


https://iumsonline.org/ar/Co/ntentDetails.aspx?ID=10593
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khususnya kepada penguasa muslim menjadi lebih berat karena itu

merupakan tugas pokok dan fungsi mereka. Allah berfirman dalam

QS. al-Hajj: 41
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Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di

bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyu-

ruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan
kepada Allah-lah kembali segala urusan.”

Salat dan zakat yang disebut dalam ayat ini merupakan dua
ibadah yang mewakili simbol “hablun minallah” dan “hablun
minan nas.” Sementara wujud dari perintah amar ma‘ruf nahi
munkar merupakan segala macam upaya yang ditujukan kepada
pengaturan manusia demi kemaslahatan. Amar ma ‘ruf nahi munkar
bisa berupa nasehat, anjuran kebaikan, tindakan pencegahan,
hingga regulasi dan aturan pemerintah. Dari ayat di atas, Imam al-
Mawardi merumuskan dua fungsi utama kepemimpinan dalam
Islam ditujukan untuk menggantikan peran kenabian dalam hal
memelihara ajaran agama (.. :«.~) dan mengatur dunia ( .t

L:JJJ\).46

Dalam menjalankan fungsi memelihara ajaran agama,
pemerintah dapat menerapkan strategi tertentu agar hukum syariat
dapat dilaksanakan secara baik dan utuh dalam masyarakat. Ketika
sebuah ajaran agama mampu dilaksanakan secara utuh maka
konsep al-marhaliyyah tidak dapat diterapkan. Konsep al-
marhaliyyah dalam penerapan hukum syariat baru dapat diterapkan
saat penerapan hukum Islam secara kaffah belum dapat
dilaksanakan karena berbagai sebab dan pertimbangan. Hal ini

% al-Mawardi, al-Akhkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah,

(Kairo: Maktabah al-Taufigiyyah, t.t), hal. 15
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sejalan dengan hadis Nabi terkait mekanisme perubahan sosial
yang menyuruh untuk melakukan perubahan kemunkaran dimulai
dari tingkat tertinggi lalu bergerak ke tingkat terendah. Adanya
tingkatan itu sama sekali bukan wujud menyepakati adanya
perbuatan kemungkaran di sekitar kita, namun hanya sebatas
tahapan dalam pelaksanaan nahi munkar.

Konsep al-markaliyyah dilaksanakan sebatas strategi atau
sasaran antara menuju kesempurnaan ajaran yang ideal. Di antara
strategi Nabi dalam menyampaikan ajaran Islam adalah menerima
berbagai persyaratan dalam bai’at (perjanjian) beberapa suku Arab
yang mau masuk Islam, meskipun persyaratan yang diajukan jelas
bertentangan dengan syariat yang diwajibkan sebelumnya.
Misalnya Nabi menerima bai’at keislaman suku Bani Thaqif tahun
9 Hijriah dengan syarat mereka tidak mau berzakat dan berjihad,
namun pada akhirnya Nabi bersabda sesungguhnya mereka nanti
akan mengeluarkan zakat dan berjihad.”.47

Nabi juga menerima Kkeislaman seorang sahabat yang
meminta syarat untuk tidak salat kecuali dua waktu salat saja
sebagaimana dari hadis Nasr ibnu ’Asim al-Laisi.*® Imam Ahmad
yang meriwayatkan hadis ini kemudian menyimpulkan hukum
kebolehan menerima keislaman seseorang meski dengan syarat
yang fasid (rusak/tidak sah).*® Imam Ahmad juga berdalil dengan
hadis Hakim Ibnu Hizam yang meriwayatkan tentang seseorang
sahabat yang berbai’at keislaman kepada Nabi dengan syarat tidak
sujud kecuali dalam keadaan berdiri.>®

" Abii Daud Sulaiman bin Asy‘as bin Ishaq al-Sijistani, Sunan Abi
Daud, (Beirut: Maktabah al-° Asriyyah, t.t), jilid III, hal. 163

48 Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, (Kairo:
Muassasah al-Risalah, 2001), jilid XXXIII, hal. 407

*  Muhammad Mu‘az Mustafa al-Khin, “al-Tadarruj Sunnah
Qadariyyah wa Hikmah Tasyri‘iyyah,” Jurnal Mugarabat, al-Majlis al-Isiamiyy
al-Sariyy, Vol. 10, Ramadan 1442 H/Mei, 2021, hal. 14

50 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, jilid XXIV, hal. 28
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Penerimaan Nabi terhadap berbagai syarat yang fasid dalam
berislam merupakan model dari al-markaliyyah. Hal itu bukan
tujuan akhir melainkan strategi dalam dakwah Rasul saw. Imam
Jalaluddin al-Suytti menjelaskan dalam kitab Al-Khasa-’is al-
Kubra bahwa di antara keistimewaan Nabi Muhammad adalah
dapat mengkhususkan apa saja bagi siapa saja yang dikehendakinya
dalam hal kewajiban. Semua itu harus dipahami sebagai bentuk
tadarruj (pentahapan). >

Pada prinsipnya dalam setiap bai’at, Nabi menerima dua
kalimat syahadat keislaman, dengannya orang menjadi muslim dan
terpelihara darahnya. Dalam banyak riwayat beliau menerima
syahadat ditambah dengan kewajiban salat dan zakat saja, padahal
banyak syariat lain telah diturunkan. Beliau baru membebani
mereka dengan kewajiban-kewajiban yang lebih sempurna pada
waktu lain. Atas dasar itu, para ulama merumuskan kebolehan
menerima persyaratan keislaman dari kafir dengan syarat yang
fasid dengan kaidah “mendahulukan mafsadah yang lebih ringan
atas mafsadah yang lebih berat ketika ada benturan antara
keduanya” (Leis) SIGL 1,0 Lalisl g, 0bAill oijlas 131).

Dari dalil dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa
konsep al-marhaliyyah sama sekali bukan tujuan akhir dari suatu
legislasi atau penerapan, namun hanya strategi dalam penerapan
syariat dan sasaran antara dalam legislasinya.

3. al-Marhaliyyah dalam Legislasi dan Penerapan Syariat
Islam Dilakukan dalam Sistem Masyarakat yang Islami.

Syarat ketiga ini sangat penting dipahami oleh para
pembuat regulasi syariat Islam. Mengacu pada sejarah pensyariatan
hukum Islam di masa Rasul, mayoritas aturan hukum terkait

> Muhammad Mu‘az Mustafd al-Khin, “al-Tadarruj Sunnah

Qadariyyah wa Hikmah Tasyri‘iyyah,” Jurnal Mugarabat, al-Majlis al-Islamiyy
al-Sariyy, Vol. 10, Ramadan 1442 H/Mei, 2021, hal. 15
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larangan dan hubungan manusia dengan manusia baru disyariatkan
setelah peristiwa hijrah ke Madinah, saat iman telah kuat,
kesadaran agama tinggi dan masyarakat muslim dengan segala
unsur pendukungnya telah terbentuk. Pada saat di Mekkah, Allah
hanya menyuruh Rasul untuk menyampaikan risalah tauhid, ajakan
untuk berpikir tentang penciptaan alam dan manusia, dan pesan-
pesan moral lainnya, lalu berkembang dengan penambahan
beberapa ibadah sederhana seperti salat.

Keberadaan masyarakat Islami adalah syarat untuk legislasi
hukum Islam, baik di masa dulu maupun sekarang. Hal ini bukan
berarti masyarakat dapat menunda pelaksanaan syariat ketika sudah
mampu melakukannya seperti ibadah salat lima waktu, puasa
Ramadan, zakat, sedekah, dan qurban. Tanpa regulasi formil
masyarakat juga mampu melaksanakan hukum Islam bidang
keluarga, perdata, dan muamalah secara sederhana, seperti
perkawinan, perceraian, warisan dan berbagai akad perniagaan.
Hanya saja regulasi formil masih sangat diperlukan dalam rangka
menjaga terjaminnya hak dan kewajiban para pihak dimata hukum.

Untuk mewujudkan hukum syariat secara utuh dan formil
dibutuhkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap makna Islam
sebagaimana pengalaman dakwah Nabi di kedua fase, Mekkah dan
Madinah. Menurut Syaikh Mahmid Syaltat, reformasi formil
merupakan hasil akhir dari reformasi jiwa yang mendalam.
Reformasi jiwa (batin) manusia adalah dasar bagi reformasi formil
(zahir). Reformasi formil tidak akan bertahan tanpa adanya
pemusatan pada reformasi jiwa setiap individu masyarakat.

Dalam menyikapi penerapan hukum Islam secara formil,
masyarakat muslim terbagi pada tiga karakter:>®

%2 Syeikh Mahmiid Syaltat, Al-Islam Agidah wa Syari‘ah, hal. 279

® Muhammad Mu‘az Mustafa al Khin, “Al-Tadarruj Sunnah
Qadariyyah wa Hikmah Tasyri‘iyyah,” Jurnal Mugarabat, al-Majlis al-Islamiyy
al-Sariyy, Vol. 10, Ramadan 1442 H/Mei, 2021, hal. 12 dst.
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Pertama : Masyarakat yang telah ditempa oleh dakwah
Islamiyah yang berkesinambungan dan hidup dalam hukum Islam
yang membudaya. Bagi masyarakat seperti ini pemberlakuan
hukum Islam secara formil menjadi tuntutan umum atau mayoritas.
Pola masyarakat seperti ini dapat dilihat dari pola masyarakat
Madinah.

Kedua : Masyarakat yang baru masuk atau mengenal Islam.
Bagi masyarakat dengan karakter ini dibutuhkan pentahapan dan
prioritas dalam penerapan Islam. Tahapan itu mengikut apa
dilakukan Nabi di fase Mekkah. Prioritasnya dimulai dari ajaran
ketauhidan, rukun Islam, dan ajaran terkait larangan-larangan dasar
dalam agama. Pola ini juga mengikut pola Nabi menerima bai’at
keislaman beberapa sahabat atau suku tertentu. Pola ini juga pernah
diajarkan Nabi saat mengutus Mu‘az bin Jabal ke negeri Yaman.

Ketiga : Masyarakat yang sudah beragama Islam secara
turun temurun, namun telah mengalami degradasi dari sisi
pengamalan hukum Islam akibat berbagai faktor internal maupun
eksternal. Internal seperti kejahilan agama dan konflik sosial.
Eksternal seperti penjajahan asing dan hegemoni politik dan hukum
Barat. Karakter masyarakat seperti ini adalah karakter yang paling
banyak dijumpai dalam dunia Islam saat ini.

Terhadap karakter masyarakat dengan pola ketiga, para
ulama dan pemikir muslim terbagi dalam dua Kelompok:

Kelompok Pertama : Mereka meyakini bahwa syariat sudah
sempurna turun kepada Nabi Muhammad saw sehingga tidak
dibutuhkan adanya konsep pentahapan (al-marfaliyyah). Menurut
pandangan ini, pentahapan hukum Islam secara parsial sama
dengan keluar dari keseluruhan perintah agama. Mereka beralasan
bahwa pentahapan merupakan bentuk beriman dengan sebagian isi
Al-Quran dan mengingkari sebagian isi lainnya.>* Pandangan ini

> QS. al-Bagarah: 85
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dikemukakan oleh Sayyid Qutub, Muhammad Qutub, ‘Abd al-
Qadir ’Audah dan lainnya.

al-Marhaliyyah juga tidak berlaku dalam penerapan perkara
dasar yang telah disepakati agama. Semua ajaran agama Islam yang
memiliki dalil-dalil yang qaz‘i (pasti) dan telah diterima serta
diamalkan secara mutawatir oleh masyarakat muslim sepanjang
sejarah merupakan perkara-perkara dasar yang disepakati dari
ajaran agama (i o olkodi).®

Perkara-perkara seperti rukun Islam (syahadat, kewajiban
salat lima waktu, kewajiban puasa bulan ramadan, zakat, haji), dan
berbagai larangan yang bersifat prinsipil tidak dapat diterapkan
secara bertahap, karena itu adalah pokok-pokok syariat yang tetap
dan memiliki kemaslahatan dalam pensyariatannya. Pengabaian
pokok-pokok semacam itu atau akan merusak keseimbangan dan
pondasi kehidupan dalam masyarakat.”®

Sayyid Qutub menegaskan bahwa syariat Allah itu kekal
dan terlalu mahal untuk dikorbankan dengan cara ditinggalkan atas
pertimbangan yang tidak semestinya terjadi. Sayyid Qutub
menambahkan, penyimpangan atau perubahan syariat Allah adalah
bentuk fasad (melakukan kehancuran) di muka bumi,
penyimpangan dari manhaj yang lurus, dan bentuk penghambaan
manusia atas sebagian manusia lainnya.”’

Menurut pandangan kelompok pertama, pengabaian hukum
Islam dapat membawa kepada kekufuran. Mereka berdalil pada QS.
al-Maidah:44
Artinya, “Sungguh Kami telah menurunkan Kitab Taurat yang di
dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang

* Muhammad Mustafd al-Zuhaili, al-Tadarruj fi al-Tasyri’ wa al-
Tadbiq fi al-Syart ‘ah al-Islamiyyah, hal. 100

% Muhammad ‘Abd al-Ghaffar al-Syarif, al-Tadarruj fi Tadbig al-
Syart ‘ah al-Islamiyyah, hal. 68

> Sayyid Qutub, F7 Zilal Al-Quran, (Beirut: Dar al-Syurtiq, 1987), jilid
I, hal. 748
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dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh
para Nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, oleh orang-orang
alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka
diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi
saksi terhadapnya. Karena itu janganlah Kalian takut kepada
manusia, tetapi takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kalian
menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa
yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka
mereka adalah orang-orang yang kafir.” (QS. al-Maidah: 44)

Pada dasarnya, ayat ini tidak dapat dipahami secara
tekstualis. Setidaknya ada lima penafsiran terkait QS.Al-Maidah:
44 ini: Pertama: Pendapat Ibrahim, Al-Hasan, Ibnu Mas’ad, dan
Al-Sa‘di. Barkaitan tafsir ayat ini, ‘Auf meriwayatkan dari Al-
Hasan yang berkata: ”ayat itu turun berkaitan dengan kaum
Yahudi, namun berlaku bagi kita (umat Islam).”*® Pandangan ini
sejalan dengan kaedah tafsir yang menyatakan “Suatu hukum
diambil dari keumuman lafadh, bukan dari kekhususan sebab
turunnya ayat.” (el josez ¥ Lilll ases 554)1). Kedua: Pendapat Atha’,

Tawus, dan Ibnu ‘Abbas ra. diriwayatkan dari Sa’id al-Makki
bahwa maksud “’kufur” dalam ayat 44 al-Maidah bukan kufru al-
millah (keluar dari agama Islam).> Ketiga: Pendapat ‘Amir dan al-
Syi’bi. Zakariyya meriwayatkan dari ‘Amir bahwa QS.al-Maidah:
44 menjuluki umat Islam yang tidak memutuskan perkara dengan
hukum Allah dengan “al-kafirazn.” al-Maidah ayat 45 menjuluki
umat Yahudi yang tidak memutuskan perkara dengan hukum Allah
dengan “al-zalimun. Sementara al-Maidah ayat 47 menjuluki umat
Nasrani yang tidak memutuskan perkara dengan hukum Allah

*% Abi Ja’far Muhammad bin Jarir al-Tabari, Jami ¢ al-Bayan ‘an Ta’wil
Ayy al-Quran, (Giza: Dar Hijr, 1422 H/2001 M), jilid VIII, cetakan I, hal. 466-
467.

% Ibid, hal. 465
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dengan “al-fasigian.” ° Senada dengan itu, Ibnu al-Anbari
menafsirkan bahwa orang Islam yang tidak berhukum dengan
hukum yang Allah turunkan, berarti telah melakukan perbuatan
yang menyerupai perbuatan orang-orang kafir, karenanya ia juga
menjadi kafir.%*

Keempat: Penafsiran dari al-Barra’ bin ‘Azib ra, Aba Salih,
al-Dahhak, Qatadah, dan lainnya bahwa Abu Salih menegaskan
ketiga ayat al-Maidah (44, 45 dan 47) turun terkait orang-orang
kafir, dan sama sekali tidak menyinggung umat Islam.® Penafsiran
keempat inilah yang kemudian di-tarjih oleh Imam al-Tabart
sebagai penafsiran yang lebih mendekati kebenaran, sebab ayat
sebelum dan sesudahnya diturunkan kepada orang-orang Yahudi
yang kafir, maka merekalah yang dimaksud oleh ayat tersebut.®

Kelima: Pandangan yang dianut oleh Ibnu ‘Abbas ra dan
muridnya ‘Ikrimah bahwa surat al-Maidah ayat 44 turun bagi
siapapun yang mengingkari hukum Allah baik dengan hati maupun
lisannya, sedangkan mereka yang tidak mengingkari hukum Allah,
meskipun tidak melaksanakannya, maka ia bukan orang yang
dimaksudkan oleh ayat ini. Penafsiran terakhir ini kemudian
dianggap paling sahih oleh Imam Fakhruddin al-Razi.**

Kelompok Kedua : Mereka memandang dan meyakini
bahwa pentahapan dalam penerapan syariat harus dbedakan dengan
pentahapan dalam bidang legislasi (zasyri). Pandangan ini dikemu-
kakan oleh mayoritas ulama dan pemikir, seperti Imam Nawawi,
Jalaluddin al-Suyati, lbnu Taimiyyah, Al-Maudidi, Wahbah al-

*® Ibid, hal. 462-464

®' Muhammad bin ‘Umar al-Razi, Mafatih al-Ghaib, (Beirut: Dar al-
Fikr: 1401 H/1981 M), jilid xii, cetakan I, hal. 7

52 Abii Ja’far Muhammad bin Jarir al-Tabari, Jami‘ al-Bayan ‘an Ta’ wil
Ayy al-Quran, hal. 462-465

* bid, hal. 468

® Muhammad bin ‘Umar al-Razi, Mafatih al-Ghaib, hal. 7
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Zuhaili, Mustafa al-Zuhaili, Muhammad Abduh Imam, Yusuf al-
Qaradawi, dan lain-lain.

Menurut pandangan ini, meskipun syariat Islam sudah turun
dengan sempurna, Nabi tetap memberi keringanan bagi mereka
yang baru masuk Islam dalam penerapan sebagian hukum seperti
pada kasus bai’at keislaman Bani Thaqif terdahulu. Ini memberi
indikasi bahwa syariat Islam yang telah sempurna ajarannya dari
sisi legislasi (tasyri‘) setelah wafatnya Nabi, tetapi dalam sisi
penerapannya masih boleh dilakukan secara bertahap mengikuti
konsep al-mar/aliyyah.

Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa ada beberapa perintah
dan larangan dalam Islam yang mulanya didiamkan oleh pembuat
syariat (al syart®), hingga agama Islam muncul kepermukaan dan
tinggi di kalangan manusia. Atas dasar itu seorang alim juga dapat
melakukan pola yang sama dengan mengakhirkan penjelasan suatu
hukum hingga waktu al-tamakkun (tepat dan memungkinkan),
sebagaimana penundaan yang dilakukan Allah dalam proses
turunnya beberapa ayat, begitu pula penundaan penjelasan (al-
bayan) dari Rasulullah terhadap hukum sesuatu hingga saat
dibutuhkan dan tepat.®®

Ibnu Taimiyyah menambahkan bahwa pola penjelasan para
ulama atau penguasa (umara’) terkait ajaran agama secara bertahap
kepada masyarakat sebanding dengan pola penjelasan Rasulullah
kepada umat secara perlahan dan bertahap. Nabi tidak mungkin
menyeru kecuali dengan apa yang mungkin dipahami dan
diamalkan, seperti orang yang baru masuk Islam tidak mungkin
didoktrin dengan seluruh ajarannya.®®

Rasulullah bersabda:

% Tagiyuddin Ibnu Taimiyyah, Majmii’ Fatawa Syaikh al-Islam Ibnu
Taimiyyah, disusun oleh ‘Abd al-Rahman bin Muhammad bin Qasim al-‘Asim1
al-Najdi, (Kairo: Dar Idarah al-Misahah al-‘Askariyyah, 1404 H), jilid XX, hal.
59

® Ibid, hal. 60
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Artinya: “Apa yang kularang, jauhilah, dan apa yang kuperintah-
kan, kerjakanlah semampumu.” (Muttafaq ’alaihi)

Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini merupakan
salah satu prinsip ajaran Islam yang amat penting. Isinya
merupakan bagian dari jawami’ al-kalim (kata-kata penuh makna)
yang diberikan kepada Rasulullah saw. Di bawah prinsip ini
terkandung banyak aspek hukum yang tidak terhitung jumlahnya,
seperti salat dI.°® Semua aspek hukum itu diterapkan sesuai prinsip
istita ‘ah.

Dapat disimpulkan bahwa pada karakter masyarakat yang
sudah beragama Islam secara turun temurun, namun telah
mengalami degradasi dari sisi pengamalan hukum Islam, maka pola
al-marhaliyyah wajib diterapkan. Baik dari sisi legislasi aturan dan
sosialisasinya oleh penguasa, maupun dari sisi penerapan oleh
masyarakat sesuai prinsip istiza ‘ah.

Untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah melalui
metode al-marhaliyyah dibutuhkan masyarakat yang siap berserah
diri sepenuhnya pada hukum Allah. Kesiapan itu tidak terwujud
dengan sendirinya, tapi butuh kerja keras dan tanggung jawab dari
para stakeholder, ulama dan seluruh elemen masyarakat.

Upaya legislasi hukum syariat hanya satu dari sekian
banyak upaya yang harus diciptakan. Legislasi hukum Islam
bertujuan merekayasa masyarakat agar hidup dalam aturan agama,
namun seperti kata al-Qaradawi, aturan tidak dapat membentuk
masyarakat atau karakter bangsa. Pendidikan (tarbiyyah) dan

%7 Abii Abdillah Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari,
jilid. IX, hal. 94-95, hadis 7288

% Abu Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Minhaj
Syarh Sahth Muslim Ibn al-Hajjaj, (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-‘Arabiyy,
1392H), jilid 111, cetakan 11, hal. 482
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membudayakan kebaikan adalah cara membentuk masyarakat,
sementara regulasi hanya sebatas pagar dan benteng pelindung.®®
Senada dengan itu, ’Ujail al-Nasyamiyy memperingatkan semua
pihak bahwa pada kenyataannya pemberlakuan teks-teks (nusiis)
syariat tanpa pengkondisian masyarakat dan pentahapan,
merupakan pelumpuhan terhadap teks (nas) itu sendiri.”

Perlu dicatat bahwa semua regulasi dan aturan dalam
sebuah sistem negara hanya akan berwujud teori belaka, dan tidak
dapat direalisasikan atau berjalan dengan semestinya, kecuali
diterima oleh segenap masyarakat sebagai sebuah hukum yang
legal dan mereka sadar akan pentingnya ketaatan terhadap hukum
tersebut.

3.1.5 Hikmah al-Marhaliyyah

Secara bahasa kata “hikmah” berarti kebijaksanaan (dari
Allah), makna yang dalam, dan manfaat.”" Maksud dari kalimat
“Hikmah al-Marhaliyyah” adalah adanya kebijaksanaan Allah
dalam mensyariatkan hukum secara bertahap, memiliki makna
yang mendalam serta bermanfaat bagi umat manusia.

Mengetahui hikmah juga bermakna menggali manfaat dan
rahasia dibalik pensyariatan hukum. Hikmah hakiki dari suatu
pensyari’atan hukum hanya diketahui oleh Allah selaku penetap
syariat (al-Syari9). Adakalanya hikmah dari satu pensyariatan
hukum ditegaskan langsung dalam suatu nas, pada kali lain tidak
disebutkan, namun para ulama dengan ilmu dan ijtihadnya dapat
menjelaskan berbagai hikmah dari sebuah aturan atau proses

 vasuf al-Qaradawi, Fi Figh al -Awlawiyat, (Kairo: Maktabah
Wahbah, 1995), hal. 228
‘Ujail al-Nasyamiyy, “al-Tadarruj fr Tadbig al-Ahkam al-
Syar ‘iyyah,” Makalah disampaikan pada: Muktamar Hajah al-Basyar ila Tatbiq
Ahkam al-Syari’ah al-Islamiyyah, Kulliyyah al-Syari‘ah, Jami’ah al-Kuwait,
Tahun 1412H/ 1992M, hal. 10
™ https://kbbi.web.id/hikmah (diakses tanggal 6 Juni 2023)
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lahirnya hukum. Dengan mengetahui hikmah, manusia akan relatif
lebih mudah menerima dan mengamalkan sebuah aturan hukum.

Adanya konsep al-marfkaliyyah dalam pensyariatan dan
penerapan hukum Islam memiliki beberapa hikmah, di antaranya
adalah sebagai berikut:

1. al-Marhaliyyah Sejalan dengan Fitrah Manusia

Seluruh ajaran Islam diturunkan Allah sesuai dengan fitrah
yang telah digariskan kepada manusia. Fitrah itu berupa adanya
proses adaptasi manusia dalam menerima hal yang baru, proses
memahami dan mencerna, lalu menerima atau menolak sesuai
dengan tingkat nalar, maupun perasaan.

Uslub pensyariatan hukum Islam dalam Al-Quran yang
menerapkan konsep al-markaliyyah sangat sejalan dengan fitrah
manusia tersebut. Manusia dibebani takiif syara‘ secara perlahan,
bertahap, sedikit demi sedikit, agar mampu mencerna dan
menjalankan hukum secara efektif. Allah juga tidak membebani
hamba-Nya diatas kesanggupan mereka (QS. al-Bagarah: 286).
Atas dasar itu maka manusia diperintahkan melaksanakan
ketagwaan kepada Allah dalam batas kesanggupan (QS. al-
Taghabun: 16).

Al-Maududi menegaskan pentingnya memahami prinsip
fitrah manusia dalam kaitan penerapan hukum, di mana tidak ada
perubahan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kecuali dengan
prinsip al-tadarruj.”®

2. al-Marhaliyyah Memudahkan dan Meringankan

Pensyariatan hukum dan penerapannya secara berjenjang

dan berkala akan sangat memudahkan bagi masyarakat sekaligus

memberi keringanan. Hal ini sejalan dengan karakteristik ajaran
Islam berupa al-zaysir.

2 Abi al-Ala al-Maudadi, Minhaj al-Ingilab al-Islamiyy, (Jeddah: Al-
Dar al-Sa’tidiyyah li al-Nasyr wa al-Tauzir’, 1988), cetakan III, hal. 191
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Menurut ‘Abd al-Karim Zidan, hikmah dari adanya
pentahapan adalah menjadikan hukum syariat lebih mudah diterima
jiwa manusia ketimbang diberlakukan sekaligus. al-marfaliyyah
juga memudahkan para mukhatab/mukallaf untuk memahami
hukum, menghafal, dan mencerna sebab, serta kondisi saat
pensyariatan (QS. al-Isra’: 106)."

3. al-Marfaliyyah Sejalan dengan Kemashlahatan

Tujuan dari pensyariatan hukum adalah menggapai kemash-
lahatan dan mencegah keburukan dari manusia di dunia dan
akhirat. Untuk menuju pada target tersebut maka pensyariatan
hukum perlu dilakukan secara bertahap agar manusia dapat
menerimanya dengan mudah dan penuh kesadaran.

Proses turunnya wahyu yang kadang didahului pertanyaan
atas suatu masalah, ketegasan hukum atas suatu peristiwa, dan
petunjuk dalam suatu masalah merupakan kenyataan praktis dari
proses al-marhaliyyah fi al-tasyri.

Adanya uslub dakwah Nabi dalam menjelaskan ajaran
kepada masyarakat Madinah juga menjadi dasar bagi adanya
hikmah yang mendalam dari konsep al-markaliyyah. Pengabaian
terhadap proses pentahapan dalam penerapan hukum akan merusak
tujuan utama kemashlahatan manusia. Ajaran Islam bisa saja
ditentang dan tidak akan mungkin diterapkan selamanya.

4. al-Marhaliyyah  Sejalan dengan Proses Reformasi
Kebiasaan

Suatu kebiasaan yang telah lama dipraktikkan akan
tertanam dalam jiwa manusia dan adakalanya menjadi semacam
doktrin yang sulit untuk diubah. Masyarakat Arab pra-Islam telah
lama terbiasa dengan berbagai sistem ibadah, muamalah, dan adat-
istiadat yang mendarah daging dalam setiap individu maupun

" <Abd al-Karim Zidan, al-Madkhal Li Dirasah al-Syari‘ah al-
Islamiyyah, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1989), cetakan XI, hal. 93
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masyarakat. Merubah kebiasaan yang telah menjadi budaya
tersebut tentu tidak dapat dilakukan dalam sekejap sebagaimana
dijelaskan oleh Aisyah dalam hadis terdahulu. Sekiranya ayat
pertama yang diturunkan adalah larangan minum khamar atau
larangan berzina, maka bisa jadi seluruh ajaran Islam akan ditolak
dan tidak akan dapat diterapkan dalam masyarakat Quraisy ketika
itu.

Ajaran Islam datang dan melakukan reformasi mendasar
dalam sistem keyakinan agama, sebagian muamalat dan juga adat-
istiadat jahiliyah. Proses reformasi kebiasaan itu dilakukan dengan
konsep al-markaliyyah, agar akar dari masalah yang telah
membudaya itu dapat dihilangkan secara perlahan, sedikit demi
sedikit dan selanjutnya ajaran Islam menanamkan nilai-nilai dan
prinsip baru sebagai gantinya.

5. al-Marfaliyyah  Memprioritaskan Pembangunan Individu
sebelum Masyarakat

Orientasi reformasi (islah) yang dilakukan Rasul sejak awal
Islam diarahkan kepada perbaikan jiwa dan individu masyarakat.
Hal ini telah menjadi prioritas Nabi selama di Mekkah, jauh
sebelum melakukan reformasi masyarakat dan sistem politik di
Madinah.

Individu adalah pondasi keluarga, dan keluarga adalah
pondasi dalam setiap masyarakat. Perbaikan yang berproses,
bertahap, dan Dberjenjang, dimulai dari perbaikan individu,
keluarga, lalu masyarakat merupakan model perbaikan yang relatif
mampu menjamin keberhasilan tujuan. Penerimaan hukum syariat
olen segenap masyarakat sangat tergantung dari keberhasilan
tarbiyah di tingkat keluarga dan individu. Praktik inilah yang
dilakukan Nabi sejak di Mekkah hingga sampai di Madinah.”

™ Muhammad Khudari Beik, Tarikh al-Tasyri* al-1slamiyy, hal. 18
" Yiisuf al-Qaradawi, FT Figh al-Awlawiyat, hal. 209
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6. al-Marhaliyyah sebagai Realitas Sejarah

Lahirnya berbagai sistem dan ajaran di dunia berlangsung
secara bertahap dan perlahan. Faktor keberhasilan dari suatu sistem
itu juga sangat dipengaruhi oleh proses pentahapan. Ketergesaan
dalam menerapkan suatu sistem dan aturan dapat membawa kepada
kehancuran atau sekurang-kurangnya tidak mendapat dukungan
masyarakat.”

Senada dengan itu, ’Ujail al-Nasyamiyy menegaskan bahwa
proses legislasi hukum Islam bukanlah perkara sulit. Problematika
sesungguhnya ada pada membumikan hukum dalam kenyataan. Hal
ini  yang menyebabkan konsep pentahapan adalah suatu
keniscayaan dalam perkara ini.”’” Upaya Mesir melegalisasi hukum
Islam di Parlemen antara tahun 1978-1982 telah mengalami
kegagalan. Kegagalan kembali berulang saat Presiden Mesir
Muhammad Mursi berkuasa tahun 2011-2012. Sebelumnya di
Pakistan pada tahun lima puluhan, Jami‘at Islami dengan tokoh
sentral Abu al-’Ala al-Maududi juga gagal mewujudkan konstitusi
Islam Pakistan.

Realitas sejarah di atas menegaskan hikmah pentingnya
penerapan konsep al-marfaliyyah dalam proses legislasi syariat
Islam. Tantangan yang dihadapi saat ini jauh lebih besar.
Tantangan itu datang dari kalangan internal Islam yang belum
sadar akan pentingnya aturan agama dalam kehidupan manusia,
serta dari kalangan eksternal yang tidak pernah rela dengan
kejayaan peradaban Islam (QS. al-Bagarah: 120).

3.2 Praktik al-Marhaliyyah dan Prioritasnya

®<Abd al-Hamid Mutawalli, Al-Syari ‘ah al-Islamiyyah Kamasdar Asast
li al-Dustiar, (Alexandria: Munsyi’at al-Ma’arif, 1990), cetakan II, hal. 177

” Muhammad Abi al-Fath Al-Bayanini, Mu ‘awwaqat Tathig al-
Syari’ah al-Islamiyyah, (Kuwait: al-Lajnah al-Istisyariyyah al-‘Ulya li al-’Amal
’ala Istikmal Tadbiq Ahkam al-SyarT’ah al-Islamiyyah, 1996), hal. 8
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Pada sub bab ini akan dijelaskan beberapa contoh
penerapan konsep al-marjkaliyyah di masa Rasulullah, masa
pemerintahan khulafa al-rasyidin dan masa sesudahnya. Melalui
contoh-contoh pada sejarah awal Islam itu, akan diketahui prioritas
dari konsep al-marhaliyyah.

3.2.1 Praktik al-Marhaliyyah Masa Nabi

Praktik al Marhaliyyah pada masa Rasul dapat dilihat
secara jelas pada sejarah dakwah Nabi saat menyampaikan Islam
kepada umat manusia, baik dari aspek objek masyarakat yang
diseru, aspek metode penyampaian, maupun aspek isi ajaran yang
disampaikannya.

Objek masyarakat yang diseru oleh Nabi mengalami proses
pentahapan yang sangat jelas. Dimulai dengan keluarga terdekat
(istrinya Khadijah), para sahabat terdekat, masyarakat Quraisy
Mekkah, lalu masyarakat sekitar Umm al-Qura (Mekkah), dan
terakhir kepada semua umat manusia baik Arab maupun ‘ajam
(non-Arab).

Dari aspek metode penyampaian, al-markaliyyah dapat
ditemukan pada metode tabligh secara verbal (bayan bi al-lisan)
kepada kaumnya. Lalu ketika mendapat perlawanan dan rintangan
yang kuat dari Quraisy, Nabi memerintahkan para sahabat untuk
hijrah ke Habsyah (Etopia) sebanyak dua gelombang, lalu ke Ta’if
dan terakhir hijrah ke Madinah. Hijrah adalah salah satu bentuk
pentahapan dalam sirah dakwah Nabi guna menghindari konflik
yang berkelanjutan dan tidak membawa hasil yang positif dalam
penyampaian ajaran Islam. Hijrah juga dimaknai sebagai media
membuka wilayah baru dalam berdakwah sehingga sosialisasi
ajaran Islam semakin dikenal oleh semua umat dan bangsa.

Setelah hijrah ke Madinah, uslub dan sarana dakwah
berkembang hingga pada tahap disyariatkannya jihad untuk
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membela dakwah Islam, dimulai dari perang Abwa’ (623 M),"®
perang Badar (624 M) dan berbagai perang (ghazwah/sariyyah)
lainya yang menurut Ibnu Hisyam berjumlah 19 (sembilan belas)
kali peperangan (ghazwah) yang disertai Nabi,” sementara yang
tidak dihadiri Nabi berkisar antara 40 hingga 70 kali peperangan
(sariyyah).

Jihad sebagai sarana dakwah tidak pernah diperintahkan di
Mekkah saat kaum muslimin lemah dan tidak memiliki kekuatan
dan kekuasaan baik secara akidah, materi maupun secara politik.
Jihad dilakukan saat Nabi telah memepersatukan seluruh
komponen masyarakat muslim kaum muhajirin dan ansar.

Nabi juga menyatukan semua komponen masyarakat yang
hidup di Madinah dalam sebuah perjanjian (Wathigah/Piagam)
Madinah. Sebuah perjanjian yang mengharuskan semua orang
menghormati hak dan kewajiban masing-masing, serta wajib
membela negara dari serangan pihak asing di luar Madinah. Piagam
Madinah (622 M) merupakan konstitusi negara tertulis pertama
mendahului Magna Charta Inggris (1215 M) dan Atlantik Charta
yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Inggris Winston Churchill
dan Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt 14 Agustus
1941,

Metode Nabi dalam penyampaian ajaran Islam terus
berkembang di Madinah dengan cara mengirim surat kepada raja-
raja dan penguasa di luar tanah Hijaz. Nabi mengirim surat kepada
Raja Persia Kisra, Kaisar Romawi Heraclius, Raja Habsyah al-
Najasy1 serta penguasa lainnya.*® Menariknya, meski Nabi sudah
diperintahkan menyeru seluruh manusia kepada Islam sejak di

® <Abd al-Malik Ibnu Hisyam, al-Sirah al-Nabawiyyah, (Kairo:
Mustafa al-Babi al-Halabi, 1375 H), jilid 11, hal. 170-171

" Abii Abdillah Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari,
Kitab al-Maghazi, Bab Ghazwah al- ‘Asyirah, jilid 1V, hal. 1453

8 Imam Muslim, Sahth Muslim bin al-Hajjaj, Kitab al-Jihad wa al-
Siyar, Bab Kutub al-Nabiyy ild Muluk al-Kuffar, jilid 111, hal. 1397
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Mekkah, namun metode dakwah Nabi dengan menulis surat resmi
kepada para Raja dan Pemimpin di luar tanah hijaz baru dilakukan
setelah perjanjian Hudaibiyah (Sulz al-Hudaibiyyah) tahun 6
hijriah. Sebuah perjanjian yang terjadi antara Rasulullah selaku
pemimpin kaum muslimin Madinah dengan Quraisy Mekkah.
Perjanjian itu sekaligus merupakan pengakuan pertama terhadap
eksistensi politik negara Madinah.

Hal ini seolah sejalan dengan teori negara modern yang
mengakui eksistensi sebuah negara jika memiliki lima syarat
penting; adanya penduduk; adanya wilayah; adanya pemerintah;
dan adanya pengakuan dari bangsa lain. Dengan demikian secara
de facto dan de jure, negara Madinah adalah sebuah institusi negara
menurut teori tersebut.

Perjanjian Hudaibiyah itu sendiri merupakan contoh penting
dari praktik al-marfkaliyyah pada masa Nabi. Rasul menyuruh ‘Alt
bin Abi Thalib menghapus dua kalimat penting dari teks perjanjian
disebabkan penolakan Suhail ibnu ‘Amrd, juru runding Quraisy
Mekkah. Kedua kalimat itu adalah kata “al-Rahman al-Rahim”
pada kalimat pembuka basmalah, dan kata “Rasulullah” dalam
kalimat “Muhammad Rasulullah.” Kedua kalimat tersebut pada
dasarnya merupakan esensi dari dua kalimat syahadat
(syahadatain). Isi perjanjian Hudaibiyah juga dinilai para sahabat
sangat tidak adil dan merugikan kaum muslimin, sehingga mulanya
mereka menolak menerima isi perjanjian tersebut,** namun

8 Isi Perjanjian Hudaibiyah adalah sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak sepakat mengadakan gencatan senjata selama 10
tahun

2. Setiap orang atau suku diberi kebebasan bergabung dan mengadakan
perjanjian dengan Nabi Muhammad, atau dengan Kaum Quraisy.

3. Setiap orang Quraisy yang menyeberang ke kubu Nabi Muhammad
tanpa seizin walinya, harus dikembalikan. Sedangkan jika pengikut Nabi
Muhammad bergabung dengan Quraisy tidak dikembalikan.

4. Nabi Muhammad dan sahabatnya harus kembali ke Madinah dan
tidak boleh masuk Makkah, dengan ketentuan bisa kembali pada tahun
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Rasulullah tetap melanjutkan dan menerima syarat perdamaian
tersebut. Penerimaan ini adalah bentuk pentahapan dalam
bernegosisasi dengan kafir Quraisy demi kemaslahatan yang lebih
besar berupa perdamaian dan pengakuan politik terhadap negara
Madinah.

Metode terakhir yang terlihat dari cara Nabi berdakwah
adalah dengan mengirimkan utusan ke berbagai suku dan kabilah
Arab yang telah masuk Islam. Hal ini terjadi secara besar-besaran
setelah peristiwa perang Tabuk (9 H) dan Fathu Makkah (10 H)
serta Islamnya suku-suku Arab dari segala penjuru yang dimulai
dari suku Thagif. Tahun itu juga dikenal dengan ’Am al-Wufid.
Nabi mengutus Abu ‘Ubaidah bin al-Jarrah ke Najran sebagai
mubaligh dan mu ‘allim. ® Nabi juga mengutus Ab@i Misa dan
Mu‘az bin Jabal ke Yaman dalam tugas mereka sebagai pengajar
dan hakim.®® Utusan Nabi juga dikirim ke berbagai suku lainnya
seperti Bant Tamim, Tai’ dan lainnya.

Praktik pengutusan para sahabat oleh Rasul ke wilayah-
wilayah Islam mengindikasikan pentingnya tanggung jawab
pemerintah dalam mendidik masyarakat agar memahami ajaran
agama dan melaksanakannya dalam kehidupan, terlebih pada
masyarakat awam yang baru mengenal Islam. Masyarakat sangat
butuh pendidikan dan bimbingan, sebab pengabaian itu akan
mendegradasi pemahaman dan kesadaran dalam beragama, atau
bahkan berpotensi keluar dari keyakinan Islam.

Proses pendidikan dan pengajaran itu mestinya dilakukan
secara berjenjang dan bertahap sebagaimana pesan Nabi kepada
Mu‘az saat diutus ke Yaman. Nabi juga menerima bai at keislaman

berikutnya untuk Umrah. Mereka dapat memasuki kota dan tinggal selama 3 hari
di Makkah dan tidak dibenarkan membawa senjata kecuali pedang tersarung.

82 Abii Abdillah Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari,
jilid 1V, hal. 1592

8 |brahim bin Abdullah al-Mutlag, al-Tadarruj fi Dakwah al-Nabiyy,
(Riyadh: Markaz al-Bubhiith wa al-Dirasat al-Islamiyyah, 1417 H), hal. 69
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suku Bani Thaqgif pada tahun sembilan hijriah, dengan syarat
mereka tidak mau berzakat dan berjihad sebagai syarat sementara,
namun Nabi mengatakan kelak pada waktunya mereka akan
berzakat dan berjihad.

Dari aspek isi ajaran, dakwah Nabi jelas mengalami
perkembangan dari satu bidang ke bidang lain seiring dengan
proses turunnya wahyu (Al-Quran) dari Allah. Tema itu bermula di
fase makkiyyah dari tema pengenalan Allah, memperkenalkan ayat-
ayat kauniyah (kejadian manusia dan alam), menjelaskan syurga
dan neraka sebagai akhir dari kehidupan, serta menceritakan kisah
para Nabi dengan umat terdahulu. Pada akhir fase makkiyyah
masuk pada tema ibadah (salat) dan sebagian prinsip jujur dalam
bermuamalah (memenuhi takaran dalam timbangan).®

Secara umum hukum syariat dijelaskan pada fase
madaniyyah. Bermula dari hukum ibadah (puasa, zakat, haji),
hukum politik bernegara (Bai‘at ‘Agabah pertama dan kedua,
Piagam Madinah, hukum perang dan perdamaian), hukum perdata
(perkawinan, perceraian, adopsi, warisan, wasiat, dll), hukum
pidana (qisas, hudiid), hubungan internasional (pengiriman surat
dan duta, penjelasan terkait hubungan dengan munafik dan non
muslim), dan berakhir dengan hukum ekonomi (akad hutang
piutang dan riba).®®

8 Surat Al-Quran terakhir turun di fase Mekkah adalah surat al-
‘Ankabit dan surat al-Muthaffifin sebagaimana dijelaskan al-Suyiiti dalam al-
Itgan fi Ulim Al-Quran (1/43)

® pendapat yang masyhur terkait ayat terakhir turun di Madinah adalah
ayat kesempurnaan agama Islam (al-Maidah: 3), namun menurut lbnu Hajar al-
’Asqalant pendapat ini masih perlu diteliti. Sebab sejumlah ulama berpandangan
bahwa kesempunaan itu maknanya sempurna dasar rukun, bukan cabang darinya,
meskipun makna dhahir dari ayat itu adalah bahwa semua perkara agama telah
sempurna saat ayat itu diturunkan (delapan puluh hari sebelum wafatnya Nabi).
Lihat: al-Fath al-Bari (13/246). Menurut al-TabarT kesempurnaan dalam ayat itu
bermakna sempurna dalam perkara ibadah, askam dan kewajiban. Lihat: Tafsir
al-Tabarr (9/520). Berbagai riwayat menjelaskan adanya ayat lain setelah ayat
al-Maidah: 3, sebagaimana dinukil oleh Imam Bukhari dalam Sakik-nya bahwa
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Meski tema akidah dan ibadah telah disampaikan Nabi
sejak awal, namun dalam praktiknya Nabi juga pernah melakukan
pentahapan dalam bidang ini. Pada saat Fathu Makkah 8 Hijriah,
Rasulullah saw memutuskan tidak melaksanakan keinginannya
untuk mengembalikan bentuk ka’bah baitullah ke bentuk aslinya,
dan tidak memasukkan hijir Ismail ke dalam bangunan ka’bah.®
Bentuk asli dari ka’bah lebih tinggi 5 hasta dari bentuk saat ini dan
memiliki dua pintu. Kebijakan tersebut diambil agar tidak terjadi
kesalahpahaman di kalangan orang Mekkah yang baru masuk Islam
bahwa Nabi telah merubah bentuk ka’bah dari yang biasa mercka
kenal. Hal itu bisa jadi membuat mereka kembali kufur.

Kebijakan Nabi ini melahirkan suatu kaedah fikih “menolak
kemafsadatan lebih diutamakan dari meraih kemashlahatan.” Meski
ka’bah adalah kiblat salat umat sedunia dan simbol ketauhidan,
namun perubahan bentuknya dari bentuk asal bukanlah masalah
utama yang menghalangi umat untuk ibadah. Sedemikian pen-
tingnya memahami persoalan ini, sehingga Imam Bukhari memberi
judul bab terkait hadis ini dalam kitab Sakii-nya dengan judul ’bab
orang yang meninggalkan perkara pilihan (utama), karena takut
manusia salah paham, dan melakukan hal yang lebih terlarang ”
(a0 80 3 Vpmid e W1 ogb 2y O B2 LasW) 2e 85 e o). Dari judul itu,

ayat terakhir turun adalah ayat keharaman riba (al-Bagarah: 278). Pendapat
senada juga disampaikan Umar bin Khatab sebagaimana hadis Sa‘id bin
Musayyab dalam riwayat Imam Ahmad. Sementara menurut riwayat al-Barra’
ayat terakhir turun di Madinah adalah ayat tentang warisan Kalalah (Al-Nisa:
176). Pendapat lain dari al-Nasa’i meriwayatkan pendapat ‘Ikrimah dari Ibnu
Abbas bahwa ayat terakhir adalah al-Bagarah: 281. Semua perbedaan ini
menurut al-Baqillani menunjukkan adanya perbedaan dari sisi periwayatan dan
tidak adanya suatu kepastian. Pengetahuan terkait masalah ini bukan perkara
utama agama, karena boleh jadi setiap perawi mendengar dari Rasul ayat terakhir
itu berdasarkan pertemuan terakhirnya dengan Rasul, lalu ia berpendapat
demikian.

8 Rangkuman dari hadis Aisyah RA yang diriwayatkan oleh Imam
Bukhari, Muslim dan Ahmad. Lihat: Fath al-Bari, jilid 1, hal. 324. Syarh Sahih
Muslim, jilid X, hal. 88-90. Lihat juga: http://www.islamweb.net/amp/
ar/fatwa/143123/ (diakses pada tanggal 10 Juli 2023)


http://www.islamweb.net/amp/%20ar/fatwa/143123/
http://www.islamweb.net/amp/%20ar/fatwa/143123/
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Imam Bukhart seakan ingin memberi pesan hukum bahwa perkara
yang dianggap lebih utama (afdal) dapat saja ditunda, jika saat
penerapannya dalam masyarakat akan membawa dampak buruk
yang lebih besar.

Contoh lain dari konsep pentahapan dalam masalah tauhid
juga terlihat saat Nabi dan sahabat melakukan ibadah umrah gadha’
tahun 9 Hijriah, di mana berbagai patung berhala Quraisy masih
bertebaran di dalam dan sisi Ka’bah. Majdi al-Hilali dalam
bukunya Min Figh al-Awlawiyyat menjelaskan bahwa Nabi lebih
memprioritaskan menghancurkan ”berhala” dalam hati manusia
sebelum menghancurkan fisik berhala itu sendiri.” Perintah
penghancuran berhala di sekitaran ka’bah baru dilakukan Nabi saat
adanya kekuasaan dan kewenangan secara politik pasca penaklukan
kota Mekkah tahun 10 Hijriah.

Dalam bidang pelaksanaan hukuman, pentahapan terjadi
dalam bentuk prinsip kemudahan (zaisir). Hal ini terlihat pada
kasus Nabi yang tidak jadi menghukum pelaku pelanggaran
persetubuhan  suami-istri  di  bulan = Ramadan  karena
ketidakmampuan pelaku untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-
turut. Pelaku juga tidak sanggup membebaskan budak, atau
memberi makan 60 orang. Akhirnya Rasul meminta para sahabat
untuk membantu membayar sanksi atas nama pelaku tersebut.
Menariknya, hasil sedekah sahabat berupa makanan itu justru
diterima oleh pelaku sendiri, karena status pelaku yang fakir dan
memang berhak menerimanya.®

Berbagai contoh yang telah diuraikan di atas, merupakan
dalil atas adanya konsep al-markaliyyah pada masa Nabi. Semua
praktik al-marhaliyyah dalam dakwah itu pada hakikatnya seiring

8 Majdi al Hilali, Min Figh al-4wlawiyyat, (Kairo: Dar al-Tauzi’ wa al-
Nasyr al-Islamiyyah, 1994), cetakan I, hal. 99

8 Abi Abdillah Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, Sahth al-Bukhari,
hadis no. 1936. dari sumber: https://www.dorar.net/hadith/sharh/2704 (diakses
pada tanggal 10 Juli 2023)


https://www.dorar.net/hadith/sharh/2704
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dengan proses pentahapan dalam turunnya Al-Quran yang sesuai
dengan kebutuhan umat, kondisi waktu dan tempat ayat diturunkan.

Pertanyaan penting dari pembahasan ini adalah apakah kita
juga wajib mengikuti metode dan prioritas yang sama dengan yang
telah dipraktikkan Nabi. Para ulama mengatakan tidak wajib
mengikuti semua prioritas dan pentahapan itu.®® Nilai terpenting
yang harus dipahami dari metode dakwah Nabi adalah adanya
konsep pentahapan sesuai keadaan manusia, tempat dan waktu.
Fungsi Nabi merupakan penjelas dari Al-Quran yang pada saat
proses turunnya memiliki hikmah pensyariatan tersendiri. Dengan
demikian, perbedaan waktu, tempat dan kebutuhan masyarakat
antara masa Nabi dengan masa sesudahnya membutuhkan prioritas
dan pentahapan yang sangat mungkin berbeda untuk diterapkan.
Hal ini sangat penting ditegaskan, guna memahami proses legislasi
hukum Islam di dunia Islam pada masa sekarang.

Prioritas praktik al-mar/aliyyah pada masa Nabi dimulai
dari pengenalan Allah (tauhid), asal-usul kejadian dan tujuan akhir
kehidupan, penjelasan prinsip-prinsip kebaikan dan moral, kemu-
dian berpindah pada pemberlakuan hukum syariat secara bertahap,
sesuai proses turunnya wahyu, atau disesuaikan dengan kondisi
setiap orang dan masyarakat yang didakwahinya. Tarbiyah secara
kontinyu juga dilakukan kepada mereka yang telah masuk Islam.

3.2.2 Praktik al-Marfkaliyyah masa Khulafa al-Rasyidm dan
Sesudahnya

Pada masa khulafa al-rasyidin model penerapan hukum
memiliki pentahapan dan prioritas yang berbeda seiring dengan
perubahan kondisi masyarakat dan kepentingannya. Saat khalifah
Abtu Bakar diangkat menjadi khalifah (632-634 M), kebijakan
prioritas pertamanya adalah menjaga solidaritas umat dan kesatuan

8 Lihat: Ibrahim bin Abdullah al Mutlaq, Al-al-Tadarruj fi Dakwah al-
Nabiyy, hal. 147-149
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wilayah Islam. Menjelang wafatnya Rasulullah saw, terjadi gejolak
di wilayah utara perbatasan Syam dengan tentara Romawi, maka
Nabi mengutus pasukan dipimpin panglima termuda dalam sejarah
Islam, Usamah bin Zaid (18 tahun). Pasukan sempat kembali ke
Madinah saat Nabi wafat, maka khalifah Abt Bakar melanjutkan
keputusan Nabi tersebut guna menjaga wilayah Islam.

Di wilayah selatan jazirah, terjadi gerakan nabi palsu
Musailamah al-Kazzab yang muncul di Yaman. Selain itu juga ada
gerakan yang melawan penunaian zakat kepada pemerintah oleh
penduduk Yamamah, maka Abti Bakar juga mengirimkan pasukan
untuk menumpas gerakan tersebut. Saat 70 (tujuh puluh) lebih para
sahabat penghafal Al-Quran syahid dalam perang Yamamah,
khalifah Abu Bakar atas usul ‘Umar melakukan kebijakan
kodifikasi Al-Quran dalam satu mus/af.

Kebijakan Abt Bakar ini pada dasarnya adalah tahapan
kedua dalam sejarah pengumpulan Al-Quran dari sebelumnya Al-
Quran hanya dihafal dan ditulis secara terpisah-pisah pada masa
Nabi. Tujuan kodifikasi pada tahap kedua ini agar menjaga Al-
Quran dari kepunahan. Kodifikasi Al-Quran tahap ketiga dilakukan
pada masa khalifah ‘Usman bin Affan (644-655M) atas usul dari
Huzaifah al- Yamani setelah melihat keragaman versi membaca
Al-Quran saat berada di Armenia dan Azerbaijan. Perbedaan
metode gira’at itu sampai pada tingkat saling mengkafirkan antar
sesama muslim. Demi menjaga persatuan, ‘Usman lalu
memerintahkan agar Al-Quran kembali disalin dalam satu mushaf
merujuk pada mushaf Abii Bakar yang disimpan di rumah Ummul
Mukminin Hafsah binti ‘Umar. Setelah upaya penyalinan rampung,
‘Usman memerintahkan muskaf itu dikirim ke setiap negeri guna
dijadikan pedoman. la juga memerintahkan membakar atau
menghapus semua mushkaf lain yang tidak sesuai dengan standar
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mushaf ‘Usmaniyy.go Atas usul dari Abu al-Aswad al-Du’aliyy,
pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib (655-660M) tulisan Al-
Quran mulai diberi tanda baca guna menghindari kesalahan bacaan
olen muslimin non-Arab akibat ketidakpahaman mereka kaedah
bahasa Arab.

Prioritas kebijakan khalifah kedua ‘Umar bin Khatab (634-
644 M) juga berubah sesuai dengan tuntutan masanya. Perluasan
wilayah Islam menjadi prioritas dalam bidang dakwah. Wilayah
Romawi dan Persia sebagai dua kekuatan besar pada saat itu dapat
dibuka dengan penaklukan (futizhat). Hal ini membawa dampak
positif pemasukan negara dari ghanimah, fa i, dan jizyah.

Pemasukan negara semacam itu di masa Rasul dan Abu
Bakar disimpan di Baitul Mal untuk kemudian langsung dibagi
kepada para pejuang. Pemasukan keuangan negara menjadi sangat
besar pada masa khalifah ‘Umar setelah terjadinya berbagali
penaklukan (futihat), maka ‘Umar membentuk satu badan
pengelola keuangan baru yang bernama Diwan al-’Atha’ ™
Tugasnya adalah mencatat semua pemasukan negara dan
mendistribusikannya kepada para pejuang perang (al-mugatilah). %
‘Umar juga mendistribusikan harta tersebut kepada para istri,
keluarga dekat Rasulullah, al- Sabigiin al-Awwalin (para sahabat
Nabi yang mula-mula masuk Islam), serta veteran perang Badar.
Sistem pembagian juga mengalami pentahapan dari sistem
pembagian sama rata yang diterapkan Abli Bakar berubah menjadi
sistem pembagian atas dasar tingkatan dan golongan di masa
‘Umar. Kedekatan nasab dengan Rasulullah dan jasa masing-

% Muhammad “Abd al-*Azim al-Zarqani, Mandhil al-Irfan fi “Ulim Al-
Quran, (Kairo: Tsa al-Babi al-Halabr, t.th), jilid I, hal, 259

8 Diwan adalah kata bahasa Arab yang diserap dari bahasa Persia
bermakna catatan atau daftar. Pembentukan Diwan di masa ‘Umar atas usulan
beberapa sahabat seperti ‘Usman bin Affan dan Khalid bin Walid,

92 Mustasyar ‘Umar ‘Abd al-Hafidh, Nuzum al-Hukm wa al-Idarah fi
al-Daulah al-Isiamiyyah, (Kairo: Ma’had al-Dirasat al-Islamiyyah, 1996), hal.
256. Lihat juga: Ibnu Taimiyyah, Al-Siyasah al-Syar ‘iyyah, hal. 41
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masing sahabat menjadi dasar pertimbangan ‘Umar dalam
menentukan tingkatan.

Pembentukan Diwan al-‘Atha’ adalah sebuah bentuk al-
marhaliyyah sekaligus kebijakan baru yang ditempuh ‘Umar
setelah sebelumnya ia menjalankan sistem Baitul Mal selama 4
tahun pertama pemerintahannya. Fungsi Diwan al-’Atha’ terus
berlanjut hingga masa pemerintahan Bani Umayyah, di mana
khalifah Hisyam bin ‘Abd al-Malik melakukan perubahan
mendasar dalam Diwan al- 'Atha dengan membaginya kepada
beberapa Diwan dengan tugas yang lebih khusus sesuai kebutuhan.

‘Umar juga merupakan khalifah pertama yang membentuk
Badan Tentara (Diwan al-Jaisy) terpusat dengan legiun militer
(Fayalig) di setiap wilayah. Kepada setiap pejuang resmi
pemerintah diberi gaji tetap, sebagai tambahan atas penghasilannya
dari ghanimah atau fa’i. ‘Umar juga membentuk Badan Pajak
(Ditwan al- Kharaj) yang bertugas mengutip pemasukan negara dari
jizyah, pajak al-usyur, dan sedekah.”

Semua catatan Diwan al-Kharaj ditulis dalam bahasa
dimana wilayah Kharaj dikutip. Misalnya Bahasa Romawi untuk
Kharaj Syam dan Bahasa Persia untuk wilayah Iraq dan sekitarnya.
Perubahan catatan Kharaj menggunakan Bahasa Arab baru
dilakukan khalifah ‘Abd al-Malik bin Marwan di masa Daulah
Umayyah.

Jumlah badan pemerintahan (Diwan) yang dibentuk juga
terus mengalami penambahan pada masa Bani Umayah sesuai
dengan tugas dan fungsi negara yang semakin luas dan kompleks.
Pada perkembangan selanjutnya, setiap Diwan itu dibagi kepada
dua bidang dengan tugas terpisah. Satu bidang administrasi (al-
idarah) dan satu bidang yang mengawasi belanja keuangan (al-
murdja‘ah). Di masa Bani ‘Abbasiyyah, khalifah al-Mahdi

% Mustasyar ‘Umar ‘Abd al-Hafidh, Nuzum al-Hukm wa al-Idarah fi
al-Daulah al-Isiamiyyah, hal. 268
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membentuk Diwan khusus untuk tugas pengawasan keuangan
negara dengan nama Diwan al-’azmah. Badan terakhir ini mirip
dengan tugas Badan Inspektorat yang ada di setiap kementerian
negara pada masa sekarang.

Seiring berkembangnya wilayah negeri Islam, sistem
sentralisasi kekuasaan yang mulanya diterapkan di Madinah
mengalami perubahan kepada desentralisasi kekuasaan. ‘Umar juga
memberikan hak otonomi khusus untuk wilayah Palestina.”
Desentralisasi keuangan juga diterapkan pada masa khalifah ‘Umar
bin ‘Abd al-Aziz yang memberi setiap wilayah hak mengelola
pemasukan keuangannya secara mandiri.*®

Dalam berbagai bidang lain, ‘Umar pernah menunda pelak-
sanaan hukuman kad al-sarigah berupa potong tangan bagi budak
pencuri karena dilakukan pada masa maja‘ah (kelaparan) dan
menggantinya dengan hukuman ganti rugi materi. Kebijakan lain
khalifah ‘Umar adalah tidak lagi pembayaran zakat bagi senif
mu’allafatu qulibuhum dikarenakan banyaknya para muallaf yang
masuk Islam karena ingin harta zakat. Atas dasar situasi tersebut,
menurut ‘Umar zakat kepada mereka tidak lagi relevan untuk
diserahkan saat itu.

Kebijakan khalifah ‘Umar memberi hak zakat dari baitul
mal bagi sebagian fugara ahl al-kitab juga menjadi kebijakan
kontroversial, namun kemudian disepakati. Begitu juga dengan
kebijakan tidak membagi harta rampasan perang (ghanimah) Irak
berupa tanah kepada para pejuang, tanah tersebut tetap diserahkan
kepada pemilik tanah untuk dikelola, lalu dikenakan pajak dan
diserahkan kepada Baitul Mal.

Ketika Khalifah al-Rasyidah kelima ‘Umar bin ‘Abd al-
Aziz (61-101 H) memerintah dalam suatu situasi yang digambarkan

* Jbrahim Ah Aba Sin, Al-Idarah fi al-Islam, (Kairo: Maktabah
Wahbah, 1984), cetakan Ill, hal. 32

% Mustasyar Umar ‘Abd al-Hafidh, Nuzum al-Hukm wa al-Idarah fi al-
Daulah al-Isiamiyyah, hal. 267
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sebagai masa kemunduran Dinasti Umayyah, ia menerapkan
berbagai kebijakan perbaikan secara perlahan dan bertahap. ‘Umar
menasehati anaknya yang meminta untuk melakukan perubahan
secara ekstrim. ‘Umar bin ‘Abd al-Aziz berkata: ““ jangan tergesa-
gesa anakku. Sesungguhnya Allah telah merendahkan khamar
dalam Al-Quran selama dua kali, dan baru mengharamkannya pada
kali ketiga. Aku kuatir jika membebankan hukum yang haq kepada
masyarakat sekaligus, maka mereka juga akan meninggalkannya
sekaligus, sehingga muncullah fitnah (ujian).*

Semua kebijakan para pemimpin di atas berupa penundaan
pelaksanaan hukum atau perubahan hukum pada dasarnya
mengikuti situasi, kondisi masyarakat serta ada atau tiadanya ‘illat
pada satu hukum. Hal ini sejalan dengan ga ‘idah fighiyyah yang
kemudian dirumuskan para ulama ushul “Hukum itu mengikuti
pada ada dan tiadanya illat.”

Senada dengan kaidah di atas, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah
memandang  ijtthad harus berkembang sesuai dengan
perkembangan situasi dan kondisi di berbagai tempat dan zaman.
Menurutnya, faktor penting untuk merumuskan ketentuan hukum,
atau penetapan hukum harus dikaitkan dengan lima hal; al-azminah
(situasi zaman), al-amkinah (situasi tempat), al-ahwal (keadaan),
al-niyyat (niat-motifasi), dan al- ‘awa-id (kebiasaan dan budaya).
Semua faktor ini, mempengaruhi perkembangan hukum, sehingga
hukum Islam sebagai hukum yang rahmatan lil 'alamin, dapat
menjawab tantangan perubahan dinamika sosial masyarakat. 1bnu
al-Qayyim kemudian merumuskan sebuah ¢a‘idah fighiyyah “Fi

% Muhammad ‘Abd al-Ghaffar al-Syarif, al-Tadarruj fi Tadbiq al-
Syari‘ah al-Islamiyyah, (Kuwait: Al-Lajnah al-Istisyariyyah al-‘Ulya li al-’ Amal
‘ala Istikmal Tadbiq Ahkam al-SyarT’ah al-Islamiyyah, 1996), hal. 47, mengutip
dari al-‘Aqd al-Farid, jilid I, hal. 14
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taghayyuri al-fatawa wa ikhtilafiha bi hasbi taghayyuri al-azminah
wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyyat wa al- ‘awa'id.” ¥’
Pentahapan  dalam  penerapan syariat  merupakan
konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari. Hilangnya sebagian
sistem hukum Islam dalam masyarakat akibat kolonialisme Barat
pada hampir seluruh wilayah muslim di dunia, disertai runtuhnya
khilafah Turki Usmani tahun 1924, merebaknya kejahilan tentang
hukum Islam dan berbagai faktor lainnya, menghendaki adanya
pentahapan ulang di bidang penerapan syariat Islam mengikuti pola
al-marhaliyyah fi al tasyri* maupun al-marhaliyyah fi al-tadbig.
Keadaan ini bukan berarti umat Islam hari ini belum
menjadi muslim, sehingga dapat meninggalkan ibadah atau
perintah agama lainnya. Pentahapan hanya sebuah proses dalam
merealisasikan syariat Islam secara kaffah dan bukan tujuan akhir.
Mustafa al-Zarqa menyebut bahwa jika pada satu waktu dan tempat
penerapan hukuman hudiid terkendala maka sangat mungkin untuk
menerapkan hukuman pengganti lainnya. Pengalihan hukum ini
bukan berarti meninggalkan hukum syariat secara keseluruhan.

3.3 Sejarah Keterlibatan Negara dalam Tagnin Hukum Islam

3.3.1 Definisi Tagnin
Menurut Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Mu ‘ashirah
kata taqnzn merupakan isim masdar dari kata kerja .= — . yang

bermakna menetapkan Qanun dan menulisnya.”® Secara bahasa,
kata tagnin berasal dari kata ”Qanun” yang merupakan Kata dalam
bahasa Persia bermakna ”asal,” sebagaimana diungkapkan oleh
Ibnu Barriyy dan dikutip oleh Ibnu Manzir dalam Lisan al- ‘Arab.

o Rusdaya Basri, “Ibnu Qayyim al-Jawziyyah Tentang Pengaruh
Perubahan Sosial,” Jurnal al Manahij, Vol. IX, No. 2 (2015):193 dst, diakses
dari situs: https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/issue/  view/56
(diakses tanggal 1 Juni 2023)

% Mustafa Ahmad al-Zarqa, al-Madkhal al-Fighi al-‘dm, jilid I, hal. 51

% https://shorturl.at/kIV36 (diakses tanggal 1 Juni 2023)


https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/issue/%20view/56
https://shorturl.at/klV36
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1% Dalam kamus al-Ma aniyy, kata Qanun bermakna “miqyas (alat
ukur) segala sesuatu dan metode.” Kata tersebut berasal dari bahasa
Yunani atau Persia. Sementara menurut istilah, kata Qanun berarti
perkara universal (kulliyy) yang berlaku bagi banyak individu
parsial (juz 'iyy) dan menjadi sandaran bagi hukum-hukum.'®*
Terminologi tagnin (.«s) dalam bahasa arab merupakan

istilah hukum modern, sehingga definisinya tidak dijumpai dalam
literatur fikih klasik karena proses legislasi hukum syariat ke dalam
sistem hukum nasional atau negara baru dilakukan pada era
terakhir setelah dunia Islam bersinggungan dengan sistem hukum
positif Eropa. Hal ini bukan berarti Islam tidak mengenal penulisan
hukum (2~ ..5) sama sekali. Penulisan hukum syariat telah

terjadi dalam sejarah peradaban Islam sejak awal Islam ketika ayat-
ayat Al-Quran dikodifikasi oleh para sahabat Nabi. Lalu berlanjut
pada abad kedua Hijriah saat hadis Nabi mulai dikodifikasi. Begitu
juga masa tadwin hukum fikih pada abad kedua hingga keempat
hijriah.

Berikut adalah beberapa definisi fugaha modern terkait
makna tagnin:

1. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan tagnin dengan pengre-
daksian hukum-hukum muamalat, Akwal al-Syakhsiyyah,
dan selainnya, berupa akad dan teori fikih dalam bentuk
pasal-pasal perundang-undangan agar mudah untuk di-
rujuk.*®

2. Duraisy al-Ahdal mendefinisikan tagnin dengan pengredak
sian hukum-hukum fikih dalam pasal-pasal perundang-un-

100 Muhammad bin Mukrim bin ‘Ali Jamaluddin Ibnu Manzir al-
Ansari, Lisan al- ‘Arab, jilid X111, hal. 350

101 https://shorturl.at/mB349 (diakses tanggal 1 Juni 2023)

102 \Wahbah al-Zuhaili, Juhid Tagnin al-Figh al-Islamiyy, (Beirut:
Muassasah al-Risalah, 1987), hal. 26
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dangan secara simpel untuk diterapkan dalam bidang
peradilan.’®

3. Al-Qaradawi mendefinikan taqnin lebih rinci, yaitu:
penulisan hukum-hukum dalam bentuk pasal perundang-
undangan secara berurut, bernomor mengikuti pola hukum
modern dalam bidang hukum sipil, pidana, dagang, dan lain
sebagainya, agar menjadi rujukan yang mudah dan terang-
kum, sehingga para hakim dan pengacara dapat merujuk
dan berpedoman kepadanya, serta dapat dijadikan dasar
oleh warga negara dalam berprilaku.'®

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa
taqnin adalah proses legislasi hukum syariat megikuti pola sistem
hukum positif dalam sebuah negara agar dapat menjadi rujukan
dalam masyarakat, dan pedoman bagi para aparatur hukum dalam
memutuskan perkara.

Taqnin dalam makna ini bukan saja membuat aturan syariat
menjadi aturan formil negara, tapi juga mencakup revisi terhadap
aturan dan regulasi sebelumnya yang bertentangan dengan hukum
Islam.

Patut juga dicatat bahwa ada perbedaan antara radwin
(kodifikasi) hukum Islam dengan proses tagnin (legislasi) hukum
syariat. Tadwin lebih dulu ada dalam sejarah peradaban Islam
sebelum adanya tagnin. Tadwin hanya sebatas penulisan hukum
hasil ijtihad mujtahid pada suatu masa sesuai dengan dalil dan
metode istinbat yang digunakannya. Semua hasil ijtihad tersebut
ditulis dalam betuk narasi dan penjelasan. Hasil ijtihad tidak
bersifat mengikat semua warga negara. Bagi mujtahid yang tidak
sependapat, bisa menarasikan hasil pandangannya sendiri dalam

198 Duraisy al-Ahdal, Madkhal al-Figh al-Islamiyy, (San’a: Maktabah
al-Nahdah, 1990), hal. 273

104 yiisuf al-Qaradawi, al-Madkhal li Dirasat al-Syari’ah al-Islamiyyah,
(Kairo: Maktabah Wahbah, 1990), hal. 297
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bentuk fadwin lain, atau tidak mengikuti pendapat tadi.'®

Sementara taqnin merupakan proses penulisan hukum syariat,
secara pasal demi pasal mengikuti pola legal drafting yang berlaku
di sebuah negara. Hukum yang ditulis adalah hasil pendapat para
mujtahid yang telah didiskusikan para pembuat Qanun dan pakar,
lalu dipilih salah satunya untuk dijadikan sebagai aturan resmi
negara atas dasar kemaslahat saat aturan dibuat. Hasil akhir dari
sebuah Qanun bukan lagi sekedar hasil ijtihad seorang mujtahid,
namun merupakan kebijakan formil yang bersifat mengikat semua
warga negara.

Penyusunan sebuah Qanun sangat dipengaruhi oleh banyak
faktor, seperti situasi masyarakat, adat kebiasaan, kecendrungan
politik di parlemen, dan political will pemerintah. Oleh karena
tagqnin dan radwin adalah hasil upaya olah pikir manusia secara
sungguh-sungguh, maka dapat dipastikan selalu ada upaya
merevisinya, ketika dianggap sudah tidak sejalan dengan ruh
syariat atau kemaslahatan masyarakat di masa yang lain.

3.3.2 Sejarah Tagnin

Sebelum menguraikan sejarah keterlibatan negara dalam
proses tagnin hukum lIslam, terlebih dahulu akan diuraikan sekilas
tentang sejarah pensyariatan (tarikh tasyri‘). Menurut Mu jam al-
Ma‘aniyy kata tarikh dalam bahasa Arab bermakna sejumlah
peristiwa yang terjadi pada suatu masa,'® sementara kata tasyri
secara bahasa adalah isim masdar dari kata kerja (fi'il) syarra’a-
yusyarri‘u (s~ =) berarti proses pensyariatan hukum.'” Jika

105 Seperti alasan penulisan kitab al-Ahkam al-Sulzaniyyah versi Aba
Ya’la al-Farra’ sebagai tanggapan atas tulisan Abi Hasan al-Mawardi yang tidak
memasukkan pendapat-pendapat mazhab Hanbali dalam kitabnya al-Ahkam al-
Sulganiyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah. Contoh seperti ini sering ditemukan
pada era tadwin fikih Islam.

196 https://shorturl.at/tGJRS

197 https://shorturl.at/wFHY7
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digabungkan, maka kata tarikh tasyri” itu bermakna peristiwa-
peristiwa (sejarah) pensyariatan hukum. Hukum yang dimaksud di
sini adalah hukum Islam.

Secara istilah, ilmu ini sering disebut dengan Tarikh al-
Tasyri’ al-Islamiyy yang didefinisikan oleh Muhammad ‘Al1 al-
Sayis dengan Ilmu yang mengkaji situasi pensyariatan hukum
Islam pada masa risalah kenabian (Muhammad) dan era setelahnya,
dari perspektif masa pembentukan hukum, proses penghapusan
(nasakh), pengkhususan (takhsis), dan pembagian hukum (zafi7"),
serta hal-hal lain terkait dengan peran dan pengaruh para fugaha
dan mujtahid dalam proses pembentukan hukum.*®®

Menurut Manna’ Khalil Qattan terdapat beberapa metode
yang ditempuh para ulama usul fikih dalam membagi periodesasi
sejarah pensyariatan hukum Islam dan fikih.'%°

Pertama, Periodesasi yang didasari atas masa kemunculan
dan perkembangannya, faktor kekuatan dan kelemahan sepanjang
sejarah Islam. Atas dasar ini maka periodesasi pensyariatan hukum
Islam dibagi kepada 4 (empat) periode:

1. Periode pensyariatan pada masa Rasulullah dan khulafa

al-rasyidin

2. Periode Pembinaan fikih meliputi fikih pada masa

Umawy, fikih madrasah Hijaz, Fikih madrasah Irak

3. Periode Kebangkitan fikih, pembinaan Mazhab,

kodifikasi hadis dan fikih

4. Periode Taklid pada saat Mazhab sudah terbentuk

5. Periode kebangkitan fikih dan gerakan reformasi Agama

ketika kembali dibukanya pintu ijtihad saat ini.

'% Muhammad ‘Al al-Sayis, Tarikh al-Figh al-Islamiyy, (Beirut: Dar

al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1990), hal. 8
109 Manna’ al-Qattan, Tarikh al-TasyrT* al-Islamiyy, (Kairo: Maktabah
Wahbah, 2001), cetakan V, hal. 23-24



166

Kedua: Periodesasi yang didasari atas peristiwa-peristiwa
politik dan sosial yang berdampak bagi fikih. Periodesasinya
terbagi kepada:

1. Periode Tasyri‘: dari masa diutusnya Rasulullah sampai
dengan wafat

2. Periode Fikih Pertama: fikih pada masa khulafa al-rasyidin
11-40H

3. Periode Fikih kedua : fikih pada masa sighar al-sahabah
dan kibar al-tabi’in hingga awal abad kedua Hijriah

4. Periode fikih ketiga: fikih pada awal abad kedua sampai
dengan pertengahan abad keempat

5. Periode fikih keempat: fikih dari awal abad keempat sampai
jatuhnya Baghdad, 656 H/1258 M

6. Periode Fikih kelima: fikih dari jatuhnya Baghdad sampai
dengan sekarang.

Terlepas dari periodesasi sejarah pensyariatan di atas,
secara umum pensyariatan hukum Islam dapat klasifikasikan
kepada dua sumber. Pertama: sumber tasyri’ ilahiyy berupa Al-
Quran dan sunnah Nabi saw. Kedua: tasri’ yang bersumber dari
ijtihad para sahabat, fabi’in dan fugaha mujtahid sepanjang masa.

Pada masa Nabi, otoritas*°pensyariatan hukum ada pada
Allah swt dan Rasul selaku penetap undang-undang (1) melalui

ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Dalam pensyariatan hukum Islam,
Al-Quran menerapkan empat asas; 1), Secara bertahap. 2). Secara

110 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Otoritas memiliki makna
kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang
memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya. Otoritas juga diartikan
hak untuk bertindak, kekuasaan, wewenang, hak melakukan tindakan atau hak
membuat peraturan untuk memerintah orang lain. Lihat: https://kbbi.web.id/
otoritas (diakses pada tanggal 11 Juni 2023). Sementara menurut Djohermansyah
Djohan otoritas adalah “Unit organisasi Pemerintah Pusat yang pejabatnya
mendapat delegasi dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kewenangan
tertentu.”


https://kbbi.web.id/
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global. 3). Memudahkan dan meringankan. 4). Sejalan dengan
kemaslahatan manusia.

Nabi Muhammad juga berperan selaku penyampai pesan
dan penjelas hukum (c.ss #k5). Segala yang disampaikan Nabi

selain Al-Quran pada dasarnya juga diilhami dari tuntunan wahyu
meski berasal dari ijtihad Nabi.''’ Menurut ‘Abd al Wahab
Khallaf, meski ditemukan beberapa praktik ijtihad sahabat pada
masa Nabi, namun itu tidak mengindikasikan adanya otoritas
sahabat untuk mensyariatkan hukum tanpa pengakuan Nabi.'*?

Setelah Nabi wafat, kaum muslimin telah memiliki dua
sumber utama dalam pensyariatan hukum yaitu Al-Quran dan
Hadis, namun sebagaimana dikatakan al-Syihristani bahwa
dinamika peristiwa dalam berbagai masalah ibadah dan muamalah
sangat beragam tidak terhitung jumlahnya, sementara nas yang
tersedia tidak menjawab setiap masalah. Oleh karena itu, metode
ijtihad dan analogi hukum (giyas) merupakan keniscayaan yang
harus diperhitungkan.**®

Menjawab kebutuhan terhadap kepastian hukum dari setiap
masalah yang muncul, maka para khulafa al-rasyidin menetapkan
berbagai kebijakan pemerintah atas dasar ijtihad mereka. Otoritas
penetapan itu didapat dari mayoritas masyarakat yang ketika itu
telan mempercayai mereka selaku para sahabat yang selalu
mendampingi Rasulullah, para ahli hukum yang paling memahami
sebab turunnya setiap ayat Al-Quran dan prilaku nabi (hadis), serta
memiliki kapasitas menggali hukum dengan metode ijtihad. Jika
ada permasalahan, para khulafa al-rasyidin juga bermusyawarah
dengan para ahli di bidang masing-masing, sehingga menghasilkan
konsensus bersama berupa ijma’. Dengan demikian, pada masa itu

1l Mustasyar ‘Umar ‘Abd al-Hafidh, Nuzum al-Hukm wa al-Idarah fi
al-Daulah al-Islamiyyah, hal. 72-73

12 1pid.

13 Muhammad Yasuf Misa, Tarikh al-Figh al-Islamiyy, (Kairo: Al-
Maktabah al-Azhariyyah li al-Turath, 2017), hal. 28
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sumber pensyariatan hukum Islam telah bertambah menjadi; Al-
Quran, sunnah, ijtihad (giyas), dan ijma’ para sahabat.

Meski tidak dapat disamakan penuh dengan sistem
pemerintahan modern yang memilih atau menunjuk anggota
parlemen untuk melakukan tugas legislasi, eksekutif untuk
menjalankan aturan, serta yudikatif untuk memutuskan perkara,
namun sistem pemerintahan khulafa al-rasyidin terbukti telah
mempraktikkan hal tersebut. Kebijakan AblG Bakar memerangi
kaum Yamamah yang tidak mau menunaikan zakat adalah contoh
ijtihad dan ijma’ sahabat di masa itu. Begitu pula berbagai contoh
kebijakan lain para khulafa al-rasyidin yang telah diuraikan pada
sub bab sebelumnya.

Awal abad kedua hingga akhir abad keempat Hijriah,
merupakan masa keemasan dalam kodifikasi hukum Islam. hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor, terutama kodifikasi hadis nabawi
sejak masa khalifah ‘Umar bin ‘Abd al-Aziz. Faktor lainnya adalah
kodifikasi fatwa-fatwa sahabat dan rabi’in, kitab-kitab tafsir, fikih
dan usul fikih. Perluasan wilayah Islam dan hijrahnya para sahabat
Nabi dan 7abi’in ke berbagai negeri telah melahirkan banyak hasil
ijtihad para ulama seiring banyaknya masalah yang dihadapi.

Fikih sebagai hasil ijtihad pada masa itu juga berkembang
kepada dua aliran utama, yaitu madrasah ahl al-ra ’yiyy di Irak dan
madrasah ahl al-zadith di Hijaz. Kedua aliran utama itu kemudian
lebih dikenal dalam fikih dengan mazhab empat. Tokohnya adalah
Abtu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’ie dan Imam Ahmad bin
Hanbal. Semua ulama mujtahid di masa itu menjadi rujukan umat
di masing-masing wilayah, dan pendapat mereka juga dianut oleh
penguasa di wilayah tersebut sebagai pandangan resmi dalam
kebijakan negara.

Otoritas para ulama mujtahid itu dalam menentukan hukum
bukan didapat secara politik dengan dipilih oleh masyarakat, atau
ditunjuk resmi oleh khalifah yang berkuasa. Otoritas itu lahir dari
kepercayaan masyarakat terhadap kapasitas keilmuan mereka
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sehingga masyarakat menerima hasil ijtihad mereka sebagai sebuah
keputusan fatwa dan rujukan dalam pengamalan agama.

Dapat disimpulkan bahwa sejak awal, otoritas dalam
pensyariatan hukum Islam telah melalui beberapa tahapan. Pertama
di masa Rasul dimana otoritas berada pada Allah dan Rasul, lalu
pada tahapan kedua, di masa khulafa al-rasyidin dan sesudahnya,
otoritas ijtihad berada pada ulama sahabat, ulama tabi’in dan para
fugaha umat di setiap negeri.

Hal ini terus berlanjut hingga masa kemunduran fikih (al
Jumiid al-Fight) di akhir abad ke empat Hijriah yang ditandai
dengan berkurangnya hasil ijtihad baru, ta‘asub mazhab, sikap
taglid, serta perpecahan politik dan wilayah dalam Islam. Pada
masa ini, para ulama dan masyarakat berpegang teguh pada hasil
ijtihad yang telah diambil para ulama sebelumnya di masing-
masing mazhab. Proses tadwin masih terjadi, namun
kebanyakannya adalah meringkas (zalkhis), menjelaskan (syarh),
atau hanya mengomentari (hasyiyvah) Kkitab-kitab yang telah ditulis
sebelumnya. Akibatnya, kebutuhan masyarakat terhadap hukum
baru mengikuti situasi dan kondisi terkini kadangkala terabaikan.

Sejarah legislasi syariat Islam secara formil (tagnin) oleh
negara bermula dari usulan Ibnu Mugqaffa’, Sekretaris Negara di
zaman pemerintahan Abu Ja’far al-Mansar (137 — 159 H) dari Bant
‘Abbasiyyah. Melalui bukunya Risalah al-Sakabah, Ibnu Mugaffa’
mengusulkan untuk menggunakan kitab al-Muwatta’ karya Imam
Malik sebagai hukum formil negara,"** namun usul itu ditolak oleh
Imam Malik dengan alasan agar adanya keluwesan hukum dan
kemudahan bagi masyarakat dalam mengamalkan hasil ijtihad

114 Nasrun Haroen, dkk, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta : PT. Ictiar
Baru van Hoeve), 2001, hal. 960.
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ulama. Menurut Imam Muhammad Aba Zahrah, buku al-Muwayta’
merupakan bentuk kodifikasi fikih ketika itu.**

Kodifikasi hukum Islam atau tagnin secara formil oleh
negara, baru terwujud pada tahun 1293 H/1876 M saat khilafah
Turki Usmani melahirkan kodifikasi hukum Islam pertama dalam
bidang hukum muamalah berdasarkan mazhab Hanafi. Kodifikasi
itu diberi nama Majallah al-Azkam al- ‘Adliyyah (Hukum perdata
kerajaan Turki Usmani). Aturan tersebut diterapkan di wilayah
kekuasaan Turki Usmani saat itu sampai dengan dasawarsa abad
ke-XX. Majallah al-Akkam al- ‘Adliyah memuat 1851 Pasal yang
tersebar dalam 16 bab. Kodifikasi hukum Islam yang dihimpun
oleh ulama di zaman Turki Usmani ini hanya mencakup satu
bidang, yaitu muamalah, dan terbatas pada pendapat satu mazhab
saja, yaitu mazhab Hanafi.

Kodifikasi hukum Islam juga pernah diupayakan para
ulama di India yang dikenal dengan al-Fatawa al-Hindiah yang
fokus pada hasil ijtihad hukum Islam dalam mazhab Hanafi. Karya
ini dihimpun oleh sekitar empat puluh ulama dan gadi terkemuka
India, diketuai oleh Molla Nizamuddin Burhan Par1.*®

Mustafa Al-Zarqa dalam bukunya al-Madkhal al-Fighr al-
‘Am membagi periodesasi fikih kepada 8 (delapan) periode:*’

1. Periode Fikih Pertama : masa Nabi
2. Periode Fikih kedua: Masa khulafa al-rayidin dan
setelahnya hingga pertengahan abad pertama hijriah
3. Periode Fikih ketiga: tahun 50 hingga 100 H
Periode Fikih keempat: tahun 101 hingga 350 H
5. Periode Fikih kelima: tahun 351 hingga 650 H

&

15 Misnan, “Sejarah Kodifikasi Hukum Islam (Taqnin) di Negara
Islam,” Jurnal Al-Usrah : Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah, Vol. 06, No. 01,
November 2021, hal. 75

118 Ipid, hal. 236

Y7 | jhat: Mustafa Ahmad Al-Zarqa, al-Madkhal al-Fighi al-‘dm,
(Damaskus: Dar al-Qalam, 2004), cetakan 11, hal.173 dst.
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6. Periode Fikih keenam: tahun 651 hingga munculnya

Majallah al-Ahkam al- ’Adliyyah tahun 1286 H

7. Periode Fikih ketujuh : dari munculnya Majallah al-Akkam

al-"Adliyyah hingga 1354 H

8. Periode Fikih kedelapan: dari 1355 H sampai dengan
sekarang.

Merujuk pada periodesasi tarikh tasyri’ versi Mustafa al-
Zarqa di atas, maka pensyariatan hukum Islam tertulis secara formil
oleh negara dilakukan pada periode ketujuh yaitu periode tagnin
atau legislasi hukum Islam. Pada periode ini hukum Islam yang
dikodifikasi sebagai regulasi masih berwujud hasil ijtihad mazhab
tertentu semisal aturan hukum muamalah yang mengadopsi pedapat
mazhab Hanafi pada kasus tagnin Majallah al-Akkam al- ‘Adliyyah
di Turki Usmani.

Proses taqgnin terus berkembang sesuai dengan periodesasi
tertinggi yaitu periode fikih kedelapan. Pada periode yang dimulai
pasca Perang Dunia ke Il ini, al-Zarga menjelaskan bagaimana
upaya para ulama untuk melahirkan berbagai Ensiklopedi Fikih
yang digagas oleh banyak lembaga Kajian Fikih (al-Majami’ al
Fighiyyah) di berbagai negara, khususnya Timur Tengah. Sebut
saja Majma’ al-Buhiith al-Islamiyyah milik Al-Azhar, dibentuk
tahun 1961, Usbi’ al-Figh al-Islamiyy di Damaskus tahun 1961,
Konferensi Fikih Islam di Riyadh tahun 1972, al-Majma’ al-fight
al- Islamiyy milik Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1978,
dan lain sebagainya.

Kodifikasi fikih pada periode kedelapan ini tidak lagi
bercirikan dominasi pendapat fikih dari mazhab tertentu, tapi
merangkum pendapat dari berbagai mazhab yang ada, sehingga
kajian dalam bidang hukum tertentu menjadi lebih komprehensif
dan mendalam. Masyarakat awam juga mendapatkan beberapa opsi
dalam mencari solusi hukum yang berkembang.

Menurut Mukhsin  Nyak Umar, masyarakat memiliki
kebebasan mengamalkan pendapat mana saja yang diyakini lebih
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dekat kepada kebenaran atas dasar dalil dan metode yang
dipandang tepat. Para tokoh imam mazhab terdahulu juga tidak
pernah menyatakan agar pendapatnya harus diikuti. Ijtihad mereka
lakukan dalam rangka merespon masalah-masalah yang muncul di
tengah masyarakat. Seorang mujtahid kadang juga berbeda
pendapat dengan para guru mereka dalam satu masalah tertentu.*®
Atas dasar fakta ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu
otoritas pun yang dipandang berhak menutup pintu ijtihad selama
terpenuhi rukun dan syaratnya.

Selain Turki Usmani, Kerajaan Arab Saudi juga pernah
menginisiasi tagnin hukum Islam dengan menerbitkan Majallah al-
Anhkam versi Arab Saudi pada masa Raja ‘Abd al-Aziz al-Su’ad.
Pada awalnya Raja mengharapkan para ulama dapat menghimpun
semua masa- il ijtihad yang terkuat (rajih) dari lintas mazhab,
namun seruan Raja pada akhirnya hanya mampu disahuti oleh
seorang ulama sekaligus Qadi kota Mekkah al- Mukarramah
Syaikh Ahmad bin Abdullah al-Qart (1309-1359 H). Majallah al-
Ahkam versi Arab Saudi ini belum secara formil diakui kerajaan
sebagai hukum yang legal, namun masih dalam bentuk manuskrip
yang ditulis oleh penyusunnya dan hanya berhasil menghimpun
hukum muamalah dalam mazhab Hanbali.'*

Pada tahun 1982, negara Mesir juga pernah mencoba
melegalisai lima racangan Qanun, namun gagal masuk Badan
Legislasi Parlemen karena persoalan politik.*®® Kelima rancangan
itu meliputi Rancangan Qanun Muamalat (1136 Pasal), Rancangan

118 Mukhsin Nyak Umar dan Maizuddin, Memahami Kembali Syari’ah,

Fikih dan ljtihad dengan Pendekatan Riwayat: Upaya Menegaskan Hukum
Islam Yang Moderat dan Dinamis, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2023),
cetakan II, hal. 124-125

19 Manna® al-Qattan, Tarikh al-Tasyri’ al-Islamiyy, hal. 422, menukil
dari Jaridah Umm al-Qura, V0.2, No, 141, Safar 1346 H/ 26 Agustus 1927 M.

% Husam al-‘Isawi Ibrahim, “Tagnin al-Syari’ah: al-‘Amal al-

Mansyud,” dari situs: https://shorturl.at/fSEGU (diakses pada tanggal 1 Juni
2023)


https://shorturl.at/fsEGU
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Qanun Pra-Peradilan (181 Pasal), Rancangan Qanun Pidana (630
Pasal), Rancangan Qanun Dagang (776 Pasal), dan Rancangan
Qanun Perdagangan Laut (443 Pasal).

Di Indonesia, upaya tagnin syariat pertama dilakukan pada
bidang hukum keluarga dengan lahirnya Undang-Undang No.1
tahun 1974 tentang Perkawinan, lalu berlanjut dengan Undang-
Undang No. 7 tahun tahun 1989 sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50
tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 10
tahun 1998 tentang Perbankan yang memasukkan beberapa
aktifitas muamalah Islam, Undang-Undang No. 17 tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Haji, Undang-Undang No. 38 tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang No. 41 tahun 2004
tentang Perwakafan. Terakhir juga sedang disiapkan Rancangan
Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berisi
gabungan dari beberapa Undang-Undang sebelumnya.*?* Semua ini
mengindikasikan bahwa konsep al-marjaliyyah juga terjadi dalam
proses legislasi hukum Islam dalam kerangka hukum Nasional di
Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh memiliki makna tersendiri dalam sejarah
legislasi hukum Islam di Indonesia. Melalui Undang-Undang ini,
Negara memberikan kewenangan khusus kepada Aceh untuk
melegislasi semua Peraturan Daerah atau Qanun yang bersumber
dari syariat Islam sebagai tindak lanjut perdamaian antara RI dan
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada MoU-Helsinki.

Gerakan melakukan ijtihad kolektif (al-ijtihad al-Jama ‘i)
juga semakin menggaung pada era modern. Persoalan-persoalan
kekinian yang dirasakan oleh banyak orang di banyak negara butuh

2! Dasar hukum KHI yang saat ini digunakan para hakim di Peradilan

Agama sebagai sumber hukum materil belum berbentuk Undang-Undang, namun
hanya berupa Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991. Oleh karenanya perlu
disempurnakan menjadi Undang-Undang.
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kepada suatu solusi bersama yang dipikirkan oleh banyak pakar
multi-disipliner.

Otoritas tagnin di masa modern tidak lagi berada pada
otoritas para ulama mujtahid, melainkan ada pada negara dalam hal
ini ada pada Lembaga Legislatif. Hal ini tentu membawa pada
berbagai persoalan tersendiri, misalnya anggota legislatif yang ada
di DPR tidak semua beragama Islam, kalaupun beragama Islam,
belum tentu semua sepakat untuk melegislasi hukum Islam, terlebih
lagi jika dikaitkan dengan kapasitas keilmuan Islam para
pembentuk regulasi tersebut.

Ramlan Surbakti mengutip pendapat Weber menyebutkan
di antara ciri-ciri sebuah negara modern adanya berbagai struktur
yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda, misalnya jabatan,
peranan dan lembaga-lembaga, yang semuanya, memiliki tugas
yang jelas batasnya yang bersifat kompleks formal, dan
permanen.*?

Negara modern mempunyai karakteristik dan ciri tersendiri,
bersistem demokrasi, dimana pemimpin dipilih berdasarkan suara
mayoritas, dan dijalankan dengan pola dan sistem perwakilan.
Dalam negara modern, terdapat tiga kekuasaan; kuasaan eksekutif,
legislatif dan yudikatif. Tiga lembaga kekuasaan tersebut bersifat
check and balance. Eksekutif menjalankan undang-undang,
legislatif pembuat undang-undang, dan yudikatif sebagai lembaga
peradilan dan kekuasaan kehakiman. Untuk melegalisasi hukum
Islam dalam hukum positif di era modern dibutuhkan kesepakatan
semua unsur dan komponen masyarakat, terutama adanya political
will dari eksekutif dan lembaga parlemen. Berdasarkan asas
legalitas dan kewenangan, maka tanpa otoritas dari lembaga negara
yang berwenang, proses tagnin hukum Islam tidak dapat dilakukan.

3.3.3 Pro dan Kontra Tagnin Syariat Islam

22Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia
Widiasarana Indonesia, 2005), hal. 3-4.
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Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pro dan
kontra upaya tagnin sudah ada sejak pemerintahan khalifah Aba
Ja’far al-Mansar (137-159H) pada Bani ‘Abbasiyyah yang ingin
melegalisasi hukum Islam atas dasar kitab al-Muwatta’, namun
tidak mendapat persetujuan dari Imam Malik selaku pengarang
kitab tersebut. Pro kontra itu terus berlanjut hingga saat ini.

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan beberapa alasan kelompok
pendukung legislasi hukum Islam yang dapat dirangkum sebagai
berikut; #*

1. Tagnin dibutuhkan guna kemudahan.

Fikih Islam sangat kaya dengan berbagai pendapat dalam
berbagai mazhab terkait satu persoalan. Gaya bahasa penulisan
fikih klasik dan istilah yang digunakan terkadang sulit dipahami,
bukan saja oleh masyarakat awam tapi juga oleh mereka
memahami bahasa Arab dengan baik dan memiliki dasar ilmu
keislaman. Perbedaan pendapat yang terjadi bukan hanya lintas
mazhab, tapi kadang juga dalam internal mazhab dengan berbagai
tingkatan mujtahid di dalamnya.

Melakukan legislasi hukum Islam dalam format hukum
modern akan sangat memudahkan masyarakat awam dalam
memahami hukum Islam. Tagnin juga akan menuntun para hakim,
jaksa, pengacara dan aparatur hukum lainnya dalam memeriksa,
menuntut dan memutuskan perkara di peradilan.

2. Ketiadaan Hakim Mujtahid.

Hukum Islam berupa fikih merupakan hasil ijtihad para
mujtahid masa dahulu atas setiap masalah yang didasari atas dalil-
dalil dengan metode istinbat tertentu. Para Qadi masa lampau tidak

128 Disadur dari makalah Syaikh Wahbah al-Zuhaili "Tagnin al-Ahkam
al-Syar’iyyah”, disampaikan pada Seminar Internasional PERTI ‘Penguatan
Mazhab Syafi’ie Sebagai Sumber Referensi bagi Legalisasi Hukum Islam di
Aceh”, Dayah Darul lhsan Abu Hasan Krueng Kale, Siem, Darussalam, Aceh
Besar, 5 Mei 2012.
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perlu kepada tagnin sebab mereka adalah para fugaha dengan
kapasitas sebagai mujtahid, dibekali dengan berbagai ilmu yang
mendukungnya untuk berijtihad.

Idealnya para hakim atau Qadi adalah seorang mujtahid,
namun sumber daya manusia para hakim di masa modern sangat
jauh dari kapasitas seorang mujtahid. Jika ada hakim yang mujtahid
di suatu negeri, jumlahnya sangat sedikit dan tidak akan sanggup
menangani ribuan perkara yang masuk ke lembaga peradilan setiap
tahun. Kebutuhan masyarakat kepada kepastian hukum di seluruh
belahan dunia amat mendesak dan tidak bisa ditunda. Oleh karena
ketiadaan hakim dengan kapasitas mujtahid maka tagnin hukum
Islam adalah solusi yang paling rasional menghadapi masalah ini.

3. Tagnin adalah solusi bagi keseragaman hukum.

Perbedaan putusan hakim atas masalah yang sama di
berbagai lembaga peradilan dalam satu negara berpotensi
menimbulkan kekacauan hukum dan keributan masyarakat. Hal ini
pernah terjadi pada masa pemerintahan Raja Faisal di Saudi Arabia.
Raja akhirnya menginstruksikan para hakim untuk berpedoman
hanya pada empat kitab tertentu dalam mazhab Hanbali.**

Dari alasan-alasan di atas jelas terlihat bahwa fagnin hukum
Islam adalah sebuah tuntutan zaman demi kemaslahatan umat.
Pandangan ini adalah pendapat mayoritas yang dianut para ulama
kontemporer.

Sementara kelompok yang menolak legislasi hukum Islam
mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut: *%°

124 yaitu kitab Syarh Muntaha al-Iradat, kitab Syarh al-Igna fi Figh al-
Imam Ahmad bin Hanbal, kitab Syarh al-Mumti‘ ‘ala Zad al-Mustagni‘ dan
kitab Manar al-Sabil fi Syarh al-Dalil.

125 Disadur dari makalah Syaikh Wahbah al-Zuhaili "Tagnin al-Ahkam
al-Syar’iyyah”, disampaikan pada Seminar Internasional PERTI ‘Penguatan
Mazhab Syafi’ie Sebagai Sumber Referensi bagi Legalisasi Hukum Islam di
Aceh”, Dayah Darul lhsan Abu Hasan Krueng Kale, Siem, Darussalam, Aceh
Besar, 5 Mei 2012.
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1. Terjadinya kejumudan pada hukum Islam yang dilegislasi

Dengan adanya metode ijtihad, hukum Islam memiliki sifat
yang fleksibel agar dapat diberlakukan sepanjang masa. Penulisan
hukum Islam secara formil dalam regulasi negara membuat hukum
itu tidak berkembang mengikuti kebutuhan masa. Oleh karenanya
tagnin ditolak oleh kelompok ini.

2. Tagnin menutup gerakan ijtihad

Kebutuhan umat kepada ijtihad baru adalah keniscayaan.
Ketika hukum telah dilegalisasi maka menurut kelompok ini ijtihad
akan ditinggalkan. Para hakim akan terjebak dalam pasal-pasal
yang baku dan tidak mampu memberikan keputusan yang lebih
berkeadilan dan bermaslahat. Tagnin juga akan melumpuhkan
gerakan berpikir dan inovasi dalam hukum Islam.

3. Tagnin akan memaksa masyarakat beragama dengan pendapat
tertentu.

Fakta yang tak terbantahkan bahwa fikih Islam sangat kaya
dengan pendapat para mujtahid dalam berbagai mazhab.
Masyarakat dapat memilih pendapat mana saja dari mujtahid
mazhab yang diikutinya. Legislasi hukum Islam akan
mempersempit pilihan masyarakat dalam beramal dengan mazhab
yang diyakini jika ternyata berbeda dengan mazhab pembuat
Qanun. Atas dasar kaidah ”Putusan Pemerintah itu mengikat, dan
menghapus perselisihan” maka masyarakat tidak punya pilihan
pada masalah yang semestinya memiliki pilihan.

Menurut kelompok ini, ragnin tidak menyelesaikan masalah
yang seharusnya mampu diselesaikan dengan banyaknya hasil
ijtihad dalam khazanah fikih Islam sepanjang masa. Para ulama
semestinya terus mengeluarkan hukum atas setiap persoalan baru
yang dibutuhkan masyarakat.

Seiring dengan perdebatan penting tidaknya tagnin, para
ahli hukum Eropa juga memperdebatkan dari mana hukum



178

dibentuk. Dalam pandangan aliran positivisme hukum, konsep
hukum yang hendak diketengahkan adalah hukum sebagai perintah
manusia yang dibuat oleh badan yang berwenang. Ada dua bentuk
positivisme hukum. 2

Pertama; positivisme  yuridis, yang berarti  hukum
dipandang sebagai suatu gejala tersendiri yang perlu diolah secara
ilmiah. Tujuannya adalah pembentukan struktur rasional sistem
yurudis yang berlaku. Dalam positivisme yuridis, berlaku closed
logical system, yang berarti bahwa peraturan direduksikan dari
undang-undang yang berlaku tanpa perlu meminta bimbingan dari
norma sosial, politik dan moral. Tokoh aliran ini ialah VVon Jhering
dan Austin. Kedua; positivisme sosiologis, hukum ditanggapi
terbuka bagi kehidupan masyarakat, yang harus diselidiki melalui
metode-metode alamiah.

Aliran positivisme hukum juga ditentang oleh aliran-aliran
hukum lain, seperti aliran realisme hukum. aliran ini lahir dari teori
empirisme David Hume. **" Aliran ini berpendapat bahwa hukum
itu hidup dan tumbuh bersama masyarakat. Hukum itu dibentuk
tidak dari penguasa. Hukum juga tidak dapat dipisahkan dari
anasir-anasir sosiologis, dan lebih mementingkan keadilan dalam
masyarakat. Aliran ini mementingkan mengkaji hukum dalam
konteks realitas dan menolak validasi bahwa penguasa adalah satu-
satunya hukum.

Terlepas dari berbagai kubu pendapat di atas, pemberlakuan
hukum Islam di Aceh telah mendapat legalitas dari pemerintah
dengan berbagai kewenangan. Artinya kondisi Aceh saat ini butuh
kepada berbagai perangkat dan aturan hukum yang mendukung

126 Otje Salman S, dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Mengingat,
Mengumpulkan dan Membuka Kembali, (Bandung, Refika Aditama,, 2004),
hal. 80-81

127 Indra Rahmatullah, “Filsafat Realisme Hukum (Legal Realism):
Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Bisnis di Indonesia.” Jurnal ‘Adalah,
Vol. 5, No. 5 (2021), hal. 2 dst. Dari situs: https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/
adalah/article/view/21395 (diakses pada tanggal 7 Mei 2023)


https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/%20adalah/article/view/21395
https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/%20adalah/article/view/21395
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terealisasinya syariat Islam di Aceh. Berdasarkan sistem hukum
positif yang dianut di Indonesia maka legislasi hukum Islam di
Aceh adalah sebuah keharusan.

Dalam konteks sekarang, legislasi Qanun dipandang
sebagai formalisasi rukum Islam, yaitu kodifikasi yang dilakukan
oleh pemerintah terhadap aturan syariat, bersifat mengikat dan
berlaku secara umum. Lahirnya Qanun dalam era modern ini
sebagai konsekuensi dari sistem hukum yang berkembang terutama
karena pengaruh sistem hukum Eropa. Sebagian ulama
menganggap formalisasi hukum Islam sangat penting sebagai
panduan bagi hakim dalam memutuskan suatu masalah yang sama
pada lembaga peradilan yang berbeda-beda. Sebagian ulama lain
memandang legislasi hanya akan memarginalkan fungsi ajaran
Islam yang komprehensif dan mempersulit umat dalam
menjalankan agama.



BAB IV

REKONSTRUKSI KONSEP
AL-MARHALIYYAH DI ACEH

4.1 Definisi Rekonstruksi Hukum

Secara bahasa, kata rekonstruksi” berasal dari kata
’konstruksi” yang bermakna susunan (model, tata letak) dari suatu
bangunan seperti jembatan, rumah dan sebagainya. Setelah menda-
pat imbuhan awal ”re” maka kata konstruksi’ menjadi “’rekons-
truksi” yang berarti pengembalian seperti semula.! Dalam Kamus
Thesaurus, “reconstruction” (rekonstruksi) memiliki makna rebuil-
ding, reform, restoration, remake, remodeling, regeneration, reno-
vation, reorganization, re-creation.? Rekonstruksi bermakna mem-
bangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian
semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai
primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali
sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Menurut Kamus Politik,
kata “rekonstruksi” berarti pengembalian sesuatu kepada
tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali
dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana
adanya atau kejadian semula.®

Merujuk pada definisi bahasa di atas, Ali Dahwir menyim-
pulkan bahwa rekonstruksi hukum adalah proses membangun
kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang
hukum.* Dengan kata lain, setiap rumusan hukum harus diartikan

1 https://kbbi.web.id/rekonstruksi dan https:/kbbi.web.id/konstruksi
(diakses pada tanggal 5 Juli 2023)

2 http://www.thefreedictionary.com, Collins Thesaurus of the English
Language-Complete and Unabridged 2nd Edition. (diakses pada tanggal 5 Juli
2023)

® B.N. Marbun, Kamus Politik, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996),
hal. 469.

* Ali Dahwir, “Urgensi Rekonstruksi Strafsoort Dalam Hukum Pidana
Indonesia (Urgent Reconstruction Strafsoort in Indonesia’s Criminal Law),"”
Jurnal llmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Jihham), Vol. 1, No. 2 (2022),
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menurut konteksnya, di mana antara satu rumusan hukum dengan
rumusan lainnya berada dalam ruang lingkup satu sistem hukum
yang ada. Dalam kaitannya dengan konsep, gagasan atau ide tentang
hukum, rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk
membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep
tentang hukum.

Bernhard Peters menjelaskan, rekonstruksi hukum adalah
upaya menjelaskan aturan hukum mana yang seharusnya diikuti
olen anggota masyarakat, bagaimana mereka menggunakannya,
menafsirkan dan mengubahnya, dan alasan akan kebutuhan aturan
hukum tersebut.” Stigall memaknai rekonstruksi hukum sebagai
upaya membangun hukum berupa pemulihan atau pembentukan
lembaga hukum bagi negara-negara lemah pasca perang.® Menurut
Stigall, sama halnya seperti jalan, sekolah, dan institusi ekonomi
yang harus dibangun kembali agar negara dapat berfungsi kembali
dengan baik pasca konflik, demikin pula institusi hukum perlu
dibangun kembali untuk menyelesaikan perselisihan, menghukum
pelaku kejahatan, dan menegakkan supremasi hukum.

Dalam melakukan rekonstruksi hukum, perlu dipahami
makna-makna sebagaimana dipahami oleh anggota masyarakat,
namun tidak harus terikat pada pemahaman yang ada, sehingga
pemahaman hukum dapat diperluas ke arah yang lain dalam proses
rekonstruksi.

Rekonstruksi hukum yang dimaksud dalam kajian ini
adalah rekonstruksi terbatas, tidak mencakup seluruh aspek

hal. 87-100, dari situs: https://doi.org/10.35912/JIHHAM.v1i2.864. (diakses
pada tanggal 5 Juli 2023)

> Bernhard Peters, “On Reconstructive Legal and Political Theory,”
Philosophy & Social Criticism, Vol. 20, No. 4 (1994): 101-134, https://doi.org/
10.1177/019145379402000405. dari situs:  https://journals.sagepub.com/doi/
10.1177/019145379402000405 (diakses pada tanggal 10 Juli 2023)

® Dan E. Stigall, “Comparative Law and State-Building : The Organic
Minimalist Approach to Legal Reconstruction”, Law Review, Vol. 29. No. 1
(2007): 4 dari situs: https://digitalcommons.Imu.edu/ilr/vol29/iss1/1/ (diakses
pada tanggal 10 Juli 2023)
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legislasi syariat Islam. Rekonstruksi hanya dibatasi pada menata
ulang gagasan terkait proses legislasi syariat Islam yang telah
berjalan di Aceh saat ini, agar sejalan dengan konsep al-
marhaliyyah, realistis, dan dapat diterapkan dalam kerangka sistem
hukum Indonesia.

4.2 Faktor-Faktor Penyebab Rekonstruksi Hukum dan Tujuannya

Sebagai sebuah pandangan yang sering digunakan dalam
studi hukum, rekonstruksi hukum merupakan fenomena yang relatif
baru. Dalam catatan Carsten Stahn, seorang Penasehat Hukum
Asosiasi untuk Pengadilan Kriminal Internasional, menyebutkan
bahwa kebutuhan untuk mengembangkan strategi yang ditargetkan
untuk memulihkan supremasi hukum dalam masyarakat pasca-
konflik pertama kali terlihat pada tahun 1990-an. Sejak itu,
rekonstruksi hukum telah memainkan peran penting dalam
manajemen krisis pasca konflik.”

Dalam studi rekonstruksi hukum, terdapat beberapa faktor
utama yang melatar-belakangi atau memberikan pengaruh atas
lahirnya rekontruksi hukum. Menurut pandangan Dan E. Stigall,
salah satu yang mempengaruhi rekontruksi hukum adalah kondisi
negara yang lingkungan hukum dan politiknya rusak, kondisi yang
lumrah sekali dialami oleh negara yang masuk dalam kategori
negara miskin, negara berkembang, negara dunia ketiga, dan
negara terbelakang. Selain itu, dalam pandangan Stigall, negara
dengan latar belakang perang atau bekas konflik seringkali
menjadikan peristiwa tersebut sebagai alasan untuk melakukan
rekontruksi hukum. Tujuannya adalah untuk membangun hukum
yang berpihak pada aspek pemulihan dan sekaligus memperkuat
lembaga hukum yang sudah ada. Dengan demikian, tujuan pokok

" Carsten Stahn, “Justice Under Transitional Administration: Contours
and Critique of a Paradigm,” 27 HOUS. J. INT'L L. 311 (2004-2005): 326, dari
situs: https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/ hujil27&
div=17&id=&page= (diakses pada tanggal 10 Juli 2023)
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untuk mengatasi akar dari penyebab konflik melalui pembentukan
dan pemulihan supremasi hukum akan tercapai.?

Menurut Angela Haris, rekonstruksi harus dilandasi tiga
faktor utama. Pertama: pembentukan kesadaran diri dari
kelompok-kelompok identitas yang telah mengalami penindasan
rasial dan sekarang menuntut kesetaraan. Kedua: memulihkan
kembali berbagai hal dalam aspek hukum yang telah hilang atau
ditindas selama penindasan ras berlangsung. Ketiga: mengubah
yurisprudensi dan teori politik yang ada.’

Mengacu pada beberapa teori di atas, rekonstruksi hukum di
Aceh jelas terjadi pasca konflik politik yang panjang antara Gerakan
Aceh Merdeka dan RI yang hampir selama 30 tahun (1976-2005).
Akar konflik ini bahkan sudah dimulai sejak meletusnya DI/TII di
Aceh tahun 1953 pasca pencabutan status Provinsi Aceh. Berbagai
upaya telah dilakukan Pemerintah guna menyelesaikan konflik
bersenjata, dari penumpasan pemberontakan secara kekerasan
(militer), perundingan, pemberian status Daerah Istimewa, Otonomi
Khusus, hingga perjanjian Damai di Helsinki tahun 2005.

Secara fisik, daerah Aceh yang pada penghujung tahun 2004
diluluhlantakkan oleh bencana tsunami memang butuh rekonstruksi
besar-besaran. Semua prasarana dan sarana kehidupan mulai
dibangun kembali. Selain itu, Perdamaian Helsinki 15 Agustus
2005 juga mengamanatkan lahirnya suatu sistem hukum baru di
Aceh yang berhasil diwujudkan Pemerintah RI dengan terbitnya
Undang-Undang Pemerintahan Aceh tahun 2006. Undang-undang
ini merupakan lex spesialis derogate lex generalis dari peraturan

® Dan E. Stigall, “Comparative Law and State-Building : The Organic
Minimalist Approach to Legal Reconstruction”, Law Review, Vol. 29. No. 1
(2007): 5 dari situs: https://digitalcommons.Imu.edu/ilr/vol29/iss1/1/ (diakses
pada tanggal 10 Juli 2023)

® Harris, “Foreword: The Jurisprudence of Reconstruction.”, California
Law Review, Vol. 82 No. 4 (1994): 741-785, dari situs: https://journals.sagepub.
com/doi/10.1177/096466399900800302%icid=int.sj-abstract.similar-articles.3
(diakses pada tanggal 10 Juli 2023)
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perudang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia. Menurut
Taqwaddin, setidaknya ada 26 kekhususan yang dimiliki Aceh
dengan lahirnya UU-PA.' Salah satu yang paling sering diingat
adalah hak penerapan syariat Islam secara formil.

Pada dasarnya, secara yuridis pelaksanaan syariat Islam di
Aceh sudah memiliki payung hukum yang jelas sejak diundang-
kannya Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyeleng-
garaan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Regulasi itu
kemudian diperkuat dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh
sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sejak tanggal 1
Muharram 1423 Hijriyah bertepatan dengan 15 Maret 2002, syariat
Islam secara resmi diterapkan di provinsi Aceh.

UU No. 18 Tahun 2001 selanjutnya dicabut pasca terbitnya
Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
yang lahir sebagai tindak lanjut dari amanah kesepakatan bersama
antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka
(GAM) di Helsinki. UU-PA tersebut memperkuat status
otonomi khusus Aceh dalam segala aspek termasuk aspek
penerapan syariat Islam.

Saat ini kedudukan Qanun Aceh merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Memahami sistem
hukum berarti mendalami sesuatu yang berdimensi sangat luas.
Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum secara mudah
dapat dibedakan menjadi tiga komponen, yakni struktur hukum,
substansi hukum, dan budaya hukum. Jadi, dapat dikatakan bahwa
rekonstruksi hukum ini berarti sebagai proses membangun kembali
atau melakukan pengorganisasian kembali terhadap struktur
hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang sudah ada
menjadi lebih baik dan berfungsi sebagaimana harusnya.

1Ohttps://aceh.tribunnews.com/2016/08/30/kekhususan-aceh-menurut-
uupa
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Upaya membangun melalui rekonstruksi hukum tersebut
diarahkan untuk menemukan kehendak hukum (recht idee),
kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Setiap rumusan hukum
harus diartikan menurut konteksnya masing-masing. Antara satu
dengan lain berada dalam ruang lingkup sistem hukum nasional,
yaitu sistem hukum Indonesia.

Penataan ulang legislasi Qanun Aceh perlu dilakukan
kerena dari ketiga komponen sistem hukum yang dikatakan
Lawrence M. Friedman di atas yakni struktur hukum, substansi
hukum, dan budaya hukum belum sepenuhnya mencapai hasil yang
maksimal, meskipun asas formil telah terpenuhi. Sebagai contoh,
format pembuatan Qanun masih mencari bentuk dan belum punya
prioritas. Dari aspek muatan, materi Qanun Aceh di samping harus
mengacu pada Al-Quran, hadis, Ijma’ dan Qiyas, juga harus berada
dalam kerangka sistem hukum Indonesia yang sekuler.

Di satu sisi, persoalan HAM masih sering dipertanyakan
setiap kali Rancangan Qanun dibahas, baik dari kalangan
pembahas, LSM, dan bahkan Pemerintah sendiri. Sebaliknya di sisi
lain, masyarakat juga mempertanyakan kenapa belum seluruh
hukum syariat dilegislasi. Kenapa ada ‘ugibat yang semestinya
dihukum dengan gisas dan Audiid, namun masih dihukum dengan
hukuman ta zir, padahal kewenangan formil untuk melegislasi
syariat sudah dimiliki.

Debat terkait makna asas lex spesialis derogate lex
generalis serta batasan kewenangan Aceh menjalankan kekhususan
hukum syariat seakan tidak pernah habis. Hal ini tentu menjadi
permasalahan tersendiri dalam proses legislasi. Kesamaan visi
semua stakeholder di Aceh maupun instansi vertikal terkait
pentingnya syariat Islam sebagai sebuah hukum formil yang
legitimate tampaknya belum terwujud secara maksimal. Buktinya,
berbagai pro dan kontra di kalangan para pembahas Qanun di
tingkat Daerah dan Pusat, maupun elemen masyarakat masih sering
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terlinat setiap kali ada penyusunan rancangan Qanun Aceh
bermuatan syariat.

Dalam konteks pembentukan Qanun-Qanun bermuatan
syariat Islam, persoalan kewenangan pembentuk perundang-
undangan daerah (Qanun) yang ada di Legislatif dan Pemerintah
Aceh telah menjadi hambatan tersendiri. Banyaknya Qanun
delegatif dari Qanun Pokok-Pokok Syariat Islam yang hingga kini
belum terbentuk, sering dikaitkan dengan persoalan politicall will
dan kapasitas keilmuan dari anggota lembaga pembentuk.
Terbatasnya kapasitas keilmuan keislaman para pihak yang terlibat
dalam legislasi Qanun seperti pada lembaga DPRA (legislatif) dan
Pemerintah Aceh (eksekutif) berdampak pada produk Qanun
yang dihasilkan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
Kapasitas keilmuan yang tidak seragam di parlemen atau
bahkan cendrung rendah dapat dianalisa akibat persyaratan
pendidikan minimum calon anggota legislatif di Indonesia
yang terlalu rendah, hanya setingkat SLTA.*

Sinergitas kedua lembaga (legislatif dan eksekutif)
dengan lembaga lain yang mendukung syariat Islam di Aceh
juga belum maksimal. Pola kerja sinergis dalam proses
legislasi  Qanun  syariat yang melibatkan  Majelis
Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh serta dinas terkait
lainnya masih perlu ditingkatkan.

Masalah lainnya adalah teknis pelaksanaan yang belum
mempunyai format yang ideal dan pengambilan kebijakan yang
masih timpang sering menyebabkan tidak maksimalnya peran
lembaga aparatur penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) yang
semuanya adalah lembaga vertikal yang personilnya diangkat dari
pusat, sementara Qanun-Qanun syariat dibuat dan hanya berlaku
di Aceh. Peran Lembaga Wilayatul Hisbah (WH) sebagai ujung
tombak penegakan dan pengawasan syariat Islam di lapangan juga

1 |ihat ketentuan Pasal 240, ayat (1), UU. No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
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sering dipersoalkan. Kewenangan WH plus anggaran yang tidak
memadai membuat penegakan syariat Islam tidak maksimal.?
Akibatnya, Political will Pemerintah terhadap penerapan syariat
Islam juga semakin sering dipertanyakan masyarakat.

Pada level masyarakat berbagai persoalan juga muncul.
Misalnya pergeseran budaya dan moral generasi muda akibat
rendahnya tingkat pemahaman agama, tingginya tingkat pengang-
guran, persoalan kemiskinan (ekonomi), kesadaran hukum yang
rendah, dan proses sosialisasi Qanun yang tidak menyentuh
masyarakat bawah, telah membuat sebagian masyarakat justru
menjadikan syariat Islam sebagai kambing hitam dari masalah-
masalah tersebut.

Semua faktor di atas, menghendaki adanya suatu rekons-
truksi hukum, setidaknya pada proses legislasi Qanun di Aceh.
Masalah-masalah ini tidak bisa diselesaikan dalam semalam, butuh
kepada konsep al-markaliyyah dan kajian yang mendalam yang
diwujudkan dalam bentuk rancangan besar dan menyeluruh,
roadmap serta prioritas program legislasi Aceh (Prolega).

4.3 Proses Tagnin Hukum Islam di Aceh dan Capaiannya

Landasan pokok dari lahirnya Qanun-Qanun di Aceh
berkisar pada beberapa aturan utama. Pertama: Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan
Provinsi Daerah Istimewa Aceh; Kedua: Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah
Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

12 Sebagai ilustrasi, dari sekitar 17 Triliun APBA tahun 2021, anggaran belanja
Satpol-PP dan WH tahun 2021 berjumlah 44,5 Milyar, biaya operasionalisasi
penegakan, pembinaan dan pengawasan Qanun syariat Islam hanya sekitar 172,2
juta, biaya operasional eksekusi cambuk hanya 47,8 juta, dan dana bimbingan
teknis Polisi WH Aceh dan Kabupaten/Kota 82,8 juta. Sisanya didominasi pada
biaya rutin pegawai dan jasa pelayanan umum kantor. Lihat: Laporan Kinerja
Tahun 2021 Satpol PP dan WH Aceh, dari : https://satpolppwh. acehprov.go.id/
(diakses pada tanggal 10 Juni 2023)
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ketiga: Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres) 11 Tahun
2003 tanggal 3 Maret 2003 tentang Mahkamah Syariah dan
Mahkamah Syariah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam, kepres ini memperkuat dua undang-undang yang lahir
sebelumnya; keempat: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh.

Terdapat perbedaan dalam pemberian definisi Qanun.
Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Qanun dianggap
sama dengan Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-
undang di wilayah Provinsi Aceh dalam rangka penyelenggaraan
otonomi khusus. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006, Qanun didefinisikan sebagai “Peraturan perundang-
undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur
penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.”

Dari definisi Qanun dalam UU-PA tersebut terdapat dua
bidang yang berbeda yang diatur dalam Qanun di Aceh. Pertama:
dari sisi penyelenggaraan pemerintahan. Kedua: dari sisi kehidupan
masyarakat Aceh. Qanun Aceh yang berisi materi muatan hukum
syariah -misalnya Qanun Hukum Jinayat- masuk dalam kategori
Qanun yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan
bermasyarakat.*®

Dari sisi peraturan perundang-undangan di Aceh, setiap
produk perundang-undangan yang dibentuk bersama eksekutif dan
legislatif (Gubernur dan DPRA) disebut Qanun Aceh. Pada
awalnya Qanun Aceh yang berhubungan dengan syariat Islam
memiliki perbedaan dan kekhususan dibandingkan dengan Qanun
yang mengatur aspek penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu
perbedaannya adalah, dalam aturan materi yang berhubungan
dengan hukum Jinayat, perihal pembatalannya tidak dapat

¥ Kamarusdiana, "Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Negara
Hukum Indonesia,” Jurnal AHKAM: Jurnal limu Syariah, Vol. 16 , No. 2, 2016,
hal. 151. Diakses dari situs: https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/
view/4445 (diakses pada tanggal 29 Juni 2023)


https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/
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dilakukan dengan Peraturan Presiden (Perpres) namun harus
melalui jalur uji materil (judicial review) di Mahkamah Agung
Republik Indonesia.

Perbedaan dan kekhususan Qanun Aceh dengan Peraturan
Daerah (Perda) di provinsi lain saat ini sudah tidak berlaku lagi
pasca terbitnya Putusan MK No. 137/PUU-XI111/2015 dan Putusan
MK No. 56/PUU-X1V/2016 yang membatalkan Pasal 251 UU No.
23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Menurut putusan MK
ini, pengujian aturan perundang-undangan oleh pemerintah melalui
metode executive review menyalahi konsep negara hukum.
Pembatalan Perda Kabupaten/Kota oleh Gubernur atau Menteri
juga bertentangan dengan UUD 1945. Sebuah aturan perundang-
undangan tidak dapat dicabut dengan keputusan Menteri Dalam
Negeri yang Dbersifat penetapan administratif (Beschikking).
Pembatalan Perda/Qanun hanya boleh dilakukan oleh lembaga
yudisial (Mahkamah Agung). Meskipun putusan MK ini
menghapus hak pengawasan represif Pusat terhadap regulasi
daerah, namun tidak serta merta menghapus konsep pengawasan
pusat dan daerah terhadap Perda melalui pengawasan preventive.'

Mengacu pada hierarki hukum di Indonesia berdasarkan
UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, maka posisi Qanun disamakan dengan Perda
di daerah lainnya. Dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011
diuraikan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
di Indonesia adalah sebagai berikut: UUD NRI Tahun 1945, Tap
MPR, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Propinsi, dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam penjelasan Pasal 7

" Bentuk pengawasan administratif dibagi kepada dua; pertama:

Preventif (sebelum aturan perundang-undangan ditetapkan); dan kedua: Represif
(sesudah regulasi ditetapkan). Lihat juga: Yuswanto,”Diskursus Pembatalan
Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XI11/2015 dan No. 56/PUU-
X1V/2016 .” Jurnal Konstitusi, vol.15, No. 4, Desember 2018, hal.730.
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tersebut kemudian diterangkan bahwa “termasuk dalam jenis
peraturan daerah provinsi adalah Qanun yang berlaku di Aceh dan
Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua.” Menurut
mantan Hakim Agung Komariah Emong Sapardjadja, Qanun Aceh
adalah aturan yang sejajar dengan undang-undang,*® karena sejalan
dengan adagium bahwa hukum pidana adalah hukum undang-
undang.

Hierarki Qanun Aceh dalam peraturan perundang-undangan
di Indonesia dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam tabel di
bawah ini: *°

Tabel 1:
Hierarki Qanun Aceh dalam Peraturan Perundang-Undangan
Nasional

Jenis dan Hierarki Jenis dan Hierarki Jenis dan Hierarki

Perundang-undangan
(Pasal 7 ayat (1) UU No.
12 Tahun 2011 dan
penjelasannya)

Peraturan Perundang-
Undangan Pelaksanaan
Otonomi Khusus Papua

Peraturan Perundang-
Undangan Pelaksanaan
Syariat Islam Aceh

UUD 1945 UUD 1945 UUD 1945

Tap MPR Tap MPR Tap MPR

Undang-Undang/ PERPPU | Undang-Undang/ Undang-Undang/
PERPPU PERPPU/Syariat Islam

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Peraturan Daerah
Provinsi/Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota/ Peraturan
Desa

Perdasi/Perdasus

Qanun Aceh /Qanun
Kabupaten/Qanun
Kota/Reusam
Gampong

Secara formal, prosedur perumusan Qanun sama halnya
dengan prosedur legislasi Peraturan Daerah. Inisiatif pengajuannya

1 https://ms-acehlm.go.id/data/materibimtek/ QANUN%20ACEHLM.
pdf hal. 3 (diakses tanggal 20 Januari 2023)
16 Nyak Fadhlullah, "Metode Perumusan Qanun Jinayat Aceh: Kajian

Terhadap Pasal 33 Tentang Zina," Jurnal in Right (Jurnal Agama dan Hak Azazi
Manusia ), Vol. 7 No. I , November 2017, hal. 20, diakses dari situs : http://
ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1456/1262> (diakses pada
tanggal 29 Juni 2023)


https://ms-acehlm.go.id/data/materibimtek/QANUN%20ACEHLM.%20pdf
https://ms-acehlm.go.id/data/materibimtek/QANUN%20ACEHLM.%20pdf
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boleh berasal dari Pemerintah Provinsi. Sebagaimana lazim proses
legislasi di peraturan daerah lainnya, pembuatan rancangan naskah
Qanun dilakukan oleh satu tim atau panitia yang harus melalui
langkah-langkah sosialisasi untuk kepentingan mendapatkan masu-
kan yang berarti dari berbagai kalangan. Proses sosialisasi ini
biasanya dilaksanakan dalam bentuk diskusi, dengar pendapat,
lokakarya, seminar, FGD, dan cara-cara lainya. Atas argumentasi
dan masukan dari diskusi tersebut, kemudian naskah diperbaiki
sehingga sampai pada tahap sempurna dan kemudian baru diajukan
ke legislatif untuk dibahas. Pada tahap pembahasan, pihak legislatif
dan eksekutif juga mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum
(RDPU) yang mengundang berbagai unsur masyarakat guna me-
nampung aspirasi yang bertujuan untuk penyempurnaan Qanun.’
Untuk setiap Qanun yang materi muatannya berkaitan
dengan syariat Islam harus melewati fase konsultasi serta
pembahasan antara DPRA dengan MPU atau antara Pemerintah
Provinsi dengan MPU. Hal ini merupakan amanat Pasal 7 ayat (1)
Qanun Aceh No. 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian
Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama. Pada Pasal 7 ayat
(2) ditegaskan bahwa pertimbangan MPU diberikan dalam bidang
agama, pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan
kemasyarakatan. Artinya ini mencakup semua bidang, baik
penyelenggaraan Pemerintahan maupun kehidupan masyarakat.
Pasal 11 ayat (1) Qanun Aceh No. 13 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan
Ulama juga mengatur bahwa setiap kebijakan Pemerintahan Aceh
yang berkenaan dengan Syari’at Islam dalam bidang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), sebelum disetujui atau disahkan
dan/atau ditetapkan harus mendapatkan Pertimbangan MPU Aceh
dan/atau Pimpinan MPU Aceh. Lebih tegasnya lagi, pada pasal 18

7 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan
Qanun.
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Qanun yang sama dinyatakan bahwa fatwa MPU Aceh bersifat
mengikat dan menjadi pertimbangan terhadap kebijakan Pemerin-
tahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota serta pelaksanaan
kebijakan instansi vertikal di Aceh.

Kewenangan pengawasan legislasi Qanun yang diberikan
kepada MPU Aceh dalam pasal-pasal Qanun Aceh No. 13/2017 di
atas terlihat sangat tegas dan signifikan. Sulit dibayangkan jika
kemudian muncul materi Qanun atau kebijakan yang bertentangan
dengan ruh syariat Islam di Aceh, kecuali jika sifat fatwa MPU
Aceh yang mengikat sebagaimana ditegaskan dalam Qanun tadi,
tidak diikuti oleh lembaga pembentuk regulasi, atau sebelum
disetujui dan disahkan/ditetapkan sebuah Rancangan Qanun tidak
mendapatkan pertimbangan dan persetujuan MPU Aceh. Sebagai
contoh polemik terbaru terkait ketidaksetujuan MPU Aceh untuk
merevisi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga
Keuangan Syariah.

Secara materil, proses legislasi Qanun diawali dengan
persiapan naskah akademik, mendeteksi masalah dan menyusun
sistematika yang runut. Langkah ketiga ini tidak harus berurutan,
boleh saja dilakukan secara bersamaan, atau dapat pula
ditinggalkan jika dianggap tidak perlu. Selanjutnya barulah
dilakukan proses penulisan draft awal, yang kemudian dilanjutkan
dengan penyempurnaan-penyempurnaan sampai dianggap memadai
bahkan sempurna.*®

Tatacara pembentukan Qanun syariat juga mengacu
kepada regulasi lokal berupa Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011
tentang Tatacara Pembentukan Qanun. Penyusunan Qanun
merupakan  kewenangan DPRA/DPRK dan  Gubernur

'8 Nyak Fadhlullah, "Metode Perumusan Qanun Jindyat Aceh: Kajian
Terhadap Pasal 33 Tentang Zina," Jurnal in Right (Jurnal Agama dan Hak Azazi
Manusia ), Vol. 7 No. I , November 2017, hal. 20, diakses dari situs : http://
ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1456/1262> (diakses pada
tanggal 29 Juni 2023)
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Aceh/Bupati/ Walikota.”® Qanun dapat diusulkan oleh anggota
legislatif maupun pihak eksekutif (SKPA/SKPK).?° Pembentukan
Qanun Aceh melalui beberapa tahapan berupa perencanaan,
penyusunan, pembahasan, penetapan atau pengesahan dan
pengundangan.

Otoritas pembentuk Qanun dan proses tahapannya jelas
berbeda dengan otoritas pembentuk syariat dan proses tahapan
pada masa Nabi dan khulafa al-rasyidin seperti yang telah
dikemukakan pada bab sebelumnya. Meskipun berbeda, namun
menurut Abti Zahrah, hasil dari sebuah proses tagnin yang terjadi
pada masa sekarang merupakan hukum Islam dalam bentuk buku
atau kitab undang-undang yang tersusun rapi, praktis dan
sistematis, kemudian ditetapkan dan diundangkan secara resmi oleh
kepala negara, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh warga
negara.

Jika tagnin dimaknai secara luas sebagai tasyri’
(pembentukan hukum), maka tagnin sudah ada sejak zaman Nabi,
namun jika tagnin diartikan sebagal sebuah konsep legislasi dalam
sistem hukum modern, tertulis pasal demi pasal, bersifat mengikat,
temporer dan memiliki sanksi, maka tagnin dalam makna seperti
itu jelas belum ditemukan pada masa Nabi, kecuali dokumen
Piagam Madinah (Sahifah al-madinah) yang bisa saja disebut
memiliki kemiripan dengan fagnin dari sisi pengredaksiannya.

Materi muatan Qanun Aceh meliputi empat hal;*
pengaturan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Aceh;
pengaturan terkait kondisi khusus Aceh dan kewenangan khusus
Aceh vyang bersifat istimewa; pengaturan tentang tugas
perbantuan; dan penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-

19 Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011, Pasal 10 ayat (1), dan (2).
20 Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011, Pasal 11 ayat (1).
21 Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011, Pasal 5 ayat (1), huruf a, b, ¢, dan d.
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undangan. Pembentukan Qanun-Qanun syariat Islam termasuk
dalam hal pengaturan terkait kondisi khusus Aceh dan
kewenangan khusus Aceh yang bersifat istimewa.

Materi Qanun mengandung asas dinul Islam, sejarah
Aceh, kebenaran, kemanfaatan, pengayoman, hak asasi manusia,
kebangsaan, kekeluargaan, keterbukaan dan komunikatif, dan
keanekaragaman.?? Dalam pembentukannya, Qanun Aceh tidak
boleh bertentangan dengan syariat Islam, UUD 1945, MoU-
Helsinki, UU-PA, dan UU lainnya yang menjadi kewenangan
Pemerintah, adat istiadat Aceh, kepentingan umum, kelestarian
alam dan bertentangan antar Qanun.?

Adanya keharusan penyesuaian materi Qanun Aceh dengan
asas hak asasi manusia sering menjadi isu hangat dalam
pembahasan rancangan Qanun syariat Islam, baik di tingkat
internal pembahas maupun saat dikonsultasikan ke Kementerian
Dalam Negeri. Masalah ini sering dianggap sebagai faktor
penyebab legislasi syariat secara kaffah belum dapat dilakukan,
seperti pada proses pembentukan Ragan Hukum Jinayat tahun 2009
dan 2014, serta Ragan Hukum Keluarga Tahun 2018. Diskusi
terkait apa itu hak asasi manusia versi Islam masih kerap
dibincangkan setiap kali rancangan Qanun diajukan.

Data Qanun syariat dan kelembagaan syariat Islam yang
dilahirkan di Aceh sejak tahun 2000-2022 dapat disajikan sebagai
berikut:

Total Qanun : 290 Qanun

Qanun Syariah (QS) 11 Qanun (3.8%)

Qanun Kelembagaan Syariah (QKS) : 13 Qanun (4.4%)

Jumlah Qanun Syariah dan Kelembagaan Syariah : 23

Qanun

22 Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011, Pasal 3 ayat (1), huruf a, b, c, d, e, f,
g, h, 1, danj.

2 Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011, Pasal 2 ayat (2), hurufa, b, ¢, d, e, f,
g, dan h.



195

(8.2 %)

Grafikl: Total Qanun Syariah yang Dibentuk
Sejak Tahun 2000-2022

11 (3.8%) 13 (4.4%) m QS
' QKS
1 Qanun lain
266 (91.8%)

Sumber data: Perpustakaan Sekretariat DPRA

Dari sisi kuantitas, terdapat 24 Qanun syariat Islam yang
telah berhasil dibentuk selama 22 tahun. Kinerja legislatif dan
eksekutif Aceh patut diapresiasi. Artinya rata-rata setiap tahun lahir
satu Qanun syariah atau kelembagaan syariah.

Secara umum penyusunan Qanun Aceh juga telah melalui
proses pentahapan atau al-markaliyyah sebagaimana proses
pensyariatan hukum masa Rasul, namun dari sisi prioritas, legislasi
tidak sejalan dengan prioritas marfkaliyyah al-tasyrz’ di awal Islam.

Marhaliyyah al-tasyri di masa awal Islam dimulai dengan
prioritas pengenalan Tuhan (tauhid). Ayat dan hadis yang
disampaikan Nabi saat itu belum menyentuh ancaman sanksi di
dunia, namun hanya berupa ancaman sanksi akhirat. Upaya
pengenalan agama juga dilakukan secara persuasif, sedangkan
proses legislasi syariat Islam pada tahun 2000 di Aceh, dimulai
dengan terbitnya Perda Prov. NAD No. 3 Tahun 2000 tentang
pembentukan Ortaker MPU Aceh, dilanjutkan dengan Perda Prov.
NAD No. 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam pada
tahun yang sama. Perda No. 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan
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Syariat Islam justru telah mengatur ‘ugiibat kurungan maksimal 3
bulan dan denda maksimal 2 juta rupiah, serta dapat ditambah
dengan sanksi adat. ‘Ugibat ini dikenakan atas setiap muslim yang
tidak menjalankan syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan
sehari-hari; non muslim atau badan hukum yang tidak menghormati
syariat Islam; orang yang tidak menunda kegiatan saat waktu-
waktu ibadah atau mengganggu kekhusyukan pelaksanaan ibadah;
setiap orang yang tidak menjaga dan mentaati nilai-nilai
kesopanan; dan muslim atau muslimah yang tidak berbusana sesuai
tuntunan ajaran Islam.

Menariknya, Perda yang memuat ‘ugiibat ini justru lahir
setahun sebelum dibentuknya Perda Prov. NAD No0.33 Tahun 2001
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Syariat Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Begitu juga
Lembaga Polisi Wilayatul Hisbah selaku aparatur penegakan dan
pengawasan Syariat baru lahir pada tahun 2004. Artinya hukum
materi syariat Islam telah lebih awal terbentuk sebelum institusi
pengawas dan penegakannya lahir.

Kelahiran Perda No. 5 Tahun 2000 disertai pasal-pasal
terkait ‘ugubat-nya tidak dapat dilepaskan dari situasi euforia era
reformasi 1998 yang sangat kental dirasakan dalam segala aspek di
seluruh wilayah Indonesia. Desakan pembaharuan dalam bidang
legislasi juga berimbas pada lahirnya banyak produk hukum baru di
tingkat nasional maupun lokal. Sayangnya Kkelahiran Perda
Pelaksanaan syariat Islam ini tidak dilakukan dengan kajian dan
perencanaan yang matang. Kemunculan ‘ugithat pada fase awal
legislasi tagnin berdampak negatif terhadap citra syariat Islam itu
sendiri.

Menurut Ali Abubakar, Qanun Aceh disusun dalam situasi
sosial politik Aceh yang baru keluar dari suasana konflik dan

2% Lihat : Perda NAD No. 5 Tahun 2000, Pasal 4 (1) dan (3), Pasal 5 (3),
Pasal 8 (2) dan (4), Pasal 11 (3), dan Pasal 15 (3).
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bencana tsunami (Smong). Kesan terburu-buru sangat terlihat
dalam beberapa bagian Qanun, baik dalam sistematika, maupun
subtansi  materi. Pasal-pasal yang dibuat kadang tidak
memperhatikan bentuk kejahatan baru akibat problem muatan
istilah hukum yang terlalu sempit.?

‘Ugithat hudiid berupa cambuk 40 kali juga mulai
diundangkan dengan terbitnya Qanun Prov. NAD No.12 Tahun
2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya. Pelaku maisir
(perjudian) dapat dicambuk 12 kali sesuai Qanun Prov. NAD
No0.13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian). Sementara pelaku
khalwat (mesum) dapat dicambuk minimal 3 kali, maksimal 9 kali
atau denda paling rendah Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu
rupiah) dan paling tinggi Rp. 9.000.000. (sembilan juta rupiah)
sesuai Qanun Prov. NAD No.14 Tahun 2003 tentang khalwat.
Ketentuan dalam ketiga Qanun di atas kemudian dicabut setelah
digabungkan dalam ketentuan Qanun Hukum Jinayat tahun 2014.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
mengatur tentang sepuluh jarimah berupa khamar (minuman
keras), maisir (perjudian), khalwat (mesum), ikhtilar (bermesraan
dan berciuman), zina (bersetubuh tanpa ikatan perkawinan),
pelecehan seksual, pemerkosaan, liwar (gay), musahaqah (lesbian),
gadhaf (menuduh orang melakukan zina). ‘Ugibat terhadap pelaku
pada setiap jarimah dalam Qanun Hukum Jinayat berbeda-beda.
Qanun Hukum Jinayat juga mengatur ‘ugitbat bagi orang yang
menyediakan fasilitas bagi pelaku khamar, maisir, khalwat, ikhtilat
dan zina yang dikenakan hukuman maksimal 100 kali cambuk atau
denda 1.000 gram emas murni. Sanksi juga berlaku atas badan
usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di Aceh.

Pemberlakuan Qanun hukum jinayat di Aceh menganut
beberapa asas yang sejalan dengan hukum pidana umum, yaitu asas

ZAli Abubakar, “Bahasa Qanun Hukum Jinayat Aceh: Teks Lama
untuk Konteks Baru,” Jurnal Legitimasi, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2022
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legalitas, asas praduga tak bersalah, asas territorial, dan asas
personalitas.”®

Syariat Islam secara keseluruhan termasuk jinayat adalah
hukum Allah yang bersifat rahmatan lil ‘alamin. Keberadaannya
ditujukan untuk kemashlahatan seluruh umat manusia sesuai
dengan al-magasid al-syar ‘tyyah. Oleh karena itu, Qanun Hukum
Jinayat dapat diterapkan kepada seluruh umat, baik muslim
maupun non- muslim, namun dalam penerapannya, masyarakat
yang tidak beriman kepada ajaran Islam tidak dapat dipaksakan
dengan hukum pidana Islam,?” Situasi ini dapat dikategorikan
sebagai sebuah bentuk al-marhaliyyah dalam bidang penerapan
hukum Islam.

Pada satu sisi, pemberlakuan hukum pidana Islam di Aceh
seolah hanya menggunakan asas personalitas, padahal jika merujuk
pada klausul aturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa
non-muslim dapat menundukkan diri secara sukarela pada hukum
jinayat apabila melakukan perbuatan jarimah di Aceh secara
bersama-sama dengan orang Islam, maka sebenarnya asas
territorial juga berlaku dalam Qanun Hukum Jinayat. Di sisi lain,
terhadap jarzmah yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan
pidana di luar KUHP, maka sanksinya berlaku kepada setiap

*Asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada per-
buatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan
terlebih dahulu dalam undang-undang. Asas praduga tak bersalah adalah asas
yang menginginkan agar setiap orang yang menjalani proses perkara tetap
dianggap sebagai tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Asas teritorial
adalah asas yang didasarkan pada kedaulatan atau kekuasaan suatu negara atas
wilayahnya. Negara memiliki hak untuk menerapkan hukum yang berlaku di
wilayahnya kepada setiap orang yang berada dalam teritorialnya. Asas
personalitas adalah asas yang menyatakan bahwa aturan pidana berlaku terhadap
semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara dimanapun ia berada.
Dalam kaitan dengan Qanun Hukum Jinayat, warga negara dimaksud adalah setiap
orang beragama Islam (muslim).

*Ali Abubakar, Kedudukan Non-Muslim dalam Qanun Jinayat, (Banda
Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hal.77
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muslim maupun non- muslim.?® Dengan demikian, Qanun Hukum
Jinayat juga menganut asas personalitas secara penuh.

Hingga kini, Qanun Hukum Jinayat belum mengatur terkait
jartmah pembunuhan (al-qatlu) dengan ‘ugibat gisas (hukuman
setimpal), dan pencurian (al-sarigah) dengan ‘ugibat potong
tangan. Qanun tersebut juga tidak mmbedakan antara zina muhsan
dengan ghairu muhsan dari sisi ‘uguibat-nya. Penundaan legislasi
kedua jarimah tersebut dapat dipandang sebagai bentuk penerapan
konsep al-marhaliyyah dalam proses tagnin di Aceh.

Di antara materi Qanun hukum jinayat yang sering
diperbincangkan adalah ‘uqabat bagi pelaku jarimah zina yang
tidak membedakan antara pelaku zina mu/san dan ghairu mu/san
sebagaimana lazimnya dikenal dalam literatur fikih klasik. Dalam
Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum
Jinayat disebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan
Jjarimah zina, diancam dengan ‘ugibat hudiid cambuk 100 (seratus)
kali.”

Qanun Hukum Jinayah tidak memisahkan antara sanksi
bagi pezina muhsan dengan ghairu muhsan seperti dalam ketentuan
hukum Islam yang memisahkan 100 (seratus) kali cambuk untuk
pezina ghairu muhsan dan rajam sampai mati bagi pezina muhsan.
Artinya pelaku jarimah zina di Aceh baik yang sudah menikah
ataupun belum menikah dihukum sama berat yakni ‘ugiibat hudid
100 (seratus) kali cambukan.

Pemindahan tempat pelaksanaan hukuman cambuk dari
depan umum ke dalam Lapas pasca lahirnya Peraturan Gubernur
(Pergub) Aceh nomor No. 5 tertanggal 28 Februari Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat juga menjadi polemik
baru yang menarik dikaji dari sudut pandang figh siyasah dan
perundang-undangan.

%% Ketentuan Pasal 129 UU-PA ayat (1) dan (2), serta Pasal 5 huruf a, b,
dan ¢ Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
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Pergub ini mendapat sorotan keras dari berbagai kalangan
di Aceh, terutama dari sebagian kalangan anggota Majelis
Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, ?° bahkan ketua Dewan
Perwakilan rakyat Aceh (DPRA) Muharuddin menilai apa yang
dilakukan oleh Gubernur Aceh merupakan sikap inkonstitusional,
telah melanggar konstitusi karena membatalkan Qanun yang secara
sah telah disepakati oleh legislatif dan eksekutif. *°

Pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelaku zina dalam
ruang tertutup seperti Lembaga Permasyarakatan dalam perspektif
figh siyasah dapat dibenarkan, karena tidak termasuk dalam
masalah yang secara gath ‘iyy diatur teknisnya dalam sumber
hukum syara‘. Prosedur dan teknis penerapan ‘ugitbat bagi pelaku
zina dalam Islam sangat tergantung kepada regulasi dan aturan
yang dijadikan dasar oleh waliyul amri, dengan tetap mengacu pada
salah satu pandangan ulama yang mu ‘tabar.

Dari sisi subtansi hukum, ‘ugibat pada Qanun Hukum
Jinayat telah diterapkan sesuai konsep pentahapan (al-
marhaliyyah). Hukuman gisas bagi pembunuh, hudid berupa
potong tangan bagi pencuri, serta rajam bagi pezina muhsan belum
diundangkan. Diskusi panjang terkait ‘uqubat tersebut telah
menyebabkan Qanun Hukum Jinayat tertunda pengesahannya dari
tahun 2009 hingga 2014. Dinamika politik lokal juga sangat
mewarnai diskusi selain kritikan dari berbagai LSM dalam dan luar
negeri.

Menurut Syahrizal Abbas, pemberlakuan Hukum Jinayat di
Aceh tidak dapat dilakukan serta-merta. Ada tiga aspek yang
mempengaruhi  pemberlakuannya, yaitu aspek pengetahuan

Znttps://waspadaaceh.com/2018/04/15/tgk-faisal-ali-ulama-tak-
dilibatkan/ (diakses tanggal 18 Juni 2023)

https://www.pikiranmerdeka.co/news/dpr-aceh-pergub-tentang-
hukum-cambuk-di-lapas-melanggar-konstitusi/ (diakses tanggal 18 Juni 2023)


https://waspadaaceh.com/2018/04/15/tgk-faisal-ali-ulama-tak-dilibatkan/
https://waspadaaceh.com/2018/04/15/tgk-faisal-ali-ulama-tak-dilibatkan/
https://www.pikiranmerdeka.co/news/dpr-aceh-pergub-tentang-hukum-cambuk-di-lapas-melanggar-konstitusi/
https://www.pikiranmerdeka.co/news/dpr-aceh-pergub-tentang-hukum-cambuk-di-lapas-melanggar-konstitusi/
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masyarakat terhadap agama, aspek situasi ekonomi, dan aspek
keadilan sosial.**

Pengharaman khamar dalam sejarah pensyariatan terjadi
dalam beberapa tahapan sebagaimana telah disampaikan terdahulu.
Pada masa khalifah Ali, juga pernah menunda pelaksanaan
hukuman qisas bagi kelompok pembunuh ‘Usman bin Affan
karena huru-hara politik dan fitnah yang lebih besar. Kebijakan
tersebut dapat dijadikan dalil bagi penundaan penerapan hukuman
jika tidak terpenuhinya unsur dan syarat, atau adanya faktor
mafsadah yang lebih besar jika hukuman dilaksanakan.

Dalam konteks legislasi Qanun Hukum Jinayat di Aceh,
mafsadah itu terletak pada adanya eskalasi penolakan dari berbagai
pihak, baik di kalangan internal politik Aceh, maupun pihak
eksternal, terutama Pemerintah Pusat selaku pemegang otoritas
dalam proses legislasi aturan daerah. Atas dasar pertimbangan
daripada ditolaknya seluruh aturan rancangan Qanun Hukum
Jinayat, maka penghapusan pasal-pasal terkait gisas dan hudiid
untuk sementara waktu dinilai lebih bijaksana dan bermaslahat. Hal
ini juga sejalan dengan prinsip fikih: "4 8z ¥ «ls” 4,0, YL" (sesuatu
yang tidak bisa dilakukan seluruhnya, tidak boleh ditinggalkan
semuanya).

Pentahapan dalam proses legislasi syariat di Aceh juga
sejalan dengan teori hukum evolusi Herbert Spencer yang
menyatakan bahwa hukum berjalan melalui berbagai tahapan.
Peralihannya dari pola sederhana ke pola yang lebih kompleks.
Masyarakat menurutnya seperti individu, tumbuh, dan semakin
berkembang, hingga semakin kompleks. Perkembangan masyarakat
berlangsung menurut hukum evolusi. Evolusi pertumbuhan unit
politik dari keluarga menjadi negara hingga liga bangsa-bangsa.

%! Syahrizal Abbas, Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, (Banda
Aceh: Naskah Aceh-Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2018), cetakan I, hal. 23
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Begitu pula hukum semestinya diterapkan secara bertahap dari
skala kecil hingga terberat dan kompleks yang mengikat semua.

Jika Herbert Spencer dalam teori evolusinya mengibaratkan
pertumbuhan masyarakat dengan organisme hidup dan aktif yang
tumbuh dan semakin berkembang dari pola sederhana ke pola yang
semakin kompleks, maka Rasulullah Muhammad saw mengibarat-
kan pertumbuhan hukum syariat pada setiap risalah kenabian
dengan sebuah bangunan. Dimulai dengan pondasi, tiang-tiang,
dinding batu-bata dan atap. Syariat Islam sebagai syariat terakhir
adalah penyempurna dari semuanya. Pola fasyri‘ dan penerapan
hukum seperti itu adalah pola ideal dalam proses taqnin hukum
Islam di Aceh.

Tabel 2:
Produk Qanun Aceh Bidang Syariat Islam
(Tahun 2000 -2022)

No | Tahun Jumlah Qanun Keterangan

s

= E; = ==

55 | § g _| &

T > =

(2N %) =l = | Fc

s & c s e S| ©

25 | OO o

C > o (<5}

on (@7 hY

— Perda Prov. NAD No. 3
Tahun 2000 Tentang
Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Majelis
Permusyawaratan Ulama

1 2000 7 i 1 9 (MPU) Provinsi Daerah
Istimewa Aceh
(7 Bab, 29 Pasal)

—Perda Prov. NAD No. 5
Tahun 2000 Tentang
Pelaksanaan Syariat Islam
(9 Bab, 24 Pasal)

2. 2001 47 0 1 48 —Perda Prov. NAD No.33
Tahun 2001 Tentang
Pembentukan Susunan
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Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Syariat Islam Provinsi
Daerah Istimewa Aceh

(7 Bab, 54 Pasal)

2002

22

24

—Qanun Aceh No. 10 Tahun
2002 Tentang Peradilan
Syariat Islam
(7 Bab, 60 Pasal)

—Qanun Aceh No. 11 Tahun
2002 Tentang Pelaksanaan
Syariat Islam Bidang
Agidah, Ibadah dan Syiar
Islam
(11 Bab, 27 Pasal)

2003

1

14

—Qanun Prov.NAD No.12
Tahun 2003 Tentang
Minuman Khamar dan
sejenisnya
(10 Bab, 39 Pasal)

—Qanun Prov.NAD No.13
Tahun 2003 tentang Maisir
(Perjudian)

(10 Bab, 34 Pasal)

—Qanun Prov.NAD No.14
Tahun 2003 Tentang
Khalwat
(10 Bab, 33 Pasal)

2004

i

12

—Qanun Prov.NAD No.7
Tahun 2004 Tentang
Pengelolaan Zakat
(17 Bab, 50 Pasal)

2005

2006

2007

—Qanun Aceh No.10 Tahun
2007 Tentang Baitul Mal
(14 Bab, 63 Pasal)

2008

12

12

10.

2009

—Qanun Aceh No.2 Tahun
2009 Tentang Majelis
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Permusyawaratan Ulama
(10 Bab, 42 Pasal)

11.

2010

12.

2011

13.

2012

15

15

14,

2013

18

—Qanun Aceh No. 7 Tahun
2013 Tentang Hukum Acara
Jinayat

— (23 Bab, 286 Pasal)

15.

2014

—Qanun Aceh No.6 Tahun
2014 Tentang Hukum
Jinayat
(10 Bab, 75 Pasal)

—Qanun Aceh No.8 Tahun
2014 Tentang Pokok-pokok
Syariat Islam
(10 Bab, 41 Pasal)

16.

2015

—Qanun Aceh No.7 Tahun
2015 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan yang
Berkaitan dengan Syariat
Islam antara Pemerintah
Aceh dan Pemerintah
Kabupaten/Kota
(6 Bab, 17 Pasal)

—Qanun Aceh No.8 Tahun
2015 Tentang Pembinaan
dan Perlindungan Agidah
(10 Bab, 20 Pasal)

17.

2016

11

13

—Qanun Aceh No.8 Tahun
2016 Tentang Sistem
Jaminan Produk Halal
(12 Bab, 48 Pasal)

—Qanun Aceh No. 4 Tahun
2016 Tentang Pedoman
Pemeliharaan Kerukunan
Umat Beragama dan
Pendirian Tempat Ibadah
(12 Bab, 30 Pasal)

18.

2017

16

17

—Qanun Aceh No.13 Tahun
2017 Tentang Tata Cara
Pemberian Pertimbangan
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Majelis Permusyawaratan
Ulama
(9 Bab, 29 Pasal)
19. 2018 8 1 2 11 —Qanun Aceh No. 9 Tahun
2018 Tentang
Penyelenggaraan
Pendidikan Dayah
(19 Bab 74 Pasal)
—Qanun Aceh No.10 Tahun
2018 Tentang Baitul Mal
(20 Bab 170 Pasal)
—Qanun Aceh No.11 Tahun
2018 Tentang Lembaga
Keuangan Syari’ah
(12 Bab, 67 Pasal)
20. 2019 13 0 0 i3}
21. 2020 6 0 1 7 —Qanun Aceh No.5 Tahun
2020 Tentang
Penyelenggaraan dan
Pengelolaan Ibadah Haji
dan Umrah
(14 Bab, 49 Pasal)
22. 2021 2 0 1 3 —Qanun Aceh No.3 Tahun
2021 Tentang Perubahan
Atas Qanun Aceh No 10
tahun 2018 Tentang Baitul
Mal (20 Bab, 170 Pasal)
23. 2022 11 0 0 1M
QA QS QKS | Total:
266 11 13 290
(91.8 | (3.8 | (4.4%)
%) %)
Total Qanun Total Qanun
selain syariat Syariat dan
91.8% kelembagaan
syariat 8.2%
Sumber: Perpustakaan Sekretariat DPRA
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Menurut UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh terdapat empat lembaga yang menjadi pendukung utama
penyelenggaraan syariat Islam di  Aceh yaitu Majelis
Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Dinas Syariat Islam (DSI)
Aceh, Mahkamah Syar’iyyah Aceh dan Wilayatul Hisbah (WH)
Aceh. Dari keempat Lembaga tersebut, lembaga Wilayatul Hisbah
tidak diatur dengan regulasi setingkat Qanun, dikarenakan
Wilayatul Hisbah merupakan bagian dari Satuan Kerja Pemerintah
Aceh (SKPA) yang bersifat non-dinas.

Pembentukan WH awalnya dilakukan dengan Keputusan
Guburnur Aceh No. 1 tahun 2004 dan menjadi sub-kordinat dari
Dinas Syariat Islam, sampai akhirnya digabung dengan Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Peraturan Gubernur No.
47 Tahun 2008. Penggabungan ini menjadi salah satu Satuan Kerja
Pemerintah Aceh bernama Satpol-PP dan WH Aceh. Alasan
penggabungan ini sangat sederhana yaitu agar sejalan dengan
amanat UU-PA Pasal 244 ayat (2) yang menyatakan “Gubernur dan
Bupati dalam menegakkan Qanun syar’iyah dalam pelaksanaan
syariat Islam dapat membentuk Unit Polisi Wilayatul Hisbah
sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja.” Artinya sejak
regulasi awal, fungsi dan kewenangan WH tidak efektif dan
maksimal.

Penyatuan WH ke dalam Satpol-PP disayangkan banyak
kalangan mengingat perbedaan fungsi dari kedua lembaga tersebut.
Sebagai ujung tombak penegakan dan pengawasan Qanun-Qanun
syariat Islam, WH Aceh saat ini terjebak” dalam tugas-tugas rutin
kepamong-prajaan dan tidak fokus pada tugas dan fungsi aslinya
saat dibentuk.

Idealnya, sebagian besar personel WH merupakan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berfungsi melakukan
penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran syariat, nyatanya
jumlah PPNS di Wilayatul Hisbah Aceh hanya 21 orang. Jumlah
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operasi gabungan rutin yang lakukan terhadap pelanggaran syariah
tahun 2021 -misalnya- hanya 13 kali.*

Wilayatul Hisbah Aceh selayaknya dipisah dari Satuan
Polisi Pamong Praja, sehingga tugas pokok dan fungsinya semakin
jelas dalam pengawasan, penertiban dan penegakan syariat Islam,
memiliki anggaran serta sarana yang memadai. Sebaik apapun
subtansi materi Qanun syariat Islam di Aceh, tidak akan terlihat
dalam penerapan jika fungsi dari Wilayatul Hisbah tidak berjalan
semestinya. Masalah utama penegakan hukum di negara
berkembang khususnya di Indonesia bukan pada sistem hukum itu
sendiri melainkan pada kualitas manusia yang menegakkan hukum.

Grafik 2: Persentase Qanun dari sisi Kelembagaan dan
Bukan kelembagaan (2000-2022)

11 (45.8%)
13 (54.2%)

HQS WEQKS

Sumber Data: Perpustakaan Sekretariat DPRA

Persoalan klasik lain dari lembaga-lembaga pendukung
yang tidak memenuhi aturan. Pasal 10 ayat (2) Qanun Aceh No. 8
Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam mengamanatkan
kepada Pemerintah Aceh untuk menganggarkan minimal 5 % dari
total APBA pertahun untuk pelaksanaan syariat Islam. Pada
kenyataannya masalah itu masih menjadi salah satu masalah yang
belum tercapai.®® Salah satu rekomendasi Rapat Kordinasi Syariat
Islam yang diselenggarakan Dinas Syariat Islam Aceh tahun 2022

%2 | aporan Kinerja Tahun 2021 Satpol PP dan WH Aceh, dari : https:/
satpolppwh.acehprov.go.id/ (diakses pada tanggal 10 Juni 2023)
% Lihat kembali footnote 12 hal. 184
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lalu adalah penguatan sinergitas antar lembaga terkait pelaksanaan
syariat Islam di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Aceh yang
dirasa masih lemah.

Dari 24 (dua puluh empat) Qanun di bidang syariat Islam,
52.2% (13 Qanun) merupakan Qanun kelembagaan dan 45.8% (11
Qanun) adalah Qanun syariah non-lembaga. Fakta ini menunjukkan
bahwa penyelenggaraan syariat Islam dalam sistem tata negara
modern sangat tergantung pada asas legalitas dan sistem
pendelegasian kewenangan. Tupoksi masing-masing dari organisasi
Pemerintah, tata kerja yang jelas, ketersedian sarana, personel dan
anggaran menjadi syarat dan rukun wajib dalam penegakan hukum
di negara modern.

Kenyataan ini tentu berbeda dengan penegakan hukum di
awal Islam yang lebih diperankan melalui konsep amar ma ‘ruf
nahi munkar secara sukarela (tatawwu‘) oleh para sahabat dan
masyarakat saat itu. Patut dicatat bahwa harapan masyarakat
terhadap lembaga-lembaga pelaksana syariat Islam di Aceh kadang
melampaui batas kewenangan, kapasitas personel serta anggaran
yang dimiliki lembaga-lembaga itu.

Dalam rangka penyempurnaan dari sisi tupoksi maupun
struktur organisasi, maka untuk satu kelembagaan terkadang telah
diundangkan beberapa kali Qanun. Lembaga MPU Aceh dan Batul
Mal Aceh merupakan lembaga dengan Qanun kelembagaan
terbanyak yaitu 4 (empat) Qanun, sementara DSI Aceh, MS Aceh,
LKS dan PPIH masing-masing 1 (satu) Qanun. Juga ada 1 (satu)
Qanun Kkhusus terkait pembagian urusan Pemerintahan yang
berkaitan dengan syariat Islam antara Pemerintah Aceh dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota. Secara detail dapat disajikan data
sebagai berikut:

Tabel 3:
Qanun Kelembagaan Syariat Islam (2000-2022)
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No

Nama Lembaga

Jumlah
Qanun

Nama Qanun

Majelis Permusyawaratan
Ulama (MPU)

4 Qanun

Perda Prov. NAD No. 3
Tahun 2000 Tentang
Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Majelis
Permusyawaratan Ulama
(MPU) Provinsi Daerah
Istimewa Aceh

Qanun Aceh No. 2 Tahun
2009 Tentang Majelis
Permusyawaratan Ulama

Qanun Aceh No.8 Tahun
2016 Tentang Sistem
Jaminan Produk Halal

Qanun Aceh No. 13
Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Pemberian
Pertimbangan Majelis
Permusyawaratan Ulama

Dinas Syariat Islam Aceh

1 Qanun

Perda Prov. NAD No. 33
Tahun 2001 Tentang
Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Syariat Islam
Provinsi Daerah Istimewa
Aceh

Mahkamah Syar’iyah Aceh

1 Qanun

Qanun Aceh No. 10
Tahun 2002 Tentang
Peradilan Syariat Islam

Baitul Mal Aceh

4 Qanun

Qanun Prov. NAD No.7
Tahun 2004 Tentang
Pengelolaan Zakat

Qanun Aceh No. 10
Tahun 2007 Tentang
Baitul Mal
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Qanun Aceh No. 10
Tahun 2018 Tentang
Baitul Mal

Qanun Aceh No. 3
Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Qanun
Aceh No 10 Tahun 2018
tentang Baitul Mal

5. | Lembaga Keuangan Syariah 1 Qanun Qanun Aceh No.11
Tahun 2018 Tentang
Lembaga Keuangan

Syari’ah

6. | PPIH (Panitia Penyelenggara | 1 Qanun Qanun Aceh No. 5 Tahun
Ibadah Haji) Aceh, Urusan 2020 Tentang
wajib yang menjadi Penyelenggaraan dan
kewenangan Pemerintahan Pengelolaan Ibadah Haji
Aceh sesuai Pasal 16(2) UU dan Umrah
No. 11 tahun 2016

7. | Pemerintah 1 Qanun Qanun Aceh No.7 Tahun
Aceh//Kabupaten/Kota 2015 Tentang Pembagian
DPRA/DPRK Urusan Pemerintahan

yang Berkaitan dengan
Syariat Islam antara
Pemerintah Aceh dan
Pemerintah
Kabupaten/Kota

(6 Bab, 17 Pasal)

Sumber Data: Perpustakaan Sekretariat DPRA

Sejak tahun 2014 legislasi Qanun syariat Islam di Aceh
memasuki babak baru. Penyusunan Qanun mulai terarah dan
mengacu pada amanah delegatif dari satu Qanun Pokok, yaitu
Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam
(PPSI).

Qanun PPSI ini telah memetakan 18 bidang kewenangan
syariat Islam vyang harus dilegislasi. Sebagian Qanun yang
diharuskan untuk dibentuk justru sudah lahir lebih dulu sebelum
Qanun pokok itu diundangkan, seperti Qanun Acara Hukum
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Jinayat dan Qanun Hukum Jinayat. Hingga saat ini telah terwujud 6
Qanun delegatif dari Qanun PPSI dan masih menyisakan 12 Qanun
lain yang perlu segera diwujudkan.

Grafik 3: Persentase Qanun Delegatif yang Terbentuk dan Belum

B Yang terbentuk

M Yang belum
terbentuk

Terbentuk dari Qanun Pokok-Pokok Syariat Islam
Sumber Data: Perpustakaan Sekretariat DPRA

Sebelum lahirnya Qanun PPSI, penyusunan Qanun terkesan
tidak terarah, sesuai kondisi dan dinamika politik. Masalah terbesar
dalam proses legislasi Qanun-Qanun syariah di Aceh terletak pada
belum adanya perencanaan yang disusun secara berjangka waktu
dengan prioritas capaian yang diinginkan pada setiap jangka waktu
itu.

Gagasan terkait ini sudah mulai dibincangkan para
akademisi dan Dinas Syariat Islam Aceh sejak 2013. Gagasan itu
melahirkan program penyusunan Grand Design Syariat Islam
(GDSI) yang mulai dikerjakan naskah akademiknya sejak tahun
2015 hingga sekarang. GDSI ini menguraikan beberapa hal.
Pertama: berupa dokumen mengenai kerangka kerja dan peta jalan
(roadmap) pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Kedua: substansi
grand design meliputi bidang-bidang pembangunan Aceh yang
disusun atas dalil dan nilai syari’ah, yang digali dari al-Quran, al-
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Sunnah, fikih mazhab dan realitas sosial (adat-budaya) Aceh.
Ketiga: Grand design memuat; rancangan strategis kebijakan
pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan indikator dan alat
ukur pelaksanaan syariat Islam.

Tujuan penyusunan Grand Design Syariat Islam (GDSI)
Aceh adalah menjadi referensi atau pedoman bagi dinas/badan
serta kabupaten/kota dalam merancang program pembangunan
yang berbasis syariah. GDSI juga bertujuan sebagai upaya
menyamakan persepsi (common understanding) antara pemerintah
dan masyarakat demi mewujudkan syariat Islam secara kaffah di
Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
sebagai dokumen evaluasi terhadap pelaksanaan syariat Islam
yang sudah berjalan selama ini. Sayangnya, hingga sekarang GDSI
belum sampai pada tahap Rancangan Qanun (Ragan), sehingga
belum diketahui oleh secara luas oleh masyarakat. Akibatnya,
pertanyaan mau dibawa kemana syariat Islam Aceh masih sering
terdengar di tengah masyarakat.

Tabel 4:
List Qanun Syariat yang Sudah Terbentuk dari Amanat
Qanun Pokok-Pokok Syariat Islam (PPSI) :

No. Nama Qanun Ket

1. Amanat Pasal 13 Qanun Akidah 6 Qanun
(33.3%)

2. | Amanat Pasal 21 (4) Qanun LKS

3. | Amanat Pasal 22 (4) Qanun Baitul Mal

4. | Amanat Pasal 23 (2) Qanun Sistem
Jaminan Halal

5. | Amanat Pasal 24 (6) Qanun Hukum
Jinayat

6. | Amanat Pasal 24 (6) Qanun Hukum
Acara Jinayat
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Sumber: Perpustakaan Sekretariat DPRA

Qanun delegatif dari Qanun Pokok-Pokok Syariat Islam
(PPSI) yang belum terbentuk sebanyak 12 (dua belas) Qanun (66.7
%), yaitu sebagai berikut:

Tabel 5:

List Qanun Syariat yang Belum Terbentuk dari Amanat
Qanun Pokok-Pokok Syariat Islam (PPSI) :

No. | Nama Qanun Ket
1. Amanat Pasal 14 (11) Qanun Ibadah 12 Qanun
2. Amanat Pasal 17 (3) Qanun Pernikahan 66.7.%
3. Amanat Pasal 19 (7) Qanun Mawaris
4, Amanat Pasal 30 (5) Qanun Penyelenggaraan

Pendidikan Aceh

5! Amanat Pasal 31 (3) Qanun Pembelaan Islam

6. Amanat Pasal 32 (5) Qanun Kepemimpinan
dan Politik

7! Amanat Pasal 33 (7) Qanun Akhlak

8. Amanat Pasal 34 (4) Qanun Syiar Islam

9. Amanat Pasal 35 (3) Qanun Pers dan
Penyiaran

10. Amanat Pasal 36 (3) Qanun Kepariwisataan di
Aceh

11. Amanat Pasal 37 (4) Qanun Kebudayaan dan
Kesenian

12. Amanat Pasal 38 (7) Qanun Penyelenggaraan

Bidang Dakwah Islamiyah

Sumber: Perpustakaan Sekretariat DPRA
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Ditinjau dari sisi bidang kewenangan yang dimiliki, Qanun
Aceh yang sudah terbentuk dalam bidang akidah 1 (satu) Qanun,
syariah 14 (empat belas) Qanun, dan gabungan antara semua
bidang 4 (empat) Qanun. Sementara Qanun bidang akhlak belum
terbentuk secara terpisah, masih tergatung dalam kedua bidang lain.

Tabel 6:
List Qanun Syariat Sesuai Bidang Kewenangan :
No | Bidang Kewenangan | Jumlah Keterangan
1. | Akidah 1 1.Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015

Tentang Pembinaan dan
Perlindungan Agidah

2. | Syariah 14 1.Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002
Tentang Peradilan Syariat Islam

2.Qanun Aceh No. 12 Tahun 2003
Tentang Minuman Khamar dan
Sejenisnya

3.Qanun Aceh No.13 Tahun 2003
Tentang Maisir (Perjudian)

4.Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003
Tentang Khalwat (Mesum)

5.Qanun Prov.NAD No.7 Tahun
2004 Tentang Pengelolaan Zakat

6.Qanun Aceh No.10 Tahun 2007
Tentang Baitul Mal

7.Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013
Tentang Hukum Acara Jinayat

8.Qanun Aceh No.6 Tahun 2014
Tentang Hukum Jinayat

9. Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016
Tentang Sistem Jaminan Produk
Halal
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10. Qanun Aceh No. 9 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Daya

11. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018
Tentang Baitul Mal

12. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018
Tentang Lembaga Keuangan
Syariah

13. Qanun Aceh No. 5 Tahun 2020
Tentang Penyelenggaraan dan
Pengelolaan Ibadah Hajj dan
Umrah

14. Qanun Aceh No. 3 Tahun 2021
Tentang Perubahan atas Qanun
Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang
Baitul Mal

3. | Akhlak T
4. | Gabungan 1. Perda Prov. NAD No.5 Tahun
kewenangan 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat

Islam

2. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002
Tentang Pelaksanaan Syariat Islam
Bidang Agidah, Ibadah dan Syiar
Islam

3. Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014
Tentang Pokok-Pokok Syariat
Islam

4. Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pemeliharaan
Kerukunan Umat Beragama dan
Pendirian Tempat Ibadah

Sumber: Perpustakaan Sekretariat DPRA

Perkembangan pembentukan Qanun-Qanun syariah per
tahun terlihat mengalami pasang surut sejak tahun 2000. Progres
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legislasi terlihat aktif saat awal pelaksanaan syariat Islam, lalu
menurun di pertengahan setelah tahun 2003, dan kembali
meningkat sejak tahun 2009 hingga tahun 2018. Peningkatan juga
terlihat menjelang Pemilu seperti pada kasus pembentukan Qanun
Hukum Jinayat yang selalu hangat dibahas menjelang akhir periode
keanggotaan DPRA pada tahun 2009 dan tahun 2014. Awal tahun
2015 sampai tahun 2018, progres legislasi juga terlihat stabil,
setelah tahun 2018 kembali menunjukkan tren penurunan. Salah
satunya akibat dampak kebijakan masa pandemi covid-19.

Satu Rancangan Qanun (Ragan) tahun 2018 yaitu Ragan
Hukum Keluarga sudah selesai pada tahap pembahasan, namun
belum mendapat persetujuan dari Kemendagri akibat pro-kontra
Pasal poligami sebagai asas perkawinan. Menurut pihak DPRA
usulan poligami masuk dalam aturan Ragan itu untuk menghindari
dampak negatif praktik nikah siri yang marak terjadi di Aceh.
Secara yuridis poligami juga sah diatur dalam hukum Islam, namun
pihak kemendagri beralasan masih mempelajari prosedur dan
kewenangan pembentukan Qanun tersebut, sementara masalah
subtansi Qanun adalah kewenangan Kementerian Agama.**

Secara detil progres legislasi Qanun syariat pertahun dapat
disajikan sebagai berikut:

*https://news.detik.com/berita/d-4614862/kemendagri-awasi-prosedur-
pembahasan-ganun-poligami-aceh#!
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Grafik 4: Progres Legislasi Qanun Syariat (2000-2022)

Dari total Qanun Aceh terkait syariat Islam yang telah
disahkan sejak tahun 2000, hanya 11 (sebelas) Qanun yang memuat
sanksi. Sisanya adalah Qanun kelembagaan syariat yang mengatur
tata kerja organisasi, fungsi dan kewenangan lembaga. Berikut data
Qanun syariat di Aceh dari sisi ada-tidaknya sanksi:

Tabel 7:
List Qanun Syariat dari Sisi Ada-Tidaknya Sanksi :
No. Nama Qanun Jumlah Ket
Bab Pasal
1. | Perda Prov. NAD No. 5 Tahun 2000 9 24 Ada
Tentang Pelaksanaan Syariat Islam sanksi
6 T T e
5 3 B
4 -— N B
\ / agidah
* T - \ .
2 e\ st g syariah
Nl By
1 \ 7i L = 1) 3 -~ 4 Akhlak
0 - ‘ s ‘ = gabungan
H Q % Q "
N ,19'\, ,9» ,19'» ,19'»
& & o N4 e
| 0y D > ">
2. | Perda Prov. NAD No. 3 Tahun 2000 7 29 Tidak
Tentang Pembentukan Organisasi ada
dan Tata Kerja Majelis sanksi

Permusyawaratan Ulama (MPU)
Provinsi Daerah Istimewa Aceh
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3. | Perda Prov. NAD No. 33 Tahun 7 54 Tidak
2001 Tentang Pembentukan Susunan ada
Organisasi dan Tata Kerja Dinas sanksi
Syariat Islam Provinsi Daerah
Istimewa Aceh

% | Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 ! 10 Tidak

. . ada
Tentang Peradilan Syariat Islam .
sanksi

5. | Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 11 27 Ada
Tentang Pelaksanaan Syariat Islam sanksi
Bidang Agidah, Ibadah dan Syiar
Islam

6. | Qanun Aceh No. 12 Tahun 2003 10 39 Ada
Tentang Minuman Khamar dan sanksi
Sejenisnya

7. | Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 10 34 Ada
Tentang Maisir (perjudian) sanksi

8. | Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 10 33 Ada
Tentang Khalwat (Mesum) sanksi

9. | Qanun Aceh No.7 Tahun 2004 17 50 Ada
Tentang Pengelolaan Zakat sanksi

10. | Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 14 63 Ada
Tentang Baitul Mal sanksi

11. | Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 10 42 Tidak
Tentang Majelis Permusyawaratan ada
Ulama sanksi

12. 2 2 Tidak
Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 3 86 | Tida

. ada
Tentang Hukum Acara Jinayat .
sanksi

13. 10 75 Ada

Qanun Aceh No.6 Thun 2014
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Tentang Hukum Jinayat sanksi
14, Tidak
Qanun aceh No. 8 Tahun 2014 10 41 a(;ga
Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam .
sanksi
15. | Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 Ada
Tentang Pembinaan dan 10 20 sanksi
Perlindungan Agidah
16. | Qanun Aceh No. 7 Tahun 2015 Tidak
Tentang Pembagian Urusan ada
Pemerintahan yang Berkaitan 6 17 sanksi
dengan Syariat Islam antara
Pemerintahan Aceh dan
Pemerintahan Kabupaten/Kota
17. | Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016 Tidak
Tentang Pedoman Pemeliharaan 12 30 ada
Kerukunan Umat Beragama dan sanksi
Pendirian Tempat Ibadah
18. | Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 Ada
Tentang Sistem Jaminan Produk 2 48 sanksi
Halal
19. | Qanun Aceh No. 13 Tahun 2017 Tidak
Tentang Tata Cara Pemberian ada
. =k 9 29 :
Pertimbangan Majelis sanksi
Permusyawaratan Ulama
20. | Qanun Aceh No. 9 Tahun 2018 Tidak
Tentang Penyelenggaraan 19 74 ada
pPndidikan Dayah sanksi
21. | Qanun Aceh no. 10 Tahun 2018 20 170 Ada
Tentang Baitul Mal sanksi
22. | Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 12 67 Tidak
Tentang Lembaga Keuangan Syariah ada
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sanksi
23. | Qanun Aceh No. 5 Tahun 2020 Tidak
Tentang Penyelenggaraan dan 14 49 ada
Pengelolaan Ibadah Hajj dan Umrah sanksi
24. | Qanun Aceh No. 3 Tahun 2021 Tidak
Tentang Perubahan atas Qanun Aceh 20 170 ada
No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul sanksi
Mal

Sumber: Perpustakaan Sekretariat DPRA

Dapat disimpulkan bahwa tagnin hukum Islam di Aceh
telah melalui konsep pentahapan (al-marfkaliyyah), baik dari sisi
proses pembentukan, subtansi materi dan sanksi yang diganunkan.
Prioritas legislasi dari sisi tema dan sanksi tidak sepenuhnya
sejalan dengan al-markaliyyah pada masa Nabi yang tidak
menyentuh sanksi pidana duniawi kecuali setelah fase Madinah.
Hal ini bisa dipahami akibat faktor perbedaan situasi masyarakat,
perbedaan sistem hukum negara, perbedaan kepentingan politik
dan berbagai faktor eksternal lainnya.

Proses tagnin di Aceh sejak awal berjalan secara alamiah
mengikuti situasi yang berkembang atau bahkan kondisi politik
daerah. Belum ada rancangan besar dan menyeluruh terkait
prioritas  legislasi Qanun syariat maupun jangka waktu
penyelesaiannya. Indikasi itu terlihat dari banyaknya Rancangan
Qanun dari Qanun Pokok-Pokok Syariat Islam yang belum
terealisir. Proses pengajuan Qanun juga lebih banyak datang dari
pihak eksekutif. Dari 24 (dua puluh empat) Qanun Syariat Islam,
hanya dua Qanun yang merupakan usulan legislatif, yaitu Qanun
MPU tahun 2009 dan Qanun Pokok-Pokok Syariat Islam tahun
2014. Qanun yang sudah ada juga sering direvisi, terutama Qanun
kelembagaan yang terus mencari format yang tepat.
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Dari sisi sanksi pidana yang ditetapkan dalam Qanun
Hukum Jinayat maupun Qanun lainnya terlihat sangat progresif.
Ada variasi antara ‘ugubat fisik, kurungan penjara hingga denda
materi berupa emas. Pertanyaan besar yang masih belum
menemukan jawaban adalah bagaimana kisah akhir ‘ugibat qisas
dan hudiid yang belum di-tagnin. Kapan akan disempurnakan, atau
hanya akan berhenti sampai pada titik itu.

4.4 Gagasan Rekonstruksi Konsep al-Markaliyyah di Aceh

Sejak ditetapkannya Perda Provinsi NAD No. 5 Tahun 2000
Tentang Pelaksanaan Syariat Islam, proses tagnin hukum Islam di
Aceh dapat dikatakan telah berjalan secara bertahap, perlahan
namun tanpa pedoman regulasi tertulis yang jelas. Berbagai Qanun
Aceh terkait muatan syariat Islam lahir satu demi satu mengikuti
perkembangsn situasi sosial dan politik. Qanun-ganun tersebut lahir
untuk mewujudkan kewenangan yang telah diatur dalam UU-PA.
Berbagai hambatan secara teknis, politis maupun psikologis
mengiringi proses legislasi tersebut. Sejak tahun 2000 hingga akhir
tahun 2022, setidaknya telah lahir 24 Qanun Aceh terkait dengan
penegakan syariat Islam maupun lembaga pendukungnya. Hal ini
menegaskan bahwa konsep al-markaliyyah secara parsial telah
dipraktikkan dalam proses legislasi di Aceh.

Dari hasil kajian terhadap praktik al-markaliyyah di masa
rasulullah, dapat dipastikan bahwa penerapan konsep al-mar/a-
liyyah dalam proses legislasi di Aceh saat ini tidak sepenuhnya
mengacu kepada konsep pentahapan hukum di masa awal Islam,
terutama dari sisi proses legislasi yang membutuhkan asas legalitas
formil dan asas legalitas materil, muatan materi Qanun dan otoritas
keilmuan individu atau lembaga pembentuk Qanun.

Perbedaan sistem hukum di masa dulu dangan sekarang,
kondisi masyarakat muslim Aceh dan berbagai faktor lainnya
mengharuskan kita mencari format yang tepat dan strategi baru
dalam menerapkan syariat Islam di Aceh, dengan tetap mengacu
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pada kerangka sistem hukum nasional serta sesuai dengan
semangat kekinian dan kemampuan masyarakat. Oleh karena itu,
peneliti mencoba menggagas tiga rumusan pola rekonstruksi
konsep al-markaliyyah dalam proses legislasi Qanun syariat di
Aceh untuk masa mendatang:

4.4.1 Rekonstruksi dalam Proses Legislasi

Konsep al-marfaliyyah pada praktik awal Islam dimulai
dengan prioritas tauhid, pengenalan keesaan Allah, penjelasan asal
usul alam, dan tujuan akhir dari kehidupan. Lalu pada fase
selanjutnya dilakukan tasyri’al-ahkam dalam berbagai bidang
seperti ibadah, muamalah, dan terakhir jinayat. Proses tagnin
hukum Islam di Aceh semestinya juga dimulai dengan konsep
tauhid. Konsep tauhid yang dimaksud bukan lagi mengislamkan
manusia dari kekufuran kepada Allah, tapi prioritas tagnin di Aceh
harus dimulai dari tauhid al-sufiif.

Tauhid al-sufiif adalah penyatuan barisan semua komponen
bangsa, baik para ulama, umara’ (pemerintah), serta segenap tokoh
masyarakat, demi menjaga agama Allah di bumi serambi Mekkah
sebagai wujud realisasi peribadatan kepada Allah swt. Syariat
Islam harus disadari sebagai amanah Tuhan atas pundak setiap
muslim, sebelum menjadi tanggung jawab formil pemerintah Aceh
yang diamanatkan dalam undang-undang.

Memahami tugas dan fungsi manusia ketika diciptakan
adalah penting dalam rangka memahami pemberlakuan syariat
Islam. Mewujudkan penghambaan diri semata-mata kepada Allah
swt bermakna mentaati segala aturan-Nya dan meninggalkan
semua larangan-Nya. Tujuan dari pensyariatan itu semua adalah
demi kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat.

Keberadaan hukum dalam agama Islam adalah wasilah bagi
setiap individu muslim dalam merealisasikan ibadah kepada Allah.
Perbedaan antara ajaran dalam agama samawi sebagaimana telah
diuraikan di awal, merupakan bukti adanya ujian Allah terhadap
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ketaatan hukum (syariat) pada setiap umat dan bangsa. Ajaran bisa
saja berubah sesuai dengan kondisi zaman saat para Nabi diutus,
namun sikap penghambaan diri hanya kepada Allah akan selalu
menjadi neraca ketagwaan pada setiap orang beriman, kapanpun
dan dimanapun dia berada. Prinsip ini penting untuk diyakini oleh
setiap muslim yang mengaku bertuhan dengan Allah, sebagai
alasan utama mengapa kita harus bersyariat Islam dalam kehidupan
ini.

Adanya kesamaan pemahaman dan kesadaran para stake
holder guna merealisasikan wujud penghambaan diri kepada Allah
dalam bentuk pemerintahan akan melahirkan berbagai regulasi dan
kebijakan yang mendukung penguatan syariat Islam di Aceh.
Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengamalan dan peng-
hayatan agama dalam kehidupan juga semakin memperkuat penga-
wasan terhadap regulasi dan kebijakan syariat Islam di Aceh.

Grafik 5 : Perbandingan Prioritas Marhaliyyah Tasyri
Pada Awal Islam dengan Proses Tagnin di Aceh

PADAAWAL ISLAM GAGASAN TAQNIN DI ACEH

o
Tasyri dan
Prinsip Tadbigq Ahkam
P kebaikandan Ziﬁ;’:ﬁfmm Tauhid
Sebagian e al-sufaf
Pengenalan al-Tadarruj ?
Tau H — DalamBentuk

Rancangan
BesarSyariat
Islam Aceh

Tadbig
alAhkam
bertahap

dengan

Tasyrfl
al-Ahkam
denganPola
KHS 1, 2
dan 3

konsepal-
marhaliyyah

Tauhid al-sufiif (Penyatuan barisan) itu diwujudkan dengan
membuat rancangan besar syariat Islam di Aceh dan
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menjadikannya sebagai pedoman bersama dalam legislasi.
Rancangan tersebut harus menyeluruh, mencakup semua bidang
kewenangan yang telah didelegasikan oleh aturan perundang-
undangan. Rancangan besar itu dibuat secara sederhana dan dapat
dipahami semua pihak. Prioritasnya harus meliputi kejelasan tujuan
disertai jangka waktu pentahapan, mencakup seluruh ajaran,
dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam
semangat kekinian.

Prioritas selanjutnya diarahkan pada melegislasi aturan
(tasyrt’ al-ahkam) yang belum diatur sebelumnya dan mereformasi
regulasi yang telah ada namun bertentangan dengan syariat. Proses
legislasi dilakukan dengan mengadopsi pendapat lintas mazhab,
mendahulukan pendapat yang kuat dan disepakati fugaha, serta
memulai regulasi dari sanksi ringan atau yang berat sesuai
kemaslahatan. Dispensasi waktu dalam penerapan hukum juga
wajib diperhatikan dalam rangka al-marhaliyyah dan sosialisasi.

Kewenangan syariat Islam yang diberikan dalam Undang-
Undang Pemerintahan Aceh ada pada tiga bidang; akidah; syariah;
dan akhlak. Jika dijabarkan meliputi sepuluh bidang; akidah,
ibadah, ahwal al-syakhshiyyah (hukum keluarga), muamalah
(hukum perdata), jinayat (hukum pidana), gada’ (peradilan),
tarbiyyah (pendidikan), pembelaan Islam, syi’ar dan dakwah.

Berdasarkan dari pengalaman capaian legislasi saat ini,
proses legislasi Qanun syariat terhadap setiap bidang itu
memerlukan kajian mendalam dan waktu yang panjang. Oleh
karenanya, dari sisi teknis penyusunan, semua Qanun dari masing-
masing bidang dapat disederhanakan dengan dihimpun dalam tiga
Qanun saja yang bersifat menyeluruh. Formatnya adalah Kompilasi
Hukum Syariat di bidang jinayat (KHS-Pidana), Kompilasi Hukum
Syariat di bidang mu‘amalat (KHS-Perdata), dan Kompilasi
Hukum Syariat di bidang selain keduanya (KHS-Kapita Selekta).

Kompilasi Hukum Syariat di bidang jinayat (KHS-Pidana)
adalah himpunan dari hukum jinayar (materil dan formil) serta
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gada’. Kompilasi Hukum Syariat di bidang mu ‘amalat (KHS-
Perdata) merangkum hukum muamalah dan aawal al-syakhsiyyah
yang juga harus mencakup materil dan formilnya. Sementara
Kompilasi Hukum Syariat di bidang selain keduanya (KHS-Kapita
Selekta) menghimpun lima bidang lainnya, berupa akidah, ibadah,
tarbiyah, pembelaan Islam, syi’ar dan dakwah.

Grafik 6: Pola Rekonstruksi Proses Legislasi

POLA REKONSTRUKSI PROSES LEGISLASI
AKIDAH KHS 3 (PIDANA)

SYARIAH
KHS 2 (PERDATA)

Akhwal syahswah

KHS 1 (KAPITA
= SELEKTA)

Tarbiyah

Pembelaan Islam

Dakwah

Gagasan ini dirasa penting karena beberapa alasan.
Pertama: memudahkan dari sisi rujukan para aparatur hukum dan
masyarakat. Kedua: harmonisasi berbagai aturan serta menjaga
ketidak singkronan antar Qanun. Ketiga: efisiensi waktu serta
menghilangkan efek negatif dari proses legislasi syariat yang
berkepanjangan. Keempat: memperkecil resiko revisi Qanun yang
terlalu cepat.

Qanun Syariah yang dikompilasi akan memudahkan
siapapun merujuknya meski orang tersebut tidak begitu paham
pembidangan hukum Islam dan istilah-istilahnya. Qanun yang
dikompilasi juga meminimalkan resiko tumpang-tindih regulasi
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Qanun yang berujung pada ketidakharmonisan antar aturan, revisi
yang berulang dan pencabutan.

Penyusunan dan pembahasan Qanun Kompilasi Hukum
Syariah (KHS) bisa jadi butuh waktu yang relatif sedikit lama,
namun Qanun yang dikompilasi tetap akan lebih efisien dari sisi
waktu, tenaga dan biaya, jika dibandingkan dengan menyusun
setiap bidang Qanun secara tersendiri. Problematika belum
sempurnanya penyusunan seluruh Qanun syariat di Aceh telah
menimbulkan situasi psikologis tersendiri dalam masyarakat Aceh.
Sikap apatis dan pesimis sebagian masyarakat kerap ditunjukkan
dengan ungkapan mengejek dalam bahasa Aceh, seperti “program
shari-‘ap” (proyek cari makan) untuk menyebut penyelenggaraan
“syariat” Islam. Hal ini muncul akibat ketidak-puasan masyarakat
atas pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Persoalan syariat Islam seakan tak habis-habisnya
dibincangkan setiap kali ada problematika sosial di Aceh.
Persoalan kemiskinan dan pengangguran yang telah ada jauh sejak
masa konflik Aceh, dengan mudah dilemparkan kesalahannya pada
penerapan syariat Islam hari ini.

Ketidak-jelasan arah dukungan politik nasional maupun
lokal terhadap syariat Islam juga dapat mengarah pada potensi
judicial review isi Qanun dan kewenangan syariat Islam di Aceh di
masa mendatang. Penyusunan Qanun dalam format Kompilasi
Hukum Syariah (KHS) dapat meminimalisir revisi Qanun yang
terlalu sering, sebab penyusunan dalam bentuk kompilasi tentu
akan dibahas secara lebih komprehensif, rinci dan mendalam,
melibatkan semua pihak.

Tren penggabungan aturan perundang-undangan dan penye-
derhanaannya juga mulai digagas dalam sistem hukum nasional
Indonesia sebagaimana dimuat dalam UU No. 13 tahun 2022
tentang Perubahan kedua atas UU No. 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU No. 13 tahun
2022 tersebut menambah dan mengatur teknis metode Omnibus
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yang mulai diterapkan dalam legislasi aturan di Indonesia.*®
Omnibus Law artinya aturan hukum atau konsep regulasi yang
menggabungkan beberapa aturan dari substansi pengaturannya
berbeda. Penggabungan dilakukan dalam rangka harmonisasi antar
berbagai regulasi sehingga lebih sederhana, praktis dan pada
akhirnya juga meningkatkan indeks kualitas regulasi di Indonesia
yang menurut Bank Dunia selalu berada pada level minus dibawah
nol.*®

Atas dasar alasan-alasan di atas, maka penyusunan Qanun
dengan metode Kompilasi Hukum Syariah (KHS) dalam proses
tagnin hukum Islam di Aceh bisa menjadi salah satu solusi bagi
problematika legislasi selama ini. Penyusunan KHS juga sejalan
dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan
yang baik yang meliputi kejelasan tujuan; kelembagaan atau organ
pembentukan yang tepat; kesesuaian antara jenis dan materi
muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan;
kejelasan rumusan; keterbukaan dan keterlibatan publik.*” Ketika
proses tagnin dengan pola KHS ini terlaksana, maka
pemberlakuannya (tadbiq al-akkam) dapat saja dilakukan secara
bertahap sesuai konsep al-mar/aliyyah.

4.4.2 Rekonstruksi Muatan Sanksi Pidana Berat

Hukum Islam telah disyariatkan secara bertahap masa Nabi
dan khulafa al-rasyidm. Pentahapan itu dilakukan atas hikmah
tasyri* yang sesuai dengan masa itu. Kebutuhan masyarakat

3> Metode Omnibus diatur dalam UU No. 13 tahun 2022, Pasal 42A,
Pasal 64 ayat (1b), Pasal 64 ayat (1c), dan Pasal 97A. Omnibus law adalah
regulasi atau Undang-Undang yang mencakup berbagai isu atau topik. Secara
harfiah, definisi omnibus law adalah hukum untuk semua. Istilah ini berasal dari
bahasa latin, yakni omnis yang berarti ‘untuk semua’ atau ‘banyak.’

*®https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/omnibus-law#
(diakses pada tanggal 25 Juli 2023)

%" pasal 2 (1) Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011 tentang Tatacara Pemben-
tukan Qanun.


https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/omnibus-law
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terhadap kepastian hukum syariat di Aceh memerlukan satu strategi
khusus dalam legislasi, pengawasan dan penerapan sanksi.

Meski Qanun-Qanun Syariat di Aceh dapat disusun secara
simultan dan menyeluruh dengan pola Kompilasi Hukum Syariah
(KHS), namun dari sisi penerapan, sanksi ‘ugiibat Yyang
dicantumkan didalamnya dapat diterapkan sesuai jangka waktu
penerapan yang direncanakan. Dispensasi waktu dalam penerapan
hukum sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat beradaptasi, dan
sanksi telah tersosialisasi dalam waktu yang memadai sebelum
dijalankan. Hal ini sejalan dengan konsep al-marjaliyyah pada
pensyariatan hukum pidana di awal Islam.

Pensyariatan hukum gisas telah ada sejak turunnya surat al-
Bagarah di awal fase madaniyyah tahun 1 (satu) Hijriyah. Namun
pelaksanaan hukum qisas terhadap pembunuhan dengan sengaja
baru dilakukan pada kasus Ibnu Khattal tahun 8 (delapan) Hijriah
saat fathu makkah. Menurut penjelasan Imam Nawawi, Qisas
terhadap Ibnu Khattal diperintahkan Nabi setelah ia melakukan
pembunuhan secara sengaja atas seorang muslim pelayannya. Ibnu
Khattal juga murtad dari Islam dan menyuruh para budak
wanitanya untuk bersenandung dengan sya’ir mencaci-maki
Rasulullah saw.®® Dengan demikian, pemberlakuan sanksi pidana
berat seperti gisas di Aceh dapat ditunda setidaknya hingga 25
tahun ke depan atau sekitar tiga kali lipat dari masa
pemberlakuaannya pada masa Nabi.

Mengikuti konsep al-markaliyyah, maka legislasi dan
penerapan sanksi terhadap jarimah besar seperti qisas, zina
muhsan, sarigah, hiragbah, riddah, liwath dan lainnya dalam Qanun
Aceh dapat direkonstruksi dalam dua skema gagasan.

% Abii Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Minhaj
Syarh Sahih Muslim bin al-Hajjaj, (Beirut: Dar Thya al-Turath al-*Arabiyy, 1392
H), jilid IX, hal. 131-132
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Skema pertama: pada tahap awal ‘ugibat qisas, zina
muksan, sarigah, hirabah dan riddah langsung diundangkan
namun diberi catatan bahwa penerapannya akan berlaku setelah
sekian waktu, misalnya 25 (dua puluh lima) tahun. Pada saat
waktunya tiba, semua sanksi ‘ugibat itu dijalankan sesuai dengan
aturan Qanun tersebut.

Tabel 8: Pola Rekonstruksi Muatan Pidana Berat

Jenis Jarimah Perkiraan Masa
Pemberlakuan

1. Pembunuhan Qisash 25 th
Skema 1
2. Zina Muhsan Rajam (Hukuman 25 th
Mati)
3. Liwath Hukuman Mati 25 th
4. Sarigah Potong tangan 25 th
5, Riddah Hukuman mati 25 th

Jenis Jarimah Uqubat Ta’zir (selama Uqubat Qsiash
25 th) dan Hudud
(setelah 25 th)

1. Pembunuhan KUHP Qisash

) 2. Zina Muhsan Kebiri Rajam (hukuman
Kimia/cambuk/penjara/de mati)
nda

Skema

3. Liwath Kebiri Hukuman mati
Kimia/cambuk/penjara/de
nda
4. Sarigah cambuk/penjara/denda Amputasi tangan
5, Riddah cambuk/penjara/denda Hukuman mati

Skema kedua: pada awal legislasi, sanksi bagi perbuatan
Jjartmah besar itu diganti dengan berbagai sanksi a zir alternatif,
namun tetap dijelaskan bahwa setelah 25 (dua puluh lima) tahun
akan diberlakukan ‘ugizhbat sesuai hukum Islam. Misalnya, sanksi
bagi hukuman pembunuhan sengaja untuk sementara dapat
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dikenakan ‘ugabat ta’zir mengikuti pola sanksi hukuman mati
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi bagi
zina muAsan dan liwath dapat menerapkan pola sanksi kebiri kimia
bagi pelaku pelecehan seksual anak dalam UU Perlindungan Anak
dan PP No. 70 Tahun 2020. Lalu setelah 25 (dua puluh lima) tahun,
hukuman itu direvisi sesuai hukum Islam.

Penerapan sanksi hukum pidana dalam Qanun syariat di
Aceh memang harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan
kesiapan dan kondisi masyarakat, namun bukan berarti dapat
diabaikan tanpa perencanaan. Harus ada target waktu dalam
penerapan secara kdaffah.

Ditinjau dari hukum fikih Islam, sanksi bagi pelaku zina
yang tercantum dalam Qanun Hukum Jinayat memang belum
sesuai dengan pandangan mayoritas fugaha yang membedakan
antara hukuman bagi pelaku zina muisan dan ghairu muksan.
Akan tetapi jika dipandang dari sisi siyasah syar’iyyah,
penyeragaman sanksi bagi pelaku zina di Aceh untuk kondisi saat
ini sangat realistis dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip
penegakan syariat Islam yang menghendaki pentahapan (al-
marfialiyyah), keluwesan (al-murznah), dan prioritas (al-
awlawiyyat). Hal ini juga sejalan dengan karakteristik ajaran Islam
yang mengajarkan prinsip realistis (al-wagi ‘iyyah) dalam
penerapan hukum.

Kondisi umat Islam Aceh yang telah ratusan tahun tidak
lagi terbiasa dengan hukum pidana Islam menjadi satu tantangan
tersendiri dalam penerapan syariat Islam. Meski secara akidah umat
Islam Aceh masih teguh memegang prinsip Islam, namun dari sisi
pengamalan hukum, terutama hukum pidana Islam sudah sangat
lama ditinggalkan akibat faktor eksternal berupa kolonialisasi Barat
di dunia Islam sejak abad ke XV.

Faktor internal semisal kejahilan umat dan degradasi moral
juga menjadi alasan lain yang bisa menghambat penegakan syariat
Islam secara kaffah. Peningkatan kualitas pemahaman keagamaan,
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kesadaran akan kebutuhan umat kepada syariat Islam dan
sosialisasi intensif aturan-aturan masih memerlukan waktu yang
relatif panjang untuk menuju ke cita-cita tersebut.

Atas dasar itu maka pemberlakuan semua aturan Qanun
terkait pemberlakuan syariat Islam di Aceh —termasuk Qanun
Hukum Jinayat- perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian,
terstruktur, terencana dan terukur. Tanpa hal ini, dikuatirkan
pemberlakuan syariat Islam di Aceh akan menjadi bumerang bagi
Aceh sendiri.

Pentahapan dalam penerapan syariat, keluwesan dan
memilih prioritas bukan hal yang tabu dalam Islam. Rasulullah
telah berdakwah dengan cara-cara tersebut. Setidaknya ada tiga
praktik sejarah yang dapat dijadikan alasan dalam penundaan
penerapan hukum jinayat di Aceh secara kaffah.

Pertama: praktik Perjanjian Hudaibiyah tahun 6 (enam)
Hijriah antara Rasulullah saw dengan kafir Quraisy. Butir-butir Isi
perjanjian Hudaibiyah dipandang para sahabat sangat merugikan
umat Islam karena kaum muslimin dilarang masuk Mekkah untuk
melaksanakan ibadah umrah tahun itu, setiap muslim yang telah
hijrah tanpa seizin dari walinya dapat diminta pulang ke Mekkah,
namun jika ada yang kembali ke Mekkah tidak wajib dipulangkan
ke Madinah. Tidak hanya itu, perjanjian Hudaibiyah juga
mewajibkan pihak kaum muslimin menghapus kata-kata al-
Rahman dan al-Rahim di pembukaan perjanjian serta tidak
mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Isi Perjanjian hanya
menulis nama Muhammad bin Abdullah tanpa kata ”Rasulullah.”
Penghapusan dua kalimat yang esensinya adalah dua kalimat
syahadat itu pada dasarnya memberi implikasi yang sangat besar
bagi umat Islam. Bagaimana mungkin Nabi saw menyetujui
penghapusan kalimat tauhid itu. Kenyataannya Nabi saw tetap
menerima tawaran kafir Quraisy tersebut meski awalnya ‘Umar dan
para sahabat lainnya tidak mau menerima hasil perjanjian, namun
setelah Nabi melakukan tahallul dan menyembelih dam-nya, para
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sahabat akhirnya mengikuti beliau dan kembali ke Madinah tahun
itu tanpa berhasil masuk ke Mekkah untuk beribadah umrah.
Peristiwa ini membuktikan bahwa pelaksanaan syariat Islam seperti
ibadah umrah atau bahkan hal lain yang lebih prinsipil semisal
kalimat tauhid dapat dikesampingkan saat berhadapan dengan
kemaslahatan umat yang lebih besar. Jika Nabi menolak tawaran
itu maka kemungkinan besar akan terjadi perang antara kaum
muslimin dengan Quraisy Mekkah saat itu. Dampak negatifnya
tentu akan jauh lebih besar, seperti kehilangan jiwa dan harta,
terhambatnya ibadah dan lain sebagainya. Meskipun jika mereka
berperang dan yang mati dalam perjuangan jihad fi sabilillah
adalah syahid, namun penerimaan Nabi terhadap syarat-syarat
Quraisy itu, memiliki kemaslahatan lebih besar berupa adanya
pengakuan tertulis pertama terhadap eksistensi politik kaum
muslimin di Madinah oleh Quraisy Mekkah. Pengakuan politik ini
juga memiliki efek positif lainnya dalam perjalanan dakwah Nabi
selanjutnya dengan bangsa-bangsa lain di luar jazirah Arab.
Adapun ibadah umrah masih dapat dilakukan pada tahun depan
meski tertunda.
Kedua: peristiwa fathu makkah tahun 8 (delapan) Hijriah. Setelah
ka’bah berhasil dibersihkan dari segala bentuk penyembahan
kepada berhala, Rasulullah saw menyatakan niatnya kepada Aisyah
bahwa beliau berkeinginan mengembalikan bentuk ka’bah ke
bentuk asalnya saat dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Isma‘il, di
mana ka’bah punya dua pintu, dan hijir Isma‘7ll masuk dalam
bagian ka’bah. Akan tetapi, karena keinginan Nabi itu berpotensi
terhadap timbulnya polemik baru di kalangan kaum Quraisy yang
mengira Nabi akan merubuhkan ka’bah lalu menggantinya sesuai
dengan kehendak Nabi. Niat tersebut tidak jadi dilaksanakan demi
menjaga kemaslahatan umat serta menghindari potenti mudarat
yang lebih besar. Peristiwa ini diriwayatkan dalam hadis sa/kih :
“Kalau bukan karena kaummu hai Aisyah yang baru keluar
dari masa jahiliyah, sungguh aku akan hancurkan ka’bah
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dan akan kumasukkan kedalamnya apa yang telah

dikeluarkan, lalu kubangun baginya dua pintu sebelah timur

dan sebelah barat, hingga kubangun kembali atas dasar
bangunan Nabi Ibrahim.” (HR. Bukhari, Muslim dan

Ahmad).*

Ketiga: praktik penundaan hukuman /ad sarigah (pencurian)
pada masa khalifah ‘Umar bin Khatab dikarenakan khalifah menilai
unsur pidananya tidak terpenuhi, yaitu adanya kondisi kekeringan
dan kelaparan yang mengakibatkan masyarakat kesulitan
memperoleh bahan makanan. Sebagian orang lalu mencuri unta
dari yang lain dengan tujuan untuk dikonsumsi, dan bukan untuk
dijual. Pelaku juga beralasan dengan ada hak orang miskin pada
harta orang kaya. Atas dasar adanya syubhat (kesamaran) dalam
masalah ini, maka khalifah ‘Umar tidak menerapkan hukuman
potong tangan bagi pencuri, khusus pada masa itu. Hal ini sesuai
dengan sabda Nabi yang memerintahkan untuk tidak melaksanakan
hudud selama ada unsur syubhat padanya (cle:b a4 140,5). Selain

peristiwva tadi, penundaan proses investigasi terhadap kasus
pembunuhan khalifah ‘Usman juga pernah dilakukan oleh khalifah
Ali karena situasi negara yang tidak kondusif disebabkan hura-hara
pemberontakan.

Dari peristiwa-peristiwa di atas, para ulama usul fikih
kemudian merumuskan beberapa teori hukum atau kaedah
fighiyyah yang menjadi prinsip dan alasan bagi banyak kasus lain,
semisal kaedah Dar’u al-Mafasid Mugaddamun ‘ala Jalb al-
Masalih, kaedah Tasarruf al-Imam ‘ala al-Ra ‘iyyah Manatun bi al-
Maslakah, dan kaedah Irtikab Akhaffu Dararain. Semua kaedah
fikih itu, selain digunakan dalam bidang fikih secara umum, namun
lebih sering digunakan dalam bidang politik Islam dan kebijakan
perundang-undangan (siyasah syar’iyyah).

% Fath al-Bari, 1/224, Sahih Muslim 9/88-90, Musnad Imam Ahmad,
6/106. 176,179.
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Jika kita telusuri beberapa literatur fikih, ditemukan tiga
pendapat yang mengemuka terkait hukum penundaan suatu
hukuman hudud:

Pertama: pendapat yang mengatakan penundaan hukuman
hudiid wajib dilakukan jika terhukum dalam keadaan sakit sehingga
ditakutkan akan membinasakannya. Syarat penundaan adalah sakit
yang diperkirakan dapat sembuh, namun jika sakitnya parah dan
tidak ada harapan sembuh, boleh dihukum dengan hukuman
cambuk yang ringan. Pendapat ini dianut oleh kelompok
Hanafiyyah, satu pendapat dari Syafi’iyyah dan satu riwayat dari
Hanabilah.*® Alasan mereka adalah logika dimana hukuman bagi
orang sakit akan memperparah rasa sakit dan dapat membinasakan
terpidana, karena itu ditunda hingga sembuh.*!

Kedua, pendapat yang memandang bahwa hukuman tidak
boleh ditunda akan tetapi tetap dilaksanakan dengan cambuk yang
ringan atau dengan cara yang tidak membinasakan. Pendapat ini
dipegang oleh kelompok Hanabilah, Zahiriyyah, dan satu sisi dari
pendapat Syafi’iyyah.** Alasan mereka adalah ayat Al-Quran surat
al-Bagarah : 286 yang mengisyaratkan tidak ada taklif di luar
kemampuan. Mereka juga beralasan dengan hadis sahih riwayat
Ibnu Majah, Ahmad dan Baihaqf:
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Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki yang tubuhnya lemah telah
berzina dengan seorang budak wanita. Lalu peristiwa tersebut
dilaporkan kepada Rasulullah saw. Rasul bersabda: “Laksana-
kanlah had baginya.” Para sahabat menjawab: “Sesungguhnya ia
lemah untuk dapat menerima hukuman itu, sekiranya kami
mencambuknya 100 kali dera ia akan mati.” Rasul bersabda :
“Ambillah sebatang dahan yang terdiri dari 100 ranting, lalu
cambuklah ia dengan itu satu cambukan.”

Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa hukuman tidak

dapat ditunda, namun teknisnya dapat dikondisikan sesuai dengan
keadaan terpidana /ad tersebut.

Ketiga: pendapat mazhab Malikiyyah yang berpandangan
bahwa hukuman hudiid dapat ditunda hanya pada kasus terpidana
yang sakit hingga ia sembuh.

Dari tiga pandangan di atas terlihat bahwa teknis dan
tatacara pelaksanaan hukuman hudiid masuk dalam kajian ijtihad
yang diperselisihkan para fugaha. Tidak ada satu cara baku dan
standar yang dapat dijadikan rujukan dalam teknis cambuk maupun
waktunya. Dalam peristiwa wanita suku Ghamidiyyah yang
mengaku berzina, Rasul bahkan sempat menunda hukumannya
hingga dua tahun sembilan bulan sampai anaknya lahir dan disusui
dengan penuh.

Atas dasar dalil, peristiwa, teori fikih, dan pendapat para
fugaha mazhab di atas, dapat dianalisa bahwa keputusan
Pemerintah Aceh yang belum melaksanakan hukuman jinayat
secara menyeluruh (kaffah) dalam Qanun No. 6 Tahun 2014
tentang Hukum Jinayat memiliki cukup alasan dan merupakan
kebijakan yang tepat. Posisi sanksi pidana berat dalam Qanun

3 Sahih Ibn Majah 2185, hadis 2087, Musnad Imam Ahmad 5/222, al-
Sunan al-Kubra li al-Baihaqt 8/230
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Hukum Jinayat Aceh saat ini harus dipandang sebagai salah satu
terminal atau tahapan (al-markaliyyah) dalam proses perjalanan
panjang penerapan syariat Islam di Aceh.

Kondisi psikologis umat Islam Aceh saat ini menurut
penulis dapat dikategorikan dalam keadaan ‘“sakit” dikarenakan
kejahilan agama, ketidaksadaran semua pihak akan pentingnya
penerapan hukum Islam, dekadensi moral, hingga persoalan
ekonomi masyarakat. Ditambah lagi dengan dengan kritikan dan
sorotan dari berbagai pihak, baik dari kalangan internal maupun
eksternal di luar Aceh. Kesemua faktor tersebut cukup untuk
menyatakan bahwa kondisi umat Islam Aceh sedang “sakit” secara
psikologis dan karenanya hukuman maksimal dalam bidang jinayat
dapat ditunda atau diterapkan secara minimal, mengikut kepada
pendapat para fugaha tadi.

Menurut Muhammad Yusuf, pada masa sekarang semangat
masyarakat Aceh dalam penegakan syariat Islam masih berada
pada level kesadaran emosional.** Belum ada upaya terstruktur dan
terencana untuk memahamkan masyarakat Aceh tentang
pentingnya regulasi hukum syariat Islam. Hal itu penting dalam
upaya meningkatkan kesadaran hukum, bukan hanya pada level
emosional, namun juga pada level rasional.

Sosialisasi positif terkait penerapan hukum syariat di Aceh
harus terus ditingkatkan. Syarat dari konsep al-markaliyyah
sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya adalah
penerapan legislasi syariat dilakukan dalam masyarakat yang islami
dan telah menerima ajaran Islam sebagai sebuah sistem hukum.
Dalam konteks itu, sosialisasi syariat Islam dalam bentuk
himbauan, pamflet, brosur dan iklan serta media sosial. Pengenalan
syariat Islam juga dapat dilakukan secara terstruktur dengan
menambah muatan lokal materi kurikulum pendidikan di Aceh,

* Muhammad Yusuf, Implimentasi Hukum Jinayat di Aceh, (Banda
Aceh: Bandar Publishing, 2022), hal. 268
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mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, serta lembaga
Pendidikan non-formil lainnya seperti Dayah dan Lembaga
Pengajian. Pemahaman masyarakat yang keliru terkait syariat Islam
akan kontra produktif dengan semakin banyaknya regulasi maupun
aturan.

Upaya perbaikan dengan sosialisasi, pendidikan umat,
pengkaderan aparat penegak hukum, framing media dalam rangka
penguatan syariat Islam perlu terus dilanjutkan hingga pada
gilirannya Qanun Hukum Jinayat Aceh dapat direvisi ulang menuju
Qanun yang penerapannya secara kaffah.

Urgensi pemahaman figh siyasah* sangat diperlukan, teru-
tama oleh para stake holder pemangku kebijakan dalam Peme-
rintahan Aceh. Para pembentuk regulasi syariat Islam juga harus
dapat meramu semua pandangan ulama dalam lintas mazhab
(mugaranah al-mazahib), lalu memilih pendapat terbaik untuk
dilegislasi sesuai situasi zaman sekarang, serta yang paling tepat
diterapkan dalam kondisi sosio-cultural masyarakat Aceh.

Kebijakan pemimpin berupa penundaan pelaksanaan hukum
atau perubahan hukum pada dasarnya mengikuti situasi dan kondisi
masyarakat, serta ada atau tiadanya ‘illat pada satu hukum tersebut.
Ibnu Qayyim al-Jauziyah memandang ijtihad harus berkembang
sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi di berbagai tempat
dan zaman. Ibnu Qayyim juga merumuskan sebuah kaidah
fighiyyah “Fi taghayyuri al-fatawa wa ikhtilafiha bi hasbi

* Menurut Ibnu ‘Aqil, Siyasah adalah sesuatu kebijakan yang secara
nyata membuat manusia lebih dekat pada kemashlahatan, lebih jauh dari
kerusakan, meskipun tidak dipraktikkan langsung oleh Rasulullah saw dan tidak
ada dalil dari wahyu. Lihat: Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, al-Turug al-
Hukmiyyah, (Kairo: ‘Alam al-Fawa-‘id, ), jilid I, hal. 29

Menurut ‘Abd al-Wahhab Khallaf, Figh Siyasah adalah pengaturan
urusan umum dalam merealisasikan kemaslahatan dan menghindari resiko
bahaya selama tidak menyimpang dari batas-batas hukum dan dasarnya secara
integral, meskipun tidak ada aturannya dalam nash (Al-Quran dan hadis), atau
tidak sejalan dengan pandangan Imam mujtahid. Disadur dari: ‘Abd al-Wahhab
Khallaf, Politik Hukum Islam, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hal. 7.
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taghayyuri al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyyat wa
al-‘awa'id.”

Menurut Ibnu Qayyim, faktor penting untuk merumuskan
ketentuan hukum, atau penetapan hukum harus dikaitkan dengan
lima hal; al-azminah (situasi zaman), al-amkinah (situasi tempat),
al-ahwal (keadaan), al-niyyat (niat-motivasi), dan al-‘awa-id
(kebiasaan dan budaya). Hal ini juga sejalan dengan kaidah yang
kemudian dirumuskan para ulama ushul “Hukum itu mengikuti
pada ada dan tiadanya illat.” Semua faktor ini, mempengaruhi
dinamika hukum, sehingga hukum Islam dapat menjadi sebagai
hukum yang rahmatan lil ‘alamin.

Senada dengan itu, Satjipto Rahardjo mengkritisi salah satu
karakteristik hukum modern yang paling menonjol yaitu adanya
sifat rasional dan formal. Tugas hukum seakan hanya menjaga agar
individu masyarakat dapat berinteraksi dengan bebas tanpa
gangguan dari siapapun termasuk negara. Tugas hukum yang
seperti itu adalah tipe hukum liberal.

Menurut Satjipto, semestinya tujuan perumusan hukum
lebih besar dari sekedar formalitas dan rasionalitas. Keadilan dan
kebahagian adalah dua kata kunci utama yang mesti diletakkan di
atas segalanya. Para penyelenggara hukum mesti gelisah jika
hukum belum mampu membahagiakan masyarakat. Inilah yang
disebut dengan penyelenggaraan hukum progresif.*’

Pentahapan dalam penerapan sanksi syariat merupakan
konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari. Hilangnya sebagian
sistem hukum Islam dalam masyarakat akibat kolonialisme di
hampir seluruh wilayah muslim dunia disertai runtuhnya khilafah
Turki Usmani tahun 1924, merebaknya kejahilan tentang hukum
Islam dan berbagai faktor lainnya menghendaki adanya pentahapan

% Rusdaya Basri, “Ibnu Qayyim al-Jawziyah Tentang Pengaruh
Perubahan Sosial,*“ Jurnal al-Manahij, Vol. IX, No. 2, 2015.

" Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, (Jakarta: Penerbit
Kompas, 2010), hal. 36-39
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ulang di bidang penerapan syariat Islam mengikuti pola al-
marhaliyyah fi al- tasyrz” maupun al-marhkaliyyah fi al-tadbiq.

Keadaan ini tidak berarti bahwa umat Islam hari ini dapat
meninggalkan ibadah atau perintah agama lainnya, sebab
pentahapan bukan tujuan akhir, sebagaimana telah dijelaskan dalam
syarat kedua dari konsep al-markaliyyah. Pentahapan hanya sebuah
proses dan strategi dalam merealisasikan syariat Islam secara
formil menuju kepada penerapan sempurna (kaffah), dalam
kerangka sistem hukum dan negara Indonesia.

Senada dengan itu, Mustafé al-Zarga menyebut bahwa jika
pada satu waktu dan tempat penerapan hukuman hudiid terkendala
maka sangat mungkin untuk menerapkan hukuman pengganti
lainnya. Pengalihan hukum ini bukan berarti meninggalkan hukum
syariat secara keseluruhan. *

4.4.3 Rekonstruksi Kewenangan Pembentuk Regulasi Syariat

Berdasarkan teori kewenangan, pembentukan peraturan
perundang-undangan termasuk Qanun atau Perda adalah
kewenangan atribusi dan delegasi yang melekat pada lembaga
Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan atribusi ini adalah
kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar
(groundwet) atau Undang-Undang (wet) kepada lembaga negara
atau pemerintahan untuk membentuk peraturan.*®

Dalam pembentukan Qanun di Aceh kewenangan itu ada
pada DPRA Bersama dengan Gubernur. Namun kapasitas keilmuan
pembentuk Qanun tidak semuanya memahami subtansi ilmu fikih
dan keislaman. Hal ini sering ditengarai merupakan salah satu
faktor penghambat lahirnya Qanun. Fungsi dan kewenangan
legislatif dan eksekutif yang luas ini belum maksimal jika dikaitkan
dalam konteks Qanun syariat Islam.

*8 Mustafa Ahmad al-Zarqa, al-Madkhal al-Figh al-‘4m, jilid I, hal. 51
* UU. No. 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
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Oleh karena itu, perlu digagas suatu terobosan dalam
legislasi Qanun syariat di Aceh. Gagasan itu berupa peningkatan
peran lembaga MPU Aceh selaku lembaga yang lebih kompeten
dalam mempersiapkan dan membahas Qanun-Qanun bermuatan
hukum syariat. Menyusun Qanun tidak semata bermodalkan ilmu
legal drafting, namun juga mampu memahami subtansi hukum
Islam, norma dan prinsip-prinsip syariat secara luas.

Selama ini, peran MPU Aceh dalam penyusunan Qanun
syariat sebatas pembahas yang memberi pertimbangan. Hal ini
diatur dalam Qanun Aceh No. 2 tahun 2009 tentang MPU. Dalam
Pasal 4 disebutkan MPU memberikan pertimbangan terhadap
kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan,
ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan. MPU juga
memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat
berdasarkan ajaran Islam.

Munurut Husni Jalil, partisipasi MPU dalam pemben-
tukan Qanun memiliki ruang yang terbatas. Pertimbangan MPU
terhadap rancangan Qanun hanya diposisikan sebagai aspirasi
yang tidak mengikat DPRA dan gubernur dalam pengesahan
Rancangan Qanun Aceh, sebab pertimbangan MPU bukan fatwa
melainkan hanya bersifat saran.*

Secara juridis, MPU telah diberi kewewenangan untuk
menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pemba-
ngunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan. MPU
juga memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam
masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat
beragama lainnya. Hal ini diatur dalam dalam Pasal 5 Qanun
Aceh No. 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

*® Husni Jalil, Teuku Ahmad Yani, dan Andri Kurniawan,”Public
Participation Model in the Preparation of Sharia-based Aceh Qanun:Special
Focus on the Role of the Ulama,” 1IUM Law Journal, vol.30(2), 2022, hal.307
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Sebagai lembaga yang paling berkompeten dalam masalah
agama, peran dan kewenangan MPU dalam penyusunan Qanun
mestinya lebih besar. Berbagai norma yang diatur dalam Qanun-
Qanun syariat mestinya lahir dari sebuah hasil kajian yang
mendalam terhadap fikih sebagai hasil ijtihad dan pertimbangan
unsur mashlahat dan mafsadat yang menjadi dasar dari sebuah
kebijakan dalam siyasah syar iyyah. Menggabungkan kedua hal itu
hanya mampu dilakukan oleh mereka yang memiliki ilmu dan
kebijaksanaan yang mendalam.

Mengamanatkan tugas penyiapan naskah kajian dan draft
Ragan syariat kepada lembaga MPU Aceh adalah sebuah gagasan
yang patut dipertimbangkan. Kehadiran lembaga ini dalam UU-PA
sejak awal adalah sebagai lembaga resmi pendukung terseleng-
garanya syariat Islam di Aceh. Kedudukan MPU Aceh juga masuk
dalam Forkopimda Aceh, beda halnya dengan MUI di Propinsi lain
yang hanya sebatas Ormas.

Memberi tugas penyiapan dokumen legislasi syariat kepada
MPU Aceh merupakan pengembalian tugas ulama kepada khiszah
dan otoritasnya. Pada masa Nabi otoritas legislasi itu ada pada
Nabi. Sementara pada masa khulafa al-rasyidin dan sahabat peran
legislasi dilakukan dengan metode konsensus bersama (ijma’) dan
ijtihad, baik dalam masalah agama maupun masalah pemerintahan.
Hasil kesepakatan mereka kemudian menentukan arah kebijakan
dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Mereka memang tidak
dipilih seperti para anggota legislatif di masa kini, namun fungsi
fatwa dan otoritas keilmuan mereka diakui oleh semua masyarakat.

Menurut Djohermansyah Djohan, otoritas adalah unit
organisasi pemerintah pusat yang pejabatnya mendapat delegasi
dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan tertentu.
Sementara menurut teori otoritas Max Weber, otoritas terbagi
dalam tiga bagian, yakni, charismatic authority, traditional
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authority, dan rational legal authority.”® Otoritas kharismatik
merupakan keyakinan yang berkaitan dengan aspek-aspek yang
bersifat supranatural (intrinsik) dalam diri seseorang. Keyakinan
akan adanya otoritas kharismatik melahirkan tanggapan
keistimewaan dari masyarakat sebagai bentuk apresiasi otoritas
kharismatik.

Otoritas tradisional adalah otoritas dengan nilai legalitas
yang didasari kemurnian suatu tradisi di tengah masyarakat,
yangpada kesimpulannya melahirkan ketaatan dan kepatuhan
terhadap struktur otoritas, berdasarkan keyakinan masyarakat
secara terus menerus.

Kewenangan atau otoritas legal rasional disebut juga
dengan kewenangan hukum, yaitu kewenangan yang didasarkan
pada kerangka hukum yang berlaku di masyarakat. Landasan
otoritas rasional adalah legitimasi, yaitu hak orang yang
berkuasa. Legitimasi pemegang kekuasaan untuk mengeluarkan
perintah  berdasarkan aturan yang disepakati bersama,
merumuskan peraturan, dan menerapkannya sesuai dengan
konstitusi yang ditetapkan secara resmi.

Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama
secara individu setidaknya telah memiliki dua otoritas;
kharismatik; dan otoritas tradisional. Kepercayaan masyarakat
Aceh terhadap para ulama kharismatik cukup tinggi, bahkan
bisa melebihi trust mereka kepada wakil mereka di parlemen.

Secara kelembagaan, MPU Aceh adalah lembaga resmi
Pemerintahan Aceh yang dibentuk atas perintah UU-PA.
Artinya MPU sebagai lembaga dan personil resminya juga

> M. Sulhan dan Zulkipli Lessy, “Otoritas Tuan Guru Terhadap
Dakwah Islam pada Masyarakat Sasak Lombok: Analisis Teori Otoritas Max
Weber” Jurnal an-Nawa Jurnal Studi Islam, Vol. 4, No. 2, 2022 dari situs:
https:// jurnal.staiannawawi.com/ index.php/annawa/issue/view/44 (diakses pada
tanggal 11 Juni 2023)
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memiliki otoritas rasional atau kewenangan hukum. sehingga
sangat layak untuk diberi mandat penyusunan Qanun-Qanun
syariat Islam di Aceh. Selama ini peran MPU dalam
penyusunan Qanun bermuatan syariat memang sudah terjadi,
namun tidak maksimal. Peran itu akan lebih nyata dan maksimal
jika lembaga keulamaan ini diberi peran lebih dari sekedar
memberikan pertimbangan atau tausiyah. Produk Qanun syariat
yang lahir dari MPU semestinya adalah fatwa yang mengikat
bukan sekedar aspirasi atau pendapat yang bisa diikuti atau
ditinggalkan Pemerintah atau masyarakat.

Peneliti menyadari benar bahwa untuk mewujudkan
gagasan ini akan menghadapi dua problema tersendiri.

Pertama: Sistem legislasi hukum di Indonesia yang hanya
memberi hak dan kewenangan pembentukan peraturan perundang-
undangan kepada lembaga Legislatif, dimulai dari perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan, sampai pengundangan.
Eksekutif juga dapat mengusulkan rancangan aturan perundang-
undangan kepada legislatif, sebagaimana eksekutif juga terlibat
dalam pengesahan bersama legislatif.

Tabel 9 : Pola Pembentuk Regulasi Syariat (Saat ini)

S

1. Perencanaan DPRA/Gubernur (Pemerintah)
2. Penyusunan DPRA/Gubernur (Pemerintah)
3. Pembahasan DPRA/Gubernur (Pemerintah), Dinas-

Dinas Terkait, dan Masyarakat

4. Penetapan/Pengesahan DPRA/Gubernur

5. Pengundangan dalam Lembaran Sekda
Daerah

6. Penyebarluasan Dinas terkait
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Untuk mewujudkan peran MPU dalam penyiapan penyu-
sunan Qanun bermuatan syariat di Aceh, maka upaya revisi Qanun
kewenangan lembaga ini kiranya perlu dilakukan dalam jangkauan
terbatas. Pertentangan gagasan rekonstruksi ini dengan sistem
aturan yang telah ada, semestinya dapat diselesaikan dengan
memaknai dan menafsirkannya sebagai bentuk kekhususan Aceh
dalam kerangka sistem hukum nasional. Sebagaimana sistem
hukum nasional telah mengecualikan pemberlakuan hukum syariat
Islam bagi Aceh dengan UU-PA dan segala regulasi turunannya,
maka selayaknya dalam proses legislasi hukum syariat di Aceh
serta lembaga pembentuknya juga ada pengecualian khusus. Pasal
35 (1) Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011 tentang Tatacara
Pembentukan Qanun yang menyatakan “Pembahasan Rancangan
Qanun di DPRA/DPRK dilakukan oleh DPRA/DPRK bersama
Gubernur/ Bupati/Walikota,” dapat direvisi dengan menambah
penjelasan atau bahkan ayat baru pada Pasal tersebut yang
redaksinya yaitu: ”Pembahasan Qanun-Qanun terkait syariat Islam
wajib melibatkan MPU Aceh dalam semua tahapannya.”

Begitu juga Pasal 38 (1) Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011
terkait pengesahan yang hanya menyebutkan bahwa ”Qanun Aceh
disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan bersama
dengan DPRA,” dapat direvisi dengan menambah penjelasan atau
ayat dengan redaksi: ”Qanun Aceh terkait syariat Islam disahkan
olen Gubernur setelah mendapat persetujuan bersama dengan
DPRA dan MPU Aceh.”

Kewenangan MPU dalam penyiapan rancangan Qanun
kedepan adalah mempersiapkan tiga rancangan Qanun kompilasi
syariat yang telah diuraikan sebelumnya. Rancangan dibahas
melibatkan tenaga ahli hukum dalam bidang legal drafting serta
dinas terkait lainnya. Ketika rancangan itu rampung maka proses
pengesahan/penetapan serta pengundangannya tetap melalui pro-
sedur lembaga legislatif dan eksekutif selaku pemilik kewenangan
legislasi dalam sistem hukum nasional.
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Problema Kedua: Disadari juga bahwa untuk tugas yang
berat dan mulia ini, kapasitas keilmuan para anggota MPU Aceh
yang tidak seragam juga perlu di-upgrade. Regulasi terkait syarat
calon anggota MPU perlu disesuaikan dengan standar keilmuan
tertentu yang sesuai dengan tujuan dari peran MPU dalam legislasi
syariat tadi. Penetapan standar keilmuan keislaman itu perlu
diwacanakan jika gagasan rekonstruksi pembentuk regulasi syariat
ini ingin diwujudkan. Keilmuan dimaksud adalah beberapa ilmu
dalam Dberijtihad seperti metode Istinbar al-Ahkam, ilmu
Mugaranah al-Mazahib, al-Siyasah al-Syar iyyah, al-Qawa- ‘id al-
Fighiyyah, dan dasar-dasar ilmu perundang-undangan.

Tabel 10 : Pola Rekonstruksi Pembentuk
Regulasi Syariat (Gagasan)

. Tahapan

1. Perencanaan MPU Aceh/DPRA /Gubernur
(Pemerintah)

2. Penyusunan MPU Aceh/DPRA/ Gubernur
(Pemerintah)

3. Pembahasan MPU Aceh/DPRA /dan Dinas-Dinas

Terkait, serta Masyarakat

4. Penetapan /Pengesahan DPRA/Gubernur dengan persetujuan
MPU Aceh

5. Pengundangan dalam Lembaran Sekda

Daerah

6. Penyebarluasan Dinas terkait

Peran ulama Aceh sejak dahulu hingga sekarang dalam
mendidik umat dan menjaganya dari perbuatan melanggar agama
adalah fakta yang tidak terbantahkan. Sebagian ulama juga
berupaya melakukan perbaikan umat melalui jalur politik dengan
berpartisipasi dalam partai politik, menjadi anggota legislatif atau
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bahkan mendirikan partai politik. Alasan yang dikemukakan
biasanya karena perubahan (islah) yang dilakukan dengan regulasi
Pemerintahan akan lebih efektif dalam mencegah kemungkaran
ketimbang metode ceramah atau pengajian. Karena itu, kehadiran
pemuka agama dalam lembaga parlemen diharapkan dapat
mewarnai regulasi negara agar lebih Islami. Alasan ini ada
benarnya mengingat pembentukan regulasi dan amandemennya
selama ini hanya bisa dilakukan dengan kewenangan legislatif.

Sayangnya, kehadiran pemuka agama dalam kancah politik
sering dianggap tabu, tercela, atau bahkan dicemooh oleh sebagian
masyarakat akibat banyaknya praktik politik kotor yang dilakukan
sebagian oknum caleg dalam rangka meraih suara saat Pemilu,
maupun saat sudah duduk di parlemen. Akibatnya, diskusi dengan
tema keterlibatan peran ulama dalam politik antara maslahah atau
mafsadah tidak dapat dihindari pada setiap musim kampanye dan
Pemilu. Dalam konteks di Aceh, diskusi semacam ini sebenarnya
dapat diselesaikan jika peran legislasi Qanun bermuatan syariat
Islam diserahkan kewenangannya kepada lembaga resmi ulama
sebagaimana signifikansinya telah diuraikan di belakang.

Akhirnya, dengan tiga pola rekonstruksi ini, proses tagnin
hukum Islam di Aceh diharapkan akan berada pada poros yang
benar, memiliki kejelasan, dapat dijalankan secara bertahap dan
terhindar dari polemik legislasi yang tidak berkesudahan.

Perlu juga dipahami, bahwa tagnin merupakan upaya
manusia dalam memformalisasi syariat Islam yang notabene selalu
memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, pintu perbaikan tidak boleh
ditutup selama proses tagnin terus terjadi. Syariat Allah adalah
suatu ketetapan yang sempurna, namun dalam proses legislasi
hukum Islam oleh manusia, harus selalu terbuka ruang untuk revisi
ke arah yang lebih baik.



BAB V
PENUTUP

Dari uraian dalam bab-bab sebelumnya, berikut
disampaikan beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan
masalah terdahulu. Penulis juga memberikan beberapa saran dan
rekomendasi sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian sebagai
berikut:

5.1 Kesimpulan

1. Konsep al-markaliyyah dalam praktik awal sejarah Islam
dilakukan dalam dua bentuk: al-markaliyyah dalam
pensyariatan hukum dan al-mar/aliyyah dalam penerapan
hukum. Otoritas pensyariatan pada masa Nabi ada pada
Allah dan Rasul sementara pada masa setelahnya dilakukan
oleh para sahabat atas kapasitas mereka sebagai para ulama
mujtahid sekaligus pemimpin yang diakui oleh masyarakat.
Prioritas al-markaliyyah dalam tasyri‘ dimulai dengan
pengenalan tauhid, prinsip-prinsip moral dan sebagian
hukum ibadah. Pensyariatan hukum Islam khususnya
hukum muamalah dan pidana (jinayat) baru dilakukan dan
diterapkan secara berangsur-angsur pada fase Madinah, saat
Nabi dan sahabat telah hidup relatif damai, berperadaban
dan memiliki pengakuan politik dari berbagai kalangan,
baik internal maupun eksternal. Praktik penerapan hukum
yang dilakukan nabi serta para sahabat dilaksanakan sesuai
dengan situasi, kondisi dan kebutuhan, yang memberikan
ruang waktu bagi masyarakat dalam beradaptasi dengan
sistem aturan baru.

2. Atas dasar praktik konsep al-markaliyyah di awal Islam dan
temuan beberapa masalah dalam proses tagnin hukum Islam
di Aceh saat ini, maka konsep al-marfaliyyah dalam proses
tagnin hukum Islam di Aceh pada masa sekarang dapat
direkonstruksi dengan merumuskan tiga pola rekonstruksi:
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rekonstruksi proses legislasi; rekonstruksi muatan sanksi
pidana berat; dan rekonstruksi pembentuk regulasi syariat.
Rekonstruksi proses legislasi dilakukan dengan prioritas
tauhid al- sufif dan tasyri® al-ahkam yang sederhana
dengan melegislasi Qanun syariat Islam dalam bentuk tiga
Kitab Kompilasi Hukum Syariah (KHS). Rekonstruksi
muatan sanksi pidana berat dapat dilakukan dengan
memilih salah satu dari dua skema legislasi. Rekonstruksi
pembentuk regulasi syariat dilakukan dengan meningkatkan
peran dan keterlibatan MPU Aceh dalam proses legislasi
Qanun syariat Islam, dari proses perencanaan, penyusunan,
pembahasan dan penetapan/pengesahan.

5.2 Saran dan Rekomendasi

1. Disarankan kepada pemerintah Aceh agar segera merumus-
kan rancangan besar syariat Islam disertai prioritas legislasi
dan jangka waktu pentahapan dan penerapannya.
Rancangan besar itu hendaknya diatur dengan Qanun,
dipedomani semua pemangku kebijakan di Aceh serta
mudah diakses oleh semua pihak.

2. Disarankan kepada lembaga legislatif dan eksekutif agar
segera melakukan penyusunan seluruh Qanun delegatif dari
Qanun Pokok-Pokok Syariat Islam dalam bentuk Kompilasi
Hukum Syariah (KHS).

3. Kepada lembaga Pembentuk regulasi Syariat Islam di Aceh
disarankan agar dapat menambahkan beberapa jenis opsi
sanksi dalam ‘ugubat ta’zir selain cambuk, penjara dan
denda yang telah diatur selama ini, dengan berbagai sanksi
alternatif lain seperti sanksi sosial maupun sanksi adat.

4. Disarankan kepada lembaga legislatif dan eksekutif agar
dapat melakukan revisi terhadap kewenangan MPU Aceh
dalam  Qanun-Qanun terkait guna  meningkatkan
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keterlibatan lembaga tersebut dalam proses penyusunan
Kompilasi Hukum Syariah (KHS).

. Disarankan kepada Pemerintahan Aceh agar dapat
meningkatkan sinergitas antar lembaga dalam rangka
penyelenggaraan syariat Islam dan mendukung penuh
pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam wujud politik
penganggaran yang memadai.

. Direkomendasikan kepada para peneliti dan akademisi
kampus untuk terus melakukan kajian terkait problematika
seputar penyelenggaraan syariat Islam di Aceh, baik dari
sisi legislasi maupun efektifitas penerapan, guna
memberikan kontribusi aktif dan solusi menyeluruh
terhadap problematika pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

. Direkomendasikan kepada para peneliti dan akademisi
kampus agar dapat melakukan penelitian lanjutan terkait
efektifitas peran lembaga Legislatif (DPRA) dalam legislasi
Qanun-Qanun syariat Islam di Aceh.

. Masyarkat disarankan agar dapat terus meningkatkan
kesadaran beragama dengan mengikuti berbagai kajian
keislaman, turut berpartisipasi mengawasi pelaksanaan
syariat, dan tidak terjebak dalam pola pikir praktis yang
mengabaikan kemaslahatan dirinya di dunia dan akhirat.

. Disarankan kepada setiap muslim yang hidup dan menetap
di Aceh agar mensukseskan penyelenggaraan syariat Islam
dengan menjunjung tinggi nilai agama dan menanamkannya
dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan pelanggaran
ajaran agama pada hakikatnya berkontribusi terhadap
pencemaran syariat Islam yang agung dan mulia.
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: ayat atau surat yang turun di Madinah atau sesudah peristiwa
Hijrah

- perjudian
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Makkiyyah

Marhaliyyah
Mu/san
Musahagah
Nas

Nasakh
Qadhaf
Qanun

Qanun Syariat

Qisas
Rajam

Riddah
Risalah
Samawi
Syariat Islam
Sarigah
Siydsah
Syahddat
Syarh
Syar‘iyyah
Tabattul
Tadarruj
Tadbigq
Tadwin
Tahallul

Taisir
Taklif
Taqgnin
Tarikh
Tasyri’
Ta ‘zir

‘Ugqitbat

Wad ‘iyy
Zina

: ayat atau surat yang turun di Mekkah atau sebelum peristiwa
Hijrah

: pentahapan secara umum

- laki-laki/Perempuan yang sudah kawin

 leshian

: teks al-Quran dan hadis

: penghapusan hukum

: menuduh orang melakukan zina

: Peraturan Perundang-undangan sejenis Perda Provinsi yang
mengatur penyelenggaraan Pemerintah dan kehidupan
masyarakat Aceh.

- Peraturan Daerah Aceh yang secara khusus terkait dengan
muatan hukum Islam

: hukuman yang setimpal

: hukuman mati bagi pezina laki-laki/perempuan yang sudah
kawin

: keluar dari agama Islam

: misi yang diemban oleh seorang rasul

: agama yang diwahyukan Allah kepada para rasul/nabi

: Tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan

: pencurian

: politik Islam

: pengakuan keesaan Allah swt dan kerasulan Muhammad saw

: penjelasan

: bersumber dari syariat

: membujang (tidak menikah)

: pentahapan berurut dan berjenjang

: penerapan hukum

: pembukuan hukum/kodifikasi hukum

: mencukur sebahagian rambut sebagai tanda akhir ibadah
haji/umrah

> prinsip kemudahan

: pembebanan hukum

: proses legislasi hukum Islam

. sejarah

: pensyariatan hukum

. hukuman yang sanksinya diserahkan kepada kebijakan
pemimpin

: hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku
jarimah

: hukum yang dibuat oleh manusia

- bersetubuh tanpa ikatan perkawinan
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